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11. UJI KOMPETENSI

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

13 PENGANGKATAN KEMBALI :
ADB Kependudukan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan ADB
Kependudukan sesuai ketentuan yang beraku.

\4

Administrator Database Kependudukan

PERMENPAN-RB : Nomor 35 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017
PERATURAN BKN : Nomor 16 Tahun 2018, Tanggal 27 September 2018
PENGERTIAN : Jabatan fungsional Administrator Database Kependudukan adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak utk megelola
database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK,

dan data warehouse

TUGAS JABATAN : Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi
dandata kependudukan, aplikasi SIAK, dan data warehouse

PERPRES TUNJANGAN : Nomor...

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri

RUMPUN JABATAN : Kekomputeran

LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Dalam Negeri / Daerah Kabupaten/Kota

PEJABAT PENETAP PAK

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Dukcapil utk angka kredit ADB Kependudukan Ahli Madya dibantu Tim
Penilai Pusat;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Bina Aparatur Dukcapil utk angka kredit ADB Kependudukan Ahli
Pertama dan Ali Muda dilingkungan Kemendagnri dibantu Tim Penilai Instansi

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Kepegawaian utk angka kredit ADB Kependudukan Ahli Pertama dan
Ali Muda dilingkungan Pemda Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

ADB Kependudukan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi.

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Kategori Jenjang Golru Angka Tunjangan BUP Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan
III 1 thn Syarat pengangkatan pertama:
Ahli /a 00 58 " mm . . -
Pertama D2, memﬂ_lkl |nte§!nlasdan m!.')ralllas yang baik;
III/b 150 3. sehatjasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ DIVbidang
komputer;
III/c 200 58 thn 5. mengikutidan lulus uji kompetensi;
Ahli Muda 6. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam
III/d 300 1 (satu) tahun terakhir
IV/a 400 60 thn [Syaratpengangkatan perpindahandari jabatan
Keahlian Jain:
1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama
IV/b 550 2. memilikipengalaman di bidang pengelolaan
Ahli teknologi informasi paling singkat 2 tahun;
Madya B. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
IV/c 700 dalam 2tahunterakhir
4. berusia paling tinggi:
a 53tahun utkmendudukijenjang Ahli Pertama
dan Ahli Muda
b. 55tahunutkmendudukijenjang Ahli Madya

-




» WN e

VP NOW

11.

\S

Administrator Kesehatan

KEPMENPAN-RB : Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000, Tanggal 22 Desember 2000
KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001, Tgl 30 Maret 2001
PENGERTIAN : Administrator Kesehatan adalah PNSyang diberi tugas, wewenang dan tanggung

jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis
kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perjinan, akreditasi dan serifikasi
program-program pembangunan kesehatan.

TUGAS POKOK : Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perjinan,
akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PP11Tahun2017

INSTANSI PEMBINA : KementerianKesehatan

RUMPUN JABATAN : Kesehatan

LINGKUP BERLAKU : PNSPusatdan Daerah

. PEJABAT PENETAP PAK

a. Seljen Dep. Kesehatan dan Kesos bagi Administrator Kesehatan Madya dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pimpinan Unit/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai
Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsibagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda pada Dinkes Provinsi
dibantu Tim Penilai Propinsi

d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda pada Dinkes

Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

o I Y

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Administrator Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang beraku.

Kategori Jenjang Golru Angka Tunjangan BUP Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan
III/a 100 58 thn | Syarat pengangkatan pertama:
Ahli 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D1IV
Pertama Rp. 300.000 bidang kesehatan;
III/b 150 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
Golru Ill/3;
3. Dikiat fungsional tk ahli;
III/c 200 58 thn | 4. Tersedia formasi;
Ahli Muda Rp. 600.000 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
III/d 300 sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
1 (satu) tahun_terakhir.
Keahlian IV/a 400 60 thn | Syarat pengangkatan perpindahan

dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan

IV/b 550

. pertama;
MA:h Rp. 8 2. Memiliki pengalaman dalam
adya IV/c 700 p- 850.000 pelayanan administrasi kesehatan

paling kurang 2tahun;

3. Berusia paling tinggi 5 tahun
sebelum mencapai BUP dari
jabatan terakhir.
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1. PERMENPAN-RB
2. KEPUTUSAN BERSAMA
3. PENGERTIAN

4. TUGAS POKOK

5. PERPRES TUNJANGAN
6. PERATURAN BKN

7. INSTANSI PEMBINA

8. RUMPUN JABATAN

9. LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Kepala BINatau Pejabat lain yang ditunjuk bagi Agen Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Kepala
b. Sekretaris Utama atau Pejabat lain yg ditunjuk bagi Agen Pelaksana-Penyelia dan Agen Pertama-Muda
dibantu Tim Penilai Sesma

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI :

Agen Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Agen Ahli dengan syarat:

a. Ijazah yang dimiliki sesuai tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan untuk Agen Ahli;

b. Paling kurang telah 1th dalam pangkat terakhir;

c. Telah memiliki sertifikat keahlian untuk Agen Ahli;

d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan utk pangkat Penata Muda, golru III/a.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani auti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PEGANGKATAN KEMBALI :

Agen yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

: Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002, tgl 31 Mei 2002 jo Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2016
: Nomor KEP-027/1/2003 dan Nomor 03 Tahun 2003, Tanggal 31 Januari 2003
:Agen adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjwb, wewenang dan hak secara penuH

: Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta analisis produk

: Nomor 48 Tahun 2007, Per ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
:PP11Tahun 2017

: Badan Intelijen Negara

: Penyidik dan detekdif

:PNSBIN

\3
Agen N

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan/atau operasi intelijen.

intelijen untuk memperoleh komponen - komponen strategis sebagai bahan
kebijakan pemerintah serta mengamankan dan mensukseskan pelaksanaannya

ketentuan yang berlaku.
. . Batas
Tingkat ';:Ejaatg% Golru I:(?-gcll(; T‘j'g aa'}%ﬂn Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Io/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat
Terampil:
Pelaksana o/c 60 Rp. 240.000 58th 1. Berijazah paling rendah DiIsesuai dgn
/d 80 kualifikasi pendidikan;
2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda
Terampil II/a 100 Tingkat I, Golru II/b;
P Pelal_(sana Rp. 300.000 58 th 3. Diklat fungsional Tk terampil;
Lanjutan /b 150 4. Job training agen;
. 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
Penyelia Im/c 200 Rp. 550.000 58th sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
II1/d 300 ' : satu tahun terakhir.
III/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 300.000 58th 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai
m/b 150 dgn kualifikasi pendidikan;
200 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata
Muda oI/c Rp. 750.000 58 th Muda, Gol.Ruang IIl/z;
Tn/d 300 T 3. Diklat fungsional Tk. Ahli;
4. Job training agen;
Iv/a 400 5. Setiap unsur penilaian dim DP-3 sekurang-
i kurangnya bemnilai baik dalam satu tahun
Ahli Madya IV/b 550 Rp. 1.100.000 60 th terakhir.
IV/c 700
Syarat pengangkatan perpindahan dari
v/d 850 jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Utama 65th 2. Memiliki pengalaman di bidang inteligen
paling singkat 3 tahun;
Iv/e 1050 3. Berusia paling tinggi 5tahun sebelum
\ mencapai BUPdari jabatan terakhir /'
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Analis Anggaran

: Nomor 21 Tahun 2016, Tanggal 3 Nopember 2016
: Nomor 14 Tahun 2017, Tanggal 25Juli2017
: Jabatan Fungsional Analis Anggaran adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan
analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN

: Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan

APBN

: PPNomor 11 Tahun2017

: Kementerian Keuangan

: Akuntan dan Anggaran

: PNS Kementerian Keuangan /Pusat

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analis
Anggaran Madya/Ahli Madya dan Analis Anggaran Utama/Ahli Utama di lingkungan Kementerian
Keuangan dan Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Pusat.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analis
Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda di ling Kementerian Keuangan
dibantu TimPenilai Unit Kerja.

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analis
Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di
luar Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Instansi.

11. UJIKOMPETENSI :

Analis Anggaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

oY R-Ne N1

13. PENGANGKATAN KEMBALT:

Analis Anggaran yang diberhentikan karena point b s.d point de dapat diangkat kembali dalam jabatannya
menurut ketentuan yang berlaku

. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan ]abatan

. Jenjang
Kategori Jabatan

Golru

Angka | Tunjangan Bl?stia: Pengangkatan Dalam
Kredit | Jabatan Pasan | J2batan

Pertama/
Ahli Pertama

III/a

100 sgth | SYaratpengangkatan peryama :

III/b

1. berstatus PNS
150 2. memiiliki integritas dan moralitas yang baik;

Muda/Ahli
Muda

III/c

3. sehat jasmani dan rohani;
200 58th | 4 berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV

III/d

300 (DLV)di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum,
dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan

Madya/Ahli
Madya

Keahlian

IV/a

400 oleh Instansi Pembing;
5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di

IV/b

bidang penganggaran;
550 60th 6. mengikuti dan lulus uji I’(ompetensi yang

IV/c

ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
700 7. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir

Utama/Ahli
Utama

v/d

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
1. memenuhi persyaratan pengangkatan
pertama;
850 2. memiliki pengalaman di bidang
penganggaran dalam pengelolaan APBN
paling singkat 2 (dua) tahuny;
3. berusia paling tinggi:

IV/e

65th a 53tahun utk menduduki jenjang

Pertama/Ahli Pertama dan Muda/Ahli
Muda;
b. 551ah’un untuk menduduki jenjang
1050 Madya/Ahli Madya dan Utama; dan
4. Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi

Pembina /-
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Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Analis APBN)

PERMENPAN-RB : Nomor 39 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014

PERATURAN BERSAMA : Nomor 3Tahun 2015dan Nomor 27 Tahun 2015

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN
dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RL

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis di bidang APBN.

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Sekretariat Jenderal DPRRI

RUMPUN JABATAN : Manajemen
LINGKUP BERLAKU : PNSSekretariat Jenderal DPRRI

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-1IV) bidang Ekonomi;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang IlI/a dan

c. nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis APBN;

berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Ekonomi;
pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang IIl/g;

telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Analis APBN;

telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Analis APBN;

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis APBN paling kurang 2 tahuny;
nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
usia paling tinggi:

1) 53tahun untuk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;

2) 55tahun untuk menduduki jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama.

UJI KOMPETENSI:
Analis APBN yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai
standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:
Analis APBN yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

S@mpap DY

mpoo DY

Golongan Angka Jumlah Angka Batas Usia

ori Jenjang Jabatan y L
Kateg Jjang Ruang Kredit Kredit Minimal / tahun Pensiun

Ahli Pertama Il/a 50 12,5 58th
/b 50 125

Ahli Muda I/c 100 25 58th
m/d 100 25

IV/a 150 375
Ahli Madya IV/b 150 37,5 60th
IV/c 37,5

Keahlian

Ahli Utama 65th

150
v/d 200 50
200

IV/e
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7 Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
1. PERMENPAN-RB : Nomor 33 Tahun 2018, Tanggal 9 Agustus 2018 jo Permenpan —RB Nomor 01 Tahun
2019, Tanggal 11 Februari 2019
2 PERATURANBKN : Nomor 47 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung

jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan dan pembelaan
dalam rangka perindungan dan pengamanan perdagangan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk
perlindungan dan pengamanan perdagangan

5. PERPRESTUNJANGAN : ......

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan

8. RUMPUNJABATAN : Hukum dan Peradilan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perdagangan dan lembaga non struktural

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi pengamanan Perdagangan pada unit kerja JPT Madya yg
membidangi pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya
yg membidangi pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan untuk Angka Kredit bagi Ahli Madya

b. Pejabat Administrator yg membidangi kepegawaian pada Unit Kerja JPT Pratama yang
membidangi kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yg membidangi Perdagangan
Luar Negeri kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan
Perdagangan Kementerian Perdagangan untuk Ahli Pertama dan Ahli Muda

11. KENAIKAN JABATAN
AIPP yang akan naik jabatan setiingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

<. menjalani auti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
AIPP yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang beriaku.

. | Jenjang Angka | Tunjangan
Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moral yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang
5

L

III/a 100 58 th

Pertama

III/b 150 el Hukum, Ekonomi, dan Hubungan Internasional;

. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,

kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial
III/c 200 58th kultural sesuai dengan standar kompetensi
Muda yang disusun oleh Instansi Pembina; dan
300 58 th | 6- nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
II1/d dalam 1 (satu) tahun terakhir

Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
IV/a 400 60 th 2. memiliki pengalaman di bidang peﬂmdunéan dan
per:lgamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua)
tahuny;
3. nilai prestasi kerja paling kurang bemnilai baik
Madya IV/b 550 60 th dalam 2 (dua) tahun terakhir
4. berusia paling tinggi:
a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional
AIPP Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional
IV/c 700 60 th AIPP Ahli Madya.

N (

Keahlian




j Analis Kebakaran \

1. PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2019, Tanggal 02 September 2019

2 PERATURAN BKN : Nomor ......

3. PENGERTIAN : Analis Kebakaran, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan

5. PERPRESTUNJANGAN :.....

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : InstansiDaerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran yang
ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Analis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analis

Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analis

Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

11. KENAIKAN JABATAN
Analis Kebakaran yang akan naik jabatan setiingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢ menjalani auti di luar tanggungan Negarg;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Analis Kebakaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang berlaku.

. | Jenjang Angka | Tunjangan
Kategori | . Pen katan dalam Jabatan
Jabatan Golrt | gredit Jabatan BUP 9ang
Syarat pengangkatan pertama:
III/a 50 58th |1, perstatus PNS;
2. memiiliki integritas dan moral yang baik;
Pertama 3. sehat jasmani dan rohani;
III/b 50 58 th |4. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat

bidang Teknik/Rekayasa Keselamatan (Safety
Engineering), Teknologi Rekayasa Keselamatan
III/c 100 58 th Kebakaran (Fire Safety Engineering Technology),
Mud Planologi atau Geografi;
uda 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,

II1/d 100 58 th kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial

kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
disusun oleh Instansi Pembina; dan

60 th 6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik

150 dalam 1 (satu) tahun terakhir

Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
Mad % memtil?(uhi warlat pen%alrgkata||1 I;p;e;tama;
adya . memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas
Iv/b 150 60th di bidang kebakaran dan penyelamatan paling
singkat 3 (tiga) tahunnilai prestasi kerja paling
kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
igzrakhir |
3. rusia paling tinggi:
IV/c 150 ekl a. 53 tahun utk menduduki JF Analis Kebakaran
Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional
Analis Kebakaran Ahli Madya.

N (

Keahlian

IV/a




y. Analis Kebijakan -

1. PERMENPAN-RB : Nomor 45 Tahun 2013, Tanggal 4 Nopember 2013
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014, Tanggal 21 Mei 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yg

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk
melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat

dan Daerah.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 68 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Administrasi Negara
8. RUMPUN JABATAN : Manajemen
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Kepala LAN / Pejabat Eselon I1yg ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda, goiru IlI/as.d
Utama, Pembina Utama, golru IV/edi lingkungan LAN dan bagi Analis Kebijakan Madya, Pembina Tingkat
I golru IV/b s.d Utama, Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan instansi pusat dan instansi
Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pimpinan Instansi Pusat atau Pejabat Eselon lyang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda,
golru III/a s.d Madya, Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi masing-masing dibantu Tim PenilaiInstansi

c. Sekda Provinsi atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru
Il/as.d Madya, Pembina, golru IV/adi lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Sekda Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon IIlyg ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda,
goiru IlI/as.d Madya, Pembina, golru IV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai
Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan; f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Kebijakan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat ﬁﬂﬁgﬁ Golru II\(?gcll(l? ng' raan BUP Pengangkatan Dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertamas:

m/a 100 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ D.IV
Pertama Rp. 540.000 58th 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
IoI/b 150 ruang IIl/a;
3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
oI/c 200 fungsional untuk Analis Kebijakan; dan
Muda Rp. 920.000 58th 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
my/d 300 dalam 1(satu) tahunterakhir.
Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
lain:
IvV/a 400 1. berijazah paling rendah magister (S2) dari

perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B;
2. pangkat paling rendah Penata, golru III/G
3. lulus uji kompetensi;
4. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang
dibuktikan dari pengalaman jabatan paling
. kurang 5 tahun secara kumulatif;
Ahli 5. tersedia formasi utk jabatan Analis Kebijakan;
IV/c 700 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Madya | V/b | 550 | Rpp 1150000 60th

Keterangan:

1. Bagi PNSyang di angkat untuk pertama kali
dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah

v/d 850 Magister (S2) dari perguruan tinggi yang paling

kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam

jabatan Analis Kebijakan Pertama, pangkat

Utama Rp. 1.685.000| 65th Penata Muda Tingkat I, golru III/b.

2. Bagi PNSyang di angkat untuk pertama kali
dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah
Doktor (S3)dari perguruan tinggi yang paling

IV/e 1050 kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam

| jabatan Analis Kebijakan Muda, pangkat

\ Penata golongan ruang III/c /-
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Analis Keimigrasian N

PERMENPAN-RB : Nomor 47 Tahun 2018 Tanggal 10 Oktober 2018

PERATURAN BKN : Nomor 46 Tahun 2019 Tanggal ....

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis
dan ajudikasi di bidang keimigrasian.

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis keimigrasian.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 26 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM

RUMPUN JABATAN : Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan

LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Hukum dan HAM

PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk
Angka Kredit bagi Analis Keimigrasian Ahli Utama;.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk AK
Analis Keimigrasian Ahli Pertama sampai dengan Analis Keimigrasian Ahli Madya di lingkungan Direktorat
Jenderal Imigrasi; dan

¢. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keimigrasian pada Kantor Wilayah Kemenkumham untuk
AK Analis Keimigrasian Ahli Pertama sampai dengan Analis Keimigrasian Ahli Madya/Madya

UJI KOMPETENSI:

Analis Keimigrasian yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Keimigrasian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Analis Keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku.

S0 Q0T o

Jenjang Angka Tunjangan Pengangkatan Dalam
Tingkat | Jabatan | €°™ | Kredit Jabatan BUP Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
Io/a | 100 S8th |1 bercatusPNS; i
Pertama Rp. 540.000 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
/b 150 3. sehatjasmani dan rohani;
I/c 200 4, berijamh_paling rendah S_-1 (S!-ala- 9111_)/04(Dip_loma-
Muda Rp. 960.000 58th Empat) bidang keimigrasian, bidang sosial, atau bidang
my/d 300 lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh
Instansi Pembing;
IV/a 400 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Mangjerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan
standar kompetensi telah disusun oleh Instansi
Madya IvV/b 550 | Rp.1.260.000 Pembina; dan yena
6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik dalam 1
V/c 700 60th | by tohunteraldai
Syarat pengangkatan perpindahan dari

\ bagi PNS yanq menduduki JPT.

Ahli Jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;

2. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

850 bidang penganalisisan dan pemeriksaan keimigrasian

paling singkat 3 (tiga) tahuny;

Rp. 1.500.000 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bemilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

65th 4. berusiapaling tinggi:

a. 53 thn untuk JF Analis Keimigrasian Ahli Pertama

IV/e 1050 dan Ahli Muda;

b. 55 thn untuk JF Analis Keimigrasian Ahli Muda; dan

¢. 60 thn untuk JF Analis Keimigrasian Ahli Utama

Uama v/d
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Analis Kepegawaian

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/36/M.PAN/11/2006, Tgl5 Mei 2014, jo PER/14/M.PAN/6/2008, Tgl 2Juni 2008
2. PEERATURAN BKN : Nomor 67 Tahun 2006, Tanggal 29 Nopember 2{)06 jo Pe:&a Norr{or/ 34Taht?n 2014
3. PENGERTIAN :I?‘nzil(lis Kepegawaiﬁn Ia¢|11alar_| II’)I\BEyanb% diberi tuga:,utj?(nggi.n?(gs jaw'?b, v'\(lewetgang, dan
ak secara penuh oleh pejaba rwenang u melaksanakan iatan
4. TUGAS POKOK manajemeanENS. pel v 9 <9
: Melakukan kegiatan manajemen PNSdan pengembangan sistem manajemen PNS.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 17 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Kepegawaian Negara
8. RUMPUN JABATAN : Manajemen
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Kepala BKN/Eselon Iyang ditunjuk bagi Madya pada BKN dan luar BKN dibantu TimPenilai Pusat

b. Sesma BKN/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon IIbagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-

Muda dibantu Tim Penilai Se Hat Utama kKN
c. Kepala Kanreg BKN bagi Pertama dan Muda pada Kanreg masing-masing dibantu Tim Penilai Kanreg
d. Pimpinan Instansi Pusat /Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon IIbagi Pelaksana s.d Penyelia dan

Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi

e. Sekda Provinsi/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon IIbagi Pelaksana s.d Penyelia dan
Pertama- Muda di Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

f. Sekda Kabupaten/Kota/Pejabat lain yang ditunjuk qglinl:? rendah Eselon ]Iba%iaPelaksana-Penyelia dan
Pertama-Muda di Pemda Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Ko

11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

a. Analis Kepegawaian Keterampilan dapat diangkat menjadi Analis Kepegawaian Keahlian dengan syarat:

1) beljli&azah paling rendah Strata Satu (S-}\)n{ D_ip_Ioma_lV‘)D_—N}]]]mu Kepegawaian, IImu Manajemen, IImu
Politik, IImu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, IImu Sosial
Politik, IImu Kebijakan Publik, IImu Ekonomi Manajemen SDM, dan IImu Sosiologi.

2) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analis Kepegawaian Keahlian;

3) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang disyaratkan; dan

4) tersedia formasi untuk jabatan fungsional Analis Kepegawaian Keahlian.

b. Analis Kepegawaian Keterampilan yang akan diangkat menjadi Analis Kepegawaian Keahlian berikan
angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65%odari ang!(a kredit diklat,
tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak pemperhitungkan angka it dari unsur
penunjang.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan; _

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di Iuar_tangg_ungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari G?nam bulan;

d_ltugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALT:

Analis Kepegawaian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

oap T

)

. - Batas
Kategori ggg-’aat';g Golru ‘I\(E(i? T'J‘: angan Usig::I o Pengangkatan Dalam Jabatan
II/c 60 Pengangkatan pertama kategori keterampilan:
Pelaksana /d = Rp. 330.000 58th 1. berijazah paling rendah Diploma I{D-Il): Iimu
Kepegawaian, Ekonomi Manajemen SDM,
ksa 1/a 100 Manajemen Administrasi, Administrasi
Keterampilan Pelaksana Rp. 420.000 58th Perkantoran, dan Kesekretariatan.
Lanjutan /b 150 2. pangkat paling rendah Pengatur, golru 1l/c
3. setiap unsurpenilaian prestasi kerja palin
I/c 200 rendah bemilai baik dalam 1 thterakhir; dan
Penyelia Rp. 600.000 58th 4. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional
m/d 300 Analis Kepegawaian Keterampilan.
/a 100 Pengangkatan pertama kategori keahlian:
1. berijazah paling rendah S1/D.IVImu
Pertama Rp. 480.000 58th Kepegawaian, Manajemen, Politik, Administrasi
om/b 150 Negara, Administrasi Publik, Hukum,
Pemerintahan, Sosial Politik, Kebijakan Publik,
Ekonomi Manajemen SDM, dan Sosiologi.
II/c 200 2. pangkat paling rendah Penata Muda golongan
ruang II/s;
Muda Rp. 840.000 58th 3. setiap unsurpenilaian prestasi kerja l&glil:‘g
Keahlian rendah bernilai baik dalam 1th terakhir; dan
o1/d 300 4. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional
Analis Kepegawaian Keahlian
IV/a 400 %i/r?_rat pengangkatan perpindahan dari jabatan
%. mem?_?(t_lhi syarlat pengdarigkatkanpegama;
vV/b . Memiliki pengalaman dalam kegiatan
Madya / S50 Rp. 1.080.000 G0th manajemen PNS/pengembangan sistem
mana]emlen PNS paling I;«smgkatt)eft'.alhun;
L 3. Berusia paling tinggi 5tahun sebelum mencapaj
\ /e 700 B.Pdan'pjabagan : khir P /-
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Analis Ketahanan Pangan N\

PERMENPAN-RB : Nomor 38Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014

PERATURAN BERSAMA : Nomor 47/Permentan/Kp.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015, Tgl 18 Agustus 2015

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan fungsional yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melaksanakan analisis ketahanan pangan dim lingkungan instansi Pusatdan Daerah

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis dibidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan,
dan pemanfaatan pangan.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 7 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

RUMPUNJABATAN : ImuHayat

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Pertanian /Daerah

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Ilmu Gizi/Teknologi Pangan;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Ill/x

c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Ketahanan Pangan; dan

d. nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARIJABATAN LAIN:

tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis Ketahanan Pangan;

berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/ IImu Gizi/ TeknologiPangan;

pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Ill/g

telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Ketahanan Pangan;

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 th;

nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

usia paling tinggi:

1) 53tahun untuk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan

2) 55tahun untuk menduduki jenjang Ahli Madya.

UJI KOMPETENSI:

Analis Ketahanan Pangan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar

kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

empapEy

mpoppo

Kategori Jenjang Golru Angka Jumlah AK Tunjangan

Batas Usia

Jabatan Kredit Minimal per-tahun Pensiun

Keahlian m/d 100 25

II/a 50 125
Ahli Pertama Rp. 540.000 58th
/b 50 125

II/c 100 25
Ahli Muda Rp. 960.000 58th

IV/a 150 375

Ahli Madya v/b 150 37,5 Rp. 1.260.000 60th

IV/c 150 37,5 /'
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Analis Keuangan Pusat dan Daerah -

PERMENPAN-RB : Nomor 42Tahun 2014 Tanggal 16 Oktober 2014

PERATURAN BERSAMA : Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015, Tanggal 9 April 2015

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusatdan Daerah adalah jabatan fungsional
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat
dan Daerah

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 8 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

RUMPUN JABATAN : Akuntan dan Anggaran

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Keuangan /Daerah

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) bidang ekonomi/ keuangan/hukum/administrasi

atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang I/

c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan

d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu)tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARIJABATAN LAIN:

a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis Keuangan Pusatdan Daerah;

b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ekonomi/ keuangan/hukum/ administrasi

atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Ill/g

telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Keuangan Pusatdan Daerah;

mengikuti dan lulus uji kompetensi;

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah paling

kurang 2 th;

nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 2th terakhir;dan

usia paling tinggi:

1) 53tahun untuk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;

2) 55tahun untuk menduduki jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;

WL KOMPETENSL:

Analis Keuangan Pusatdan Daerah yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai

standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e

f.

mpaon
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. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenubhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:
Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali

| dalam jabatannya menurut ketentuan yang beriaku
. Jumlah Batas
Kategori ggﬂiﬁgﬁ Golru m‘: Angka Kredit Minimal Tunjangan Jabatan Usia
per-tahun Pensiun
Ahli Pertama | 111/3 50 125 Rp. 540.000 58th
III/b 50 125
Ahli Muda I1/c 100 25 Rp. 960.000 58th
III/d 100 25
Keahlian IV/a 150 375
Ahli Madya IV/b 150 37,5 Rp. 1.260.000 60th
IV/c 150 375
Ahli Utama 1v/d 200 50 Rp. 1.500.000 65th
~N IV/e 200 50 4




Analis Pasar Hasil Perikanan U3

WNE \

PERMENPAN-RB : Nomor 25Tahun 2013 Tanggal 24 Juli2013
PERATURAN BERSAMA : Nomor 1/PERBER-MKP/2014dan Nomor 7 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014
PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS

4. TUGASPOKOK : Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan
pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan

5. PERPRESTUNJANGAN S

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. RUMPUNJABATAN : ImuHayat . .

9. LINGKUPBERLAKU : PNSKementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK:

a. Pejabat eselon lyang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi
APHP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan
Kementerian KP, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekdirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagi APHPi Pemula s.d Penyelia
dan APHPI Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golru III/as.d Ahli Madya pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi perikanan Provinsi bagi APHPi Pemula s.d Penyelia dan APHPi Ahli Pertama s.d Ahli Madya,
pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Pejabat eselon Ilyang membidangi perikanan Kabupaten/Kota bagi APHPi Pemula s.d Penyelia, dan APHPi Ahli Pertama s.d Ahli
Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu TimPenilaiKab/Kota

11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN:

a. Analis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yang memperoleh ijasah S1/D.IVdapat diangkat dalam jabatan Analis Pasar Hasil

Perikanan Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) tersedia formasi untuk jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli;

2) ljazah yang dimiliki sesuai dengan kualilikasi yang ditentukan untuk jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli;
3) telah luluspendidikan dan pelatihan fungsional dibidang analisis pasar hasil perikanan keahlian; dan

4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatifyang ditentukan.

b. Analis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yang akan beralih menjadi Analis Pasar Hasil Perikanan Keahlian diberikan angka kredit
sebesar @P/cangka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ljazah sarjana
(S1)/Diploma IVyang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsurpenunjang.

12. UJI KOMPETENSL:
Analis Pasar Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan ]abatan
14. PENGANGKATAN KEMBALT:
Analis Pasar Hasil Perikanan yang diberhentikan karena poin e s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

Dl S ol

u
- Jenjang Angka | Tunjangan Batas
Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Pelaksl.?lga o/a 25 58th Syarat Eenganglfatan pertama kategori keteratmpilan:
Pem 1. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan
/b 40 Menengah (SUPM)/atau Sekolah Menengah
Pelaksana o/c 60 58th Kegjuruan (SMK)di bidang perikanan dan/atau
Keterampilan I/d 80 kelautan;
Kksana I/a 100 th 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan
Lanjutan /b 150 58 ruang II/a;
/c 200 3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
Penyelia 58th i
y m/d 300 dalam 1 (satu) tahun terakhir
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama kategori keahlian:
Pertama 58th 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIVdi
m/b 150 bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain
yang ditetapkan oleh Menteri KP
/c 200 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru Ill/a
Muda 58th 3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
m/d 300 dalam 1 (satu) tahun terakhir
Keahlian V/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatanpertama;
2. memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil
Madya /b 550 60th perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
3. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil
d IV/c 700 perikanan;
\ 4. usia paling tinggi 50 tahun /-
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Analis Pasar Hasil Pertanian \

PERMENPAN-RB .
: Nomor 6 Tahun 2012, Tanggal 21 Pebruari 2012
PERATURAN BERSAMA . Nomor 59/PERMENTAN/OT.140/9/2012 dan Nomor 10 Tahun 2012, Tgl 21 September 2012 Jabatan
PENGERTIAN . fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggungjawab, dan wewenang utk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian yg
diduduki oleh PNS
TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan dibidang

analisis pasar hasil pertanian
PERPRESTUNJANGAN :  Nomor 6 Tahun 2014, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
RUMPUNJABATAN : ImuHayat

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Pertanian /Daerah

PEJABAT PENETAP PAK :

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi APHP Madya pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bdan pangkat Pembina
Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat eselon Ilyang membidangi pemasaran domestik di Kementerian Pertanian, bagi APHP Pelaksana s.d Penyelia,
ﬂan AEHtela Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/adi lingkungan Kementerian Pertanian dibantu Tim Penilai

eme an

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsibagi Analis Pasar Hasil Pertanian
Pelaksana s.d Penyelia, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dibantu TimPenilai Provinsi

d. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota bagi Analis Pasar Hasil
Pertanian Pelaksana s.d Penyelia, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.

PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI:

a. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil yang memperoleh ijazah S1/DIVdapat diangkat dalam jabatan Analis Pasar Hasil
Pertanian Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) tersedia formasi untuk jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli;

2) ljazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli;
3) telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian; dan

4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

b. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil yang akan beralih menjadi Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli diberikan angka kredit
sebesar 65/cangka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ljazah
sarjana (S1)/Diploma IVyang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

UJI KOMPETENSL:

Analis Pasar Hasil Pertanian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALT:

Analis Pasar Hasil Pertanian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan y. u

pappY

-

Tingkat gaeglatg% Golru ?(':g:'(: T'J’a 'allg;?]n Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Batas
Pensiun

Terampil Pelaksana oI/a 100 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I,

/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat terampil:
Pelaksana o/c 60 Rp. 300.000 58th 1. Berijazah paling rendah Sekolah Pertanian
Pembangunan (SPP)/ dan atau Sekolah

/d 80 Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;

Lanjutan ) 150 Rp.350000 ( 58th golongan ruang Ii/b;
3. Nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik

c 200 lam 1 h €
Penyelia 1/ Rp. 450.000 58th dalam 1 (satu) tahun terakhir;
my/d 300

II/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat ahli:

Pertama Rp. 400.000 58th 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV

m/b di bidang pertanian

m/c 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a

3. Nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik

Rp. 650.000 58th dalam 1tahun terakhir

oI/d

IV/a

Muda

ISyarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
ain:

1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. Memiliki pengalaman di bidang analisis pasar
Rp. 900.000 60th hasil pertanian paling kurang 2tahun; .
3. Telah mengikuti dan Tulus diklat dasar fungsional
Analis Pasar Hasil Pertanian; /-

Madya /b

g |8|8|8|8|E

IV/c ; h i
4. Usia paling tinggi 50 tahun.




Y, Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan \15

1. PERMENPAN-RB : Nomor 50 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2. PERATURANBKN : Nomor 14 Tahun 2019, Tanggal 10 September 2019

3. PENGERTIAN : Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis di Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan

5. PERPRESTUNJANGAN : ......

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

8. RUMPUNJABATAN : Akuntan dan anggaran

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK:
a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Ahli Madya dan Ahli Utama
b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kesekretariatan pad Unit Kerja
Jabatan Pimpinan Tinggi madya yang membidangi Unit Pengelolaan Unit Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko untuk Angka Kredit bagi Ahli Pertama dan Ahli Muda.
11. KENAIKAN JABATAN
Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yg akan naik jabatan setinglat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
<. menjalani auti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang diberhentikan karena point b s.d point €, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenjang
Jabatan

Angka Tunjangan

o .
Kateg Kredit Jabatan

Golru BUP Pengangkatan dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

berstatus PNS;

memiiliki integritas dan moral yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ekonomi,
Administrasi, Hukum, Teknik, dan MIPA;

mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,

IIl/c 200 58th kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial kultural
Muda sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh
Instansi Pembina; dan

III/d | 300 58th (6. nilaiprestasi kerja paling rendah bemilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir

Ii/a | 100 58 th

Pertama

PwWnNE

III/b 150 58 th

4

Keahlian IV/a 400 60 th |[Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan
pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
3. Nilai prestasi kerja paling sedikit bemilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir
4. berusia paling tinggi:
IV/c 700 60 th a. 53 tahun utk menduduki JF Analis Pembiayaan dan
Risiko Keuangan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
Utama b. 55 tahun utk menduduki JF Analis Pembiayaan dan
Risiko Keuangan Ahli Madya; dan
1v/d 850 65 th ¢. 60 tahun untuk JF Analis Pembiayaan dan Risiko
Keuangan yg telah menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi

Madya

IV/e 1050 65 th

N (




>4 Analis Pengelolaan Keuangan APBN NS

1. PERMENPAN-RB : Nomor 53 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2. PERATURANBKN : Nomor 19 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019

3. PENGERTIAN : Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada
satuan kerja kementerian/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yg meliputi perikatan dan
penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisi aporan keuangan instansi

5. PERPRESTUNJANGAN : ::=:-

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

8. RUMPUNJABATAN : Akuntan dan anggaran

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Keuangan

11. KENAIKAN JABATAN

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
untuk Angka Kredit Madya di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal;

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan
Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan
Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Ahli Pertama dan Ahli Muda di Instansi Pusat; dan

< Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan
Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan
Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Ahli Pertama dan Ahli Muda di Instansi Vertikall.

Analis Pengelolaan Keuangan APBN yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢ menjalani auti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori | Jenjang | go, | ANgka | Tuniangan | o Pengangkatan dalam Jabatan

Jabatan Kredit Jabatan

Keahlian Muda 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi

Syarat pengangkatan pertama:

III/a 100 58 th | 1. berstatus PNs;

2. memiliki integritas dan moral yang baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ekonomi, Keuangan,
Akuntansi, Manajemen, Administrasi, Hukum, atau kualifikasi

III /C 200 58 th pendidikan lain yg relevan dan ditentukan oleh instansi Pembina;

Pertama

II1/b 150 58 th

manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar

kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan

I11/d 300 58th | ¢ i prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir

Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:

1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;

v / a 400 60 th 2. memiliki pengalaman di bidang Pengelolaan APBN paling sedikit
2 (dua) tahun;

M adya 3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir
IV/b 550 60th | 4. berusia paling tinggi:
a. 53 tahun utk menduduki JF Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
IV/c 700 60 th b. 55 tahun utk menduduki JF Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahl Madya
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Analis Perbendaharaan Negara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 52 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2. PERATURANBKN : Nomor 13 Tahun 2019, Tanggal 10 September 2019

3. PENGERTIAN : Analis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak untuk melakukan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negarq, sistem
manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan, laporan keuangan, dan pembinaan
pengelola perbendaharaan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara,
sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis
laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.

5. PERPRESTUNJANGAN : ......

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

8. RUMPUNJABATAN : Akuntan dan anggaran

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
untuk Angka Kredit bagi Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJPB Kementerian
Keuangan;

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kesekratariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Ahli Pertama dan Ahli Muda di
lingkungan Kantor Pusat DJPB Kementerian Keuangan; dan

¢ Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pertama dan Ahli Muda di Kantor Wilayah DJPB Kementerian keuangan.

11. KENAIKAN JABATAN

Analis Perbendaharaan Negara yg akan naik jabatan setinglat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

<. menjalani ati di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Analis Perbendaharaan Negara yang diberhentikan karena point b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

ketentuan yang beriaku.

. | Jenjang Angka | Tunjangan
Kategori Jabatan | €MV | kredit Jabatan BUP Pengangkatan dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

III/a 100 58 th |1 berstatus PNS;

Pertama 2. memiliki integritas dan moral yang baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

III/b 150 58 th 4. berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ekonomi, Administrasi,

Hukum, Teknik, dan MIPA;
Mud III/ c 200 58 th 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi
uda manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar

III/d 300 58 th kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan
6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik dalam 1 (satu) tahun

Keahlian terakhir

IV/a 400 60 th . . _

Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
Madya L shi syarat iatan pertama;

1\ / b 550 60 th 2. memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas
negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU,
analisis laporan keuangan BlLUdan/atau pembinaan pengelola

IV/c 700 60 th erbendaharaan paling sedikit 2 (dua) tahun;

3.  Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. berusia paling tinggi:
v/d 850 65 th a 53 ta'l)1au:g uﬁ(nngznduduki JF Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama
Utama Ahli Muda
b. 55 tahun utk menduduki JF Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan

IV/e 1050 65 th ¢ 60 tahun untuk JF Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama untuk PNS

yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi

-
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. PEJABATYG MENETAPKAN PAK:

15. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM: JABATAN

Analis Perkarantinaan Tumbuhan NS

PERMENPAN-RB : Nomor 15 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018
PERATURAN BKN : Nomor 42 Tahun 2019, Tanggal ...
PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki

PNSdan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan tugas analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan
he?T(gnanIPayﬁﬁ qatgaﬁ lisis dan tindakan karantina tumbuhan serta
TUGAS JABA : Melaksanakan iatan analisis dan tindakan karantina tum n ngawasan
] TAN keamanan haya?nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangP:n angan

PEI'\’ATUREJNNél,\pN I';F."I'\l'omor 11 Tahun 2017
INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
RUMPUN JABATAN :ImuHayat

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Pertanian

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati
untuk Angka Kredit Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati
untuk Angka Kredit Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama s.d Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. Dberijazah paling rendah Sarjana (S1) Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/proteksi tanaman, mikrobiologi dan
patologi tumbuhan;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
f. nilai prestasi kerja paling sedikit bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
'ARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/ proteksi tanaman,
mikro_biol_ogi, dan patologi tumbuhan; ) L. L. )

mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan
hayati nabati paling sedikit 2 I‘(idtua) tahun; .

nilai prestasi kerja paling sedikit bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

berusia paling tinggi:

1) 53thbagi PNSyg akan menduduki Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama dan Ahli Muda;

2) 55thbagi PNSyg akan menduduki Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya; dan

3) 60thbagi PNSyg akan menduduki Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama bagi PNSyg telah menduduki JPT
UJI KOMPETENSL:

Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar
kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

7@ ™ 0 apopY

Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang diberhentikan karena poin b sd point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya
sesuai ketentuan yang beraku.

. . Golongan Angka Jumlah Angka Kredit - Batas Usia
Kategori Jenjang Jabatan Ruang Kredit setiap tahun Tunjangan Jabatan Pensiun
I/a 50 125
Ahli Pertama 58th
m/b 50 125
oI/c 100 5
Ahli Muda 58th
m/d 100 b
Keahlian v/ 150 37,5
Ahli Madya v/b 150 375 60th
IV/c 150 375
v/d 200 50
| Ahli Utama 65th
~N V/e 200 50 /’




Analis Perkebunrayaan \L

e N\

PERMENPAN-RB : Nomor 32Tahun 2018, Tanggal 09 Agustus 2018

PERATURAN BKN : Nomor 45 Tahun 2019, Tanggal ...

PENGERTIAN : Analis Perkebunrayaan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis
perkebunrayaan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis perkebunrayaan yg meliputi perencanaandan
pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan desain lanskap taman dan
pengembangan kawasan konservasi tumbuhan

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor......

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : LIPI

8. RUMPUNJABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : Instansi Pusat dan Instansi Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:
a. Tim Penilai Pusat Kepala LIPI atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg ditunjuk pada LIPT untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli
Madya di lingkungan LIPL, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi
b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian pada LIPIuntuk Angka Krediit Analis
Perkebunrayaan Ahli Muda di linglangan Lmebaga IImu Pengetahuan Indonesia;
¢ Tim penilai Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada Provinsi untuk Angla Kredit
Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Unit Pelaksana Telmis Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
d. Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Ahli Muda di
linglungan Perguruan Tinggi
11. KENAIKAN JABATAN
Analis Perkebunrayaan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢ menjalani auti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Analis Perkebunrayaan yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan
yang berlaku.

. : Angka | Tunjangan
ori | Jenjang
Kateg P Golru Kredit Jabatan BUP Pengangkatan dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:
III/a 100 58 th | 1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moral yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang kehutanan, pertanian,
biologi dan arsitektur lanskap atau kualifikasi lain yang ditetapkan
III/c | 200 58th |  olehinstansi Pembina; o _
Keahlian Muda 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi
manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar
kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan
I11/d 300 58th | ¢ i prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
IV/a 400 60 th 2. memiliki pengalaman di bidang Perkebunrayaan paling sedikit
2 (dua) tahun;
M adya 3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir
IV/b 550 60th | 4. berusia paling tinggi:
a. 53 tahun utk menduduki JF Analis Perkebunrayaan Ahli
Pertama dan Ahli Muda; dan
IV/c 700 60 th b. 55 tahun utk menduduki JF Analis Perkebunrayaan Ahlil
Madya.

Pertama

II1/b 150 58 th

N (




Analis Pertahanan Negara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 7 Tahun 2016, Tanggal 30Juni 2016
2 PERATURAN BKN : Nomor 19 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis
kegiatan analisis pertahanan negara
4. TUGAS JABATAN : Melakukan analisis pertahanan negara untuk mendukung sistem keamanan negara
5. PERPRESTUNJANGAN : .....
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertahanan
8. RUMPUNJABATAN : Manajemen
9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Pertahanan /Pusat
10. PENETAP PAK ANALIS PERTAHANAN NEGARA
a. TmPenilai Kementerian bagi Analis Pertahanan Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan.
b. TimPenilai Kantor Wilayah bagi Analis Pertahanan Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Pertahanan.
< TmPenilai Instansi bagi Analis Pertahanan Negara di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Pertahanan.
11. UJI KOMPETENSI:
Analis Pertahanan Negara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Analis Pertahanan Negara yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam JF Analis
Pertahanan Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Kategori Jenjang Golru | Angka | Tunjangan I?"-:‘Usi?';'as Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan Pensiun
Syarat Pengangkatan Pertama:
I/a 100 1. berstatus PNS;
: 2. memiliki i ritas dan moralitas yan
P rermma ssth | baig Y
mb 150 3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/
Diploma 1V (DIV)dgn kualifikasi
pendidikan yg ditentukan oleh Instansi
Pembina;
IO/c 200 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi
teknis, manggel;ial dggte sosial kultural
: sesuai standar kom nsi yan
Muda/Ahli 58th ditetapkan oleh Inctansi Pembing;
6. mengikuti dan lulus diklat fungsional di
m/d 300 bidang pertahanan negara; dan
Keahian 7 Do e !
Syarat pengangkatan perpindahan dari
IV/a 400 jabatan lain:
1. memenuhi syarat pengangkatan
pertama angka 1, 2, 3, 4dan angka 6;
2. memilikipengalaman di bidang
pertahanan negara paling singkat 2 th;
. v/ 550 3. Nilai prestasi kerja paling rendah
”aﬂ,!,,’i‘.{,é"" 60th hemilai baik dalar 2tahun terakhir
4. berusia paling tinggi:
1) 53tahun untuk Analis Pertahanan
Negara Pertama/Ahli Pertama dan
IV/c 700 Muda/Ahli Muda;
2) 55tahun untuk Analis Pertahanan
\ Negara Madya/Ahli Madya; /-
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Analis Transaksi Keuangan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 2 Tahun 2018, Tanggal 3 Januari 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 6 Tahun 2018, Tanggal 19 April 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan analisis
transaksi keuangan

4. PERPRESTUNJANGAN

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : PPATK

8. RUMPUNJABATAN : Penyidik dan Detektif

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPPATK

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Kepala PPATK atau JPTMadya untuk angka kredit bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama di lingkungan
PPATK dibantu Tim Penilai PPATK.

b. Sekretaris Utama PPATK untuk angka kredit bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sd Ahli Madya di
lingkungan PPATK dibantu Tim Penilai PPATK.

11. UJI KOMPETENSI:
Analis Transaksi Keuangan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN :

mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALTI:
Analis Transaksi Keuangan yg diberhentikan karena point b s.d point e dapat diangkat kembali dim jabatannya
sesuai ketentuan yang berlaku

SN -l - Y

Batas
Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun

Jenjang Angka | Tunjangan

Kategori Jabatan Golru | “redit Jabatan

I/a 100 Syarat pengangkatan pertama:

Ahli Pertama 58th berstatus PNS;

/b 150 memiliki integritas dan moralitas yg baik;

/e 200 sehat jasmani dan rohani;

Ahli Muda 58th berijazah paling rendah Sarjana

my/d 300 (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Ekonomi,

keuangan, akutansi dan hukum atau

IV/a 400 kualifikasi pendidikan lain yang

ditentukan oleh Instansi Pembina;

Ahli Madya 1V/b 550 60th 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang
ditetapkan oleh InstansiPembina; dan

6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

PUNE

N/~ NN

Keahlian Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:

1. memenuhi persyaratan pengangkatan

v/d 850 pertama;

2. memiliki pengalaman di bidang analisis
transaksi keuangan paling singkat 2 th;

3. berusia paling tinggi:

Ahli Utama 65th a. 53tahun untuk menduduki jenjang
Ahli Pertama dan Ahli Muda;

b. 55tahun untuk menduduki jenjang

IV/e 1050 Ahli Madya; dan

¢ 60th utk menduduki jenjang Ahli

Utama bagi PNSyg telah menduduki

N - s
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13.

hOOPTY

Apoteker
1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/07/M.PAN/4/2008, Tanggal 15 April 2008
2 PERATURAN BERSAMA : Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008
3. PENGERTIAN : Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan
kesehatan yang diduduki oleh PNSdengan hak dan kewajiban yang diberikan secara
penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja
kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan
pelayanan farmasi khusus
5 PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK
a. DirekturJenderal yang membina pelayanan kefarmasian Depkes atau pejabat eselon Ilbagi Apoteker Utama
dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Depkes bagi Apoteker Pertama s.d Madya
dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
c. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu
TimPenilai Instansi
d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsibagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu TimPenilai Provinsi
e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI ASISTENAPOTEKER KEAPOTEKER

Asisten Apoteker yang memperoleh Ijazah Apoteker dapat diangkat menjadi Apoteker dengan syarat:

1) Tersedia formasi dalam jabatan Apoteker;

2) Paling kurang telah 1tahun dalam pangkat terakhir;

3) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan dalam jabatan/pangkat terakhir;

4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bemilai baik
dalam 1thterakhir.

Asisten Apoteker yang akan beralih menjadi Apoteker diberikan angka kredit dari ijazah Apoteker ditambah

angka kredit kumulatif sebesar @/dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan

tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:
Apoteker yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Apoteker sesuai
ketentuan yang berdaku.

Ahli

- - Batas
Tingkat g:gﬁgﬁ G?zlggggn m; T_L.l'g 1"%?1“ Usi% . Pengangkatan Dalam Jabatan

Svarat nenaanakatan nertama?:

Pertama /b 150 Rp. 325.000 S8th 1. BerijJazah Apoteker.
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata

10/c 200 Muda TKI, Golongan Ruang III/b
3. Tersedianya formasi
Muda Rp. 750.000 58th 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3

sekurang-kurangnya bernilai baik

d
A dalam satu tahun terakhir

IV/a Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
Madya /b Rp. 1.200.000 G0th 1. Memenuhi syarat pengangkatan

300
400
550
V/c 700 pertama;
850
1050

2. Memiliki pengalaman di bidang
v/d kefarmasian paling kurang 2 tahun;
vV/e

Utama Rp. 1.400.000 65th 3. Berusia paling tinggi 50 tahun. /-




Arsiparis \&

WN \

PERMENPAN-RB : Nomor 48 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014 jo Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2016
PERATURAN BKN : Nomor 24 Tahun 2016, Tanggal 23 desember 2016
PENGERTIAN : Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab,

dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan
Daerah, Pemenntahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri

4. TUGASPOKOK : Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan
dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 15 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Arsip Nasional Republik Indonesia
8 RUMPUNJABATAN : Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah
10. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:
A. ll()alt;eégon Kﬁtgralmpllan bid.k ta B. Kategori Keahlian
rijazah Diploma I(DII) bid.kearsipan atau 1) berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bid. kearsipan
I';gim'lmé lain yg ditentukan oleh instansi atau bid. iimu lain yg ditentukan oleh instansi pembina;
2) pangkat paImg rendah Pengatur, golru II/G 2) p.an_glfat Qallng. rendah Penata .ijda., goiru I/
3) nilai kinerja pali I&kumng bemilai baik dalam 1 3) nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu)
(satu) ahun tera tahun terakhir
11. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARIJABATAN LAIN: . .
A. Kategori Keterampilan B. Kategori K(_eahllan . . L
1) E\e.;sedla flt()aljlnaSI unI?JkJabataIn Fungsional 1) tersed;?ifzen:r?lis;:pkaabatan Fungsional Arsiparis
ete Kateg . ’ . .
2) bararah B, Kearean R bid, fimu 2) berijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DV)bid.
lain yg ditentukan oleh instansi pembina; !I(%aésman ata;:1 I;!d. ilmu lain yg ditentukan oleh
3) pangkat paling rendah Pengatur, golru II/G 3) pang'Ea'zPSg‘l‘#lg rendah Penata Muda, golru II/z
4) memiliki pengalaman dibidang kearsipan 4) memiliki pengalaman dibidang kearsipan paling
paling kurang 2 th; kurang 2th
5) mengikuti dan lulus sertifikasi jabatan 5) mengikuti dan lulus sertifikasi jabatan fungsional
fungsional Arsiparis; Arsiparis;
6) nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 6) nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu)
1 (satu) tahun terakhir; dan tahun terakhir; dan

7) Usia paling tin 3ﬂ1$ebelum mencapai BUP.
12. PENGANGRATAN R A S A s R R KA TEGORT KEAZA TAK2 Paling tinggi 3th sebelum batas usia pensiun

Arsiparis Keterampilan yang memperoleh Ijazah S1/DIVdapat diangkat dalam Arsiparis Keahlian dgn syarat:
a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian;

b. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Arsiparis; dan

¢ lulus sertifikasi kompetensi Penjenjangan Jabatan Arsiparis.

13. UJI KOMPETENSI

Arsiparis yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
14. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan ]abatan

15. PENGANGKATAN KEMBALI

Arsiparis yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Arsiparis sesuai ketentuan yang

P Jenjan Angka Jumlah Tunjangan BatasUsia |
Kategori Jabatan Golru 9 Sabatan Pensiun
Terampil/ It/c 20 5 Rp. 350.000 58th
Pelaksana 11/d 20 5
_ Mahir/ III/a 50 12,5
Keterampilan Pelaksana Rp. 420.000 58th
Lanjutan III/b 50 12,5
Penyelia 1it/c 100 25 Rp. 700.000 58th
II1/d 100 25
Pertama II1/b 50 12,5
Al Muda/ III/c 100 25 Rp. 800.000 58th
II1/d 100 25
Keahlian IV/a 150 37,5
A avya/ V/b 150 37,5 Rp. 1.100.000 60th
IV/c 150 37,5
Ahli Uama/ v/d 200 50 1.300.000 65th
N Utama IV/e 200 50 Rp. 1300 /-




7 Asesor Manajemen Mutu Industri NS

1. PERMENPAN-RB : Nomor 45 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014

2 PERATURANBKN : Nomor 20 Tahun 2016, Tanggal 26 Agustus 2016

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industriadalah jabatan fungsional tertentuyg
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melaksanakan
asesmen sistem manajemen mutuindustri dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah

4. TUGAS JABATAN : Melakukan asesmen sistem manajemen mutu industri.

5. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perindustrian

7. RUMPUN JABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan

8. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Perindustrian / Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK:
a. Ketua TimPenilai Kinerja Instansi Kementerian Perindustrian untuk Asesor Manajemen Mutu IndustriAhli Pertama
s.d Ahli Utama yang bekerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Instansi Pusat di luar Kementerian
Perindustrian
b. Ketua TimPenilai Kinerja Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama s.d
Ahli Utama yang bekerja di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. UJI KOMPETENSL:
Asesor Manajemen Mutu Industri yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asesor Majanemen Mutu Industriyang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatan Asesor Manajemen Mutu Industri sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori Jenjang | &, | Angka Jumlah Angka

. Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Kredit | Kredit Minimal/thn BUP gang

Syarat Pengangkatan Pertama:
Ahli /a 50 125 1. berijazah paling rendah Sarjana
Pertama 58th (S1)/ Diploma IV(D-IV) bidang
B 117/5) 50 125 teknologi/ manajemen industsi;
2. pangkat paling rendah Penata
Muda, golongan ruang Ill/3;
Il/c 100 P 3. telah mengikuti dan lulus pelatihan
58th fungsional untuk Asesor Manajemen
Mutu Industii; dan
/d 100 25 4. nilai kinerja paling kurang bemilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Syarat pengangkatan perpindahan

dari jabatan lain:

1. tersedia lowongan formasi untuk
jabatan Asesor Manajemen Mutu

Ahli
Muda

IV/a 150 375

Keahlian Ahli
Mo | 150 37,5 60th

Indust;
2. I()Selr)l}agalli palirie g\lc\:lla)lil;_‘sjarjana
iploma idan
IV/c 150 37,5 teknolorg’;i/ manajemen induslg-i;
3. pangkat paling rendah Penata TKI,
golru Int/c;
4, memiliki pengalaman dalam
v/d 200 50 pelaksanaan tugas di bidang
asesmen sistem manajemen mutu
Ahli industri paling kurang 2 (dua) tahun;
Utama 65th 5. telah mengikuti dan lulus pelatihan
fungsional untuk Asesor Manajemen
Mutu Industri;
IV/e 200 50 6. nilai kinerja paling kurang bemilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
\ 7. usia paling tinggi 57 tahun. /-
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PERPRES TUNJANGAN :
: PP Nomor 11 Tahun 2017

: Kementerian Kesehatan

PERMENPAN-RB
PERATURAN BERSAMA :
PENGERTIAN

TUGAS POKOK

INSTANSI PEMBINA

5.
6. PERATURAN BUP
7
8.

RUMPUN JABATAN
9. LINGKUP BERLAKU
1

0. PEJABAT PENETAP PAK
: a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan kefarmasian bagi Asisten Apoteker
Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
b. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes bagi Asisten Apoteker
Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim

Penilai Provinsi

d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia
dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;
. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALLI:
Asisten Apoteker yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Asisten Apoteker sesuai ketentuan yang berlaku.

o I = M o I = i« )

: Nomor PER/08/M.PAN/4/2008, Tanggal 15 April 2008

: Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

: Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana

: Kesehatan
: PN SPusat /Daerah

‘QS
Asisten Apoteker

Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008dan Nomor 27 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008

tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyiapan pekerjaan
kefarmasian pada unit sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS
dgn hak dan kewajiban yg diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan
pelayanan farmasi klinik.
Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

Jenjang Golongan Angka Tunjangan ; t-i S
Tingkat Jabatan Ruang Kredit Jabatan Péll1$sI|% . Pengangkatan Dalam Jabatan
Pelaksana Syarat pengangkatan pertama:
Pemula I/a % Rp-. 220.000 S8th 1. Berijazah Asisten Apoteker
2. Pangkat serendah-rendahnya
/b 40 Pengatur Muda, Golongan
Ruang II/a.
o/c 60 3. Setiap unsur penilaian dalam
Pelaksana Rp- 240.000 S8th DP-3 sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam satu tahun
n/d 80 terakhir
Terampil s "
yarat pengangkatan
Pelaksana Il/a 100 perpindahan dari jabatan lain:
Laniutan Rp. 265.000 58th 1. Memenuhisyarat
J pengangkatan pertama;
om/b 150
2. Memiliki pengalaman di
bidang penyiapan pekerjaan
mI/c 200 ke;annasian paling kurang 2
Penyelia Rp. 500.000 58th huy;
\ m/d 300 3. Berusia paling tinggi 50 th /_




Asisten Inspektur Angkutan Udara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 60 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 36 Tahun 2019, Tanggal...
3. PENGERTIAN : Asisten Inspektur Angkutan Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk
melakukan pengelolaan teknis di bidang angkutan udara.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan
pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan udara.

5. PERPRESTUNJANGAN . nomor ...

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUN JABATAN

: Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan
10. PEJABAT PENETAP PAK K

Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk
AK bagi Asisten Inspektur Angkutan Udara dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan.
11. KENAIKAN JABATAN
Asisten Inspektur Angkutan Udara yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. idak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DLAM JABATAN
Asisten Inspektur Angkutan Udara yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Batas

. Jenjang Golongan Angka |Tunjangan p
Kategoni Jabatan Ruang Kredit Jabatan Pel:ISSIiI o Pengangkatan Dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:
berstatus PNS;
memiliki integritas dan moral yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah D-2 di bidang ekonomi,
manajemen transportasi, statistik, komputer
atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh
instansi Pembina;
5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,

kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial
I/a 100 58th kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
disusun oleh Instansi Pembina; dan

- 6. nilai prestasi kerja paling rendah bemnilai baik

Keterampilan dalam 1 (satu) tahun terakhir

o/c 60 58th

PWNRE

Terampil o/d 80 58th

Mahir Syarat pengangkatan perpindahan
oo/b 150 58th jabatan:

1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. berijazah paling rendah D-3 di bidang
ekonomi, manajemen transportasi,
statistik, komputer atau kualifikasi lain
yang ditetapkan oleh instansi Pembina;
memiliki pengalaman di bidang angkutan
udara paling sedikit 2 (dua) tahun;
memiliki sertifikat Inspector Training
System (ITS) di bidang angkutan udara;
Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

berusia paling tinggi 53 tahun utk
méenduduki JF Asisten Inspektur Angkutan
Udara

N (

Im/c 200 58th
Penyelia

o v P W




Asisten Inspektur Bandar Udara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 58 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 35 Tahun 2019, Tanggal...

3. PENGERTIAN : Asisten Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan
kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar
udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan
pengawasan keselamatan operasi serta peningkatan pelayanan di bidang
Kebandarudaraan.

5 PERPRESTUNJANGAN : Nomor....

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK

Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk
Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil sampai Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

11. KENAIKAN JABATAN

Asisten Inspektur Bandar Udara yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi,
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

<. menjalani auti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Asisten Inspektur Bandar Udara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembal

dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kat . Jenjang Golongan Angka | Tunjangan

Jabatan Ruang Kredit Jabatan BUP Pengangkatan Dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:
I/c 60 58th | ;" perstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moral yang baik;
. 3. sehat jasmani dan rohani;

Terampil Io/d 80 58th | 4. berijazah paling rendah D-3 di bidang teknik
sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik mesin,
teknik geodesi, ekonomi akuntansi atau
manajemen transportasi;

IM/a 100 58th 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial
. kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
Keterampilan disusun oleh Instansi Pembina; dan
6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
Mahir dalam 1 (satu) tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan
/b jabatan:
150 S8th 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;

2. berijazah paling rendah D-3 di bidang teknik
sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik mesin,
teknik geodesi, ekonomi akuntansi atau
manajemen transportasi;

Penyelia Im/c 200 58th | 3. memiliki pengalaman di bidang
kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun;

4. memiliki sertifikat Inspector Training System
(ITS) di bidang angkutan udara;

5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bemilai baik

my/d 300 58th dalam 2 (dua) tahun terakhir

6. berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki JF
Asisten Inspektur Bandar Udara

-
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7 Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 56 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 33 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk
melakukan pengelolaan teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan
pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan
dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo
dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor....

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK

Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk
Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan di lingkungan Dirjen Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan.
11. KENAIKAN JABATAN
AIKP yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani auti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat
| kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kat . Jenjang Golongan Angka | Tunjangan
Jabatan Ruang Kredit Jabatan

BUP Pengangkatan Dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

berstatus PNS;

memiliki integritas dan moral yang baik;
sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah D-2 di bidang teknik
elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik
kimia, komputer, matematika dan ilmu
pengetahuan alam, ekonomi, manajemen
1/d 80 58 th transportasi, pertolongan kecelakaan
penerbangan dan pemadam kebakaran (PK-
. Mahir PPK); dan

Keterampilan 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
I/a 100 58 th dalam 1 (satu) tahun terakhir

Syarat pengangkatan perpindahan
jabatan:

58th 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
II/b 150 2. berijazah paling rendah D-3 di bidang teknik
elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik
kimia, komputer, matematika dan ilmu
pengetahuan alam, ekonomi, manajemen
transportasi, pertolongan kecelakaan

. I/c 200 58th penerbangan dan pemadam kebakaran (PK-
Penyelia PPK);

memiliki pengalaman di bidang keamanan paling
sedikit 2 (dua) tahun;

memiliki sertifikat Inspector Training System
(ITS) di bidang angkutan udara;

Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir

berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki JF
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan

o/b 40 58th

PWNE

Terampil Io/c 60 58th

o u r W
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5.
6.
7.
8.
9

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

PERMENPAN -RB : Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018
PERATURAN BKN : Nomor 5Tahun 2018, Tanggal 5 April 2018
PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatanyang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian
mutudan keamanan hasil perikanan.

TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu
dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan.

RTAUF INEJAPNGAN : PPNomor 11 Tahun 2017

PERATU : K terian Kelautan dan Perik

INSTANSI PEMBINA : n::::ﬁg :ar;an elautan dan Perikanan

RUMPUN JABATAN " . .

LINGKUP BERLAKU : PN S Kementerian Kelautan danPerikanan

10. PEJABAT PENETAP PAK :

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sd Penyelia, di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sd Penyelia, di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. UJI KOMPETENSL:

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan
lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
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mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat
kembali_dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenjang Angka Tunjangan

Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan BUP Pengangkatan Dalam Jabatan

/b 40 Syarat pengangkatan pertama:
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang
baik;

3. sehat jasmanidan rohani;
4. berijazah paling rendah DII atau paling
tinggi DIII bid perikanan atau kualifikasi
pendidikan lain yg ditentukan oleh
oI/a 100 Instansi Pembina;

. 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang
Mahir 58th ditetapkan oleh Instansi Pembina;

Terampil o/c 60 58th

o/d 80

Keterampilan /b 150 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai

baik dalam 1 tahun terakhir

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain:

oI/c 200 1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;

2. Memiliki pengalaman di bidang
pelayanan teknis dan operasional
pengendalian mutudan keamanan

hasil perikananpaling kurang 2 th;

Ti/d 300 3. Berusia paling tinggi 53th

Penyelia 58th

-




y Asisten Konselor Adiksi \

1. PERMENPAN-RB : Nomor 45 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2 PERATURANBERSAMA : Nomor 16 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019
3. PENGERTIAN : Asisten Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional
Asisten Konselor Adiksi

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi bagi pecandu,
penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan
zat adiktif lainnya.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor ......

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Narkotika Nasional

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan dan/atau Ilmu sosial
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat dan Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi jabatan fungsional Asisten Konselor Adiksi
untuk Angka Kredit bagi Asisten Konselor Adiksi Penyelia di lingkungan Instansi
Pemerintah; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi jabatan fungsional Asisten Konselor
Adiksi untuk Angka Kredit bagi Asisten Konselor Adiksi Terampil dan Mahir di
lingkungannya.

11. KENAIKAN JABATAN
Asisten Konselor Adiksi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

< menjalani auti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Asisten Konselor Adiksi yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

ketentuan yang beriaku.

Kategori Jenjang Golru Angka Tunjangan BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

II/b 40 58 th | 1.berstatus PNS;
2.Memiliki integritas dan moralitad yg
baik;
Terampil II/c 60 58 th | 3. berijazah paling rendah D-3 bidang

Ilmu Kesehatan dan/atau Ilmu Sosial;
4.mengikuti dan lulus uji Kompetensi
II/d 80 58 th | Teknis, Kompetensi Manajerial,dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai
dengan standar kompetensi yang
disusun oleh Instansi Pembina;
III/a 100 58 th | 5.nilai prestasi kerja paling rendah
Mahi bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
Keterampilan anir terakhir bagi PNS

Syarat pengangkatan perpindahan
III/b | 150 58 th | jabatan:
1.memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
2.memiliki pengalaman di bidang
II1/c 200 58 th rehabilitasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
3.nilai prestasi kerja paling kurang
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
. terakhir
Penyelia 4.berusia paling tinggi:
I1I/d 300 58 th | @- 53 tahun utk menduduki JF Asisten
Konselor Adiksi Terampil dan Asisten
Konselor Adiksi Mahir; dan
b. 55 tahun utk menduduki JF Asisten
Konselor Adiksi Penyelia.

N (
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1. PERMENPAN-RB

2 PERKABKN
3. .PENGERTIAN

4. TUGAS POKOK

PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA
RUMPUN JABATAN
LINGKUP BERLAKU

O Na®;A

@mpapgy

10. UJI KOMPETENSL:

"0 QA0 T
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Asisten Pelatih Olahraga

: Nomor 41 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014

: Nomor 39 Tahun 2015, Tanggal 9 Oktober 2015

: Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab,
dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan dalam lingkungan
instansi Pusatdan Daerah

: Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLP,
PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga
setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki

: PPNomor 11 Tahun 2017

: Kementerian Pemuda dan Olahraga

: Rumpun Pendidikan lainnya

: PNSPusat /Daerah

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

a. berijazah paling rendah SMA atau sederajat;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asisten Pelatih Olahraga; dan
d. nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

9. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARIJABATAN LAIN:

tersedia lowongan formasi untuk jabatan Asisten Pelatih Olahraga;

berijazah paling rendah SMA atau sederajat;

pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asisten Pelatih Olahraga;
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan keolahragaan paling kurang 5tahun;
nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 2tahun terakhir; dan

. usia paling tinggi 45 tahun.

Asisten Pelatih Olahraga yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Pelatih Olahraga yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatan Asisten Pelatih Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku

Jumlah .
Kategor Jenjang Jabatan | Golonga Angk | Angka KreditMinimal | BatesUsia
Ruang Kredit per-tahun
Pemula II/a 15 375 58th
Io/b 20 5
Terampil Io/c 20 5 58th
o/d 20 5
) II/a 50 125
Keterampilan Mahir 58th
m/b 50 125
Ii/c 100 25
Penyelia 58th
\ m/d 100 25




4 Asisten Pembimbing Kemasyarakatan NS

Manusia
11. UJI KOMPETENSI:

kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

mpoNTY

tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

1. PERMENPAN-RB : Nomor 23 Tahun 2016, Tanggal 9Nopember 2016

2. PERKABKN : Nomor 6 Tahun 2017, Tanggal 12 April 2017

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melakukan
kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor....

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM

8. RUMPUNJABATAN : ImuSosial dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Hukum dan HAM

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi Asisten
Pembimbing Kemasyarakatan Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
Penyelia di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas IIKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas IKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Pembimbing
Kemasyarakatan Penyelia di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas IKementerian Hukum dan Hak Asasi

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dim
jabatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.

. Jenjang Angka
Kategori Jabatan Golru | “yredit

Tunjangan
Jabatan

Batas
Usia
Pensiun

Pengangkatan Dalam Jabatan

/b 40

Pelaksana/
Terampil I/c 60

o/d 80

58th

III/a 100

I:’_glaksana
Keterampilan ﬁ:ﬁf /

58th

Syarat pengangkatan pertama:
1.
2.

.‘h!ﬂ:h!*’

. mengikuti dan lulus diklat fungsional

. nilai prestasi kerja paling kurang

berstatus PNS;

mempunyai minat, perhatian, dan

dedikasi di bidang pelayanan dan

pembimbingan pemasyarakatan serta

pelindungan anak;

Irjnat.?lr(rniliki integritas dan moralitas yang
IK;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah SMU/SMK/

sederajat;

telah mendapatkan kenaikan pangkat

% ){ nI?/benJasah

kategori keterampilan di bidang
bimbingan kemasyarakatan; dan

bemilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir

II/c 200

Penyelia

58th

Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
1.

2

memenuhi persyaratan pengangkatan
pertama;

memiliki pengalaman di bidang
bimbingan kemasyarakatan paling
singkat 2 (dua) tahun;

berusia paling tinggi 55 tahun /-
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1. PERMENPAN-RB : Nomor 7 Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 4 Tahun 2018, Tanggal 5 April 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang
untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutudan
keamanan hasil kelautan dan perikanan.

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu
dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan.

5. PERPRESTUNJANGAN :.....

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

ABA : ImuHayat
3 m%lg:lBERLKII\(NU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

11. UJI KOMPETENSI

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus
mengikuti dan lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

S Y - Ne -

13. PENGANGKATAN KEM
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d poind e, dpt
diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unitJabatan Pimpinan Tinggi Madya yg
membidangi pembinaan mutudan keamanan hasil kelautan dan perikanan bagi Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sd Penyelia, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
dibantu Tim Penilai Pusat

Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Asisten Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sd Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim
Penilai Provinsi.

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sd Penyelia di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

. mengundurkan diri dari Jabatan;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

tidak memenuhi pgmaratan jabatan.

- . Batas
Kategori ';ggftg% Golru ‘I\(r:gé(: T;';‘I]g;gﬁn Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
/b 40 Syarat pengangkatan pertama:
1. berstatus PNS;
. 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
Terampil Ii/c 60 58th 3. sehat jasmanidan rohani;
4. berijazah paling rendah Diploma (D II)
o/d 80 atau paling tinggi Diploma IIDIIO)di bdg
perikanan dan kelautan, biologi, kimia,
teknologi/ilmu pangan, dan ilmu gizi;
Ii/a 100 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang
Mahir 58th ditetapkan oleh Instansi Pembina;
/b 150 6. nilai prestasi kerja paling kurang bemnilai
Keterampilan baik dalam 1 tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
oo/c 200 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama

kecuali angka 6;
2. Memiliki pengalaman di bidang
Penyelia 58th pelayanan teknis dan operasional
pembinaan mutu dan keamanan hasil
perikanan paling kurang 2 th;

or/d 300 3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai
baik dalam 2 tahun terakhir
4. Berusia paling tinggi 53th /'




34} n . \
Asisten Penata Anestesi

1. PERMENPAN-RB : Nomor 10 Tahun 2017, Tanggal 29 Maret 2017

2 PERATURANBKN : Nomor 3Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan
anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan

4. TUGASJABATAN : Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor....

6. PERATURANBUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Asisten

b.

f.

11. U KOMPETENSL:
Asisten Penata Anestesi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12, PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

mpopTp

13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Asisten Penata Anestesi yang diberhentikan dari jabatannya karena point b sd point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Asisten Penata Anestesi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c s.d Asisten Penata Anestesi Penyelia pada Rumah Sakit atau

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPT Pusat

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian

Kesehatan bagi Asisten Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Asisten Penata Anestesi Penyelia

pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu

Tim Penilai Instansi

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi, bagi:

1) Asisten Penata Anestesi Penyelia, pangkat Penata, golru Ill/cpada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.

2) Asisten Penata Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Asisten Penata Anestesi Penyelia, pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi.

Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Asisten Penata Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Asisten Penata Anestesi

Penyelia pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai UPTDDaerah Provinsi

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi Asisten Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat

Pengatur, golru II/cs.d Asisten Penata Anestesi Penyelia, di lingkungan Puskesmas Perawatan Plusdan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Asisten Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Asisten

Penata Anestesi Penyelia, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai UPTD Kab/Kota

. mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan Jabatan

: Jenjang
Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan

Angka Tunjangan Bljsalgs

: Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun

Keterampilan

Syarat pengangkatan pertama:
II/c 60 1. berstatus ;
Pelaksana/ 58th 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
Terampil 3. sehat jasmani dan rohani;
/d 80 4. berijazah paling rendah Diploma II{(D-IIT)
keperawatan anestesi atau kepenataan

anestesi;
5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
oI/a 100 (diklat) fungsional di bidang pelayanan
Lanjutan, anestesi;
nf‘_ / 58th 6. memlllkl Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi

atau Penata Anestesi (!
/b 150 7. nilai prestasi kerja paling rend.zslh bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain:

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama

I/c 200 kecuali angka 7;

2. memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan
memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi
atau Penata Anestesi (STRPA)bagi PNSdengan

endidikan paling rendah Diploma

58th Bldang k&se'?latag, P e

Penyelia
3. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang
pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
m/d 300 4. memiliki pengalaman di bidang pelayanan
anestesi paling singkat 1 (satu) tahun;
5. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
dalam 2tahun terakhir; dan /-
6.

. berusia paling tinggi 53 tahun
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Asisten PengelolaProduksi Perikanan Tangkap

1. PERMENPAN-RB : Nomor 6 Tahun 2017, Tanggal 31 Januari2017

2 PERKA BKN : Nomor 10Tahun 2017, Tanggal 17 Juli2017

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan
kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan
tangkap pada Instansi Pemerintah Pusatdan Daerah

5 PERPRESTUNJANGAN : Nomor....

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. RUMPUNJABATAN : ImuHayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan
tangkap bagi Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan
tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu TimPenilai Pusat

b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit Asisten Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap Penyelia di lingkungan Pemerintah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

C. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit Asisten

Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota
11. UJI KOMPETENSIL:
lk\sishen Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
ompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali
dalam jabatan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sesuai ketentuan yang beraku

pRroTy

-

Batas

Kategori _'.}gglatgg Golru ‘I\('I‘,gé(: Tg:'a:;g%n Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Pel Pemula/ Syarat pengangkatan pertama:
Pemula Wa = 58th | 4 perstatus PNS;

2. sehat jasmanidan rohani;
o/b 40 3. berijazah paling rendah Sekolah Usaha
Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah
Pelaksana/ TI/c 60 58th Menengah Kejuruan (SMK) atau
80

Terampil Diploma IIDIM)bidang Perikanan dan
Kelautan atau kualifikasi pendidikan
lain yang ditentukan oleh Instansi
Pembina; dan
. I:-:Ia_kus-?na /a 100 ssth 4. mengikuti dan lulus diklat fungsional;
Keterampilan Icljahirn/ 150 5. nilai prestasi kerja paling kurang
/b bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

o/d

Syarat pengangkatan perpindahan dari

ImI/c 200 jabatan lain:

1. memenuhi persyaratan pengangkatan
pertama;

Penyelia 58th 2. memilikipengalaman di bidang

perikanan tangkap paling singkat 2 th;

m/d 300 3. mengikuti dan lulus diklat fungsional di

bidang perikanan tangkap; dan

\ 4. berusia paling tinggi 53 tahun /-
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Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

WN e

PERMENPAN-RB : Nomor 4 Tahun 2017, Tanggal 25 Januari 2017

PERKA BKN : Nomor 20 Tahun 2017, Tanggal 3 Oktober 2017

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk
melakukan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi

TUGAS JABATAN : Melaksanakan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur

PERPRES TUNJANGAN : Nomor....

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo

RUMPUN JABATAN : Pengawas dan Kualitas Keamanan

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kominfo

. PEJABAT PENETAPPAK :

HOPNQ WA

Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Asisten
Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
Penyelia dibantu Tim Penilai Balai

11. UJI KOMPETENSI:
Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus
uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALTI:

Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali
dalam jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

DO U

: BUP
Golru II\(':egldli(ta Tgn]anga Pengangkatan Dalam Jabatan

Jabatan

Jenjang

Kategori Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

/b 40 1. berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yang

baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Elektro

o/d 80 Telekomunikasi atau Sekolah

Menengah Atas (SMA) dan sederajat

serta kualifikasi pendidikan lain yang

ditentukan oleh Instansi Pembina;

I/a 100 5. mengikuti dan lulus diklat fungsional

Pelaksana di bidang persiapan pengujian
Lanjutan/ 58th perangkat telekomunikasi/ kalibrasi

Mahir alat ukur; dan

. m/b 150 6. nilai prestasi kerja paling rendah

Keterampilan bemilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir.

Syarat pengangkatan perpindahan dari

I/c 200 jabatan lain:

1. memenuhi persyaratan
pengangkatan pertama;

2. memilikipengalaman di bidang

Penyelia 58th persiapan pengujian perangkat

telekomunikasi/kalibrasi alat ukur

m/d 300 paling singkat 2 tahun;

3. nilai prestasi kerja paling rendah
bemilai baik dalam 2thterakhir;

\ 4. berusia paling tinggi 40 tahun /-

N

Pelaksana
/ Terampil | /¢ 60 58th

pW




j_Perubahan nomenkiatur Jabatan Fungsional Penilai PEB
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Asisten Penilai Pajak

1. PERMENPAN-RB : Nomor 11 Tahun 2018, Tanggal 15 Februari 2018

2 PERATURAN BKN : Nomor25 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan penilaian dan/atau
pemetaan

4. TUGAS JABATAN : Melakukan penilaian dan/atau pemetaan

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor....

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

8. RUMPUNJABATAN : Asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAPPAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yan
membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penilai Pajak Terampil sd Asisten Penilai Pajak Penyelia, d
lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu TimPenilai Sekretariat

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penilai
Pajak Terampil sd Asisten Penilai Pajak Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan dibantu TimPenilai Kantor Wilayah

11. UJI KOMPETENSI:
Asisten Penilai Pajak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang beraku.
. Jenjang Angka | Tunjangan Batas
Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
/e 60 iyarat pengangka}tan pertama:
Terampil 58th 2. memiliki integritas dan moralitas yang
d 80 baik;
I/ 3. sehat jasmanidan rohani;
4, berijazah paling rendah Diploma III
(D-IOD)bidang penilaian, ekonomi,
/a 100 keuangan, teknik, administrasi, atau
bidang lainnya, sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan oleh
Instansi Pembina;
: 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi
Mahir S8th Teknis, Kompetensi Manajenial, dan
150 Kompetensi Sosial Kultural sesuai
. /b standar kompetensi yang telah
Keterampilan disusun oleh Instansi Pembina; dan
6. nilai prestasi kerja paling rendah
bemilai baik dalam 1tahunterakhir.
Syarat pengangkatan perpindahan dari
m/c 200 jabatan lain: )
1. memenuhipersyaratan
pengangkatan pertama kecuali
) angka 6;
Penyelia 58th 2. memiliki pengalaman dim
pelaksanaan tugas di bidang
d 300 penilaian paling singkat 2 tahun;
m/ 3. nilai prestasi kerja paling rendah
bemilai baik dalam 2thterakhir;
\ 4. berusia paling tinggi 53 tahun
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13.

Asisten Perisalah Legislatif

PERMENPAN-RB : Nomor 27 Tahun 2017, Tanggal 4 Oktober 2017
PERATURAN BKN : Nomor 25 Tahun 2019, Tanggal ...
PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang
persiapan penyusunan risalah legislatif

TUGAS JABATAN : melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, yang

meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif

PERPRES TUNJANGAN : Nomor ....
PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017
INSTANSI PEMBINA : Sekjen DPR RI

RUMPUNJABATAN : Manajemen
LINGKUP BERLAKU : PNSDPRRI/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

PEJABAT PENETAP PAK :

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesiauntuk menetapkan angka kredit bagiAsisten Perisalah Legislatif Penyeliadi
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,
Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatPapua, Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatPapua Barat, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh
dibantu TimPenilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalahpada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesiauntuk menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah
Legislatif Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Penyelia di lingkungan Sekretanat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indon&ﬂa, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibantu TimPenilai Instansi

Sekretaris Daerah Provinsiuntuk menetapkan angka it bagi Asisten Perisalah LegislatifTerampil sampai dengan
Asisten Perisalah Legislatif Mahirdi lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatPapua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatPapua
Barat dibantu Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah LegislatifTerampil sampai
dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahirdi lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

UJI KOMPETENSL:
Asisten Perisalah Legislatif yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

hoRO0TY

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:
Asisten Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya
sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan

Batas
Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun

Jenjang Angka Tunjangan

berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yg baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendahDiploma TI(D-III)

bidang ekonomi, manaJemen, ilmu

administrasi, dan sosial;

/a 100 mengikuti dan lulus uji kompetensl Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi

Mahir 58th Sosial Kultural sesuai standar kompetensi

yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

oI/b 150 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai

II/c 60
Terampil 58th
mw/Ad MN

PWNE

v

Keterampilan baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Syarat pengangkatan perpindahan dari

Jabatan lain:
memenuhi persyaratan pengangkatan
pertama kecuali angka 6

2. memiliki pengalaman di ISldang
persiapan penyusunan risalah legislatif
paling singkat 2 th;

my/d 300 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bemnilai
baik dalam 2tahun terakhir

4. berusia paling tinggi 53 tahun /-

II/c 200

Penyelia 58th




_/ Pengganti dari Jabatan Fungsional Andalan Siaran dan Jabatan Fungsional Adikara Siaran \39

Asisten PranataSiaran

1. PERMENPAN-RB : Nomor 32 Tahun 2017, Tanggal 6 Nopember 2017

2. PERATURAN BKN : Nomor 28 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS
untuk melakukan kegiatan di bidang Produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru
pada Lembaga Penyiaran Publik RRIdan Lembaga Penyiaran Publik TVRL

4. TUGAS JABATAN : Melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor....

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo

8. RUMPUNJABATAN : Penerangan dan Seni Budaya

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kominfo (RRIdan TVRI)

10. PEJABAT PENETAP PAK :
Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRIdan TVRIuntuk
angka kredit bagi Asisten Pranata Siaran Pemula, s.d Asisten Teknisi Siaran Penyelia lingkungan RRIdan TVRL
dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. UJI KOMPETENSI:
Asisten Pranata Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Pranata Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Ol O R L

. Jenjang Angka | Tunjangan :
Kategori Golru - Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan Pensiun

Pemula I/a 25 58th Syarat pengangkatan pertama:

1. berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moralitas yang

baik;

58th 3. sehat jasmanidan rohani;

4. berijazah paling rendah SLTA/sederajat

/d dengan kualifikasi pendidikan yang
ditentukan oleh instansi pembina;

5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi

/a 100 Teknis, Kompetensi Manajerial, dan

Kompetensi Sosial Kultural sesuai

Keterampilan Mahir 58th standar kompetensi yang telah disusun

oleh Instansi Pembina;

/b 150 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bemnilai

baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Syarat pengangkatan perpindahan dari

10/c 200 jabatan lain:

1. memenuhi persyaratan pengangkatan
pertama;

2. memiliki pengalaman di bidang
produksi, Penyiaran dan Layanan Media

Iy/d 300 Baru paling singkat 2 th;

. \ 3. berusia paling tinggi 53 tahun /-

Io/b

40
Terampil II/c 60
80

Penyelia 58th




Asisten Teknisi Siaran

1. PERMENPAN-RB :  Nomor 31 Tahun 2017, Tanggal 6 Nopember 2017
2. PERATURAN BKN : Nomor 38 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran adalah adalah jabatan yang diduduki
oleh PNS untuk melakukan kegiatan di bidang teknik produksi, penyiaran
dan layanan media baru pada LPPRRIdan LPPTVRI
4. TUGAS JABATAN : Melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran
dan layanan media baru
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor....
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo
8. RUMPUN JABATAN .
9. LINGKUPBERLAKU | PRATEMENIAN REmBYSMNA dan TvRY
10. PEJABAT PENETAP PAK :
Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRIdan TVRI
untuk angka kredit bagi Asisten Teknisi Siaran Pemula s.d Asisten Teknisi Siaran Penyelia di lingkungan
RRIdan TVRI dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. UJI KOMPETENSI:
Asisten Teknisi Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Asisten Teknisi Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku
. Jenjang Angka | Tunjangan Batas
Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Pemula o/a 25 58th Syarat pengangkatan pertama:
1. berstatus PNS;
o/b 40 2. memiliki integritas dan moralitas yang
baik;
Terampil Io/c 60 58th 3. sehatjasmanidan rohani;
4. berijazah paling rendah SLTA/sederajat
I/d 80 dengan kualifikasi pendidikan yang
ditentukan oleh instansi pembina;
/a 100 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Mahir 58th Sosial Kultural sesuai standar kompetensi
Keterampilan yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
/b 150 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
II/c 200 1. memenuhi persyaratan pengangkatan
pertama kecuali angka 6;
. 2. memiliki pengalaman di bidang teknis
Penyelia 58th produksi, penyiaran dan layanan
teknologi media baru paling singkat 2 th;
my/d 300 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bemilai
baik dalam 2tahun terakhir
\ 4. berusia paling tinggi 53 tahun /-




Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur (Assessor) \&

\S

1. PERMENPAN-RB : Nomor 41 Tahun 2012, Tanggal 17 Juli 2012

2. PERKA BKN : Nomor 16 Tahun 2012, Tanggal 17 Desember 2012

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Assessor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, dan wewenang utk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial

4 TUGASPOKOK : Melakuliad fsqizianperidiandomestsrst mansjerickyang mslipup peialsanan epeian
pengembangan metode penilaian

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 111 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : Badan Kepegawaian Negara

8. RUMPUNJABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Kepala BKN atau pejabat eselon Iyang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d Assessor Utama pangkat Pembina Utama, golru IV/edi lingkungan
BKN, di instansi lainnya di luar BKN dibantu Tim Penilai Pusat
b. Sekretaris Utama BKN atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi
Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golru IIl/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi
lingkungan BKN dibantu Tim Penilai UnitKerja
c. Pimpinan Instansiatau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi
Assessor Pertama, pangkat Penata Muda TkI, golru IIl/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi
lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial
bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda TkI, golru Ill/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi
lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi
manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda TkI,golru IIl/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru
IvV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. UIIKOMPETENSIDAN DIKLATPENJENJANGAN:
Assessor yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan diklat penjenjangan
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Assesor SDM Aparatur yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Assesor
SDM Aparatur sesuai ketentuan yang berlaku.

. . Batas
Tingkat 3:21322 Golru I.‘(E(: T‘,‘QE‘,'}E?,“ Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Pensiun

. y 58th Syarat pengangkatan pertama:
Rp. 450,000 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)di bidang
Psikologi dan bidang ilmu lainnya yang berada
pada rumpun bidang ilmu humaniora (IlImu
Rp. 700.000 S8th bahasa, Pendidikan, Sejarah, IImuhukum, Filsafat,
Antropologi, Manajemen Sumber Daya Manusia
dan Ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik)
yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB dengan
pertimbangan Kepala BKN;
2. Palngkat paling rendah Penata Muda Tingkat I,
golru Il/by
Rp. 1.100.000 60th 3. Telah mengikuti diklat dan lulus uji kompetensi
sebagai Assessor;
4. nilai prestasi kerja, paling sedikit bernilai baik
dalam satu tahun terakhir.

Pertama Io/b
II/c
my/d

Muda

IV/a

Madya v/b

g8 |8|8|BlE

Ahli IV/c

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabtn lain:

1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;

2. Mengikuti proses seleksi dan dinyatakan
memenuhi persyaratan kompetensi sebagai
ASSessor;

Utama Rp. 1.400.000 65th 3. Bagi yang memiliki latar belakang pendidikan

lintas kualifikasi pendidikan yang ditetapkan

v/ 1050 sebelumnya akan ditetapkan oleh Menteri PAN-
e RBdgn pertimbangan instansi Pembina;

4. Usia paling tinggi 50 tahun;

\ 5. Tersedia formasi Jabatan fungsional Assessor; /-

g

v/d




\S

Auditor

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/220/M.PAN/7/2008, Tanggal 27 Agustus 2008

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember2008

3. PENGERTIAN : Auditor adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup, tugas tanggugjawab dan wewenang untuk
melakukan pengawasan intem pd instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yg didimnya
terdapat kepentingan negara sesuai dgn peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh
PNSdgn hak dan kewajiban yg diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

4. TUGASPOKOK : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian
dan evaluasi pengawasan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 5Tahun 2014, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : BPKP

8. RUMPUNJABATAN : Akuntan dan Anggaran

9, LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina bagi Auditor Madya s/d Utama dibantu Tim Penilai Pusat

b. Ee]abat setingkat es. Ilbagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/dMadya dibantu Tim Penilai Unit

erja

c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi
Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur LPND, Inspektur Utama/Inspektur/Ka.Unit Pengawasan Intem,
pejabat setingkat eselon IIbagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai
Instansi

d. InspekturProvinsibagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi

e. InspekturKab/Kota bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu TimPenilai Kab/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

a. Auditor Terampil yg memperoleh Ijazah S1/DIVdapat diangkat menjadi Auditor Ahli dgn syarat:

1) Ijazah yg dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan utk Jabatan Auditor Ahli.
2) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Auditor Keahlian;

3) Telah memiiliki sertifikasi alih jabatan dari Auditor Terampil ke Auditor Ahli; dan
4) tersedia formasi untuk jabatan Auditor Keahlian;

5) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

b. Auditor Terampil yang akan diangkat menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIVditambah angka
kredit kumulatif sebesar 65%odari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak
pemperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan ]abatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI:
ﬁggmlc()ru yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang
a
Tingkat ':’]g'g:t';% Golru m‘: T;‘: aa"tgﬂ“ ngss'l:;'a Pengangkatan Dalam Jabatan
/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
1. Berijazah serendah-rendahnya DIlIsesuai
Pelaksana 1L/c 60 Rp- 300.000 S8th dengan kualifikasi pendidikan
n/d 80 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
i a 100 Muda TKI, Golru II/b.
Terampl ey i 5| RP-400000 58th | 3. Diklatfungsional tingkat terampil
/b 4. Setiap unsur penilaian dim DP-3 sekurang-
i II/c 200 t kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
Penyelia /d 300 Rp. 500.000 58 terakhir
IIi/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat ahli:
Pertama /b 150 Rp. 450.000 58th 1. Berjazah serendah-rendahnya S1/D.IV
e 500 sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
2. Pangkat serendah-rendahnya penata
Muda m/d 300 Rp. 700.000 58th Muda, golongan ruang Ill/a
3. Diklat fungsional tingkat ahli
i 4. Setiap unsur penilaian dim DP-3 sekurang-
Ahli Madya V/b 550 | Rp.1.100.000 60th kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
V/c 700 terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari
e 50 nyb%}lar?la'ﬁh ; rat o katan perta
emenuhi engangkatan ma;
Utama V/e 1050 Rp. 1400000 65t 2. Telah Iqussesyr?Iﬁka'; Ja%atgn Audm%?,
\ 3. Berusia paling tinggi 50 tahun. /-
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Auditor Kepegawaian

1. PERMENPAN-RB : Nomor 40 Tahun 2012, Tanggal 17 Juli 2012
2 PERKA BKN : Nomor 4 Tahun 2013, Tanggal 22Januari 2013
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan
bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan wasdalpeg

5 PERPRESTUNJANGAN : Nomor 12 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Kepegawaian Negara

8. RUMPUNJABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK
a. Kepala BKNatau pejabat yang ditunjuk paling rendah eselon Iyang secara fungsional bertanggungjawab di
bidang wasdalpeg bagi Audiwan Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bs.d golru IV/c pangkat Pembina
Utama Muda, di lingkungan BKN dan di instansi lainnya di luar BKN dibantu Tim Penilai Pusat
b. Deputi yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Pengendalian Kepegawaian BKN atau pejabat lain
yang ditunjuk paling rendah eselon Ilyang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg bagi
Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/ayang bertugas di lingkungan BKN Pusat dibantu Tim
Penilai Deputi
c. Kepala Kantor Regional BKNbagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/ayang bertugas di
lingkungan Kantor Regional BKN masing-masing dibantu Tim Penilai Regional
d. Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat eselon Ilyang membidangi wasdalpeg pada Kementerian
atau LPNKbagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/ayang bertugas di lingkungan instansi
masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
e. InspekturProvinsi bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/ayang bertugas di lingkungan
Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
f. InspekturKabupaten/Kota bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/ayang bertugas di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. UJNIKOMPETENSI DAN DIKLAT:
Auditor Kepegawaian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan
diklat penjenjangan
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Auditor Kepegawaian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Auditor Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

hOAPNTY

- . Batas
Tingkat ;:g%atgg Golru I-I\(?-gcll(: T;':fg}gi" Us?In Pengangkatan Dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

Ii/a 100 1. berijazah paling rendah Sarjana

Pertama Rp. 450.000 58th (S1)/Diploma IVbidang manajemen,

/b 150 hukum, administrasi, dan sosial politik;
2. paling rendah pangkat Penata Muda,

my/c 200 golongan ruang I/
3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai

Muda T _— Rp. 840.000 S8th baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
Ahli Syarat pengangkatan perpindahan dari

IV/a 400 jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional

Auditor Kepegawaian;
Madya IV/b 550 Rp. 1.080.000 60th 3. Memiliki pengalaman kerja di bidang
kepegawaian paling kurang 3 tahun;

4. Berusia paling tinggi 50 tahun; dan

IV/c 700 5. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional

\ di bidang wasdalpeg /-
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Bi dan N
1. PERMENPAN-RB : Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, Tanggal 28 Januari 2008
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008
3. PENGERTIAN : Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
4. TUGAS POKOK kebidanan pada sarana pelayanan kebidanan.
' : Melaksanakan ela\“anan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan
KB, pela a|t1an esehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan
masyarakat.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 9 Tahun 2010, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSIPEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK
a. Direktur yang membina pelayanan Kebidanan Depkes bagi Bidan Madya dibantu Tim Penilai Departemen
b. Pimpinan Unit Kerja Pel.kebidanan pd sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes bagi Bidan
P.Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Bidan Pertama-Muda yang bekerja pada sarana pelayanan
kesehatan di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
d. KepalaDinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Bidan P.Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda
*ang bekerja ?:da pelayanan kesehatan di lingkungan kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai
abupaten/Ko
e. Pimpinan Unitxang secara fungsional membawahi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Depkes
bagi Bidan P.Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
Bidan Terampil yang memperoleh Ijazah S1 kebidanan dapat diangkat menjadi Bidan Ahli dgn syarat:
a. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan dalam DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
c. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan dalam jenjang/pangkat yang didudukinya.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALTI:
Bidan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Bidan sesuai
- " Batas
Tingkat igglaatg?,‘ Golru ?(r:gé(: T;l:ljnaar':ggn Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
P(le,lgrlr(‘suaiga II/a 25 Rp. 220.000 58th Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil :
0 1. BerijJazah serendah-rendahnya Sekolah
/b Bidan/ DI Kebidanan
Pelaksana I/c 60 Rp. 240.000 58th 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda,
Terampil o/d 80 golongan ruang II/a
Pelaksana III/a 100 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
Lanjutan /b 150 Rp. 265.000 S8th kurangnya bernilai baik dalam satu tahun
200 terakhir
Penyelia | 1/¢ Rp.500.000 | 58th
m/d 300
II/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 300.000 58th 1. Berijazah paling rendah S1/D.IV kebidanan
m/b 150 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
m/c 200 golongan ruang IIl/a
Muda Rp. 600.000 58th 3. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
m/d 300 kurangnya bemilai baik dalam 1th terakhir
Ahli IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
lain:
IvV/b 550 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya Rp. 850.000 60Th 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan
kebidanan paling singkat 2 tahun;
\ /e 700 3. Berusia paling tinggi 50 tahun. /-




1. PERMENPAN-RB
2. PERATURAN BKN
3. PENGERTIAN
4. TUGAS JABATAN
internasional didalam dan diluar negeri.
5. PERPRES TUNJANGAN
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSIPEMBINA  : Kementerian Luar Negeri
8. RUMPUN JABATAN : Politik dan Hubungan Luar Negeri
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Luar Negeri
10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di Kemenlu utk angka kredit bagi
Diplomat Ahli Utama dilingkungan Kemenlu dan Perwakilan RIdibantu Tim Penilai Utama

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di lingkungan
Kemenlu utk angka kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya di lingkungan
Kemenlu dan Perwakilan RI dibantu Tim Penilai Madya

11. UJI KOMPETENSI

Diplomat yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. Diplomat diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1) mengundurkan diri dari Jabatan;

Diplomat

2) diberhentikan sementara sebagai PNS;
3) menjalani cuti di luar tanggungan negara;

4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
5) ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan jabatan Administrasi; atau

6) tidak memenuhi persyaratan jabatan.

b. Selain pemberhentian pada hurufa, Diplomat diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1) menduduki Jabatan Negara; dan

2) menduduki Jabatan pada Organisasi Internasional.

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Diplomat yang diberhentikan karena ketentuan hurufa angka 2)s.d angka 5)dan huruf b, dapat
diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

: Nomor 4 Tahun 2018, Tanggal 16 Januari 2018

: Nomor 20 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018

: Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, dan wewenang utk melaksanakan kegiatan diplomasi
dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RL

: Melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan
pemerintah RIdengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi

: Nomor 22 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

‘%’5

Angka
Kredit

Jenjang

Jabatan Golru

Kategori

Tunjangan
Jabatan

BUP

Pengangkatan Dalam Jabatan

II/a 100

Ahli Pertama
/b

Rp. 400.000

58th

II/c
m/d

Ahli Muda

Rp. 800.000

58th

28 |8|8|E

IV/a

Ahli Madya IvV/b 550

IV/c

8

Keahlian

Rp. 1.200.000

60th

Syarat pengangkatan pertama:

1. berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;

3. sehat jasmani dan rohani

4. berijazah paling rendah S1pd bid studi
IImu HI, Hukum, Ekonomi,Pemerintahan,
Politik, Media dan Komunikasi,
Administrasi Negara, sosiologi, Budaya/
Sastra atau kualifikasi pendidikan lain
yang ditetapkan oleh instansi pembina;

5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi
Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh
Instansi Pembina;

6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 1 tahun terakhir

v/d 850

Ahli Utama

IV/e

Rp. 1.400.000

65th

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain:

1. memenuhi persyaratan pengangkatan

pertama kecuali angka 6;

memiliki pengalaman di bidang

diplomasi paling singkat 2 th;

nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai

baik dalam 2 tahun terakhir

berusia paling tinggi:

a. 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli
Pertama dan Ahli Muda;

b. 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli
Madya;

¢ 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli
;lp?ma bagi PNS yg telah mendudukj

d W N




KEPMENPAN-RB
KEPUTUSAN BERSAMA
PENGERTIAN

WN e

Eal

TUGAS POKOK

PERPRES TUNJANGAN
PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA

RUMPUN JABATAN
LINGKUP BERLAKU

. PEJABAT PENETAP PAK :

B ©O© N O ¢

Dokt er

: Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 7 Nopember 2003
: Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 Tgl. 30 Des 2003
: Dokter adalah PNSyang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pelayanan.

: Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg

meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka
kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

: Nomor 54 Tahun 2007, Per ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
: PP Nomor 11 Tahun 2017
: Kementerian Kesehatan

: Kesehatan
: PN SPusat /Daerah

a. Menkes/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Dokter Utama di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai

Departemen

b. Dirjen Pel.Medik Depkes bagi Dokter Pertama s.d Madya di ling.Depkes dibantu Tim Penilai Direktorat

Jenderal

¢. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana
pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana
pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pel.Kesehatan serendahnya eselon IIpd Instansi Pusat diluar Depkes bagi
Dokter Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

ol XN N4

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALTI:
Dokter yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

ketentuan yang berlaku

Jenjan Golongan Angka Tunjangan Batas Usia
Tingkat Jab'; ta?r Ruar?g Krgdit JaIJ)atg?\ Pensiun Pengangkatan Dalam Jabatan
Pertama /b 150 Rp. 325.000 58th Syarat pengangkatan pertama:
1. Berijazah Dokter.
oo/c 200 2. Pangkat serendah-rendahnya
Muda Rp. 750.000 58th Penata muda TKI,Golongan
om/d 300 Ruang II/b
3. Tersedia Formasi
v/a 400 4. Setiap unsurpenilaian dalam
Madya Vb 550 Rp. 1.200.000 60th DP-3 sekurang-kurangnya
bemilai baik dalam satutahun
Ahli IV/c 700 terakhir
Syarat pengangkatan
perpindahan dari jabatan lain:
v/ 850 1. Memenuhi syarat
pengangkatan pertama;
2. Memiliki pengalaman dalam
Uama Rp. 1.400.000 65th kegiatan pelayanan
kesehatan paling singkat 2 th;
3. Berusia paling tinggi 5th
IV/e 1050 sebelum mencapai BUPdari
jabatan terakhir yang
N diduduki. /'




Dokter Gigi \¥/

1. KEPMENPAN-RB : Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 7 Nopember 2003

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 Tgl 30 Desember2003

3. PENGERTIAN : Dokter Gigi, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pd sarana pelayanan
kesehatan.

4. TUGAS POKOK : Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan
Kanghmelipuli promtlw(lif, preventif, kll;ll‘atlf dan rehabilitatif untl.ll(k m:nlingkatkarlz derajat

esehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka

5. PERPRES TUNJANGAN kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

6. PERATURAN BUP : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

7. INSTANSI PEMBINA : PP Nomor 11 Tahun 2017

8. RUMPUNJABATAN : Kementerian Kesehatan

: Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU
10. PEJABAT PENETAPPAK ~ : PNSPusat /Daerah

a. Menkes/Pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Dokter Gigi Utama dibantu Tim Penilai Departemen
b. Dirjen Pel.Medik Dep.Kes/Pej.eselon IIbagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Direktorat

Jenderal

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana
pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya yang bekerja pada
sarana pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu TmPenilai Kabupaten/Kota

e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pelayanan Kesehatan serendahnya eselon IIpd Instansi Pusat diluar Depkes bagi
Dokter Gigi Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

<. menjalani auti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALT:

Dokter Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya

menyrut ketentuan yang beraku
Jenjang Golongan Angka Tunjangan Batas Usia
Tingkat Jabatan Ruang Kredit Jabatan Pensiun Pengangkatan Dalam Jabatan
Pertama o 150 Rp. 325.000 58th Syarat pengangkatan pertama:
1. Berijazah Dokter Gigi.
II/c 200 2. Pangkat serendah-rendahnya
Muda Rp. 750.000 58th Penata Muda TKI,Golongan
]Il;/d 300 Ruang m/b
3. Tersedia Formasi
IV/a 400 4. Setiap unsurpenilaian dalam
DP-3 sekurang-kurangnya
M 1Y/ . 1.200.000 60th
adya /b 50 | Re bernilai baik dalam 1 (satu)
Ahli V/c 700 tahun terakhir
Syarat pengangkatan
Perpindahan dari jabatan lain:
v/d 850 1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
2. Memiliki pengalaman dalam
Uama Rp. 1.400.000 65th kegiatan pelayan kesehatan
paling singkat 2 tahuny;
3. Berusia paling tinggi 5 tahun
V/e 1050 sebelum mencapai BUPdari
jabatan terakhir.

ya




Dokter Hewan Karantina

1. PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018

2. PERATURANBKN : Nomor 30 Tahun 2019, Tanggal ..

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah jabatan yang diduduki PNSdan
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas
analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan
hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2 pERAmR-IAPNN&%“ GAN : PPNomor 11 Tahun 2017

7.  INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUNJABATAN : ImuHayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Pertanian

10. PEJABAT YG MENETAPKAN PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan
keamanan hayati untuk Angka Kredit Dokter Hewan Karantina Ahli Utama; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani
untuk Angka Kredit Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama sampai dengan Dokter Hewan Karantina Ahli Madya

11. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

a. berstatus PNS;

b. memiliki |ntegntas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Dokter Hewan;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

12. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARIJABATAN LAIN:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehatjasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Dokter Hewan;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan
standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan

g. p\ at' L Sk |jaa|1"|13 fﬁg'% Be?-nt?hl'g'élk dalam 2(dua) tahun terakhir;

h. berusia paling tinggi:
1) 53tahun bagi PNSyg akan menduduki Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama dan Ahli Muda;
2) 55tahun bagi PNSyg akan menduduki Dokter Hewan Karantina Ahli Madya; dan
3) 60tahun bagi PNSyg akan menduduki Dokter Hewan Karantina Ahli Utama bagi PNSyang telah menduduki JPT

13. WI KOMPETENSL:

Dokter Hewan Karantina yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi
jenjang jabatan yang akan didudukinya

14. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan

15. PENGANGKATAN KEMBALI:

Dokter Hewan Karantina yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya
sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori Jenjang Jabatan G%’:ﬁ;" AKn"gE dki? Jumlggtigrl;gtlafgulf‘redlt Tunjangan Jabatan Balasp o E!Jlu f"a

oI/a 50 125
Ahli Pertama 58th
m/b 50 125
oI/c 100 25
Ahli Muda 58th
my/d 100 25
Keahlian v/ 150 37,5
Ahli Madya vV/b 150 375 60th
IV/c 150 375
v/d 200 50
Ahli Utama 65th
~N V/e 200 50 /'
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Dokter Pendidik Klinis

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/17/M.PAN/9/2008, Tanggal 16 September 2008
2 PERATURAN BERSAMA : Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009, Tanggal 11 Desember 2009
3. PENGERTIAN : Dokter Pendidik Kilinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/
medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit
Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang
diduduki oleh PNSdengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh
pejabat yang berwenang.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan
dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan iimu
kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor42Tahun 2009, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8 RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Dijenyang membina pelayanan Medik Depkes bagi Dokter Pendidik Klinis Utama yang bekerja pada RS
Pendidikan di lingkungan Depkes dan Instansi lain dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

b. Sekretaris Drektorat Jendral yang membina pelayanan Medik depkes bagi Dokter Pendidik Klinis Dokter Pendidik
Klinis Pertama s.d Madya yang bekerja di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Kadinkes Provinsi bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama s.d Madya yang bekerja pd RSPendidikan di lingkungan
provinsi dibantu TimPenilai Provinsi

d. Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama s.d Madya yang bekerja pada RS
Pendidikan di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

e. Pimpinan Unit pelayanan kesehatan Departemen selain Depkes (setingkat eselon II)bagi Dokter Pendidik Klinis
Pertama s.d Madya yang bekerja pada RSPendidikan instansi masing-masing dibantu TimPenilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Dokter Pendidik Klinis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang
beraku.

o XY

Jenjang Angka Tunjangan Batas Usia
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan Pensiun Pengangkatan Dalam Jabatan
Pertama m/b 150 Rp. 325.000 58th Syarat pengangkatan pertama:
1. Berijazah paling rendah Dokter
Muda Rp. 750.000 58th 2. Rekomendasi Direktur RSPendidikan
m/d 300 dan Dekan Fakultas Kedokteran.
3. Pangkat serendah-rendahnya
IV/a 400 Penata Muda TKI,Golru /b
v/b 550 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
Madya /! Rp. 1.200.000 60th sekurang-kurangnya bernilai baik
IV/c 700 dalam satu tahun terakhir
Ahli
Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
v/d 850 1. Memenuhi persyaratan pengangkatan
pertama;
2. Tersedia Formasi;

Utama Rp. 1.400.000 65th 3. Berusia paling tinggi 55 tahun, kecuali
bagi Dokter Spesialis yg menduduki
jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi

vV/e 1050 bid kesehatan dan menjalankan tugas
di RSpendidikan yg ditetapkan Menteri
\ Kesehatan. /'




Dosen
(Akademik Dosen)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2013, Tanggal 15 Maret 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013, Tgl 17 Des 2013

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 4/VIII/PB/2014dan Nomor 24 Tahun 2014, Tanggal 8 Desember 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen
adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam
pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 65 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UUNomor 14 Tahun 2005

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ristek dan Dikti

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK:

a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kemdikbud atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Dosen
yang menduduki jabatan Lektor Kepala dan profesor dibantu Tim Penilai Pusat

b. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kemdikbud dan instansi pusat lainnya bagi Dosen
xang mendudukl jabatan Asisten Ahli dan Lektor di lingkungannya masing-masing dibantu Tim Penilai

C. Kggfar;lzgtt:gsl{gelmbaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) bagi Dosen yang
menduduki jabatan Asisten Ahli dan Lektor pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi (Kopertis) masing-masing dibantu Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais).

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢ menjalani auti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Dosen yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai

| ketentuan yang berlaku.

Tingkat

Jenjang Jabatan
Akademik Dosen

Golru

Angka
Kredit

Tunjangan
Jabatan

Batas Usia
Pensiun

Pengangkatan Dalam Jabatan

Anhli

Asisten Ahli

/b

Rp. 375.000

65th

Lektor

II/c

m/d

Rp. 700.000

65th

Lektor Kepala

IV/a

/[

IV/c

3|8|8| 8|88

Rp. 900.000

65th

Syarat pengangkatan pertama:

1. berijazah paling rendah
Magister (S2) atau yang
sederajat dari pendidikan
tinggi yang terakreditasi;

2. pangkat paling rendah Penata
Muda Tingkat I golongan
ruang IIl/bydan

3. nilai prestasi kerja paling
kurang bemilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

v/d

g

IV/e

Rp. 1.350.000

Dapat

diperpanjang
s.d70th

Syarat pengangkatan

Perpindahan dari jabatan lain:

1. Memenuhi syarat
pengangkatan pertama;

2. memiliki pengalaman
mengajar (magang) pada
pendldlkan tinggi paling
kurang 2 (dua) tahun; dan

3. te ja formasi untuk jabatan
Akademik Dosen.
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Entomolog Kesehatan

KEPMENPAN-RB : Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000, Tanggal 30 Nopember 2000
KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 396/MENKESKESOS/SKB/V/2000dan No. 20 Tahun 2001 Tgl. 08 Mei 2001
PENGERTIAN : Entomolog Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap
vektor penyakit/serangga pengganggu.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap
vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit, serta terhadap serangga
pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
RUMPUNJABATAN : Kesehatan

LINGKUP BERLAKU : PN SPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

11.

a. Dirjen yang membawahi bidang Entomolog Kesehatan bagi Entomolog Kesehatan Madya di lingkungan Depkes dan
luar Depkes dibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekretaris Dirjen yang membawahi bidang Entomolog Kesehatan bagi Entomolog Kesehatan Pel. Pemula s.d Penyelia
dan Pertama s.d Muda di lingkungan Dep.Kesehatan dibantu TimPenilai Pusat

c. Kakanwil Dep.Kes/Kadinkes Provinsibagi Entomolog Kesehatan Pel. Pemuda s.d Penyelia dan Entomolog Kesehatan
Pertama s.d Muda pada Instansi kesehatan tk provinsi dibantu Tim PenilaiPropinsi

d. Ka. Kantor Dep.Kes/Kadinkes Kabupaten/kota bagi Entomolog Kesehatan Pel.Pemula s.d Penyelia dan Entomolog

Kesehatan Pertama s.d Muda pada instansi kesehatan tk Kab/Kota dibantu TmPenilai Kabupaten/Kota

Pimp.Instansi/Pejabat yang ditunjuk bagi Entomolog Kesehatan Pel.Pemula s.d Penyelia dan Entomolog Kesehatan

Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

P

mpon Ty

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Entomolog Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut
ketentuan yang beraku.

. - Batas
Tingkat '_]]g%]:tg% Golru m‘g T;': algggn USi?:m Pengangkatan Dalam Jabatan
Pelaksana /a 25 Rp. 220,000 58th Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil :
Pemula ) 1. Berijazah paling rendah DIbidang entomolog
o/b 40 kesehatan
Pelaksana | I/c 60 | Rp.240000 | 58th | = g:ggﬁ‘ﬁ:;ﬁ‘;;h Pengatur Muda,
Terampil o/d 80 3. Dildat fungsional tingkat terampil
I/a 100 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
Pgal_(sugrr\‘a Rp. 265.000 58th kurangnya paling kurang bemilai baik dalam
k /b 150 satu tahun terakhir
i I/c 200
Penyelia Rp. 500.000 58th
or/d 300
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
1. Berijazah paling rendah S.1/ DIV bidang
Pertama Rp. 300.000 58th Biologi, kedokteran hewan, kesehatan yang
/b 150 berhubungan dengan entomolog kesehatan
2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
m/c 200 3 gDolilongf;la:n ruang|]]I/akat hi
. Diklat fungsional tingkat ahli
Muda Rp. 600.000 58th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 paling
Ahli oI/d 300 kurang bemilai baik dalam 1tahun terakhir
1V/a 400 %)i/ﬁ:ratpengangkatan perpindahan dari jabatan
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya IV/b 550 Rp. 850.000 60th 2. Memiliki pengalaman di bidang entomologi
kesehatan paling singkat 2 tahun; .
3. Berusia paling tinggi 5th sebelummencapai
\ V/c 700 BUPdari jabatan terakhir /-
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4 Epidemiolog Kesehatan NS
1. KEPMENPAN-RB : Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000, Tanggal 30 Nopember 2000
2 KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000dan Nomor 19 Tahun 2001, Tanggal 8 Mei 2001
3. PENGERTIAN :Jabatan Fur:jgsioRaLEpidemiolog Ilgslehatah n ala’dalah I:‘;P(:‘ISyang diberi I;h.lgaslz, iar;(%ungjawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejaba rwenang u melakukan iatan
pen umpglan data, pengolahan data, a'r’na‘ﬁ‘sa 5!3 interpretans?, m"&.!akukan penyeligﬂan
epidemiologi utk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan
faktor-faktor yang sangat berpengaruh.
4. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun2017
6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
7. RUMPUNJABATAN : Kesehatan
8. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat /Daerah
9. TUGAS POKOK :
Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan
penyakit dan faktor-faktor Zang sangat berpengaruh, secara cegat dan tepat dengan melakukan pengumpulan,
pengolahan, analisa data dan interprestasi serta E:nyebaran i si serta pengembangan strategi dan metoda.
Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan
penyakit dan faktor-faktor Zang sangat berpengaruh, secara cegat dan tepat dengan melakukan pengumpulan,
pengolahan, analisa data dan interprestasi serta penyebaran i si serta pengembangan strategi dan metoda.
10. PEJABAT PENETAP PAK :
a. Dirjen yang membawahi bidang Epidemiolog Kesehatan bagi Epidemiolog Kesehatan Madya di lingkungan Depkes
dan luar Depkes dibantu Tim Penilai Pusat
b. Sekretaris Dirjen yang membawahi bidang Epidemiolog Kesehatan bagi Epidemiolog Kesehatan P. Pemula s.d Penyelia
dan Epidemiolog Kesehatan Pertama s.d Muda di lingkungan Dep.Kesehatan dibantu TimPenilai Pusat
c. Kakanwil Dep.Kes/Kadinkes Provinsibagi Epidemiolog Kesehatan Pel. Pemuda s.d Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan
Pertama s.d Muda pada Instansi kesehatan tingkat provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi
d. Ka. Kantor Dep.Kes/Kadinkes Kab/kota bagi Epidemiolog Kesehatan Pel.Pemula s.d Penyelia dan Epidemiolog
Kesehatan Pertama s.d Muda pada instansi kesehatan tk Kab/Kota.dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
e. Pimp.Instansi/Pejabat yang ditnjuk bagi Epidemiolog Kesehatan Pel.Pemula s.d Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan
Pertama-Muda dibantu Tim Penilai instansi.
11. PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Epidemiolog Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut
ketentuan yang beraku.
Tingkat Jenjang Gol Angka Tunjangan Bl?s?as P katan Dalam Jabata
ng Jabatan olru Kredit Jabatan Pensiun engangkatan Dalam Jabatan
Pelaksana oA 25 Rp. 220.000 58th Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pemula 1. Berijazah paling rendah SLTA /DIsesuai
/b 40 dengan kualifikasi pendidikan
Pelaksana Io/c 60 Rp. 240.000 58th 2. Pangkat paling rendah paling rendah Pengatur
Muda, Golongan Ruang IT/a.
Terampil n/d 80 . . 9 . 9 .
3. Diklat fungsional tingkat terampil
Pelaksana I/a 100 265.000 58th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 paling
Lanjutan Rp. N .
b117/5} 150 kurang bemilai baik dalam satu tahun terakhir
] oI/c 200
Penyelia Rp. 500.000 58th
my/d 300
m/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 300.000 58th 1. E;rgﬁzaag I|13-allng rendah S.1/DIVbidang
m/b 150 2. Pangkat paling rendah paling rendah Penata
Muda, Golru II/a
II/c 200 3. Diklat fungsional tingkat ahli
Muda Rp. 600.000 58th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 paling
Ahli or/d 300 kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
IV/a 400 ISa)i/r?:rat pengangkatan perpindahan dari jabatan
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya Iv/b 550 Rp. 850.000 60th 2. Memiliki pengalaman di bidang epidemiolog
kesehatan paling singkat 2 tahun; .
1V/c 700 3. Berusia paling tinggi 5tahun sebefum mencapa
\ BUPdari jabatan terakhir. /-




PERMENPAN-RB
PERATURAN BERSAMA
PENGERTIAN
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TUGAS POKOK
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PERPRESTUNJANGAN
PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA
RUMPUN JABATAN
LINGKUP BERLAKU

0. PEJABAT PENETAP PAK

O N
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a. Dirjen yg membidangi pelayanan fisika medik Depkes bagi Fisikawan Medis Madya dibantu Tim Penilai

Departemen

b. Pimpinan unit kerja pelayanan fisika medik pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes bagi
Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Depkes
(paling rendah eselon Mbagi Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi

d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai

Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Fisikawan Medis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

oY WY

: Nomor PER/12/M.PAN/5/2008, Tanggal 26 Mei 2008
: Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008dan Nomor 29 Tahun 2008, Tanggal 1 Desenber 2008
: Fisikawan Medis adalah iabatan vana mempunvai ruana linakup. tuaas. tanaauna

: Melakukan pelayanan medis yang meliputi pelayanan fisika medik, keselamatan

: Nomor 42 Tahun 2009, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
: PPNomor 11 Tahun 2017

: Kementerian Kesehatan

: Kesehatan

: PNSPusat /Daerah
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Fisikawan Medis

jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana
pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNSdengan hak dan kewajiban yang
diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

radiasi, radio diagnostik dan pencitraan medik, radio terapi, kedokteran nuklir,
pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik.

3 i Batas
Tingkat ;:m G;':'aﬁ" ?(Edk: Tt;:]ba_:é’:n Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Syarat pengangkatan pertama:
Il/a 100 1. Berijazah serendah-rendahnya
Pertama Rp.300.000 S8th S1 FisikaMedik
/b 150 2. Pangkat serendah-rendahnya
Penata Muda, Gol Ruang III/a
I/c 200 3. Tersedia formasi
4. Setiap unsur penilaian dalam
Muda Rp. 600.000 58th DP-3 sekurang-kurangnya
i my/d 300 bernilai baik dalam satu tahun
Ahli terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan
IV/a 400 dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat
pengangkatan pertama
Madya /b 550 Rp. 850.000 60th 2. Memiliki pengalaman di bdg
pelayanan fisika medik paling
singkat 2 tahun
/e 700 3. Berusia paling tinggi 50 tahu?f'
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KEPMENPAN-RB

KEPUTUSAN BERSAMA
PENGERTIAN
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4. TUGASPOKOK

PERPRESTUNJANGAN

PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA
RUMPUNJABATAN
LINGKUP BERLAKU

. PEJABAT PENETAP PAK

BoPENe ¢
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: Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004, Tanggal 19 Januari 2004
: Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004dan Nomor 07 Tahun 2004, Tanggal 2 Maret 2004
: Fisioterapis adalah PNSyang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara

: Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak

: Nomor 34 Tahun 2008 Tanggal 15Mei 2008

: PP Nomor 11 Tahun 2017
: Kementerian Kesehatan
: Kesehatan

: PNSPusat /Daerah

a. DirekturJenderal Pelayanan Medik Dep Kes bagi Fisioterapis Madya di lingkungan Depkes dan instansi luar Depkes
dibantu TimPenilai Direktorat Jenderal

b. Kepala Rumah Sakit/Pejabat lain yang membidangi Fisioterapi bagi Fisioterapis Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis
Pertama dan Muda di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan

c. Kepala RSUDProvinsibagi Fisioterapis Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis Pertama dan Muda yang bekerja pd unit
pelayanan kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Kepala RSUDKabupaten/Kota bagi Fisioterapis Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis Pertama dan Muda yang
bekerja pada unit pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pelayanan Kesehatan serendahnya eselon Ipd Instansi Pusat diluar Depkes bagi Fisioterapis
Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis Pertama s.d Madya pada unitnya dibantu TimPenilai Instansi

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

Fisioterapis Terampil yang memperoleh ijazah S1/DJIVdapat diangkat dalam Fisioterapis Ahli dengan syarat:

a Iazah/STTByang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan utk jabatan Fisioterapis Ahli

b. Paling kurang telah 1tahun dalam pangkat terakhir

c. Setiap unsurpenilaian pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bemilai baik dalam 1 tahun terakhir

d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru Ill/a

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALTI:
Fisioterapis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut
ketentuan yang beraku.

Fisioterapis -

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada
unit pelayanan kesehatan.

dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara
manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, eletroterapeutis dan mekanis), pelatihan
fungsi dan komunikasi.

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

. - Batas
Tingkat '}grg:t';% Golru m‘: T_!,‘a a"tg?‘“ Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
40 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pelaksana 60 58th 1. Berijazah paling rendah DiIsesuai dengan
Rp. 240,000 kualifikasi pendidikan
80 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI,
i 100 Golru II/b
Terampil Pgﬂ'.‘su;';a Rp. 265.000 58th 3. Diklat fungsional Tk terampil
J 150 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
200 kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
Penyelia 300 Rp. 500.000 58th terakhir
Syaratpen angkatan pertamatlngkat Ahli:
100 %
Pertama 1. / DIV sesuai dgn
Rp. 300.000 58th kuailﬁka5| pendi d|kan 9
150 2. Pana pal |n rendah Penata Muda,
Gol.Ruang
200 3. g‘lelgat fungsmnal ankag alnhh DP-3 seku
4. ap unsur penilaian dalam sekurang-
Muda Rp. 600.000 S8th kunangnya bemilai baik dalam satu tahun
Ahli 300 terakh
400 ISyarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya 550 Rp. 850.000 60th 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan
layanan fisioterapi paling smgkat 2 tahun;
] 700 3. paling tinggi 5tahun sebelum
\ mencapai BUPdari jabatan terakhir. /-
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/ Guru p

1. PERMENPAN-RB : Nomor 16 Tahun 2009, Tanggal 10 Nopember 2009

2. PERATURANBERSAMA : Nomor 03/V/PB/2010dan Nomor 14 Tahun 2010, Tanggal 6 Mei 2010

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Guru adalah jafung yg mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluai peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yg diduduki oleh PNS.

4. TUGAS POKOK : Mendidik, mengajar,membimbing,mengarahkan,melatih,menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan
menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 108 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UUNomor 14 Tahun 2005

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. RUMPUNJABATAN : Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus

9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Mendiknas atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon Ibagi Guru Madya pangkat Pembina Tk Igolru IV/b s.d
Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/e dilngkngn Instansi Pusat dan daerah serta Guru Pertama s.d Utama yang
diperbantukan diluar negeri dibantu Tim Penilai Pusat

b. Dirjen Depag yang membidangi pendidikan terkait bagi Guru Madya pangkat Pembina golru IV/adilingkungan
Depag dibantu Tim Penilai Departemen Agama

c. Ka.Kanwil Depag bagi Guru Muda pangkat Penata golru Ill/cdan Penata TkIgolru III/ddilngkngan Depag dibantu
Tim Penilai Kantor Wilayah

d. Ka.Kandepag bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golru Ill/adan Penata Muda TkIgolru IIl/bdilingkungan
Kantor Depag dibantu Tim Penilai Kantor Departemen

e. Gubernur atau Kadin yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru II/as.d Madya pangkat Pembina golru
IV/adilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

f. Bupati/Walikota atau Kadin yg membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru Ill/as.d Madya pangkat Pembina
golru IV/adilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

g. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yg membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru Ill/as.d
Madya pangkat Pembina golru IV/a dilngkungan instansi pusat diluar Depdiknas dan Depag dibantu Tim Penilai
Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12, SANKSI

a. Guru yang tidak dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai Guru dan tidak mendapat pengecualian dari
Mendiknas dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, fungsional dan maslahat tambahan.

b. Guru yang terbukti memperoleh PAK dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib
mengembalikan seluruh tunjangan profesi, fungsional dan maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yg
pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK tersebut.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Guru yang diberhentikan karena angka 11 poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya

menurut ketentuan yang berlaku.

SO Q0T

. . Batas
Tingkat ;:Eg;gg Golru II\(r:gé(: T;l:ggrtlggn Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
II/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
Pertama Rp. 327.000 60th 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIVdan
m/b 150 bersertifikat Pendidik
m/c 200 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
. : 60th Golongan Ruang III/a
Muda ma | 300 | (P-327.000 3. Tersedia formasi
4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling
IV/a 400 kuranlgkb;e(imilai baikbdallam satctlx talhm':I tlerakhir
Ahli 5. Memiliki Kinerja yg baik yang dinilai dalam
Madya /b 550 Rp. 389.000 60th masa program induksi
IV/c 700
NV/d 850 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
/ 1 Memenuhl syarat pengangkatan pertama;
Utama Rp. 389.000 60th Memklzg:tkl2 ?a r|'1galaman sebagai Guru paling
sing un;
\ /e 1050 3. Berusia paling élnggi 50 tahun. /'




_56j Inspektur Angkutan Udara -

1. PERMENPAN-RB : Nomor 59 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 41 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Inspektur Angkutan Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan teknis di bidang
penyelenggaraan angkutan udara.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan di bidang penyelenggaraan Angkutan Udara.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor ......

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUNJABATAN : Pengawasan kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Angkutan Udara untuk Angka Kredit bagi Inspektur
Angkutan Udara Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi
Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama dan Inspektur Angkutan Udara Ahli Muda di
lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara
11. KENAIKAN JABATAN
Inspektur Angkatan Udara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢ menjalani auti di luar tanggungan Negarg;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Inspektur Angkutan Udara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut
ketentuan yang berlaku.
Kategori Jenjang Golru Angka | Tunjangan BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:
III/a 100 58 th 1.berijazah p_aling rendah S-I:/D-4 di
transportasi udara, ekonomi, keuangan,

Pertama hukum, administrasi atau bidang lainnya

sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan

III/b 150 58 th oleh Instansi Pembina;

2.mengikuti dan lulus uji Kompetensi
Teknis, Kompetensi Manajerial,dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan
standar kompetensi yang disusun oleh
Instansi Pembina; dan

III/c 200 58 th 3.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai

Muda I;ala“ils( dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi

Keahlian

Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
III/d 300 58 th 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang
kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun;
3. memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan
IV/a 400 60 th dalam Inspector Training System (ITS) di
bidang kebandarudaraan.
4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
IV/b 550 60 th dalam 2 (dua) tahun terakhir
Madya / 5. berusia paling tinggi:
a. 53 tahun utk menduduki Jabatan
Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda;
IV/c | 700 60 th dan
/ b. 55 tahun utk menduduki Jabatan
Fungsional Ahli Madya. P,




/ Inspektur Bandar Udara \57

1. PERMENPAN-RB : Nomor 57 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2 PERATURAN BKN : Nomor 34 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yg Berwenang untuk
melakukan pembinaan teknis di bidang kebandarudaraan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian,
pengawasan , investigasi dan pelayanan keselamatan operasi bandar
udara di bidang kebandarudaraan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor ......

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUNJABATAN : Pengawasan kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kebandarudaraan untuk Angka Kredit bagi Inspektur
Bandar Udara Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi
Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama dan Inspektur Bandar Udara Ahli Muda di lingkungan
Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara

11. KENAIKAN JABATAN

Inspektur Bandar Udara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢ menjalani auti di luar tanggungan Negarg;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Inspektur Bandar Udara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

ketentuan yang berlaku.

Kategori Jenjang Golru Angka Tunjangan BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

1.berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Teknik Elektro,
Teknik Listrik Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar
Pertama Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin,
Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi,
III/b 150 58 th Akuntansi dan Manajemen Transportasi;

2.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi

III/a 100 58 th

Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan
standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina;
dan

III/c 200 58 th 3.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1

Muda (satu) tahun terakhir bagi PNS

Keahlian Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:

II11/d 300 58 th 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama;

2.memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling
sedikit 2 (dua) tahun;

3.Memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam
Inspector Training System (ITS) di bidang
kebandarudaraan.

4.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2
IV/b 550 60 th (dua) tahun terakhir

Madya 5.berusia paling tinggi:

a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional

Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan

1V/c 700 60 th b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Ahli Madya.

IV/a 400 60 th




4 Inspektur Keamanan Penerbangan S

1. PERMENPAN-RB : Nomor 55 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2 PERATURAN BKN : Nomor 40 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Inspektur Keamanan Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan teknis di bidang
keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang
berbahaya, atau pelayanan darurat

4. TUGAS POKOK Melaksanakan kegia!tan pe_embi_naa:m t_eknis pengaturan, pengendalian,
pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan
pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor ......

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawasan kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan
kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat untuk angka kredit bagi Inspektur
Keamanan Penerbangan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Inspektur
Keamanan Penerbangan Ahli Pertama dan Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda di lingkungan
Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

11. KENAIKAN JABATAN

Inspeldur Keamanan Penerbangan yang akan nalk jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji

kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugasian secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelalksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Inspekiur Keamanan Penerbangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin €, dapat dianglat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan
yang berlala

Kategori Jenjang Golru Angka Tunjangan BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
III/a 100 58 th 1.berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang Ilmu
Pertama Teknik, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, atau Ilmu
Komputer;
III/b 150 58 th 2.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai dengan standar kompetensi
yang disusun oleh Instansi Pembina; dan
III/c 200 58 th 3.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
Muda dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS

Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
Keahlian III/d 300 58 th 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama;

2.memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan
paling sedikit 2 (dua) tahun;

3.memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam
Inspector Training System (ITS) di bidang keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan kargo

IV/b 550 60 th dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat
4.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2
Madya (dua) tahun terakhir

5.berusia paling tinggi:

a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli
IV/C 700 60 th Pertama dan Ahli Muda; dan

b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli
Madya.

IV/a 400 60 th




\S
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Inspektur Ketenagalistrikan

1. PERMENPANRB : Nomor 37 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017

2 PERATURAN BKN : Nomor 4 Tahun 2019, Tanggal 28 Maret 2019

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.

4. TUGASJABATAN : Melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 71 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan | _

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian ESDM /DaerahProvinsi

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian ESDM untuk Angka
Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya s.d Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama dibantu Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi
ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur
Ketenagalistrikan Ahli Pertama s.d Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat dibantu Tim Penilai
Pusat;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan pada Pemerintah Provinsi untuk Angka Kredit bagi
Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama s.d Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi
dibantu Tim Penilai Provinsi.

11. DIKLATATAU UJI KOMPETENSL
Inspektur Ketenagalistrikan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat atau uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Inspektur Ketenagalistrikan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya
| sesuai ketentuan yang berlaku.
- Jenjang Angka Tunjangan Batas
Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
m/a 100 iyarat pengangk?tan pertama:
Ahli Pertama Rp. 325.000 58th 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
m/b 150 3. sehatjasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)atau

e | o Riplomp 1V (000 bidpng Telot

Keahlian IV/c

. Sipil/ Teknik Mesin/Teknik Kimia/Teknik
Ahli Muda Rp. 750.000 58th Fisika/Teknik Lingkungan/Teknik
my/d Elekiro/Teknik Metalurgi/Teknik Geodesi/
Teknik Geofisika/Teknik Industri/Teknik
Perminyakan atau Diploma IV (D-LV)
Keinspekturan Tambang, dan kualifikasi
lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
5. rlzlengikuu' dala lulus uji IKtcalmpeKtensi Teknis,
050.000 ompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Rp. 1 60th Sosial Kultural sesuai standar kompetensi
yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
6. nilai prestasi kerja palin%hkurang bemilai
baik dalam 1tahun terakhir

IV/a

Ahli Madya V/b

g8 |8|8

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain:

1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama
kecuali angka 6;

2. Memiliki pengalaman dim pelaksanaan
tugas dibidang inspeksi ketenagalistrikan
paling kurang 2 th;

i 3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai

AhliUtama 5th baik dalam 2tahun terakhir

4. Berusia paling tinggi:

a. 53th utkmenduduki jenjang Ahli

/e 1050 Pertama dan Ahli Muda;

b. 55th utk menduduki jenjang Ahli Madya;

¢ 60th utkmenduduki jenjang Ahli Utama
bagi PNSyg telah menduduki JPT.

g

v/d
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Inspektur Minyak dan GasBumi

1. KEPMENPAN-RB : Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002, Tanggal 19 April 2002

2  KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 1245 K/70/MEM/2002dan Nomor 18 Tahun 2002, Tanggal 22Juli 2002

3. PENGERTIAN : Inspektur Minyak dan Gas Bumiadalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak utk melakukan pelaksanaan Inspeksi minyak dan gas bumi.

4. TUGAS POKOK : Melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek minyak
dan gas bumi, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan
menyebarluaskan hasil inspeksi.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 71 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian ESDM /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Dirjen Minyak dan Gas Bumibagi Inpektur Minyak dan Gas Bumi Madya dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat eselon Ilyang ditunjuk oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumibagi Inspektur Minyak dan Gas BumiPertama
dan Muda dibantu TmPenilai Unit Kerja

c. Kepala Dinas Provinsi bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Propinsi

d. Kepala Dinas kabupaten/Kota bagi InspekturMinyak dan Gas Bumi Petama dan Muda dibantu TmPenilai
Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

InspekturMinyak dan Gas Bumiyang diberhentikan karena poin b dan poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tinakat Jenjang Gol Angka Tunjangan BUat:as P K Dalam Jab

ing Jabatan olru Kredit Jabatan nmi;?... engangkatan Dalam Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
i/a 100 1. Berijazah serendah- rendahnya
Pertama Rp. 325.000 58th S.1/DIVteknik yg berhubungan
/b 150 dgn minyak dan gas bumi
2. Pangkat serendah-rendahnya
Penata Muda, Gol. Ruang IIl/a
I/c 200 3. Diklat fungsional tk ahli
4. Setiap unsur penilaian dim DP-3
Muda Rp. 750.000 58th sekurang- kurangnya bemilai baik
my/d 300 dalam satu tahun terakhir
Ahli ,
Syarat pengangkatan perpindahan
IvV/a 400 dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan
rtama;
2. Memiliki pengalaman di bidang
laksanaan inspeksi minyak dan
Madya N/ 550 Rp.1.050.000 60th g:s bumi paling I;Pﬁrang 2 tyahun;
3. Telah ikutdan lulus diklat fungsional
yang ditetapkan;
4. Berusia paling tinggi 5thn sebelum
IV/c 700 mencapai BUPdari jabatan terakhir




PERMENPAN-RB
PERATURAN BKN
PENGERTIAN

WNE

4. TUGASJABATAN

5. PERPRESTUNJANGAN
6. PERATURAN BUP

7. INSTANSI PEMBINA

8. RUMPUNJABATAN

9. LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara bagi Inspektur Tambang Ahli Madya
dan Ahli Utama dibantu TimPenilai Pusat; dan
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral
dan Batubara bagi Inspektur Tambang Ahli Pertama dan Ahli Muda dibantu TmPenilai Unit Kerja
11. DIKIAT ATAU UIIKOMPETENSL
Inspektur Tambang yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat atau uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan Jabatan
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Inspektur Tambang yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang berlaku.

mpoo g

: Nomor 36 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017
: Nomor 23 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018
: Jabatan Fungsional Inspektur Tambang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

: Melakukan pengawasan atas |pelaksanaarr Iggnatan usatra pertambangan, yang meliputi

: Nomor 71 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
: PPNomor 11 Tahun 2017

: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

: Pengawas kualitas dan keamanan

: PNSKementerian ESDM

6L

Inspektur Tambang

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas
pelaksanaan kegiatan ‘'usaha pertambangan.

inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek is pertambangan, konservasi sumber
daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,
keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan
pasca tambang, pema.nfaatan barang, jasa, teknologi, seta kemampuan rekayasa dan
rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi
persiapan, pelaksanaan, evduasi dan pelaporan

Jenjang

Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Angka Tunjangan Batas

Pensiun

Ahli

m/a 100 . berstatus PNS;

Syarat pengangkatan pertama:

memiliki integritas dan moralitas yg baik;
sehat jasmani dan rohani;

Pertama

1175 150 Diploma 1V (D-1IV) bidang Te|

PUWNR

Rp. 325.000 58th
benjazah paling rendah sar_Ln a (s-) atau

pertambangan/ Teknik Geologi/Teknik sipil/

Ahli Muda

Io/c 200 Teknik Industri/ Teknik Perminyakan atau D.IV

Teknik Mesin/ Teknik Kimia/ Teknik Fisika
Teknik Lingkungkungan/Teknik Etelrtro/Teknik
Metalurg/ Teknik Geodesi/Teknik Geofisika/

Keinspekturan Tambang, dan kualilikasi lain
yg ditentukan oleh Instansi pembina;

Keahlian

Rp. 750.000 58th 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai

standar komBetensi ang telah disusun oleh
Instansi pembina; yang

6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir

Iv/a 400 lain:

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

Ahli Madya IV/b 550 Rp. 1.050.000 60th kecuali angka 6;

1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama

2. Memiliki pengalaman di bdg pengawasan

IV/c 700

keteknikan dan lingkungan pertambangan
paling kurang 2 th;

v/d 850 4. Berusia paling tinggi:

3. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
dalam 2tahun terakhir

a. 53thutk menduduki jenjang Ahli Pertama

Ahli Utama

Wv/e 1050 c 60th utk menduduki jenjang Ahli Utama

65th dan Ahli Muda;
b. 55 th utk menduduki jenjang AhliMadya;

bagi PNSyg telah menduduki JPT. /'
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Instruktur
1. KEPMENPAN-RB : Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003, Tanggal 28 Maret 2003
2 KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor Kp.188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003, Tanggal 10Juli2003
3. PENGERTIAN : Instruktur adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk
melakukan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau
keiuruan tertentu.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan.
5. PERPRESTUNJANGAN :Nomor 58tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ketenagakerjaan
8. RUMPUNJABATAN : Pendidikan Lainnya
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Ketenagakerjaan /Daerah
10. PEJABATPENETAP PAK :
a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Madya dilingkungan masing-
masing dibantu TimPenilai Instansi Pusat
b. Pejabat eselon Ilyang membidangi pelatihan dan pembelajaran pada Instansi Pusat bagi Instruktur Pelaksana s.d
Penyelia dan Instruktur Pertama-Muda dilingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja
c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi InstruldurPelaksana s.d Penyelia dan
Instruktur Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Daerah.
11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
Instruktur Terampil yang memperoleh ijazah S1/DIVdapat diangkat menjadi Instruktur Ahli dengan syarat:
a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi jabatan Instruktur Ahli
b. Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Instruktur Ahli
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Instrukturyang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut
ketentuan yang berlaku.
Jenjang Angka Tunjangan Batas
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
oMb 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat
Terampil:
Pelaksana Io/c 60 Rp. 240.000 58th 1. Berijazah paling rendah DIIsesuai dgn
n/d 80 kualifikasi pendidikan yang ditentukan
2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil | pelaksana Il/a 100 ssth Muda TKI, Golongan Ruang II/b.
Lanjutan e | 150 | (P-265000 3. Diklatfungsional tingkat terampil
4, Setiap unsur penilaian dim DP-3 sekurang-
Im/c 200 kurangnya bermnilai baik dalam satu tahun
Penyelia Rp. 325.000 58th terakhir
o/d 300
m/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli :
Pertama Rp. 270.000 58th 1. Berijazah paling rendah S.1/DJIVsesuai
/b 150 dgn kualifikasi pendidikan yg ditentukan
2. Palngkat paling rendah Penata Muda,
olongan rua
m/c 200 3. Diklat ngS|o:gI]1::I|::;\/gkat ahli
Muda Rp. 400.000 58th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
m/d 300 sekurang- kurangnya bemnilai baik dalam
Ahli satu tahun terakhir
IvV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
IV/b 550 1. I\plleerrtnam:hl syarat pengangkatan
Madya Rp. 500.000 60th 2. Memiliki %engalaman di bldang pelatlhan
dan pembelajaran paling sm?
] IV/c 700 3. Berusia paling tinggi 5th sebe
\ mencapai BLPdan jabatan terakhir. /-
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Inspektur Mutu Hasil Perikanan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 9Tahun 2017, Tanggal 26 Januari2018

2 PERATURANBKN : Nomor 5Tahun 2018, Tanggal 5April2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsionar r Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung {'(awab, wewendrig, dan hak untuk melakukan kegiatan
pengendalian mutudan keamanan hasil perikanan.

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi
persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan

5. PERPRES TUNJANGAN

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. RUMPUN JABATAN : ImuHayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kelautan dan Perikanan

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk
Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahti Madya dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli utama di
lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan dan unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan
dibantu TimPenilai Pusat; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan pimpinan Tinggi Madya yang
membidanglleengendallgn Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka KrecII)t Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Pertama dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda di Iingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11 U KOMPETENSL:
II(nq:eklur Mutu Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
ompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang beraku.
Kategori Jenjang Golru | Angka Tunjangan Usias Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan Pensiun
Syarat pengangkatan pertama:
AR I/a 100 1. berstatus PNS;
! 58th 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;
ma mh 1icn 3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijasah paling rendah sarjana (sl)atau
Diploma IV (DIV) bidang perikanan,
biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan,
c 200 atau ilmu gizi;
I/ 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai
AhliMuda 58th standar kompetensi yang telah disusun
oleh Instansi pembina;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai
1/d 300 baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari
Keahlian V/a 400 jabatan lain:
Ahli 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama
Mad ! a 1\Y/)) 550 60th kecuali angka 6;
Yy 2. Memiliki pengalaman di bidang
V/c 700 pengendalian mutudan keamanan hasil
perikanan paling kurang 2 th;
3. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai
baik dalam 2tahun terakhir
v/d 850 4. Berusia paling tinggi:
a. 53th utk menduduki jenjang Ahli
. Pertama dan Ahli Muda;
Ahli Utama 65th b. 55th utk menduduki jenjang Ahli
v, 1050 Madya;
/e ¢ 60th utk menduduki jenjang Ahli
\ Utama bagi PNSyg telah menduduki
IPT. 4
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/ Jak sa

memperoleh kékuatan hukum tetap.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 117 Tahun 2014, Tanggal 17 September2014
6. PERATURAN BUP : UUNomor 16 Tahun 2004

7. INSTANSI PEMBINA : Kejaksaan Agung

8. RUMPUN JABATAN T

9. LINGKUP BERLAKU : Kejaksaan Agung

10. PEJABAT PENETAP PAK :

¢. Kejati bagi Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;
. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:

SO0 Q0T Q

ketentuan yang beraku.

1. KEPMENPAN-RB : Nomor 18/MENPAN/1989 jo Nomor 41 /MENPAN/1990, Tanggal 30 Januari 1989
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 005/JA/8/1990 dan Nomor 42/SE/1990, Tanggal 12Mei 1990
3. PENGERTIAN : Jaksa adalah PNSyang oleh atau berdasarkan perpu diberi tugas, wewenang dan

tanggungjawab sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama
bertindak sebasi?i penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagai alat hegara penegak hukum dan keadilan yang terutama
sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap Melaksanakan sebagai alat negara penegak hukum dan
keadilan yang terutama sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan

a. Jaksa Agung bagi Jaksa Madya, Jaksa Utama Pratama dan Jaksa Muda sampai Utama
b. Jaksa Agung Muda bidang pembinaan bagi Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda

Jaksa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

Jenjang Golru Angka Tunjangan .
Jabatan Kredit Jabatan mﬁa Pengangkatan Dalam Jabatan
Aiun Jaksa Mad 100 R 000 di Dpt Syarat pengangkatan
jun Ja adya oI/a p. 2400. s.ltipesrzpanjang pertama:
_ Dpt 1. Berijazah serendah-
Ajun Jaksa B 117/5) 150 Rp. 3.000.000 glgesrzp;n]ang rendahnya Sarjana Hukum
Dpt 2. Pangkat serendah-
Jaksa Pratama m/c 200 Rp. 3.600.000 | diperpanjang rendahnya Penata Muda,
s.d62th golongan ruang IIl/a
Dpt 3. Diklat fungsional tingkat ahli
Jaksa Muda m/d 300 Rp. 4200000 | diperpanjang | 4. Setiap unsurpenilaian
s.d62th dalam DP-3 sekurang-
Dpt kurangnya bemilai baik
Jaksa Madya IV/a 400 Rp. 6.000.000 (sli(ipesrzpanjang dalam satu tahun terakhir
. Dpt Syarat pengangkatan
Jaksa Utama Pratama IV/b 550 Rp. 7.000.000 dlgesl‘ng‘n]ang Perpindahan dari jabatan lain:
S- 1. Memenuhi syarat
Dpt pengangkatan pertama;
Jaksa Utama Muda IV/c 700 Rp. 8.000.000 ;Ii&p%rzpanjang 2. Pemah menjadi Jaksa
Dpt
Jaksa Utama Madya v/d 850 Rp. 9.000.000 diperpanjang
s.d62th
Dpt
Jaksa Utama IV/e 1000 Rp. 10.000.000 diperpanjang
N s.d62th
Belum disesuaikan dengan KEPPRES 87 Tahun 1999 jo PERPRES Nomor 97 Tahun 2012
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Kataloger
1 PERMENPAN-RB : PER/07/KEP/M.PAN/5/2007, Tanggal 3 Mei 2007
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PER/05/M/IV/2008 dan Nomor 9 A Tahun 2008, Tanggal 4 April 2008
3. PENGERTIAN : Kataloger adalah PNSyang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas kegiatan
kodifikasi materiel pertahanan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi
data meteriel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan.
5. PERPRES TUNJANGAN o
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertahanan
8  RUMPUNJABATAN : Hak Cipta, Paten, dan Merek
3. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertahanan
10. PEJABAT PENETAP PAK:
a. Sekjen Dephan/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Kataloger Madya dibantu oleh TimPenilai JF. Kataloger
b. Kepala Pusat Kodifikasi Dephan/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Kataloger Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan
Kataloger Pertama dan Muda dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Kataloger
11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
Kataloger Terampil yang memperoleh Ijasah S1/D.IVdapat diangkat menjadi Kataloger Ahli dengan syarat:
a. Ijazah yg diperoleh sesuai dgn tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan dan ditetapkan instansi pembina
b. Paling kurang telah 1th dalam pangkat terakhir;
¢. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yg ditentukan utk pangkat Penata Muda, golru III/a
d. Telah ikutdan lulus diklat fungsional dibidang kodifikasi materiel pertahanan keahlian
e. DP-3 paling rendah bemilai baik dalam 1 tahunterakhir
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Kataloger yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya
menurut ketentuan yang beraku.
Tingkat Jenjang Golr Angka Tunjangan Usias Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan u Kredit Jabatan Pensiun
Pelaksana Ii/a 25 58th Syarat pengangkatan pertama tingkat
Pemula Terampil :
/b 40 1. Berijazah SLTA
Pelaksana oO/c 60 58th 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil /d 80 Muda, golongan ruang II/a.
Pelaksana Il/a 100 s8th 3. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
Lanjutan m/b 150 o -
sekurang- kurangnya bemilai baik dalam
II/c 200 .
i satu tahun terakhir
Penyelia Tm/d 300 58th
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli :
Pertam 58th 1. Berijazah paling rendanhS.1/D.1IV sesuai
a dengan kualifikasi yang telah ditentukan.
/b 150 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang IlI/a
I/c 200 3. Setiap unsur penilaian dim DP-3 sekurang-
Muda 58th kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
mr/d 300 terakhir
Ahli Persyaratan perpindahan dari
/a 400 jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. Telah Mengikuti dan lulus diklat fungsional
Madya /b 550 60th dibdg kodfikasi materiel pertahanan:
3. Memiliki pengalaman dibdg kodifikasi
v 700 materiel pertahanan paling kurang 2 th;
\ /c 4. Berusia paling tinggi 50 tahun.




66/ Konselor Adiksi -

1. PERMENPAN-RB : Nomor 44 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 15 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019

3. PENGERTIAN : Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional
Konselor Adiksi

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan
korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor ......

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Narkotika Nasional

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan dan/atau Ilmu sosial

9. LINGKUP BERLAKU : BNN

10. PEJABAT PENETAP PAK:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional
untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah
untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Pertama dan Konselor Adiksi Ahli Muda di
lingkungannya.

11. KENAIKAN JABATAN
Konselor Adiksi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢ menjalani auti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Konselor Adiksi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan
yang beriaku.

Kategori Jenjang Golru Angka Tunjangan BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

III/a 100 58 th 1.berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang Ilmu
Psikollogi, Illmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu
Kesejahteraan Sosial, atau Ilmu Bimbingan dan
III/b 150 58 th Konseling;

2.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
disusun oleh Instansi Pembina;

3.memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi
III/c 200 58 th yg dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
dan

4.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS

Pertama

Muda

Keahlian

Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
III/d 300 58 th 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2.memiliki pengalaman di bidang rehabilitasi
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
IV/a 400 60 th | paling sedikit 2 (dua) tahun;

3.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir

IV/b 550 60 th 4.berusia paling tinggi:

a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional
Madya Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan

b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional
Ahli Madya.

IV/c 700 60 th




Mediator Hubungan Industrial

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/06/M.PAN/4/2009, Tanggal 7 April 2009
2 PERATURAN BERSAMA : Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009, Tanggal 17 September 2009
3. PENGERTIAN : Mediator Hubungan Industrial adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta mediasi perselisihan
hubungan industrial di luar pengadilan.
4. TUGAS POKOK : Melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian
perselisihan industrial.
5  PERPRES TUNJANGAN : Nomor 94 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ketenagakerjaan
8 RUMPUNJABATAN : Hukum dan peradilan
9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Ketenagakerjaan /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK
a. Dijenyang bertugas dan bertanggungjawab dibidang pembinaan HIbagi Mediator Hubungan Industrial Madya
dibantu Tim Penilai Pusat
b. Direkturyang bertugas dibidang penyelesaian perselisihan HIbagi MHI Pertama s.d Madya dibantu TimPenilai
Unit Kerja
c. Kepala Dinas Provinsi yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan bagi MHI Pertama s.d
Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan bagi MHIL
Pertama s.d Madya dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.
11. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALT:
Mediator Hubungan Industrial yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.
Tingkat Jenjang Golongan Angka Tunjangan ms Pengangkatan Dalam Jabatan
ng Jabatan Ruang Kredit Jabatan . gang
Pensiun
Syarat pengangkatan pertama:
III/a 100 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/
D.IVsesuai dengan kualifikasi
Pertama Rp. 540.000 58th pendidikan.
/b 150 2. Pangkat paling rendah Penata
Muda, Golongan Ruang III/a
3. Paling lama 2thsetelahdiangkat
harus ikut Diklat fungsional dan
m/c 200 mendapat Legitimasi sebagai MHI
dari Mennakertrans
Ahli Muda Rp. 960.000 58th 4. Setiap unsurpenilaian dim DP-3
! sekurang-kurangnya bemilai baik
myd 300 dalam satu tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari
Iv/a 400 jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
Madya IV/b 550 Rp. 1.260.000 60th 2. Memiliki pengalaman di bidang
hubungan Industial paling singkat 2
tahun;
IV/c 700 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
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. PEJABAT PENETAP PAK

13.

Medik Veteriner

PERMENPAN-RB : Nomor 52 Tahun 2012, Tanggal 29 Agustus 2012
PERATURAN BERSAMA  : Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013, Tanggal 6 Maret 2013
PENGERTIAN : Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tangqungiawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama
dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan

hewan yang diduduki oleh PNS.

TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan
kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta
pengembangan kesehatan hewan.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

RUMPUN JABATAN : ImuHayat

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

a. Sekretaris Jenderal Kementerian pertanian bagi Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b
s.d utama di lingkungan Kementerian Pertanian, provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Pusat

b. Pejabat eselon lyang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementeran
pertanian bagi Medik Veteriner Petama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/adi lingkungan Kementerian
Pertanian dibantu TimPenilai Kementerian

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi kesehatan hewan provinsi bagi Medik Veteriner Pertama s.d Madya, pangkat
Pembina, golru IV/adi lingkungan Provinsi dibantu TimPenilai Provinsi

d. Pejabat eselon Iiyang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Medik Veteriner Pertama s.d Madya,
pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

UJI KOMPETENSI:

Medik Veteriner yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

. mengundurkan dird dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALT:

Medik Veteriner yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

SN CN- Nl -

Tingkat Jenjang Golru Angka Tunjangan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Batas

Jabatan Kredit Jabatan Pensiun

Rp. 540.000 58th Syarat pengangkatan pertama:
1. Berjazah paling rendah Dokter Hewan;
Rp. 1.080.000 58th 2. Pangkat paling rendah penata Muda
Tingkat I golongan ruang IIl/b;
3. Nilai prestasi kerja paling kurang
bemilai baik dalam satu tahun
Rp. 1.350.000 60th terakhir.

Peartama m/b
I/c
m/d
IV/a
Madya Vb
IV/c

Muda

g|8(2|8 8|k

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain:

1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;

2. remri‘lilg'apengalarraan }ﬁ 1:baidang

esehatan hewan dan/atau

Uama Rp. 1.560.000 65th pengamanan produk hewan hewan
sekurang-kurangnya 2 th;

3. Usia paling tinggi 50tahun; dan

/e 1050 4. Mengikuti dan lulus uji ompetensi

dibidang kesehatan hewan dan /_

v/d

g

pengamanan produk hewan
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Nutrisionis NS

1. KEPMENPAN-RB : Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001, Tanggal 4 April 2001

2. KEPUTUSANBERSAMA : Nomor 894/MENKESKESOS/SKB/VIIL/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001, Tanggal 16 Agustus 2001

3. PENGERTIAN : Nutrisionis adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan
gizi, makanan dan dietetik.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan,
penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat
dan di Rumah Sakit.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Dirjen bina kesehatan masyarakat Depkes dan Kesos bagi Nutrisionis Madya dibantu Tim Penilai Pusat b.
Direktur Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat bagi Nutrionis Pelaksana s.d Penyelia dan
Nutrisionis Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Direktorat
;igginz_m unit kerja bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai

nsi

d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda dibantu
Tim Penilai Instansi

e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Nutrisionis Pelaksana s.d penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda
dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

Nutrisionis Terampil yang memperoleh Ijasah S1/DIVdapat diangkat menjadi Nutrisionis Ahli dengan syarat:
a. Pendidikan/ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn tugas pokok jabatan Nutrisionis;

b. Paling kurang telah 1tahun dalam pangkat terakhir;

c. Setiap unsurdalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dim 1tahun terakhir;

d. Memenuhijumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru IIl/a

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Nutrisionis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut
ketentuan yang berlaku.
Ti Jenjang I Angka Tunjangan Batas Syarat Pengangkatan
ingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan ngﬁm Dalam Jabatan
II/c 60 Syarat pengangkatan pertama tingkat
Pelaksana Rp. 240.000 58th Terampil :
1/d 80 1. Berijazah DI Gizi
. Pelaksana /a 100 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur,
Terampil Lanjutan Rp. 265.000 58th golongan ruang II/c.
/b 150 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
1m/c 200 sekurang- kurangnya bernilai baik
Penyelia Rp. 500.000 58th dalam satu tahun terakhir
oI/d 300
mI/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 300.000 58th 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/ DIV
m/b 150 (Gizi).
2. Ea?gk]a]ut:[/paling rendah Penata Muda,
my/c 200 o
3. Setiap unsurpenilaian dim DP-3
Muda Rp. 600.000 58th seku.'-)ang-kup;ngnya bemilai baik
myd 300 dalam satu tahun terakhir
Ahli
Syarat pengangkatan perpindahan dari
IV/a 400 iabatan lain. - perp
1. Memenuhi syarat pengangkatan
V/b 550 pertara;

Madya Rp. 850.000 60th 2. Memiliki pengalaman dalam
pelayanan gizi, makanan dan dietetik
paling singkat 2 tahun;

IV/c 700 3. Berusia paling tinggi 5tahun sebelum
\ mencapai BUPdan jabatan terakhir. /-
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Okupasi Terapis

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/123/M.PAN/12/2005, Tanggal 30 Desember 2005

2 PERATURAN BERSAMA : Nomor 101/MENKES/PB/II/2006 dan Nomor 4 Tahun 2006, Tanggal 21 Februari2006

3. PENGERTIAN : Okupasi Terapis adalah PNSyang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan
okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan,
pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan dir, produktivitas, pemanfaatan
waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta
pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai
Departemen
b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu TimPenilai Provinsi
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai
Kabupaten/Kota
d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat selain Depkes bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d
Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALTI:
Okupasi Terapis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.
Jenjang Angka Tunjangan Bat'as
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan USI:':I Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Syarat pengangkatan pertama:
/e 60 Berijazah paling rendah DI/
Pelaksana Rp. 240.000 58th Akademi okupasi terapi
o/d 80 2. Pangkat paling rendah
Pengatur, Gol. Ruang II/c
3. Tersedia formasi
laks Io/a 100 4. Setiap unsurpenilaian dalam
Pelaksana DP-3 sekurang- kurangnya
Lanjutan 150 Rp-265.000 >8th bernilai baik dalam satu tahun
Terampil m/b terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:
I/c 200 1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
Penyelia Rp. 500.000 58th 2. Memiliki pengalaman dalam
kegiatan pelayanan okupasi
my/d 300 terapi paling singkat 2 tahun.
3. Berusia paling tinggi 50 tahu.n




J

\u

Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(Operator SIAK)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 34 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017

2.  PERATURAN BKN : Nomor 17 Tahun 2018, 21 September 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAKyang meliputi pelayanan pendaftaran
penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,
dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

5. PERPRESTUNJANGAN : .....

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri

8. RUMPUNJABATAN : Kekomputeran

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Dalam Negeri /Daerah (Kabupaten/Kota)

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit
bagi Operator SIAK Penyelia dibantu Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
angka kredit bagi Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
diabantu Tim Penilai Instansi;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk angka kredit bagi
Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dibantu Tim
Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSL:

Operator SIAKyang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Operator SIAK yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai

ketentuan yang berlaku.

Kategori Jenjang Golru | Angka | Tunjangan Bl?st?és Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan Pensiun
/c 60 i?/arat pengagl\gé;atan pertama:
Terampil 58th 2. memiiliki integritas dan moralitas yg
baik;
I/d 80 3. sehat jasmanidan rohani;
4, Bgmguzgehr ;palmg rendah Dillbidang
m/a 100 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi
sesuai standar kompetensi yang telah
Mahir 58th disusun oleh Instansi pembina;
6. nilai prestasi kerja paling rendah
Keterampilan m/b 150 bemilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari
IMl/c 200 jaybatarﬁ)laig: ’ Perp
1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama kecuali angka 6;
Penyelia 58th 2. Memiliki pengalaman di bdg
m/d 300 pengelolaan SIAK paling kurang 2 th;
3. nilai prestasi kerja paling rendah
bemilai baik dalam 2tahun terakhir
~N 4. Berusia paling tinggi 53th. /'




Ortotis Prostetis

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/122/M.PAN/12/2005, Tanggal 30 Desember 2005

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 100/MENKES/PB/II/2006 dan Nomor 3 Tahun 2006, Tanggal 21 Februari2006

3. PENGERTIAN : Ortotis Prostetis adalah PNSyang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan ortotik
prostetik pada sarana pelayanankesehatan.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesia, pemeriksaan,
pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada
pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008, Perka BKN Nomor 37 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Depkes bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim
Penilai Departemen

b. Kepala DinasKesehatan Provinsi bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi

c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai
Kabupaten/Kota

d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat selain Depkes bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d
Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Ortotis Prostetis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya
menurut ketentuan yang berlaku.
Jenjang Angka Tunjangan Bat_as
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan p.:Sl-a Pengangkatan Dalam Jabatan
N<iin
Syarat pengangkatan pertama:
I/c 60 1. Berijazah serendah-rendahnya
Diploma IlI/Akademi ortotik
Pelaksana Rp. 240.000 58th prostetik.
o/d 80 2. Pangkat serendah-rendahnya
Pengatur, Gol. Ruang II/c
3. Setiap unsur penilaian dalam
DP-3 sekurang- kurangnya
a 100
Pelaksana I/ bernilai baik dalam satu tahun
T ) Lanjutan Rp. 265.000 58th terakhir
erampi m/b 150
Syarat pengangkatan perpindahan
III/c 200 dari jabatan lain:
1. Memenuhisyarat
. pengangkatan pertama;
Penyelia Rp. 500.000 58th 2. Memiliki pengalaman délam
pelayanan Ortotik prostetik
m/d 300 paling singkat 2 tahun;
3. Berusia paling tinggi 50 th

-




J

1. PERMENPAN-RB : Nomor 15 Tahun 2010, Tanggal 6Juli 2010
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 03/II/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan

3

Pamong Belajar

tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar,
pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan Nonformal dan Informal
(PNFI) pada UPT/UPTD dan satuan PNFI sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg
diduduki oleh PNS.

model bidang PNFL

3. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 72Tahun 2013, PerKa Nomor 39 Tahun 2007
4. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
5. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. RUMPUNJABATAN : Pendidikan lainnya
7. LINGKUP BERLAKU : PNSDaerah
8. PEJABAT PENETAP PAK :
a. Mendiknas atau pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Pamong Belajar Madya, pangkat Pembina TkI,golru IV/b
dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdilingkungan UPTdan UPTDdibantu Tim Penilai Pusat
b. Direktur atau pejabat eselon lyang membidangi Pamong Belajar bagi Pamong Belajar Pertama s.d Madya,
pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan UPTdibantu Tim Penilai Direktorat
c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Provinsi bagi Pamong Belajar Pertama s.d Madya, pngkat
Pembina, golru IV/a dilingkungan UPTD Provinsi yang bersangkutan dibantu Tim Penilai Provinsi
d. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota bagi Pamong Belajar Pertama s.d Madya,
pangkat Pembina, golru IV/adilingkungan UPTD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibantu Tim Penilai
Kabupaten/Kota
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pamong Belajar yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.
Tingkat jlglr)\%atgg G?{Sggg“ Al(rllgcll(; ng " Bapteanss::lﬂa Pengangkatan Dalam Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
I/a 100 1. Berijazah paling rendah
Pertama Rp. 500.000 58th S.1/DIV sesual dgn kualifikasi
m/b 150 pendidikan.
2. Pandgkat paling rendah Penata
Muda, Golru III/a
Imm/c 200 3. Diklat fungsional tk ahli
4, Setiap unsur penilaian dalam
Muda Rp. 750.000 S8th DP-3 sekurang- kurangnya
m/d 300 bernilai baik dalam satu tahun
Ahli terakhir

Syarat pengangkatan
IV/a 400 perpindahan dari jabatan lain:
1. Memenuhi Syarat
) Bleng_?_rlzgkatan Ipertamczla_;
. Memiliki pengalaman di
Madya IV/b 550 Rp. 1.000.000 60th bidang pleJ:nd?dikan paling
kurang 2 tahun;
3. Berusia paling tinggi 50 tahun
IV/c 700 4. Diklat fungsional Pamong

Belajar. /-
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/ Pamong Budaya NS
1 PERMENPAN-RB : Nomor PER/09/M.PAN/5/2008, Tanggal 13 Mei 2008
2  PERATURAN BERSAMA : Nomor BP37/KPA403/MKP/2010dan Nomor 11 Tahun 2010, Tanggal 6apri| 2010
3. PENGERTIAN : Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruanglllngku as, ta ?‘gun jawab, dan
wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNSdengan hak dan kewajlban

yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
TUGAS POKOK : Melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian,
permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan.
PERPRESTUNJANGAN  : Nomor 74 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RUMPUNJABATAN : Penerangan dan Seni Budaya
LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

;
i
:
:

PE'IABAT PENETAP PAK :
. Pimpinan Instansi yang bertggjwab di bid.Kebudayaan/Pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Pamong Budaya Madya
dibantu TimPenilai Pusat
. Pejabat eselon llyang membidangi pembinaan kebudayaan yang ditunjuk instansi pembina bagi Pamong Budaya
Pelaksana s.d Penyelia dan Pamong Budaya Pertama-Muda dibantu TimPenilai Unit Kerja
Pimpinan instansi/Pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II)yang bertggjwb di bidang kebudayaan bagi
Pamong Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu TimPenilai Instansi

d. PPKD Provinsi/Pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon )yg bertggjwb di bidang kebudayaan bagi Pamong
Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pamong Budaya Pertama-Muda diling.masing-masing dibantu Tim Penilai Provinsi

e. PPKD Kabupaten/Kota/Pejabat yang ditunjuk (paling rendah eselon II) yang bertggjwb di bidang Kebudayaan bagi
Pamong Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pamong Budaya Pertama-Muda di lingkungan masing-masing dibantu
Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

a. Pamong Budaya yang memperoleh ijasah S1/DIV dapat diangkat menjadi Pamong Budaya Ahli, dengan syarat:

1) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pamong Budaya Ahlj;
2) lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pamong Budaya Ahli;

3) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan

4) tersedia formasi untuk jabatan Pamong Budaya Ahli.

b. Pamong Budaya Terampil yang akan beralih menjadi Pamong Budaya Ahli diberikan angka kredit dari ijasah S1/DIV
yang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif dan diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan
tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan ]abatan

13. PENGANGKATAN KEMBALT:

Pamong Budaya yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

ketentuan yang beraku.

o

0

Y Y-Yo R

. Batas
Tingkat Jgrl:‘a]a?tg% Golru m&’ ler;]gg an Usi_allJ . Pengangkatan Dalam Jabatan
Io/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
1. Berijazah paling rendah DIIsesuai dgn
Pelaksana II/c 60 Rp. 240.000 58th kualifilkasi pendidikan
o/d 80 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI,
. golongan ruang II/b
Terampil Pelaksan Il/a 100 Rp. 265.000 s8th 3. Diklat fungsional Tk. Terampil
fa ta om/b 150 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
[ anjutan T 500 sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
Penyelia /c Rp. 300.000 s8th satu tahun terakhir
I11/d 300
III/a 100 Syarat_r_)engang](atan pertama tingkat Ah_Ii :
Pertama Rp. 270.000 58th 1. Berijazah paling rendahS.1/D.IV sesuai dgn
III/b 150 kualifikasi pendidikan.
2. Pa||19kat serenda]llil-/rendahnya Penata Muda,
golongan ruang III/a
g /e 200 g | 3 Dikiatfungsional tingkat ahli
Muda d 300 Rp. 400.000 58 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
Ahli I/ kurangnya bemilai baik dim 1th terakhir
V/a 400 Sybarat p?ngangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya V/b 550 Rp. 530.000 60th 2. Memiliki pengalaman dim kegiatan '
J pembinaan kebudayaan paling singkat 2 th;
\ V/c 700 3. Berusia paling tinggi 50 th /-
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10. PEJABAT PENETAPPAK :

Paramedik Karantina Hewan

: Nomor 18 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018

: Nomor 43 Tahun 2019, Tanggal...
: Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan adalah jabatan yang diduduki PNS

dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani

: Melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan

hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

: PPNomor 11 Tahun2017

: Kementerian Pertanian

: ImuHayat

: PNSKementerian Pertanian

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani
untuk Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan Pemula s.d Paramedik Karantina Hewan Penyelia dibantu oleh Tim
Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan

11. UJIKOMPETENSL

Paramedik Karantina Hewan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIANDARIJABATAN:

mpopEY

mengundurkan did dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

ditugaskan secara penuh pada JPTdan jabatan Administrasi;
cuti di luar tanggungan negara;

tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Paramedik Karantina Hewan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang beraku.

. Jenjang
Kategori Jabatan

” Batas
Golru AK“gin? Targée;tli;?)gé?“:(;edlt Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Pensiun

Pemula

Syarat pengangkatan pertama:
I/a 15 375 S8th | 1 erstan PNS;

Terampil

2. memiliki integritas dan moralitas
o/b 20 5 yg baik;
3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah SMU-IPA,
II/c 20 5 58th Sekolah Pertanian Pembangunan
(SPP)/Sekolah Peternakan

Menengah Atas (SNAKMA) dan
oy/d 20 5 Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) di bidang petermakan atau

Keterampilan Mahir

kesehatan hewan;

5. mengikuti dan lulus uji kompetensi
Il/a 0 125 sesuai standar kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi

s 6 l)le!“bi“a;'k ja pali dah
. nilai prestasi kerja paling renda
/b 50 12,5 bernilai baik dalam 1 (satu)tahun

terakhir

Penyelia

Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:

III/c 100 25 1. Memenuhi syarat pengangkatan

pertama kecuali angka 6;
2. Memiliki pengalaman di bidang

58th perkarantinaan hewan dan

pengawasan keamanan hayati

hewani paling kurang 2 th;

m/d 100 25 3. nilai prestasi kerja paling rendah
bemilai baik dalam 2thterakhir

4. Berusia paling tinggi 53 th. /-
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Paramedik Veteriner

1. PERMENPAN-RB : Nomor 53 Tahun 2012, Tanggal 29 Agustus 2012

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 18/Permentan/0T.140/3/2013dan Nomor 12 Tahun 2013, Tanggal 6 Maret 2013

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yarrg mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah
penyeliaan Medik Veteriner pengendalian di bidang hama dan penyakit hewan dan
pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNSdengan hak dan kewajiban
secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

4. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan
penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUNJABATAN : IImuHayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Pertanian /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat eselon Ilyang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian
pertanian, bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula s.d penyelia di lingkungan Kementerian pertanian
dibantu Tim Penilai Kementerian

b. Pejabat eselon Ilyang membidangi fungsi kesehatan hewan di provinsi bagi Paramedik Veteriner Pelaksana
Pemula s.d Penyelia di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner
Pelaksana Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:
Paramedik Veteriner yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:
I_’ammedik Veteriner yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

|—Jjabatannya menunut ketentuan yang berlaku

mpRpEY

Jenjang Angka | Tunjangan Batas
Tingkat Golru : Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan it Jabatan Pensiun
Pglaksa;na I/a 25 Rp. 300.000 58th Syarat pengangkatan pertama:
emuia 1. Berijazah paling rendah SPP/SNAKMA
/b 40 dan SMK di bidang peternakan atau
kesehatan hewan
Pelaksana o/c 60 Rp. 360.000 58th 2. Pangkat paling rendah Pengatur
Muda, golongan ruang II/a
1/d 80 3. Tersedia formasi
, II/a 100 4. Nilai prestasi kerja paling kurang
P&g;_(:taé“a Rp. 480.000 58th bemilai baik dalam satu tahun terakhir
Terampil /b 150
Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
m/c 200 1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
i 2. Memiliki pengalaman di bidang
Penyelia Rp. 810.000 58th kesehatan hewan paling kurang 2 th;
3. Usia paling tinggi 50 tahuny;
or/d 300 4. Mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan di bidang keseharan hewan
\ dan pengamanan produk hewan.
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Pekerja Sosial

1. KEPMENPAN-RB : Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004, Tanggal 16 Januari 2004
2 KEPUTUSANBERSAMA : Nomor 05/HUK/2004dan Nomor 09 Tahun 2004, Tanggal 8 Maret 2004
3. PENGERTIAN : Pekela a Sosial adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial
dilingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya.
4. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan
pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 61 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Sosial
8. RUMPUNJABATAN : Imu sosial dan yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah
10. PEJABAT PENETAPPAK :
a. Mensos bagi Pekerja Sosial Madya dibantu Tim Penilai Departemen
b. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama
dan Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
c. Pimpinan Instansi Pusat diluar Depsos bagi Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama dan Muda
dibantu Tim Penilai Instansi
d. Gubemur di Provinsi bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama dan Muda dibantu
Tim Penilai Provinsi
e. Bupati/Walikota atau pejabat lain yg ditnjuk (paling rendah eselon I)yg membidangi pelayanan kesejahteraan sosial
di kabupaten/kota bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama s.d Madya di
lingkungan Pemda Kabupaten/Kota bersangkutan dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLL
Pekerja Sosial Terampil yang memperoleh Ijazah S1/DIVdapat diangkat menjadi Pekerja Sosial Ahli dengan syarat:
a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pekerja Sosial Ahli;
b. Paling kurang telah 1tahun dalam pangkat terakhir;
c. Setiap unsurpenilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dim DP-3 paling kg bernilai baik dim 1 th terakhir;
d. Memenuhi angka kredit minimal untuk Pekerja Sosial Ahli.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Pekerja Sosial yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Jenjang Angka Tunjangan as
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan Us:_?'I N Pengangkatan Dalam Jabatan
Pgleamga o/a 25 Rp. 220.000 58th Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil :
1. Berijazah serendah-rendahnya SLTAsesuai dgn
/b 40 kualifikasi pendidikan
Pelaksana o/c 60 Rp. 240.000 58th 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda,
Terampil o/d 80 golongan ruang II/a
Pelaksana /a 100 3. Diklat fungsional tingkat terampil
Lanjutan /b 150 Rp. 275.000 58th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
. ] /c 200 Ro. 525000 st kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
enyelia ir.
Yy m/d 300 terakhir.
1/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli :
Pertama Rp. 300.000 58th 1. Berijazah paling rendah S.1/D.1V sesuai dengan
om/b 150 kualifikasi pendidikan.
2. pangkat palingrendah Penata Muda, golru III/a
mi/c 200 3. Diklat fungsional tingkat ahli
Muda Rp. 550.000 58th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 paling
Ahli om/d 300 kurang bemilai baik dalam 1 th terakhir
i
IV/a 400 @(ra]l.ratpengangkatan perpindahan dari jabatan
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Mad v/b 550 790.000 60th 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan
adya / Rp. kesejahteraan sosial paling singkat 2 th;
3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP
\ IV/c 700 dari jabatan terakhiryg diduduki. /'
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pangkat paling rendah
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10. UJI KOMPETENSL:

d. menjalani tugas belaja

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

ketentuan yang berlaku

: Nomor 40 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2016
: Nomor 38 Tahun 2015, Tanggal 9 Oktober 2015
: Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional tertentuyang

: Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM,

: PPNomor 11 Tahun 2017

: Kementerian Pemuda dan Olahraga

: Pendidikan lainnya

: PNSPusat /Daerah

PENGANGKATAN DARIJF ASISTEN PHATIHOLAHRAGA KEJF PHATIH OLAHRAGA

Asisten Pelatih Olahraga yang memperoleh Ijasah S1/DIVdapat diangkat dalam jabatan Pelatih Olahraga dgn syarat:
berijazah Sarjana (S-1) /Diploma IV (D-IV) bidang kepelatihan keolahragaan;

telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga;

memiiliki Sertifikat Pelatih Olahraga;

tersedia formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga; dan

. penilaian prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

Pelatih Olahraga yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang
jabatan yang akan didudukinya
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pelatih Olahraga yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

Pelatih Olahraga NS

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan
pelatihan keolahragaan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah

Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan
kompetensi keolahragaan yang dimiliki

Penata Muda, golongan ruang lll/a;

r lebih dari 6 (enam) bulan;

Jenjang

I Kategori | japatan golru | “redit Minimal / thn | BUP

Jumliah AK
Angka um Pengangkatan Dalam Jabatan

Syarat Pengangkatan Pertama:

Ahli
Pertama

oI/a 50 125 . . .
58th | & berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/
oI/b 50 125 Diploma IV(D-IV) Bidang Kepelatihan

Keolahragaan;
b. pangkat paling rendah Penata Muda,

golru I/

B

III/c 100

Ahli Muda

58th | ¢ telah mengikuti dan lulus pelatihan
fungsional untuk Pelatih Olahraga;

d. nilai kinerja paling kurang bemilai baik
dalam 1(satu) tahunterakhir

my/d 100

B

Syarat Pengangkatan Perpindahan dari
Iv/a 150 375 jabatan lain:

Keahlian

a. tersedia lowongan formasi;

b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/
Diploma IV(DIV) Bidang Kepelatihan

V/b 150 375 Keolahragaan;

Ahli
Madya

c. pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang I/

60th | d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional

IV/c 150 375 untuk Pelatih Olahraga

e. memiliki pengalaman dim pelaksanaan
tugas di bidang pelatihan keolahragaan
paling kurang 5 tahun; dan

f. nilai kinerja paling kurang bemnilai baik
dalam 2 th terakhir;

g. usia paling tinggi 45 tahun.

-
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Pelelang

1. PERMENPAN-RB : Nomor 43 Tahun 2014, Tanggal 160Oktober 2014

2. PERKA BKN : Nomor 11 Tahun 2016, Tanggal 17 Mei 2016

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan
instansi pemerintah

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan penjualan barang secara lelang, meliputi lelang eksekusi, lelang
noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela.

5. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

7. RUMPUN JABATAN : Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan

8. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerianKeuangan

9. UJI KOMPETENSI:

Pelelang yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar
kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

10. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

11. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pelelang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut
ketentuan yang berlaku

QN -

. Jumlah Batas

. Jenjang Angka : -
Kategori Golru . Angka Kredit Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
9 Jabatan Kredit Mil‘i:llmal ah Pensiun gang
per-tahun

Syarat pengangkatan pertama:
Il/a 12,5 a. berijazah paling rendah Sarjana
Ahli 58 th (S1)/ Diploma IV (D-1IV) Bidang
Pertama /b 50 12,5 hukum, Ekonomi Manajemen/
Akuntansi atau bidang lain yang
Im/c 1 ditentukan instansi pembina;
00 2 b. pangkat paling rendah Penata
Ahli Muda 58 th Muda, golongan ruang II/a;
t/d 100 25 c. telah mengikuti dan lulus

pelatihan fungsional Pelelang;
d. nilai kinerja paling kurang

bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir

Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:
IV/a 150 37,5 a. tersedia lowongan formasi untuk
. jabatan Pelelang;
. pangkat paling rendah Penata
Muda, golongan ruang II/a;
c. telah mengikuti dan lulus pelatihanj
fungsional Pelelang
e. pelaksanaan tugas di bidang
Ahli 60 th lelang paling kurang 2 tahun;
Madya f. nilai kinerja paling kuran
Y /e 150 37,5 bernilai baik dalam 2 tahun
terakhir; dan
a. Berusia paling tinggi 50 tahun

8

Keahlian b

IvV/b 150

(%)
N
ul

N (




z_gy Pemadam Kebakaran NS

1. PERMENPAN-RB : Nomor 16 Tahun 2019, Tanggal 05 September 2019

2 PERATURAN BKN : Nomor ......

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan:

4. TUGAS POKOK : melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan

5. PERPRESTUNJANGAN :......

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Instansi Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yg membidangi suburusan kebakaran atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membidangi suburusan kebakaran yg ditunjuk, untuk AK bagi Pemadam
Kebakaran Penyelia.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah provinsi
atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yg membidangi suburusan kebakaran,
untuk AK bagi Pemadam Kebakaran Mahir, Terampil, dan Pemula di lingkungan pemerintah provinsi; dan

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah
kabupaten/kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang

membldanq_l suburusan kebakaran, untuk AK bagi Pemadam Kebakaran Mahir, Terampil, dan Pemula.
11. KENAIKAN

Pemadam Kebakaran yang akan naik jabatan setiingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurkan diri dari Jabatan; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
b. diberhentikan sementara sebagai PNS; f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
¢ menjalani auti di luar tanggungan Negarg;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Pemadam Kebakaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai

ketentuan yang berlaku.
- Jenjang Angka [Tunjangan
ori .
Kateg Jabatan Golru | | C it Jabatan BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
Pemula | II/a 15 58 th (1. berstatus PNS;
2. memiliki |ntegr|tas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
I1/b 20 4. berijazah paling rendah Sekolah Menengah
) Atas (SMA) atau sederajat;
Terampil 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
II/c 20 Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
58 th Sosial Kultural sesuai standar kompetensi
yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
II/d 20 dan . . . o
Keterampilan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai
eramp Mahir baik dalam1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
III/a 50 Syarat pengangkatan perpindahan jabatan
58 th 1. memenuhi syarat pengangkatan Esa ma;
2. memlllkl pengalaman dalam naan
III/b ?_as i bldangzpemadaman ebakaran
50 ing smgkat (dua? tahun;
) 3. nl ai prestasi kerja paling sedikit bernilai
Penyelia baik dalam 2 (dua_) tahun terakhir; dan
IIT/c | 100 4. h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga)
58 th tahun
II1/d 100

N (
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Pembimbing Kemasyarakatan

1. PERMENPAN-RB :  Nomor 22 Tahun 2016, Tanggal 9 Nopember 2016
2. PERKA BKN : Nomor 5Tahun 2017, Tanggal 12 April 2017
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di
bidang bimbingan kemasyarakatan
4. TUGASJABATAN : Melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan yang meliputi penelitian
kemasyarakatan, pendampingan pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim
5. PERPRES TUNJANGAN . K%rrllggmit. .|.Jemasyarakatan dalam penanganan klien pemasyarakatan
6.  PERATURAN BUP :  PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM
8. RUMPUNJABATAN :  Manajemen
9. LINGKUP BERLAKU . :
10. PEJABAT PENETAP PAK E PNS Kementerian Hukum dan HAM
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk Angka Kredit bagi Pembimbing
Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya s.d Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibantu Tim Penilai Pusat.
b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah untuk Angka
Kredit bagi:
1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda s.d Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I, dan
3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama s.d Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di
lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas IL
c. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas IKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit bagi

Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama s.d Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda di
lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas IKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibantu Tim Penilai Balai.

11. UJI KOMPETENSIL:
Pembimbing Kemasyarakatan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

a.
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d.
e
f.

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pembimbing Kemasyarakatan yang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

jabatannya menurut ketentuan yang beraku

Kategori gaegjaatgg GS" AI {nglli(ta .;:Eft';%a“ Usi_ellj . Pengangkatan Dalam Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
Pertama/Ahli | Wa | 100 sst | L berstatis PNS
Pertama m/b 150 2. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di
bidang peIaIX:nan dan pe:inb&mbmgan .
. emasyarakatan serta indungan ana
Muda/Ahli /e 200 58th 3. ﬁ1emnhl¥ integritas dan #l%ﬁlllas 3ang baik;
Muda my/d 300 4. sehatjasmani dan rohani;
5. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV
IV/a 400 (DIV) bidang ilmu sosial (kesejahteraan sosial,

sosiologi, hukum, psikologi, iimupemasyarakatan
dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan
Madya/Ahli oleh Instansi Pembma}1
aMgda a IV/b 60th 6. pangkat paling rendah Penata Muda, golru IIl/a;
Yy 7. mengikuti dan lulus diklat fungsional kategon
keahllan di bid bimbingan kemasyarakata

g

Keahlian 8. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai ba"k

IV/c

3

dalam 1 (satu) tahun terakhir

Syarat Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
memenuhi syarat pengangkatan pertama;
tersedia formasi untuk jabatan Pembimbing
Kemasyarakatan;
a1emiliki pel?gtglamalp di tgidakr;% zbig}:)ingan
. emasyara n paling sin un;
Utama/Ahli 65th usia p?lling tinggi: paling Sing

Utama a. 55tahun utkmenduduki Pembimbing
aergafxla’rahll(latgn Pertama/Ahli Pertama dan

uda i Muda
/e 1050 b. 57th utk menduduki Pembimbing
Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan /.

NE

v/d 850

w

E

Utama/Ahli Utama
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Pembimbing Kesehatan Kerja

1. PERMENPAN-RB : Nomor 13 Tahun 2013, Tanggal 28Januari 2013 jo Permenpan RBNomor 47 Tahun2013

2 PERATURANBERSAMA : Nomor 50Tahun 2013dan Nomor 18 Tahun 2013, Tanggal 16Juli 2013 jo Nomor 22 Tahun 2014
dan Nomor 15Tahun 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang
ingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan upaya
kesehatan kerja yang diduduki oleh PNS

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 112 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. DirekturJenderal yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan bagi Madya, pangkat Pembina TkI,
golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi selain
Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat eselon Ilyang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan bagi Pertama s.d Madya, pangkat
Pembina, golru IV/adi lingkungan Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Pembimbing
Kesehatan Kerja Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian
Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi

d. Pejabat eselon Ilyang membidangi kesehatan kerja Provinsi bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama s.d
Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu TimPenilai Provinsi.

e. Pejabat eselon Ilyang membidangi kesehatan kerja Kabupaten/Kota bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama
s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai
Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENST:
Pembimbing Kesehatan Kerja yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
mengundurkan dir dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pembimbing Kesehatan Kerja yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

m"pQa0pyY

jabatannya menurut ketentuan yang berlaku
. . Batas
Tingkat ;enjang Golru Angk Tunjang Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
abata a an Pensi
n Kredit Jabatan un
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
Pertama Rp. 540.000 58th 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/
m/b 150 Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang
kesehatan kerja/hyperkes;
Ir/c 200 2. pangkat paling rendah Penata Muda,
Muda Rp. 960.000 58th golongan ruang I/
m/d 300 3. Prestasi kerja paling kurang bemilai
Ahli baik dalam 1 tahun terakhir
1
IV/a 400 Syarat Pengangkatan Perpindahan dari
jabatan lain:
1. memenuhisyarat pengangkatan
Madya IV/b 550 Rp. 1.260.000 60 th pertama;
2. usia paling tinggi 50 tahun;
J IV/c 700 3. memiliki pengalaman di bidang t#‘)aya
\ kesehatan kerja paling kurang 2 th; /-
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Pembina Jasa Konstruksi \&3

PERMENPAN-RB : Nomor 38 Tahun 2013 jo Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2016, tgl 23 Desember 2016

PERATURAN BERSAMA : Nomor 04/PRT/M/2014dan Nomor 8 Tahun 2014, Tanggal 28 April 2014

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksiadalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pembinaan jasa
konstruksi yang diduduki oleh PNS

TUGAS POKOK : Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yg terdiri dari kegiatan perencanaan
Krogranlz-‘,_)I pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa

onstruksi

PERPRES TUNJANGAN : Nomor........

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RUMPUN JABATAN : Manajemen

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

PE'IABAT PENETAP PAK
. Sekretaris Jenderal Kementenan Pekerjaan Umum bagi Pembina Jasa Konstruksi Madya, pangkat Pembina Tk ],

golru IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, instansi
pusat selain Kementerian PU, Provinsi,dan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Pusat

b. Kepala Badan yang membidangi pembinaan jasa konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum atau pejabat eselon II
dibawahnya yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian bagi Pembina Jasa Konstruksi Petama, pangkat
Penata Muda, golru IlI/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
dibantu TimPenilai Unit Kerja;

c. Pejabat eselon Iyang membidangi pembinaan jasa konstruksi instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umu
bagi Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda, golru IlI/as.d Madya, pangkat Pembina, golruIV/a d
lingkungan instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum dibantu Tim Penilai Instansy;

d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi pembinaan jasa konstruksi
Provinsi bagi Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda, golru Ill/as.d Madya, pangkat Pembina,
golru IV/adi lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi;

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi pembinaan jasa
konstruksi Kabupaten/Kota bagi Pembina Jasa Konstruksi Petama, pangkat Penata Muda, golru Ill/as.d Madya,
pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.

WI KOMPETENSL:

Pembina Jasa Konstruksiyang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

PEMBERHENTIAN DARI JABATANAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan Jabatan

PENGANGKATAN KEMBALT:

Pembina Jasa Konstruksi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

jabatannya sesuai ketentuan yang beraku

=h

of

Batas

Tingkat Jenjang | .. | Angka | Tunjangan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Jabatan Kredit Jabatan Pensiun

Syarat pengangkatan pertama:

58th 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma
IV (DIV) bidang teknik, ekonomi, dan hukum
serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh
Menteri PU;

2. pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang I/

3. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan fungsional di bidang pembinaan

60th jasa konstruksi; dan

4. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir

II/a
m/b
/c
m/d
IV/a

Pertama

Muda 58th

Madya /b
IV/c

3|88 83 8|8

ISyarat Pengangkatan perpindahan dari jabatan

ain:

1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
tersedia formasi untuk jabatan Pembina Jasa
Konstruksy;

v/d
/ 2,
3. memiliki pengalaman di bidang pembinaan
4

g

Utama 65th jasa konstruksi paling kurang 2 tahun;

. usia paling tinggi:
a. 54tahun utk menduduki Pembina Jasa
/e 1050 Konstruksi Pertama dan Muda

Konstruksi Madya dan Utama

b. 56th utk menduduki Pembina Jasa /-



b.

a
b
C
d.
e
f.

Pembina Mutu Hasil Kelautan danPerikanan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 7 Tahun 2018, Tanggal 26 Januari 2018

2 PERATURAN BKN : Nomor 4 Tahun 2018, Tanggal 5 April 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
kegiatan pembinaan mutudan keamanan hasil kelautan dan perikanan

4. TUGASJABATAN : Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang
meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

5. PERPRESTUNJANGAN : ....

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

8 RUMPUNJABATAN : ImuHayat

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan
Kementerian Kelautan dan perikanan, dan Pemerintah Daerah Provin_siéquu n /Kota dibantu Tim Penilai Pusat;
Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi pembinaan mutudan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu

TimPenilai Unit Kelﬁ-;ow

Sekretaris Daerah insi atau Pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk
Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Ahli Muda di ingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi; dan

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang
ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Ahli Muda di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. UJI KOMPETENSL
IF(’embina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
ompetensi
12. PEMBERHENTIAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

. ditugaskan secara penuh pada JPTdan jabatan Administrasi;

cuti di luar tanggungan negara;

. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali
dalam jabatannya sesuai ketentuan yang beraku.

Kategoni

Jenjang Angka Tunjangan B&::

Golru . Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan Pensiun

Keahlian

Syarat pengangkatan pertama:

I/a 100 1. berstatus PNS;

Ahli Pertama 58th 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;

/b 150 3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah sarjana (S1)/DIVdi
bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi,

m/c k|m|a,_ tek_norogll |Imu__pangan, ata_u ilmu gizi;

5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai

Ahli Muda 58th standar kompetensi yang telah disusun oleh
Instansi pembing;

6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir

8

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain:

1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama

60th kecuali angka 6;

2. Memiliki pengalaman pelaksanan tugas di
bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan paling kurang 2th

3. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
dalam 2tahun terakhir

4. Berusia paling tinggi:

i a. 53th utkmenduduki jenjang Ahli Pertama

Ahli Utama 65th dan Ahli Muda;

V/e 1050 2. 55 th untuk menduduki jenjang Ahli Madya;

60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama
bagi PNSyg telah menduduki JPT

IV/a

Ahli Madya IvV/b

IV/c

g (8|8|8| 8

v/d
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Pembina Teknis Perbendaharaan Negara \85

1. PERMENPAN-RB : Nomor 51 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2 PERATURAN BKN : Nomor 17 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019
3. PENGERTIAN : Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan
pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan
negara.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor ......
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan Anggaran
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Keuangan
10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kesekertariatan pada unit kerja Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan negara Kementerian Keuangan
untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Terampil dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

11. KENAIKAN JABATAN

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji

kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

< menjalani auti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat dianglkat
kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori Jenjang Golru Angka Tunjangan BUP Pengangkatan dalam Jabatan

Jabatan Kredit Jabatan

Ketrampilan

Syarat pengangkatan pertama:

II/c 60 58 th 1.berstatus PNS;

2.memiliki integritas dan moralitas yg baik;
3.sehat jasmani dan rohani;

11/d 80 58 th 4.berijazah paling rendah D3 bidang
keuangan, akuntansi, administrasi dan
kebendaharaan negara, atau bidang
lainnya yang sesuai dengan kualifikasi
yang ditentukan oleh instansi pembina;
5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi
Teknis, Kompetensi Manajerial,dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan
standar kompetensi yang disusun oleh
Mahir Instansi Pembina;

6.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi
PNS

Terampil

III/a 100 58 th

Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:

I11/b 150 58 th 1.Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
2.Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan
. /e 200 58 th tugas di bidang pembinaan/bimbingan
Penyelia teknis dalam perbendaharaan negara
mi/d 300 58 th paling singkat 2 tahun. /-




%)

Pemeriksa
1. PERMENPAN-RB : Nomor 49 Tahun 2018, Tanggal 10 Oktober 2018
2 PERATURAN BKN .
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
4. TUGAS POKOK negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK
: melakukan kegiatan pemeriksaan yang meliputi perumusan erencanaan strategis
pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian
dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek hukum pemeriksaan, pemeriksaan
dan review teknologi informasi, serta pengawasan/penjaminan mutu terhadap seluruh
pelaksanaan pemeriksaan
5. PERPRESTUNJANGAN NOMOF weeeeens
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8. RUMPUNJABATAN : Akuntan dan Anggaran
9. LINGKUP BERLAKU : PNSBPK
10. PEJABAT PENETAP PAK )
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli
Madya/Madya dan Pemeriksa Ahli Utama/Utama di lingkungan Kantor Pusat BPK dan BPK Perwakilan;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk Angka Kredit
Pemeriksa Ahli Petama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama .
1. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
IL2. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pemeriksa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya
sesuai ketentuan yang berlaku.
Jenjang Angka | Tunjangan Batas
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Syarat pengangkatan pertama:
m/a | 100 1. BerstatusPNS; . .
Pertama 2. memiilikiintegritas dan moralitas yang baik;
58th 3. sehatjasmanidan rohani;
4. berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang akuntansi, hukum,
mi/b 150 ekonomi, manajemen, atau kualifikasi pendidikan lain
yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
ImI/c 200 Pemeriksa;
mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Muda 58th Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
mI/d 300 kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
. 7. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 1
Ahli (satu) tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
IV/a 400 1. Memenuhi syaratpengangkatan pertama;
2. Memiliki pengalaman pemeriksaan paling kurang 2
tahun;
Madya /b 550 60th 3. Berusiapaling tinggi:
a. 53 thn bagi yang akan menduduki JF Pemeriksa Ahli
/e 700 Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda;
b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JH
v/d 850 Pemeriksa Ahli Madya; dan
Utama 65th c. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF
o V/e 1050 Pemeriksa Ahli Utama bagi PNS yang telah
\ menduduki JPT /-




) Pemeriksa Bea dan CUKal &

1. PERMENPAN-RB : Nomor 31 Tahun 2016, Tanggal 29 Desember 2016

2 PERKA BKN : Nomor 16 Tahun 2017, Tanggal 1 Agustus 2017

3. PENGERTIAN : Pemeriksa Bea dan Cukai adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai,
pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan
informasi, kepatuhan intemal, dan pengelolaan informasi dibidang kepabeanan dan cukai.

4. TUGASJABATAN : Melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-
undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasij, kepatuhan intemal, dan pengelolaan
informasi dibidang kepabeanan dan cukai.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 53 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURANBUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

8. RUMPUNJABATAN : Imigrasj, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. DirekturJenderal Bea dan Cukai bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya dan Utama di lingkungan Kementerian Keuangan
dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Pel Pemula/Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d
Muda di lingkungan Kanwil dan KPPBC dan UPTDirjen Bea dan Cukai dibantu TimPenilai Sekretariat DirektoratJenderal
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Pel Pemula/Pemula s.d
Penyelia dan Pertama s.d Muda dilingkungan Kantor Pelayanan Utama Dirjen Bea dan Cukai dibantu TimPenilai Wilayah
11. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI KATEGORI KETERAMIPLAN KE KATEGORI KEHLIAN
a. dPBC Kategori Keterampilan yang memperoleh Ijazah S1/DIVdapat diangkat dim Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keahlian,
engan syarat:
1) Isjlazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli;
2) Lulusdiklat fungsional yang ditentukan untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Keahlian
3) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya
b. PBC Kat.Keterampilan yg diangkat ke PBC Kat. Keahlian diberikan angka kredit dari Ijasah S1/DIVditambah angka kredit
kumulatif sebesar 6”/odari diklat, pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsurpenunjang
UJI KOMPETENSL:
Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan ]abatan
14. PENGANGKATAN KEMBALT:

3

mpap Ty

Kategori glgll;]aatg?\ Golr ‘I\(?gcll(: T;': aalggra‘n BUP Pengangkatan Dalam Jabatan
Pemlilala/ I/a 25 58th Syarat pengangkatan pertama Kat. Keterampilan:
1. Berstatus PNS;
o/ 40 2. Memiiliki integritas dan moralitas yg baik;
Pelaksana/ 3. Sehatjasmani dan rohani;
Terampil e 60 Rp. 240.000 S8th 4. Berjazah paling rendah SLTAdan sederajat atau
. o/d 80 D3bidang kepabeanan dan cukai atau
Keterampilan T 100 kualifikasi lain yg ditentukan Instansi Pembina;
Pel Lanf'_'qlan/ Rp. 300.000 58th | 5, pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a
Mahir om/b 150 6. Diklat fungsional dibidg kepabeanan dan cukai;
C 200 7. Nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
Penyelia — Rp. 550.000 58th dalam 1thterakhir.
my/d 300
l/a 100 Syarat pengangkatan pertama Kat. Keahlian:
AhliPertama 150 Rp. 325.000 58th 1. Berstatus PNS;
/ 2. Memiiliki integritas dan moralitas yg baik;
IO/c 200 3. Sehatjasmani dan rohani;
AhliMuda Rp. 650.000 58th | 4. Berijazah paling rendah S.1/DIVdibidang
m/d 300 kepabeanan dan cukai atau kualifikasi lain yg
IV/a 400 ditentukan.
5. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru II/a
AhliMadya V5 550 Rp. 1.000.000 60th 6. Diklat fungsional dibidng kepabeanan dan cukai
7. Nilai prestasi kerja paling kurang bemnilai baik
Keahlian v/c 700 dalam 1thterakhir.
Syarat pengangkatanperpindahan dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
v/d 850 2. Memiliki pengalaman dibdg kepabeananbea
dan cukai paling kurang 2 tahun;
______ 3. Nilai prestasi kerja paling kurang 'bernilai baik
AhliUtama 65th dalam 2thterakhir.
4. Berusia paling tinggi:
a. 50th utk PBC Kategori Keterampilan;
IV/e 1050 b. 53th utk PBC Ahli Pertama dan Ahli Muda;
¢ 55thutk PBC Ahli Madya; dan
N d. 57thutk PBC Ahli Utama
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11.

12.

13.

PERMENPAN-RB : Nomor 36 Tahun 2013, Tanggal 4 Oktober 2013

PERATURAN BERSAMA : Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 11 Tahun 2014, Tanggal 5Mei 2014
PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industriadalah jabatan yang mempunyai

TUGAS POKOK : Melakukan pemeriksaan permohonan desain industri yang meliputi perencanaan

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM

a. Pejabat Eselon Iyang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Desain IndustriMadya, pangkat

b. Pejabat Eselon Ilyang membidangi permohonan desain industri bagi Pemeriksa Desain Industri Pertama,

PEMBEBASAN SEMENTARA (PEMBERHENTIAN menurut PPNomor 11 Tahun 2017):
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Pemeriksa Desain Industri

ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan
pemeriksaan permohonan desain industri

pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, evaluasi hasil
pemeriksaan substantif, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan
pelaksanaan tugas intemalisasi di bidang desain industri

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 29 Tahun 2017, Tanggal 16 Maret 2017
PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

RUMPUN JABATAN : Hak Cipta, Paten dan Merek
LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Hukum dan HAM
PEJABAT PENETAP PAK :

Pembina Tingkat I, golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdibantu Tim Penilai Direktorat
Jenderal

pangkat Penata Muda, golru Ill/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dibantu TimPenilai Direktorat.

UJI KOMPETENSI:
Pemeriksa Desain Industriyang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

PENGANGKATAN KEMBALI:
Pemeriksa Desain Industriyang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

Tingkat

Batas
Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun

Jenjang Golongan Angka Tunjangan
Jabatan Ruang Kredit Jabatan

Ahli Syarat pengangkatan perpindahan

II/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
1. berijazah paling rendah Sarjana

Pertama Rp. 540.000 S8th (S1)bidang seni rupa, desain,
/b 150 dan/atau teknik atau kualifikasi
pendidikan lain yang ditentukan
oleh Menteri Hukum dan HAM;
/e 200 2. menduduki pangkat paling rendah
Muda Rp. 960.000 58th Penata Muda, golru IIl/a;
3. nilai prestasi kerja paling kurang

bernilai baik dalam 1 thterakhir

Iv/a 400 dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan

pertama;
IV/b 550 2. memiliki pengalaman di bidang

pemeriksaan desain industri paling
Madya Rp. 1.260.000 60th singkat 2 (dua) tahun;
3. berusia paling tinggi:
a. 53th untuk Pemeriksa Desain
Industri Pertama dan Muda

IvV/c 700 b. 55thuntuk Pemeriksa Desain

Industri Madya;
4. tersedia formasi /-




Pemeriksa Karantina Tumbuhan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 16 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018

2 PERATURANBKN : Nomor 29 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNSdan
B A e R e L S S Ko at Mapat=anakan

4, TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan
hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. PERPRES TUNJANGAN

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUNJABATAN : ImuHayat

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Pertanian

10. PEJABAT PENETAPPAK :

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati
untuk Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai

11. UJI KOMPETENSI
Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi

12. PEMBERHENTIAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

mpopED

. Target Batas
Jenjang | goy, | Angka | L oka Kredit Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Kategori i
Jabatan Kredit Setiap Tahun | pensiun

Syarat pengangkatan pertama:

Pemula Io/a 15 375 58th 1. berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moralitas yg
baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

. 4. berijazah paling rendah Sekolah

Terampil I/c 20 5 58th Menengah Atas dengan konsentrasi

bidang ImuPengetahuan Alam

o/d 20 5 (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;

5. mengikuti dan lulus uji kompetensi

m/a 50 125 sesuai standar kompetensi yang telah

. disusun oleh Instansi pembina;

Mahir 58th 6. nilai prestasi kerja paling rendah

m/b 50 125 Itaggnklﬁ:_ baik dalam 1 (satu) tahun

/b 20 5

Keterampilan

Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:

II/c 100 25 1. Memenuhi syarat pengangkatan
rtama kecuali angka 6;

2. Memiliki pengalaman pelaksanan
tugas di bidang perkarantinaan

Penyelia 58th tumbuhan dan pengawasan

keamanan hayati nabati paling

kurang 2 th

my/d 100 25 3. nilai prestasi kerja paling rendah

bemilai baik dalam 2tahun terakhir

4. Berusia paling tinggi 53 th;
N -




Pemeriksa Keimigrasian
1. PERMENPAN-RB : Nomor 48 Tahun 2018, Tanggal 10 Oktober 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 32 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan
kegiatan pemeriksaan keimigrasian
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pemeriksaan keimigrasian.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 25Tahun 2017, Tanggal 16 Maret 2017
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM
8. RUMPUNJABATAN : Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi
10. PEJABAT PENETAPPAK:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Angka
Kredit Pemeriksa Keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia untuk Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian.
11. UJI KOMPETENSL:
Pemeriksa Keimigrasian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pemeriksa Keimigrasian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku
Jenjang Golongan Angka Tunjangan Batas
Tingkat Jabatan Ruang Kredir Jabatan Pel;ss':.m Pengangkatan Dalam Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
II/a 40 1. berstatus PNS;
Pemula 58th 2. memiliki integritas dan moralitas yang
baik;
/b 40 3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sekolah
Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
Terampil I/c 60 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi
58th Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
/d 80 Kompetensi Sosial Kultural sesuai
. standar kompetensi yang telah disusun
feterampila oleh Instansi Pembina; dan
m/a 100 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernila(
58th baiik dalam1 (satu) tahun terakhir bagi
Mahir m/b 150 PNS.
Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
I/c 200 1. Memenuhi syarat pengangkatan
58th pertama;
2. memiliki pengalaman dalam
Penyelia pelaksanaan tugas di bidang
m/d 300 pemeriksaan keimigrasian paling sediki
2 (dua) tahun;
3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilaj
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
4. berusia paling tinggi 53 (lima puluh
\ tiga) tahun.




J X

Pemeriksa Merek

1. PERMENPAN-RB : Nomor 34 Tahun 2013, Tanggal 40ktober 2013
2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 11 Tahun 2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, Tanggal 5Mei 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,

tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan
pendaftaran merek.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan
pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen
merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi
hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas intemalisasi di bidang Merek.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 28 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM

8. RUMPUN JABATAN : Hak Cipta, Paten dan Merek

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Hukum dan HAM

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Eselon Iyang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina
Tingkat Igolru IV/b s.d Pemeriksa Merek Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/edibantu Tim Penilai
Direktorat Jenderal.

b. Pejabat Eselon Ilyang membidangi permohonan pendaftaran merek bagi Pemeriksa Merek Pertama, pangkat
Penata Muda golru II/as.d Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dibantu TimPenilai Direktorat

11. UJI KOMPETENSI:
Pemeriksa Merek yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pemeriksa Merek yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

o f - N

. . Batas
Tingkat ggg;atgg Golru Ii\(':g‘!l(,? ng ‘:Intg?'“ PeUSi'a Pengangkatan Dalam Jabatan
nsiun
Pertama Ir/a 100 Rp. 540.000 58th Syarat pengangkatan pertama:
/b 150 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)
IO/c 200 bidang hukum, manajemen, teknik,
Muda m/d 300 Rp. 960.000 58th farmasi, dan humaniora;
V/a 200 2. menduduki pangkat paling rendah
/b 550 Penata Muda, golongan ruang II/a;
Madya Rp. 1.260.000 60th 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai
V/c 700 baik dalam 1 tahunterakhir.
Ahli Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan
v/d 850 pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang
pemeriksaan merek paling kurang 2
dua) tahuny;
Utama Rp. 1.500.000 65th 3. gerusia paling tinggi:
a. 53thuntuk Pemeriksa Merek Pertama
dan Muda;
IV/e 1050 b. 55 th untuk Pemeriksa MerekMadya
¢ 60th untuk Pemeriksa Merek Utama
d 4. tersedia formasi untuk Jabatan
\ Fungsional Pemeriksa Merek /-
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Pemeriksa Pajak S

PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2016, Tanggal 13 Oktober 2016
PERKA BKN : Nomor 15 Tahun 2017, Tanggal 25 Juli 2017
PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung

Jawab wewena %adan hak untuk melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan
an/atau Penyidi

TUGAS JABATAN : melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.
PERPRESTUNJANGAN : Nomor 53 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

RUMPUN JABATAN : Imigrasi, pajak dan ass prof yang berkaitan

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Keuangan

PE'IABAT PENETAP PAK :

b.

Pejabat Pimpinan Tnggl Madya yang membidangi perpajakan untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli

Madya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unitJabatan Pimpinan Tinggi Madya yang

membidangi perpajakan untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil sampai dengan Pemeriksa Pajak

Penyelia dan Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Ke ala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk angka kredit ba A?‘I Pemeriksa Pajak
Pelaksana/Terampil sa dpal dengan Pemeriksa Pajak Penyelia dan Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa

Pajak Muda/Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

Pemeriksa Pajak Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/DIV dpt diangkat dim Pemeriksa Pajak Keahlian, dgn syarat:

1) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pemeriksa Pajak Keahlian;

2) Lulusdikiat fungsional yang ditentukan untuk Pemeriksa Pajak Keahlian;

3) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

Pemeriksa Pajak Kat.Keterampilan yg diangkat ke Pemeriksa Pajak Kat. Keahlian diberikan angka kredit dari Ijasah S1/
D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 8 /cdari diklat, pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka
kredit dari unsur penunjang

UJI KOMPETENSL:
Pemeriksa Pajak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

o F X g

. mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan Jabatandlberhenhkan sementara sebagai PNS;

14. PENGANGKATAN KEMBALL:

Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan
yang beraku.

Kategori Jenjang Golru Angka Tunjangan Pengangkatan Dalam Jabatan

Jabatan Kredit Jabatan BUP

Keterampilan

Pelaksana/ I/c

Syarat pengangkatan pertama kat. keterampilan:
. e g
Terampil /d

2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah Diploma II (DII) di

Rp. 300.000 58th bidang Akuntansi, Perpajakan, Manajemen

m/b Perpajakan atau kualifikasi pendidikan lain
yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

/c 5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

Penyelia Rp. 550.000 58th (diklat) fungsional di bidang pemeriksaan; dan

m/d . nilai prestasi kerja paling kurang bemnilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir

Rp. 240.000 58th

PelLanjutan/ l/a

g1G|8|8|8

8

Keahlian Imo/d

=0

I/a 100
AhliPertama Rp. 325.000 58th

/b

yarat pengangkatan pertama kategori Keahlian:

2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma
IV (DLV)di bidang Ekonomi, Keuangan, Hukum,
dan Administrasi atau kualifikasi pendidikan
lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

Rp. 650.000 58th 5. mengikuti dan lulusdiklat fungsional di bidang

pemeriksaan; dan

6. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
dalam 1 (satu) ahun terakhir

II/c
AhliMuda

V/a ISyarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
ain:

1. Memenuhi syarat pengangkatanpertama;
AhliMadya /b 2. Memiliki pengalaman dibidang pemeriksaan

Y; Rp. 1.000.000 60th paling kurang 2 tahun;
nilai prestasi kerja pallng kurang bemilai baik
dalam 2thterakhir
Mengikuti dan lulus uji kompetensi;
Berusia paling tinggi 40 tahun /-

g8 8 |8 |8

w

IV/c

8
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Pemeriksa Paten

1. PERMENPAN-RB : Nomor 26 Tahun 2013, Tanggal 24 Juli 2013

2 PERATURAN BERSAMA : Nomor 10 Tahun 2014 dan Nomor 9 Tahun 2014, Tanggal 5Mei 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan
pemeriksaan permohonan paten.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pemeriksaan permohonan paten yang meliputi pengelolaan dokumen
permohonan paten, pemeriksaan substantif permohonan paten, dan penganalisisan
hukum terkait dengan paten.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 30 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM

8. RUMPUN JABATAN : Hak Cipta, Paten dan Merek

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Hukum dan HAM

10. PEJABAT PENETAPPAK:

a. Pejabat Eselon Iyang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Paten Madya, pangkat
Pembina TkIL golru IV/bs.d Utama dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

b. Pejabat Eselon Ilyang membidangi paten bagi Pemeriksa Paten Pertama s.d Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a dibantu Tim Penilai Direktorat

11. UJI KOMPETENSL:

Pemeriksa Paten yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pemeriksa Paten yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku
. . Batas
Tingkat ;:g‘!;gg Golru Ii\(':gcll(: Tt;:fg;g?‘n Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
II/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
Petama | — T 150 | [P>%0000 | S8t | 4 berijazah paling rendah Sarjana
(S1)/Diploma IVdi bidang kimia, biologi,
II/c 200 farmasi, elektro, fisika, mesin, sipil,
Muda m/d 300 Rp. 960.000 58th teknologi pertanian, teknologi
perikanan, dan teknik di bidang
IV/a 400 International Patent Classification (IPC);
2. menduduki pangkat paling rendah
Madya Iv/b 550 Rp. 1.260.000 60th Penata Muda, golongan ruang II/s;
3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai
/e 700 baik dalam 1 tahun terakhir.
Ahli Syarat Pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan
v/d 850 pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang paten
Utama Rp. 1.500.000 65th 3. berusia paling tinggi
a. 53th untuk Pemeriksa Paten Pertama
dan Muda;
IV/e 1050 b. 55 th untuk Pemeriksa Paten Madya
¢ 60th untuk Pemeriksa Paten Utama;
4. tersedia formasi untuk Jabatan
\ Fungsional Pemeriksa Paten. /-




Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
( Pemeriksa PVT)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 32 Tahun 2013, Tanggal 16 September 2013
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 35/PERMENTAN/OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014, Tgl 3 Maret2014
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya
disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan
pemeriksaan perlindungan varietas tanaman yang diduduki oleh PNS.
4. TUGAS POKOK : Melakukan pemeriksaan PVTyang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan
dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 6 Tahun 2017, Tanggal 17Januari 2017
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
8. RUMPUNJABATAN : ImuHayat
9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Pertanian
10. PEJABAT PENETAP PAK
a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/b
s.d Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdibantu TimPenilai Kementerian.
b. Pejabat eselon Ilyang membidangi PVTpada Kementerian Pertanian, bagi Pemeriksa PVT Pertama s.d Madya,
pangkat Pembina, golru IV/a dibantu TimPenilai Unit Kerja.
11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT:
Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT paling banyak 40 orang berdasarkan analisis beban kerja dan jumlah
permohonan hak PVT.
12. UJI KOMPETENSI:
Pemeriksa PVTyang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pemeriksa PVTyang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang berlaku.
Jenjang Angka Tunjangan Bjt.as
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan Sia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
II/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
Pertama Rp. 540.000 58th 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)
oi/b 150 Pertanian bidang pemuliaan tanaman/
agronomi/ agroteknologi, dan Sarjana
(S1)Biologi bidang tumbuhan;
I/c 200 2. pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang Ill/g;
Muda Rp. 960.000 58th 3. telah mengikuti pelatihan teknis di
bidang pemeriksaan PVT; dan
or/d 300 4. nilai prestasi kerja paling kurang
Ahli bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari
IV/a 400 jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
V/b 550 2. Memili!ﬂspengs\lﬁmalp diliaidangm.h
pemeriksaan paling kurang ;
Madya Rp. 1.260.000 60th 3. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di
bidang pemeriksaan PVT; dan
4. Usia paling tinggi:
V/c 700 a. 53th untuk Pemeriksa PVT Pertama
dan Muda
b. 55 th untuk Pemeriksa PVTMadya /-
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Kategori

) 95
Penata Anestesi NS

PERMENPAN- RB : Nomor 11 Tahun 2017, tanggal 29 Maret2017

PERATURAN BKN : Nomor 3Tahun 2018, tanggal 16Maret 2018

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penata Anestesi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai
kewenangan dan peraturan perundang-undangan

TUGAS JABATAN : Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi

PERRESTUNJANGAN : Nomor ....

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : KementerianKesehatan

RUMPUN JABATAN : Kesehatan

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

PEJABAT PENETAP PAK

a. DirekturJenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya, Madya, pangkat
Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain
Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Direkturyang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat
Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan dibantu Tim
Penilai Unit Kerja

c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi
Ahli Pertama/Pertama s.d Ahli Muda/Muda pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing
dibantu Tim Penilai UPT Pusat

d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan
bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golru IV/a, pada Rumah Sakit
atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu TimPenilai Instansi

e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi, bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/apada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.
2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, s.d Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi.

f. Direktur Rumah Sakit Provinsibagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pada Rumah Sakit di
lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai UPTD Provinsi

g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/ Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota, bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/apada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan

Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota

f. Direkitur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pada Rumah
Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota

UJI KOMPETENSL:

Penata Anestesi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIANDARI JABATAN:

a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

b. menjalani cuti di luartanggungan negara;

c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

d. ditugaskan secara penuh pada JPT,jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya; atau

e. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALT:

Penata Anestesi yg diberhentikan dari jabatannya karena point a s.d point d, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan

Angka Batas
Golru Faejiingan Jalaktakan Pelrjrs;'am Pengangkatan Dalam Jabatan

Jenjang

Keahlian IV/a 400 2. memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki

Syarat pengangkatan pertama:
berstatus Pgls,

memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah Diploma 1V(D-1V) di bidang
keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi;
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (dlklat)
fungsional di bidang pelayanan anestesi;

memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau
Penata Anestesi (STRPA); dan

nilai prestasi kerja pallng rendah bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

I/a 100
Pertama/Ahli
Pertama

58th

8

Muda/Ahli /e

Muda

N o U1 PWNH

58th

§
8

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata
Anestesi (STRPA) bagi PNSdengan pendldlkan paling
rendah Sagana (S1)/D-IVbidang kesehata
mengikuti dan lulus uji kompetensi di bldang pelayanan
asuhan kepenataan anestesi;
memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan
kepenataan anestesi paling singkat 2 (dua) tahun;
nilai prestasi kerja pallng rendah bemilai balk dalam 2
(dua) tahun terakhir; dan
berusia paling h'nggi:
a. 53tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Anestesi
IV/c 700 Ahli Pertama/Pertama dan Ahli Muda/Muda;

b. 55tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Ansteﬂ/_

Madya/Ahli V/b 550 60th
Madya

o u MW

Ahli Madya/Madya
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Penata Kanselerai

1. PERMENPAN-RB : Nomor 13 Tahun 2018, Tanggal 1Maret 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 21 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang
melibuti penataan keuanaan. barana milik neaara. ketatausahaan dan keneaawaian
di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Rluntuk mendukung kegiatan diplomatik dan
konsuler

4. TUGASIJABATAN : Melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik
negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk
mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler

5. PERPRES TUNJANGAN e

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : Kementerian LuarNegeri

8. RUMPUNJABATAN : Politik dan Hubungan Luar Negeri

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Luar Negeri

10. PEJABAT PENETAPPAK :

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di Kementerian Luar Negeri untuk Angka Kredit
bagi Penata Kanselerai Ahli Madya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dibantu Tim Penilai
Pusat; dan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di Kementerian Luar Negeri
untuk Angka Kredit bagi Penata Kanselerai Ahli Pertama dan Penata Kanselerai Ahli Muda di lingkungan
Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.

11. UJI KOMPETENSI
Penata Kanselerai yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN:

Penata Kanselerai diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1) mengundurkan diri dari Jabatan;

2) diberhentikan sementara sebagai PNS;

3) menjalani cuti di luar tanggungan negara;

4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

5) ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan jabatan Administrasi; atau

6) tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Selain pemberhentian pada huruf a, Penata Kanselerai diberhentikan dari jabatannya, apabila:
1) menduduki Jabatan Negara; dan

2) menduduki Jabatan pada Organisasi Intermasional.

13. PENGANGKATAN KEMBALI
Penata Kanselerai yang diberhentikan karena ketentuan hurufa angka 2)s.d angka 5)dan hurufb, dapat diangkat
kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori

Batas

Jenjang Golru | Angka | Tunjangan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Jabatan Kredit Jabatan -

Keahlian

Syarat pengangkatan pertama:

berstatus PNS;

memiiliki integritas dan moralitas yg baik;
sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah S-1 atau D-4 pada
bidang akuntansi, manajemen, ekonomi,
atau bidang studi lainnya yang ditentukan
m/c 200 oleh Instansi Pembina; . .
Ahli Muda 58th 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai

my/d 300 Instansi pembina;

II/a 100
Ahli Pertama 58th
/b 150

PWNE

d

standar kompetensi yang telah disusun oleh
6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
alam 1 (satu) tahun terakhir

IV/a 400 lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama
kecuali angka 6;
. Memiliki pengalaman pelaksanan tugas di
bidang kekanseleraian paling kurang 2 th

dalam 2tahun terakhir
. Berusia paling tinggi:

dan Ahli Muda;
b. 55 th untuk menduduki jenjang Ahli
Madya;

IV/c 700

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

2
Ahli Madya IV/b 550 60th 3. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
a4

a. 53th utk menduduki jenjang Ahli Pertama

-




j Penata Kelola Pemilihan Umum \Y’

1. PERMENPAN-RB : Nomor 27 Tahun 2018, Tanggal 30 Juli 2018
2. PERATURANBERSAMA : Nomor 24 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Penata Kelola Pemilihan Umum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan pengelolaan Pemilu
4. TUGAS POKOK : Melakukan pengelolaan perencanaan Pemilu, pengelolaan tahapan
kepemiluan, pengelolaan logistik Pemilu, pelaksanaan Pemilu,
monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu, serta
pengelolaan terhadap sengketa Pemilu.
PERPRESTUNJANGAN : Nomor ......
PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
INSTANSI PEMBINA : Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
RUMPUNJABATAN : Manajemen
LINGKUP BERLAKU : Sekertariat Jenderal KPU; Sekertariat KPU Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Aceh; Sekertariat KPU/KIP Kabupaten; dan Sekertariat

KPU/KIP Kota
10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, Penata kelola Pemilu Ahli Muda;
Penata Kelola Pemilu Ahli Madya dan Penata Kelola Pemilu Ahli Utama di lingkungan Sekertariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Sumber Daya Manusia pada Sekertariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum bagi Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, Penata Kelola Pemilu Ahli
Muda, dan Penata Kelola Pemilu Ahli Madya di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota

11. KENAIKAN JABATAN
Penata Kelola Pemilu yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢ menjalani auti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Penata Kelola Pemilu yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

wWENOW

ketentuan yang berlaku
Kategori Jenjang Golru Angka | Tunjangan BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan
II1/a 100 58 th Syarat pengangkatan pertama:
1.berstatus PNS;
Pertama 2.memiliki integritas dan moralitas yg baik;
I11/b 150 58 th 3.sehat jasmani dan rohani;
4.berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang IIlmu Sosial,
Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu
Administrasi atau Ilmu Ekonomi;
5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
I/c 200 58 th Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan
Muda standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina;
6.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1
Keahlian (satu) tahun terakhir bagi PNS
Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
1II/d 300 58 th 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2.berusia paling tinggi:
a.53 tahun untuk JF Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama dan
IV/a 400 60 th Penata Kelola Pemilu Ahli Muda;
b.55 tahun untuk JF Penata Kelola Pemilu Ahli Madya;
Madya IV/b 550 60 th ¢.60 tahun untuk JF Penata Kelola Pemilu Ahli Utama bagi
PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
IV/c 700 60 th
IvV/d 850 65 th
Utama
IV/e 1050 65 th

™ (
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Penata Laksana Barang

1. PERMENPAN-RB : Nomor 23 Tahun 2018, Tanggal 27 April 2019

2. PERATURAN BKN : Nomor 22 Tahun 2019, Tanggal 26 September 2019

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan
pengelolaan BMN/D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan Pengelolaan BMN/D

5. PERPRESTUNJANGAN :......

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : Kementerian Keuangan

8. RUMPUNJABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Keuangan /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan atau kepegawaian untuk Angka
Kredit bagi Penata Laksana Barang Terampil sampai dengan Penata Laksana Barang Penyelia di
lingkungan Kementerian/Lembaga dibantu Tim Penilai Instansi; dan

b. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang
membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Barang Terampil sampai dengan
Penata Laksana Barang Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu
TimPenilai Provinsi/Kabupaten/Kota.

11. UJI KOMPETENSL
Penata Laksana Barang yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALTIL:

Penata Laksana Barang yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dim jabatannya

menurut ketentuan yang berlaku.

mpRoTY

. . Batas
= Jenjang Angka Tunjangan -
Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan USl%n Pengangkatan Dalam Jabatan

/e 60 i?/ag'sp);aglsa&géatan pertama:

Terampil 58th 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

I/d 80 4. menmiliki ijazah paling rendah D-3

(Diploma-3) bidang ekonomi, teknik,

matematika, atau kualifikasi pendidikan

I/a 100 lain yang relevan dan ditentukan oleh
Instansi Pembing;

] 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi

Mahir 58th Teknis, Kompetensi Manajerial, dan

Kompetensi Sosial

/b 150 6. Nilai prestasi kerja paling rendah bemilai

baik dalam 1 thterakhir

Keterampilan

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain:

e 200 1. Memenuhi syarat pengangkatan

pertama kecuali angka 6;

Penyelia 58th 2. Memiliki pengalaman di bidang

pengelolaan BMN/D paling kurang 2th;

m/d 300 3. Nilai prestasi kerja paling rendah bemilai
baik dalam 2thterakhir

\ 4. Berusia paling tinggi 53 th /'




Penata Ruang

1. PER MENPAN-RB : Nomor PER/10/M.PAN/6/2007, tanggal 18 Juni 2007
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 06/PKS/M/2007 dan Nomor 44 Tahun 2007, Tanggal 27 Desember 2007
3. PENGERTIAN : Penata Ruang adalah PNSyang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali
rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 20 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSIPEMBINA  : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. RUMPUNJABATAN : Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Menteri PUbagi Penata Ruang Madya dibantu Tim Penilai Departemen.
b. Dirjen Penataan Ruang bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
c. Sekjen Departemen, Sekjen Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan LPND bagi Penata Ruang Pertama s.d

Muda dibantu Tim Penilai Instansi
d. Kepala Dinas provinsi bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
e

Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai
Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Penata Ruang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya

sesuai ketentuan yang berlaku

Y XN

Jenjang Golongan Angka Tunjangan S
Tingkat i
ng Jabatan Ruang Kredit Jabatan Pelrl\sslil . Pengangkatan Dalam Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
Ini/a 100 1. Berijazah paling rendah S.1sesuai
Pertam Rp. 540.000 58th dengan kualifikasi pendidikan.
a 2. Pangkat paling rendah Penata
oMb 150 Muda, Golru IIl/a
3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
sekurang- kurangnya bernilai baik
IT/c 200 58 th dalam satu tahun terakhir
Muda Rp. 960.000
Ahli 1m/d 300
Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:
IV/a 400 1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
60th 2. Memiliki pengalaman di bidang
li i 2
Madya /b 550 Rp. 1.260.000 Laaehr:;t.aan ruang paling singkat
/4
3. Telah ikut dan lulus diklat
fungsional;
\ IV/c 700 4. Berusia paling tinggi 50 tahun /-




1. PERMENPAN-RB

2 PERATURAN BKN
3. PENGERTIAN

4. TUGAS POKOK

5. PERRESTUNJANGAN
6. PERATURAN BUP

7. INSTANSI PEMBINA

8. RUMPUN JABATAN

9. LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK

Y RNy

12. PENGANGKATAN KEMBALT:

: Nomor 34 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018
: Nomor 9 Tahun 2019, Tanggal 15 Mei 2019
: PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

: melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan

: Nomor 100 Tahun 2012, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
: PPNomor 11 Tahun2017

: Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

: penelitian dan perekayasaan

: PNSPusat /Daerah

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit bagi
Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah bagi
Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Peneliti yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Peneliti

Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan,
dan/ a tau pengkajian iimu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian,
pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah

dan Teknologi.

Jenjang
Tingkat Jabatan Golru

Angka Tunjangan Batas
Kredit Jabatan Usia
Pensiun

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pertama oMb

150 Syarat pengangkatan pertama:
Rp. 1.100.000 58th berstatus PNS;

memiiliki integritas dan moralitas yang baik;

Io/c

sehat jasmani dan rohani;

Muda
m/d

berijazah paling rendah S-2 (Strata-Dua) sesuai
kebutuhan bidang kepakaran;

Rp. 1.750.000 58th

IV/a

mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sodal

NouRrWNH

Madya IV/b

000 kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
Rp. 3.000.000 6Sth telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

IV/c

3|8|8|8|8

8. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

v/Ad

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain:

850 1. Memenuhi persyaratan pemgangkatan pertama;

2. memiliki pengalaman di bidang penelitian paling
sedikit 2 (dua) tahun;

3. nilai prestasi kerja paling sedikit bemnilai baik

Utama

IV/e

dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Rp. 5.200.000 70th 4. Dberusia paling tinggi:

a. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Peneliti
Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda;

b. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Peneliti
Ahli Madya; dan

c. 60 (enam puluh) tahun untuk JF Peneliti Ahli
Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT

'

1050




12. PEMBERHENTIAN DARI JABAT.
¢. menjalani cuti di luar tan

f. tida
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

IV/cdi lingkungan Kementerian Pe . I

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metro

angkat Pe?(gath, golru Il/c, s.d Penyelia, dan Penera Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi

ingkungan Kementerian Perdagangan d

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
Penera Terampil, pangkat Pengatur, golru
golru IV/adi lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaRg ditunjuk yang membidangi perdagangan
bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Penera Ahl
Pembina, golru di lingkungan Kabupaten

11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN
a. Penera Keterampilan yang memperoleh Ijazah S1/DIVdapat diangkat menjadi Penera Keahlian dengan syarat:
1) berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) jurusan teknik atau Matematika dan MIPA
2) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian;
3) telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penera Keahlian; dan
4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
b. Penera Keterampilan yang akan beralih maghrrljadi Penera Keahlian diberikan angka kredit dari Ijazah S1/DIVyang sesuai
kompetensi ditambah angka kredit kumulati
memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

AN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
i | ngan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. dltugaskan secara penuh gtda JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
memenuhi persyara

2,

n jabatan.

iba

pengelolaan Cap Tanda Tera.
PERPRES TUNJANGAN : Nomor 70 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

5.

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
9. RUANG LINGKUP : PNSPusat /Daerah

10. RUANG LINGKUP

cs.d Penyelia, dan Penera

J Pe nera
1. PERMENPANRB : Nomor 32 Tahun 2014, Tanggal 2 Oktober 2014
2 PERATURANBERSAMA . Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggungjawab, wewenang untuk melakukan peneraan.
4. TUGASPOKOK : Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan
standar terq, tera ulan Uﬂ'P,peIaksanaagn tera dan tera ulang UTIB,epengujian UT?Ig,dan

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perdindungan Konsumen Kementerian
Perdagangan bagi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru
agangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

logi Kementerian Perdagangan bagi Penera Terampil,

ntu Tim Penilai Unit Kerja

ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi
Ahlrl‘JPerémg s.d Ahli Magyap, panggka Pemblgna,

i Pertama s.d Ahli Madya, pangkat

ota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

sebesar 65%dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak

\J

Penera yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatanya sesuai ketentuan yang |
_ﬁl_kﬁy_a . ] !
Kategori jlgggatgg Golru ‘I\(':gé(,? Tj';' aalgg:n BUP Pengangkatan Dalam Jabatan
/b 40 Syarat pengangkatan pertama kategori keterampilan:
1. berijazah Diploma jurusan teknik atau
Terampil o/c 60 Rp. 240.000 58th Matematika dan MIPA;
2. pangkat paling rendah Pengatur, golru II/G
o/d 80 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional Penera Keterampilan;
Keterampilan Mahir III/a 100 Rp. 265.000 58th 4. telah krgteag:‘lguu UJrI‘ I;lg;)mpetenSI dan memperoleh
III/b 150 5. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan
memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan
III/c 200 Tinlggn Madya I}(ang membidangi Standardisasi dan
Perlindungan Konsumen Kementerian
Penyelia Rp. 325.000 58th Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak;
my/d 300 6. setiap unsurpenilaian E‘r&as kerja paling kurang
bemrnilai baik dalam 1 thterakhir
III/a 100 Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian:
. 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.Vjurusan
AhliPertama Rp.270.000 | 58th teknik atau Matematika dan MIPA;
/b 150 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru l/a;
3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional Penera Keahlian;
4. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh
o/c 200 ifikat kompetensi;
5. telah ditetla kar |:tell()aguatiu PeggwaLgtteﬂlglgk dan
Keahlian . memperole eputusan Peja mpinan
AhliMuda Rp. 400.000 58th ﬁnlg_gﬂsladya lzfang membidange';’ S_landardﬁsasi dan
Perlindungan Konsumen Kementerian .
my/d 300 Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak;
6. setiap unsurﬁenilaian prestasi kerja paling kurang
bemilai baik dalam 1thterakhinr
IV/a 400 Syarat pen%‘angkatan perpindahan dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Ahli Madya IV/b 550 Rp. 500.000 60th 2. Memiliki Bengalaman dibidang peneraan paling
kurang 2 tahun;
\ IvV/c 700 3. Berusia paling tinggi 52tahun.
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PERMENPAN -RB
PERKA BKN
PENGERTIAN

TUGAS POKOK

PERPRES TUNJANGAN

PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA
RUMPUNJABATAN
LINGKUP BERLAKU

Penerjemah

: Nomor 49 Tahun 2014, tgl 16 Oktober 2014 jo Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2016
: Nomor 21 Tahun 2016, Tanggal 26 Agustus 2016
: Jabatan Fungsional Penerjemah adalah jabatan fungsional tertentu yang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah
bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

: Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan

dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah
bahan terjemahan.

: Nomor 70 Tahun 2008, Per Ka BKN Nomor 39 Tahun 2007
: PPNomor 11 Tahun 2017

: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

: Manajemen

: PN SPusat /Daerah

11.

14.

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

b.

C.

berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang sastra atau bidang lain yang ditentukan
oleh Instansi Pembina;

pangkat paling rendah Penata Muda, golru I/

nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARIJABATAN LAIN:

oo

@mpan

. tersedialowongan formasi untuk jabatan Penerjemah;

berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) sastra atau bidang lain yang ditentukan oleh
Instansi Pembina;

pangkat paling rendah Penata Muda, goiru Ill/g;

telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penerjemah

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penerjemahan paling kurang 2 tahun;
nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 2th terakhir;

usia paling tinggi 50 th

UJI KOMPETENSI:

Selain memenuhi syarat kinerja, Penerjemah yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus
mengikuti dan lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

oY XN N Y

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI
Penerjemah yang diberhentikan karena poin b s.d oin e, dapat diangkat kembali dalam

aku

Jumlah

Kategori

Jenjang
Jabatan

Golru

Angka
Kredit

Angka Kredit
Minimal per-tahun

Tunjangan
Jabatan

Batas Usia
Pensiun

Ahli Pertama

III/a

50

12,5

m/b

50

12,5

Rp. 375.000

58th

Ahli Muda

III/c

100

25

my/d

100

25

Rp. 750.000

58th

Keahlian

Ahli Madya

IV/a

150

37,5

IV/b

150

37,5

IV/c

150

375

Rp. 1.000.000

60th

Ahli Utama

v/d

200

IV/e

200

Rp. 1.300.000

65th
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Pengamat Gunung Api

1. KEPMENPAN-RB : Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002, Tanggal 3 Desember 2002

2 KEPUTUSANBERSAMA : Nomor 0064 k/70/MEM/2004 dan Nomor 05 Tahun 200 , Tanggal 17 Februari 200

3. PENGERTIAN : Pengamat Gunung Api adalah PNSdi lingkungan Dep. ESDM yang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan pengamatan gunung api.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api untuk
menentukan tingkat kegiatan gunung api.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 67 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. RUMPUNJABATAN : Fisika, kimia dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian ESDM

10. PEJABAT PENETAP PAK
Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Dep.Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur
Vulkanologi dan Mitegasi Bencana Geologi yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber
Daya Mineral dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengamat Gunung Api yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dim
jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

X -

Jenjang Angka Tunjangan Bat_as
Jabatan Golru Kredit Jabatan Pel::il . Pengangkatan Dalam Jabatan

Tingkat

Pelaksana Syarat pengangkatan pertama:
Pemula Il/a 25 Rp. 260.000 58th 1. Berijazah serendah-rendahnya

SMK sesuai dgn kualifikasi

pendidikan

/b 40 2. Pangkat serendah-rendahnya

Pengatur Muda, Golongan

Ruang II/a.

IO/c 60 3. Diklat fungsional di bidang

Pelaksana Rp- 280.000 58th Pengamatan Gunung api

4. Setiap unsurpenilaian dalam

DP-3 sekurang-kurangnya
In/d 80 bernilai baik dalam satu tahun
terakhir

Terampil

Syarat pengangkatan perpindahan
mi/a 100 dari jabatan lain:

Pgi'.‘:;';a Rp. 300.000 58th 1. Memenuhi syarat
J m/b 150 pengangkatan pertama;

2. Memiliki pengalaman di bidang
pelayanan jasa pengamatan
gunung api paling kurang 2 th;

mr/c 200 3. Berusia paling tinggi 5 tahun

Penyelia Rp. 400.000 58th sebelum mencapai BUP dari

jabatan terakhir.

N (
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Pengamat Meteorologi dan Geofisika

1. KEPMENPAN-RB : Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004, Tanggal 11 Februari 2004

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor SK.32/KP.303/KB/BMG-2004 dan Nomor 19 Tahun 2004, Tgl 26 April 2004

3. PENGERTIAN : Pengamat Meteorologi dan Geofisika, adalah PNSyg diberi tugas, tanggungjawab
wewenang, dan hak secara penuh oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika untuk
melaksanakan kegiatan pengamatan meteorologi dan geofisika.

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pe eo%amatan (observasi) dan pengkajian dibidang
kemeteorologian dan g

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 56 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)

8. RUMPUNJABATAN : Fisika, kimia dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSBMG

10. PEJABAT PENETAP PAK
a. Ka. BMG bagi Pengamat Meteorologi dan Geofisika Madya dibantu TmPenilai Badan
b. Deputi bidang Observasi/Deputi bidang sistem data dan informasi bagi Pengamat Meteorologi dan Geofisika
Pelaksana s.d Penyelia dan Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pertama - Muda dibantu TimPenilai Deputi
11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLT
Pengamat Metereologi dan Geofisika Telampil vyg memperoleh Ijazah S1/DIVdpt diangkat menjadi Pengamat

Metereologi dan Geofisika Ahli, dgn sY(a
a. Ijazahyang dimiliki sesuai dengan ualifikasi yang ditentukan untuk Pengamat Metereologi dan Geofisika Ahli;

b. Lulusdiklat fungsional yang ditentukan untuk Pengamat Metereologi dan Geofisika Ahli;

¢. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan ]abatan
13. PENGANGKATAN KEMBALT:

Pengamat Metereologi dan Geofisika yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

. : Batas
Tingkat ggg?tg% Golru AK?'chI(I? T_!j'a %"tgﬂ“ Usi_a:In Pengangkatan Dalam Jabatan
Io/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat
Terampil:
Pel . 2
elaksana ks 60 Rp- 240,000 S8th 1. Berijazah paling rendah DIl sesuai
o/d 80 dengan kualifikasi pendidikan
m/a 100 2. Pangkat paling rendah Pengatur
Terampil Pelaksana Muda TKI,golongan ruang II/c.
P Lanjutan /b 150 Rp. 265.000 58th 3. Diklat fungsional Tk terampil
4, Setiap unsur penilaian dalam DP-3
. oi/c 200 sekurang-kurangnya bernilai baik
Penyelia ma 300 Rp. 325.000 58th dalam satu tahun terakhir
Ii/a 100 Rp. 300000 ssth iyarat pengangkatan pertama tingkat
Pertama .
m/b 150 1. Berijazah palln?‘ ({
sesuai dgn kualifikasi pendidikan.
2. Pangkat paling rendah Penata
oI/c 200
Muda, ngan ruang
Muda Rp. 450.000 58th 3. Diklat' ngsn:g)nal hngkat ahI|
’ 4, Setiap unsur penilaian dalam DP-3
m/d 300 sekurang- kurangnya bernilai baik
dalam satu tahun terakhir
Ahli Syarat pengangkatan perpindahan dari
IV/a 400 jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan
rtama;
2. Memiliki pengalaman di bidang
Madya /b 350 Rp. 700.000 60th pengamatan metereologi dan
eofisika paling singkat 2 tahun;
3. paling tlnggl 5tahun sebelum
\ IV/c 700 mencapai BUPdari jabatan terakhir /-
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Pengamat Tera

1. PERMENPAN - RB : Nomor 33 Tahun 2014, Tanggal 20ktober 2014
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 12/M-DAG/PER/1/2015dan Nomor 11 Tahun 2015, Tanggal 30Januari 2015
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengamat Tera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengamatan tera sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP,pengamatan BDKT,
pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan
penanganan pengaduan masyarakat.

5. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

6. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 105 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Perdagangan /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pengamat
Tera Pemula s.d Penyelia, di lingkungan Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi
perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula s.d Penyelia di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi
perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula s.d Penyelia di Iingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai
Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENST:
Pengamat Tera yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengamat Tera yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Pengamat Tera sesuai ketentuan yang berlaku

™

. . Batas
Kategori ggg%atgg Golru m‘: ng z"tgﬂn Pel|’1ssl|a:1 n Pengangkatan Dalam Jabatan
Pemula Io/a 25 Rp. 300.000 58th Syarat pengangkatan pertama:
/b 40 1. berijazah paling rendah SMU/SMK
atau yang sederajat;
Terampil II/c 60 Rp. 360.000 58th 2. pangkat paling rendah Pengatur
/d 80 Muda, golongan ruang II/a;
3. mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan fungsional Pengamat Tera;
or/a 100 4. mengikuti uji kompetensi dan
. memperoleh sertifikat kompetensi;
Keterampilan Mahir Rp. 450.000 SBth 5. nilai prestasi kerja pating kurang
m/b 150 bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
/e 200 1. Memenuhi syarat pengangkatan
Penyelia Rp. 780.000 58th pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang
om/d 300 pengamatan tera paling kurang 2 th
\ 3. berusia paling tinggi 52 tahun. /-
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Pengantar Kerja

: Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 10Januari 2014

dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
selain Kemnakertrans dibantu TimPenilai Instansi.
lingkungan Provinsi dibantu Tim PenilaiProvinsi.

Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.

11. UJI KOMPETENSL:

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan

unyai ruang lingkup,

1. PERMENPAN-RE : Nomor 14 Tahun 2014dan Nomor 28 Tahun 2014, Tanggal 17 September2014

2 PERATURAN BERSAMA :

3 PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah i(abatan yang mem
tl.lngljgs, I(tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan
a erja

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 62 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ketenagakerjaan

8. RUMPUNJABATAN : IImuSosial dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Direktur Jenderal yang membidangi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans bagi Pengantar Kerja
Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/b s.d Utama, Pangkat Pembina Utama, golru IV/e, di lingkungan
Kemnakertrans, Instansi Pusat selain Kemnakertrans, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Pusat

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pengantar Kerja Pertama, Pangkat
Penata Muda, golru Ill/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/ayg bertugas dilingkungan Kemnakertrans

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat selain Kemnakertrans bagi Pengantar Kerja
Pertama, Pangkat Penata Muda, golru Ill/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Instansi Pusat

d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi Ketenagakerjaan bagi
Pengantar Kerja Pertama, Pangkat Penata Muda, golru IlI/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/adi

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi Ketenagakerjaan bagi
Pengantar Kerja Pertama, Pangkat Penata Muda, golru II/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan

Pengantar Kerja yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengantar Kerja yang diberikan karena poin b s.d poin e, dapat dapat diangkat kembali dalam jabatannya
|— sesuai ketentuan yang beriaku
. . Batas
Jenjang Golongan Angka Tunjangan :
Tingkat : Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan ruang Kredit Jabatan Pensiun
o/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
Pertama o 150 Rp. 270.000 58th | 1, berijazah paling rendah Sarjana
(S1)/Diploma IV (DIV), iilmu
O/c 200 ekonomi, ilmu sosial humaniora,
Muda Rp. 400.000 58th ilmu pendidikan serta rumpun seni,
or/d 300 desain dan media serta kualifikasi
lain yang ditentukan oleh Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
V/a 400 2. pangkat paling rendah Penata’
Muda, golongan ruang I/
/b 550 3. telah mengikuti dan lulus
Madya Rp. 500.000 60th pendidikan dan pelatihan Jabatan
Ahli Fungsional Pengantar Kerja; dan
4. nilai prestasi kerja paling kurang
IV/c 700 bemilai baik dalam satu tahun
terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:
v/d 850 1. Memenuhi syarat pengangkatan
2 ?e rsedltama;fonnas ntuk Jabata
. te ia u abatan
Utama 65th Fungsional Pengantar Kerja;
3. melmlllkl penga ar'?an di I?ldang
pelayanan antar kerja paling
V/e 1050 singkat 2tahun; dan
\ 4. usia paling tinggi 50 tahun. /'




PERMENPAN-RB

wNE

PENGERTIAN

TUGAS POKOK

PERPRES TUNJANGAN
PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA
RUMPUNJABATAN
LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

PNOU A

©

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pertanian untuk
Angka Kredit Pengawas Aat dan Mesin Pertanian Ahli Madya di lingkungan Kementerian Pertanian dan
Instansi Pemertintah di luar Kementerian Pertanian; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi alat dan mesin pertanian untuk Angka
Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama dan Pengawas Alat dan Mesin
Pertanian Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di lua
Kementerian Pertanian.

11. KENAIKAN JABATAN

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang akan naik jabatan setinglat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji

kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢ menjalani auti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

: Nomor 46 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
PERATURAN BERSAMA :

: Kementerian Pertanian

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian NS

Nomor 31 Tahun 2019, Tanggal ...
Pengawas Alat dan Mesin Pertanina adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang
Berwenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian
mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode
melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin
pertanian serta pengembangan metode.
Nomor ......

PP Nomor 11 Tahun 2017

Kementerian Pertanian

Pengawas kualitas dan keamanan

Kategori Jenjang Golru Angka | Tunjangan | BUP Pengangkatan dalam Jabatan

Jabatan

Kredit Jabatan

III/a - 58 th | 1.berstatus PNSs;

Syarat pengangkatan pertama:

Pertama

III/b 50 58 th

2.memiliki integritas dan moralitas yg baik;

3.sehat jasmani dan rohani;

4.berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Manajemen,
Ekonomi, Akuntansi, atau Hukum;

Muda

III/c 100 58 th dengan standar kompetensi yang disusun oleh

5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,Kompetensi
Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai

Instansi Pembina;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir

Keahlian

III/d 100 58 th

Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:

1.memenuhi syarat pengangkatan pertama;

2.Memiliki pengalaman di bidang pelindungan dan
pengamananperdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun;

IV/a 150 60 th | a.Berusia paling tinggi:

3.Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
dua (dua) tahun terakhir;

a.53 tahun untuk menduduki JF Pengawas Alat dan

Madya IV/b 150 60 th dan Mesin Pertanian Ahli Muda;

Mesin Pertanian Ahli Ahli Pertama dan Pengawas Alat

b.55 tahun untuk menduduki JF Pengawas Alat dan

IV/c 150 60 th Mesin Pertanian Ahli Utama bagi yang menduduki

Mesin Pertanian Ahli Madya;
¢.60 tahun untuk menduduki JF Pengawas Alat dan

Jabatan Pimpinan Tinggi. 7T

[
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Pengawas Benih Tanaman NS

PERMENPAN-RB : Nomor 09 Tahun 2010, Tanggal 23 April 2010
PERATURAN BERSAMA  : Nomor 59/Pemmentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 38 Tahun 2011, Tanggal 30 September2011
PENGERTIAN : Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki
oleh PNSdengan hak dan kewajiban secara penuh yg diberikan oleh pejabat yg{(berwenang;
TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan
pengawasan benih tanaman |\1/ang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih,
pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.
PERPRES TUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
RUMPUNJABATAN : IImu Hayat
LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian /Daerah
PEJABAT PENETAP PAK :
a. Sekjen Kementan bagi Madya, pangkat Pembina Tingkat Igolru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda golru IV/c, di
lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabu_I:aten/ Kota dibantu Tim Penilai Pusat i
b. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengawasan benih tanaman di Kementan, bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama
s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/adi lingkungan Kementan dibantu Tim Penilai Kementan
c. Pejabat eselon Ilyang membida?‘g’i pengawasan benih tanaman Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama s.d
Madga, pangkat Pembina golru IV/adi lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
d. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama
s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKATAHLI:
a. Pengawas Benih Tanaman Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IVdapat diangkat menjadi Pengawas Benih Tanaman
Ahli dengan syarat:
1) tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yahg ditentukan untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih kelompok Pengawas Benih Tanaman Terampil ke Ahli; dan
4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
b. Pengawas Benih Tanaman Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Benih Tanaman Ahli diberikan angka kredit dari
Ijazah S1/D.IVyang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65%odari diklat, tugas pokok dan
pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
DIKLAT PENJENJANGAN:
Pengawas Benih Tanaman yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan
PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Benih Tanaman yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang berlaku.

oy F- -

Tingkat Jenjang Golru Il\(':g‘lj(: T;l;];aanggra‘m Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Jabatan Pensiun

Terampil I/d

Pelaksana

Pemula o/a Rp. 300.000 58th Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:

1. Berijazah paling rendah SMK di bidang Pertanian
2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda,

Golongan Ruang II/a

Pelaksana II/c Rp. 360.000 58th

w

Diklat fungsional tingkat terampil
. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang
bemilai baik dalam 1tahun terakhir

Pelaksana r/a

Lanjutan /b
I/c
oI/d

Rp. 450.000 BRth 4

Penyelia Rp. 720.000 58th

Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Rp. 540.000 58th 1. Berijazah paling rendahS.1/ DIV di bidang

nian
2. ggngkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a
3. Diklat fungsional tingkat ahli

" bernilai baik dalam 1tahun terakhir

a
Pertama I

IO/c
oI/d

Muda

Rp. 900.000 58th

IV/a Syarat pengangkatan perpindahan dari jbtn lain:

Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Memiliki pengalaman dalam kegiatan

Rp. 1.200.000 60th pengawasan benih tanaman paling kurang 2th;
Telah ikut dan lulus diklat fungsional bidang
pengawasan benih tanaman; /-

NE

Madya Iv/b

g 8| 8|8 8 E|E 8B & E S8 s MY

IV/c

»

Berusia paling tinggi 50 tahun.
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J Pengawas Bibit Ternak NS

1. PERMENPAN-RB : Nomor 2Tahun 2011, Tanggal 27 Januari 2011

2 PERATURAN BERSAMA : Nomor 60/Permentan/0T.140/9/2011 dan Nomor 39 Tahun 2011, Tanggal 30 September 2011

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Temak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit termak
yang diduduki oleh PNS.

4. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan
pengawasan bibit ternak yang terdin dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih,
serta pengawasan peredaran bibit dan benih.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

g. RUMPUNJABATAN : ImuHayat

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Pertanian /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Sekjen Kementan bagi Madya, pangkat Pembina TkIgolru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda golru IV/cdi
lingkungan Kementan, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
b. Pejabat eselon Ilyg membidangi pengawasan bibit ternak di Kementan bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d
Madya, pangkat Pembina golru IV/adilingkungan Kementan dibantu Tim Penilai Kementan
c. Pejabat eselon IIyg membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/dMadya,
pangkat Pembina golru IV/adilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
d. Pejabat eselon Ilyg membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama
s/dMadya, pangkat Pembina golru IV/adilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim PenilaiKabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI:
a. Pengawas Bibit Temak Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IVdapat diangkat menjadi Pengawas Bibit Temak Ahli
dengan syarat:
1) tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Bibit Temak Ahli;
2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yahg ditentukan untuk jabatan Pengawas Bibit Temak Ahli;
3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih kelompok Pengawas Bibit Temak Terampil ke Ahli; dan
4) memenuhijumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
b. Pengawas Bibit Temak Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Bibit Temak Ahli diberikan angka kredit dari Ijazah
S1/D.IVyang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65°/odari diklat, tugas pokok dan
pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSI:
Pengawas Bibit Temak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengawas Bibit Temak yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang berlaku.

mpo0po

. . Batas
Jenjang Angka Tunjangan :
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan U5|§l|l . Pengangkatan Dalam Jabatan
/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pelaksana o/c 60 Rp. 360.000 58th 1. Berijazah paling rendah SNAKMA, SPP, dan SMK
/d 80 bidang Petermakan.
. 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TkI,
Terampil Pelaksana oi/a 100 Rp. ss8th Golru I/b.
Lanjutan /b 150 3. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 paling
i o/c 200 kurang bemilai baik dalam 1tahun terakhir
Penyelia Rp. 720.000 58th
om/d 300
Syarat pen katan pertama tingkat Ahli:
Pertama a 100 Rp. 540.000 58th 1}/ ,P agllng rer?dah S.1/DIV bidang
: 150 2. argkat serenda{lll-/rendahnya Penata Muda,
c 200 golongan ruang
Muda = Rp. 900.000 58th 3. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 palin
lawrana hemilai haile dalam 1 tahin tera
or/d 300
Ahli - —
IV/a 400 %/r?:ratpengangkatan perpindahan dari jabatan
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. Memiliki pengalaman dibidan ngawasan
Madya /b 550 | Rp.1200000 | 60th bibit termak paling kurang 285 &0
3. Telah ikut dan lulus diklat fungsmnal dibidang
IV/c 700 pengawasan bibit temak;
\ 4. Berusia paling tinggi 50 tahun. /-
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Pengawas Farmasi dan Makanan NS

1. KEPMENPAN : Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002, Tanggal 16 Agustus 2002

2 KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor HK. 00.04.24.02905 dan Nomor 21 Tahun 2002, Tanggal 19 September 2002

3. PENGERTIAN : Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan
kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi penyiapan perangkat
lunak untuk pengawasan di bidang farmasi dan makanan, pemeriksaan, pengujian dan
penilaian sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan
berbahaya dan makanan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 52 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSBPOM

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Ka. BPOM bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Madya dan Utama dibantu Tim Penilai BPOM

b. Sekretaris Utama bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana s/d Penyelia dan Pengawas Farmasi dan
Makanan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat Utama

c. Kepala Balai Besar bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana s/d Penyelia dan Pengawas Farmasi dan
Makanan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Balai Besar

d. Kepala Balai bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana s/d Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan
Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Balai

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI:

Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IVdapat diangkat menjadi Pengawas Farmasi
dan Makanan Ahli dengan syarat:

a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan Kepala BPOM;

b. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALT:

Pengawas Farmasi dan Makanan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dim
jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Tinakat Jenjang Golru Angka Tunjangan BL?SIZIS Syarat Pengangkatan

ng Jabatan Kredit Jabatan Pensiun Dalam Jabatan
oMb 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pelaksana I/c 60 Rp. 260.000 58th 1. Berjazah paling rendah DIIsesuai dengan
o/d 80 kualifikasi pendidikan
Terampil Pelaksana /a 100 o et 2. z:lrr%kat paling rendah Pengatur Muda 1K1,
Lanjutan m/b 150 3. Diklat fungsional Tk terampil
I/c 200 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
Penyelia Rp. 500.000 58th kurangnya bemilai baik dalam 1th terakhir
m/d 300
Pertama mi/a 100 Rp. 325.000 ssth | Syaratpengangkatan pertamatingkat Ahli:
/b 150 1. Berijazah paling rendahS.1/D.IV sesuai dgn
m/c 200 kualifikasi pendidikan.
Muda Rp. 725.000 58th 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,
r/d 300 Gol. Ruang Ill/a
IV/a 400 3. Diklat fungsional tingkat ahli
4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
IV/b 550 . 1.175.
- Madya / Rp-1175000 | 60th kurangnya berilai baik dalam 1 th terakhir
IV/c 700
ISyarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
ain:
v/d 8§50 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Utama Rp.1.400.000 65th 2. Memiliki pengalaman melaksanakan
kelgiatakr:l pengawisan farmasi dan makanan
pa ing rang 2 tahuny;
/ /e 1050 3. Berusia pali Eg)i:nggl 5tahun sebelum
\ mencapai dari jabatan terakhir /-
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Pengawas Kemetrologian

PERMENPAN - RB : Nomor 35 Tahun 2014, Tanggal 2 Oktober 2014

PERATURAN BERSAMA : Nomor 13/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 21 Tahun 2015, Tanggal 30Januari 2015

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tggjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

TUGAS POKOK : Melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTTP,pengawasan BDKT,
pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perindungan
masyarakat dalam hal penggunaan UTIP,BDKT dan satuan ukuran, Pengembangan
kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian
pengaduan masyarakat

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 118 Tahun 2016, perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan
RUMPUNJABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Perdagangan /Daerah

. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tinggi I\llladya yang membidangi Standarisasi dan Perdindungan Konsumen bagi Pengawas
Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina TkI, golru IV/bdan Pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi
lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten IKota dibantu TimPenilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pengawas
Kemetrologian Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkngan Kementerian Perdagangan
dibantu TmPenilai Unit Kerja;

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi
Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Provinsi dibantu
TimPenilai Provinsi;

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan ﬁlagﬂi_ll?ratama yang dilunljuk na_mg membidangi
Perdagangan bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama s. li Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan

Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.
UJI KOMPETENSI:
Pengawas Kemetrologian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat mengikuti dan lulus Uji Kompetensi
PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
PENGANGKATAN KEMBALT:

Pengawas Kemetrologian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

PP T

Batas

Kategon Jenjang Golru Ii\(':gé(g Tunjangan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Jabatan Jabatan

Pensiun

Keahlian

I/a 100 Syarat pengangkatan pertama:

0 . 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/
Ahli Pertama — =0 Rp. 540.000 58th Dipioma 1V (DV);
2. pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang Illla;
3. telah mengikuti dan lulus pendidikan
I/c 200 pelatihan fungsional Pengawas
Kemetrologian;
4. telah mengikuti uji kompetensi dan
AhliMuda Rp. 960.000 58th memperoleh sertifikat kompetens;
5. telah diangkat dan dilantik sebagai
penyidik;
m/d 300 6. nilai prestasi kerja paling kurang
bemilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir

Syarat pengangkatan perpindahan dari
IV/a 400 jabatan lain;

1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
. Memiliki pengalaman di bidang
awasan metrologi legal paling

pen
IV/c 700 singkat 2 tahun; /-

AhliMadya Iv/b 550 Rp. 1.260.000 60th 2

3. Berusia paling tinggi 52 th
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Pengawas Keselamatan Pelayaran

1. KEPMENPAN : Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004, Tanggal 10 Desember 2004

2 KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor KM. 61 TAHUN 2005dan Nomor 20 Tahun 2005, Tanggal 5 Oktober 2005

3. PENGERTIAN : Pengawas Keselamatan Pelayaran, adalah PNSyang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang utk melakukan tugas/
kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalulintas angkutan laut

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 28 Tahun 1985

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUNJABATAN : Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Menteri Perhubungan/Pejabat eselon Iyang ditunjuk, bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran Madya dibantu Tim
Penilai Departemen
b. Dirjen Perhubungan Laut/Pejabat eselon Ilyang membidangi pengawasan keselamatan pelayaran dan
kelancaran lalulintas angkutan laut, bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan
Pengawas Keselamatan Pelayaran Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLT
Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil yg memperoleh Ijazah S1/DIVdpt diangkat dim Pengawas
Keselamatan Pelayaran Ahli, dgn syarat:
a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli;
b. Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli;
¢. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Pengawas Keselamatan Pelayaran yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Jenjang Golongan | Angka Tunjangan Batas Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Ruang Kredit Jabatann Pensiun
Pelaksan Syarat pengangkatan pertama tingkat
a I/a % 58th Teram pFi)I: 9ang P g
Pemula 1. Berijazah paling rendah SLTAsesuai dgn
/b 40 kualifikasi pendidikan
Pelaksana o/c 60 58th 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda,
Terampil I/d 80 Golru II/a
Pelaksana /a 100 58th 3. Diklat fungsional tingkat terampil
Lanjutan /b 150 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
I — sekurang-kurangnya bemnilai baik
Penyelia ]]I§ : 200 58th dalam satu tahun terakhir
my/ 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
a 58th 1. Berijazah paling rendahS.1/ DIV sesuai
Pertama dgn kualifikasi pendidikan.
m/b 150 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
Golongan R_uan? II/a i
III/c 200 3. Diklat fungsional tingkat ahli
Muda 58th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
sekurang- kurangnya bemilai baik
Ahii III/d 300 dalam satu tahun terakhir
V/a 400 JS&/baerl%H%}ﬁgngkatan perpindahan dari
1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;

Madya v/b 550 60th 2. Memiliki pengalaman di bidang
pengawasan keselamatan pelayaran
paling kurang 2 tahuny;

J IV/c 700 3. Berusia paling tinggi 5tahun sebelum
\ mencapai BUPdari jabatan terakhir /-
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Pengawas Ketenagakerjaan

1. PERMENPAN -RB : Nomor 19 Tahun 2010, Tanggal 10 Nopember 2010

2 PERATURAN BERSAMA : Nomor 15 Tahun 2012dan Nomor 08 Tahun 2012, Tanggal 8 Agustus 2012

3. PENGERTIAN : Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan
pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem
pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg
diduduki oleh PNS.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta
pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 51 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ketenagakerjaan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Ketenagakerjaan /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK
a. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tk,
golru IV/bs.d Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdilingkungan Kemennakertrans, Provinsi,
Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Pusat.
b. Sekretaris Dit. Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina,
golru IV/adilingkungan Ditjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dibantu TimPenilai Unit Kerja.
¢. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
(paling rendah eselon Mbagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/ayang
berada di wilayah kerjanya dibantu Tim Penilai Provinsi.
d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama s.d Madya, pangkat
Pembina, golru IV/ayang berada di wilayah kerjanya dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.
11. UJI KOMPETENSI:
Pengawas Ketenagakerjaan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Ketenagakerjaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan
ketentuan yang beraku.

SN -

Batas

Tingkat _‘;’:E;atgg Golru I-I\(r:gcll(f T;': gr;gﬁn USi%n Pengangkatan Dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:
Il/a 100 1. Berijazah paling rendah S.1/DJVsesuai dgn
Perta kualifikasi pendidikan
ma Rp- 270.000 S8th 2. Pangkat paling rendah Penata
om/b 150 Muda,Golongan ruang IIl/a
3. Telah ikutdan lulus Diklat fungsional

Pengawas Ketenagakerjaan
om/c 200 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
Muda Rp. 400.000 58th satu tahun terakhir
d 5. Telah memiliki surat penunjukan sebagai
Ahli T/ 300 Pengawas Ketenagakerjaan oleh
Menakertrans

Syarat pengangkatan perpindahan dari

Iv/a 400 jabatan lain:

1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;

2. Memiliki peng;laman dli(bidang |
ngawasan ketenagakerjaan palin

Madya N/ 550 Rp. 500.000 60th gienglget Sthdan dibuktikar, dgn Sorat

keterangan yang berwenang;

3. Memiliki kompetensi jabatan Pengawas

V/c 700 Ketenagakerjaan yang diperukan;

\ 4. Berusia paling tinggi 50 tahun. /-
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PERMENPAN-RB
PERATURAN BKN

4. TUGAS POKOK

PERPRES TUNJANGAN:
PERATURAN BUP :
INSTANSI PEMBINA
RUMPUN JABATAN
LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Pengawas
Koperasi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pengawasan koperasi untuk Angka Kredit bagi
Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Pengawas Koperasi Ahli Muda dan Pengawas Koperasi Ahli Madya
di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pengawasan koperasi pada Kementerian Koperasi dan
UKM untuk AK bagi Pengawas Koperasi Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah; dan

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi keskretariatan daerah untuk Angka Kredit bagi
Pengawas Koperasi Ahli Pertama dan Pengawas Koperasi Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

11. KENAIKAN JABATAN
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

Pengawas Koperasi

Nomor 43 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

Nomor 10 Tahun 2019, Tanggal 15 Mei 2019

Pengawas Koperasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan penerapan kepatuhan,

pemeriksaan

kegiatan pengawasan koperasi melalui penerapan kepatuhan,

pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian
kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi.

Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan,
pemeriksaaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian
kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.

Nomor
PP Nomor 11 Tahun 2017

Kementerian Perdagangan
: Pengawasan kualitas dan keamanan
: Pengawas Koperasi pada instansi pemerintah

< menjalani aiti di luartanggungan Negarg;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksang; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Pengawas Koperasi yang diberhentilkan karena poin b s.d poin €, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang

berlala
Kategori Jenjang Golru Angka Tunjangan BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan
III/a 100 58 th Syarat pengangkatan pertama:
1. berstatus PNS;
Pertama III/b 150 58 th 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik
3. sehat jasmani dan rohani;
III/c 200 58 th 4. berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang Iimu
Muda Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, atau Hukum;
II1/d 300 58 th | 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi teknis,
Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai dengan standar kompetensi
IvV/a 400 60 th yang disusun oleh Instansi Pembina; dan
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Keahlian Madya
IV/b 550 60 th Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang pelindungan
IV/c 700 60 th dan pengamanan perdagangan paling sedikit
2 (dua) tahun;
3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
Iv/d 850 65 th 4. berusia paling tinggi:
a. 53 tahun utk menduduki Jabatan
Utama Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda;dan
IV/e 1050 65 th b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional

Ahli Madya.
c. 60 tahun utk JF Ahli Utama yg menduduki JPT

(
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Pengawas Lingkungan Hidup

PERMENPAN —-RB : Nomor 39 Tahun 2011, tanggal 25 Agustus2011

PERATURAN BERSAMA : Nomor 09 Tahun 2012dan 06 Tahun 2012, Tanggal 26 Juli 2012

PENGERTIAN : Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan
lingkungan hidup sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung

untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
ketentuan dalam ijin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang
perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor ......

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

. PEJABAT PENETAP PAK

a. Menteri Negara LHatau pejabat eselon Iyg ditunjuk bagi PLHMadya, Pangkat Pembina TkI, Golru IV/bdan
Pangkat Pembina Utama Muda, Golru IV/cdi lingkungan Kementerian LHdibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat eselon Ilyg membidangi pembinaan jafung PLHatau pejabat eselon Ilyg membidangi jafung di
Kementerian LHbagi PLHPertama, pangkat Penata Muda TkI,Golru Ill/bs.d PLHMadya, pangkat Pembina, Golru
IV/adi lingkungan Kementerian LHdibantu TimPenilai UnitKerja

c. Pejabat eselon Ilyg membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup diluar Kemen terian LHbagi PLHPertama,
pangkat Penata Muda TkI, Golru Ill/bs.d PLHMadya, pangkat Pembina, Golru IV/adi lingkungan Instansi Pusat
dibantu Tim Penilai Instansi

d. Pejabat eselon Ilyang membidangi lingkungan Hidup provinsi bagi PLHPertama, pangkat Penata Muda TkI,
Golru III/bs.d PLHMadya, pangkat Pembina, Golru IV/adi lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Sekda Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon Ilyang membidangi lingkungan hidup bagi PLHPertama, pangkat
Penata Muda TkI, Golru IIl/bs.d PLHMadya, pangkat Pembina, Golru IV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu
Tim Penilai Kabupaten/Kota.

UJI KOMPETENSI:

Pengawas Lingkungan Hidup yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat mengikuti dan lulus Uji Kompetensi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALT:

Pengawas Lingkungan Hidup yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan

ketentuan yang beraku.

BUP

Kategori Jenjang Golru I-I\(llgd'i(ta Tunjangan Pengangkatan Dalam Jabatan

Jabatan Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

Pertama o/b 150 58th| 1. Berijazah paling rendah S1/DIV
dibidang ilmu alam, sosial dan iimu
lain yg ditentukan kualifikasinya oleh
Menteri Negara LH;

II/c 200 2. Pangkat paling rendah Penata Muda
Tk1, golongan ruang Il/by .
Muda 58th| 3 Mengikuti dan lulus diklat fungsional

Pengawas Lingkungan Hidup;
m/d 300 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3

Ahli paling kurang bemilai baik dalam

satu tahun terakhir

\us

Syarat pengangkatan perpindahan dari
IV/a 400 jabatan lain:

1. Memenuhi syarat pengangkatan
IV/b 550 pertama;
/ 60th| 2 Memilikipengalaman di bidang
pengawasan lingkungan hidup paling
V/c 700 singka_lt 2 tz_lhun;_ )
3. Berusia paling tinggi 50 tahun.

Madya
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1. PERMENPAN : Nomor PER/17/M.PAN/4/2006, Tanggal 11 April 2006

2 PERATURAN BERSAMA : Nomor 59/Pemmentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 Tahun 2006, Tgl 6 Nopember 2006

3. PENGERTIAN : Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan
sistem pengawasan dan pengujian.

5 PERPRESTUNJANGAN :Nomor 39 Tahun 2009, Per Ka BKN 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUNJABATAN : ImuHayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Pertanian /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Menteri Pertanian bagi PMHP Madya dibantu TimPenilai Departemen

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
PMHP Terampil yang memperoleh ijazah S1/DIVdapat diangkat menjadi PMHP Ahli, dengan syarat:

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai
dengan ketentuan yang beraku.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Pejabat eselon IIbagi PMHP P. Pemula s.d Penyelia dan PMHP Petama dan Muda dibantu TimPenilai Unit Kerja
PPKdaerah Provinsi bagi PMHP P. Pemula s.d Penyelia dan PMHP Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
PPKDaerah Kabupaten/Kota bagi PMHP P. Pemula s.d Penyelia dan PMHP Pertama dan Muda dibantu TimPenilai
Kabupaten/Kota

Ijazah yang dimiliki sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk PMHP Ahli;
Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk PMHP Ahli;
Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

. . Batas
Jenjang Angka Tunjangan .
Tingkat Golru . Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan Pensiun
Pelaksana Syarat pengangkatan pertama tingkat
Pemula /A % Rp. 300.000 SRth Terampil:
/b 20 1. Berijazah paling rendah SMU/SMKsesuai
kualifikasi yang ditentukan
60 X .
Pelaksana I/ Rp- 350000 S8th 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda,
Terampil I/d 80 Golongan Ruang II/a.
Pelaksana Il/a 100 3. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
Y . 425.000 58th
Lanjutan /b 150 Rp sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
I0/c 200 satu tahun terakhir
Penyelia . 500.000 58th
v ma | 300 | P
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 500.000 58th 1. Berijazah paling rendahS.1/ D.IV sesuai
j117/5) 150 dengan kualifikasi pendidikan.
2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
II/c 200 golongan ruang IlI/a
Muda Rp. 800.000 58th 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
Ahli my/d 300 sekuranlc_;;ﬁktté'r‘:al kﬂnya bemilai baik dalam
IV/a 400 Persyaratan pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama
Madya Vb 550 Rp. 1.175.000 60th 2. Memiliki pengalaman dibdg pengawasan
] mutu hasil pertanian paling kurang 2 th
\ /e 700 3. Berusia paling tinggi 50th /-




Pengawas Mutu Pakan 117

PERMENPAN-RB : Nomor 22 Tahun 2013, Tanqqgal 7 Mei 2013

PERATURAN BERSAMA : Nomor 114/Pen_nenlar'1/0'l’g.%0/ 11/2013dan Nomor 28 Tahun 2013, Tanggal 6 Nopember 2013

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pen?ujian mutu
pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh

o\

4. TUGASPOKOK : Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode
engawasan dan Ew{i&n mutu pakan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 20. . BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2617

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUNJABATAN : ImuHayat

9. LINGKUPBERLAKU : PNSKementerian Pertanian /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Madya, pangkat Pembina Til;gkat Lgolru IV/bdan pangkat Pembina
Utama Muda, golru IV/c, di Ii[\(?kun_gan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian, bagi Pelaksana Pemula s.d
Penyelia, dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Kementerian
Pertanian dibantu Tim Penilai Kementerian Pertanian

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengawasan mutu pakan Provinsi, bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, s.d
_||>_en elig} dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Provinsi dibantu

im Penilai Provinsi

d. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota, bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana
Pemula s.d Penyelia dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan
Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

a. Pengawas Mutu Pakan Terampil yg memperoleh ijasah S1/DIVdpt diangkat ke Pengawas Mutu Pakan Ahli dgn syarat:
1) tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli;

2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli;
3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional pengawasan mutu pakan ahli;

4) telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan; dan

5) memenuhi jumlah angka kredit kumulatifyang ditentukan.

b. Pengawas Mutu Pakan Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Mutu Pakan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah
S1/DJIV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65 %dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan
profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12, UJI KOMPETENSL:
Pengawas Mutu Pakan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di Iuar_tangg_un an Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari_6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALT:
Pengawas Mutu Pakan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang beraku.

. . Batas
Tingkat gggﬁgg Golru m‘g T5|2 angan Usi_?'I o Pengangkatan Dalam Jabatan
nglmga I/a 25 Rp. 300.000 58th Syarat_p.)engangl_(atan pertama tingkat Tera}mpil:
1. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian
o/b 40 Pembangunan (SPP)/Sekolah Petermakan
Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah
Pelaksana T/c 60 Rp.360000 | S8th Menengah Kejuruan (SMK) di bidang
Terampil I/d 80 Petemakan/ Analis Kimia;
A m/a 100 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda,
Pelaksana longan ng II/
: ,450000 | S8th golongan ruang I/
Lanjutan /b 150 Rp 3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
/c 300 dalam 1tahun terakhir
Penyelia Rp. 720.000 58th
my/d 300
oI/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkatAhli:
Pertama Rp. 540.000 58th 1. berijazah g\a;lipg_rendah Sarjana (S1)/ .
m/b 150 Diploma IVdi bidang Petemakan/Kimia;
500 2. pangkat paling rendah Penata Muda,
Mud Im/c Rp. 900,000 s8th golongan ruang oI/
uda - 3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
om/d 300 dalam 1tahunterakhir
. Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
Ahli IV/a 400 Ia>i/n: pengang Perp J
1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. n‘nﬁmilikikpengall_am.-in(rlnI di bdzgthpengawasan
mutu pakan paling kurang 2th;
Madya /b 550 Rp. 1.200.000 60th | 3 telah mengikuti dan lulus diklat fungsional
Pengawas Mutu Pakan;
4. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi
IV/c 700 Pengawas Mutu Pakan;
\ 5. usia paling tinggi 50 tahun. /-
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PERMENPAN-RB : Nomor 25 Tahun 201, Tanggal 26 September 2017

PERATURAN BKN : Nomor 22 Tahun 2017, tanggal 24 Nopember 2017

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggungjawab dan wewenang utk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya
Ilzelautan dan perikanan, dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan
etentuan.

4. TUGASJABATAN : Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk
mene akk?"n tertib 9elaksanaan eraturan 1pﬁrundan79-undangan dan ketentuan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 32 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39Tahun 200

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSIPEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. RUMPUNJABATAN :ImuHayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah Provinsi

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Ahli
Madya/Madya dan Ahli Utama/Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi dibantu Tim Penilal Pusat . .

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori
Keterampilan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c.  Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Ahli

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

12. UJI KOMPETENSI:
Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

14. PENGANGKATAN KEMBALIL:
Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Pengawas Perikanan NS

Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Provinsi dibantu Tim PenilaiProvinsi

Pengawas Perikanan Terampil yg memperoleh ijasah S1/D.IVbidang perikanan atau kualifikasi lain yg ditetapkan, dpt diangkat menjad|

Pengawas Perikanan Ahli dgn syarat: . . A i

1) tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;

2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;

3) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina; _ ) . . . i

4) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;

5; memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan

6) memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a.

Pengawas Perikanan Keterampilan yg akan beralih menjadi Pengawas Perikanan Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV

yg sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65°%/dari pendidikan dan pelatihan, tugas jabatan dan pengembangan

profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditulgaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan

- - Batas
Tingkat jlgg%atg% Golru m‘; T;';' angan Pe%ssiﬁm Pengangkatan Dalam Jabatan
o/b 40 Syarat pengangkatan pertama Kat Keterampilan :
Terampil/ 1 berstatus PNS; ’
Pelaksana Io/c 60 Rp. 240.000 58th 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
/d 80 4. berijazah paling rendah SUPM/SMK i bidang kelautan
. : an perikanan dan paling tinggi Diploma i
Keterampilan Peh;l:g;/na r/a 100 Rp. 265.000 58th bidang kelautan dan perikanan atau kualifikasi
Lanjutan m/b 150 : pendidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
/c 200 Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
P li 300.000 58th standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina;
enyelia m/d 300 Rp. 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1
tahun terakhir
" a 100 arat pengangkatan pertama Kat Keahlian:
e T Rp. 270.000 s8th | 1) beroone s, P
o/b 150 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
I 200 3. sehat jasmani dan rohani;
) c 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV bidang
AhliMuda Rp. 400.000 58th perikanan atau bidang kelautan, atau kualifikasi
m/d 300 pnddkan lain y? ditentukan Instansi Pembina;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
V/a 400 Mangjerli(al, dan Kompeters'i‘flosial Kultural sesuai b
. standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina;
AhliMadya IV/b 550 Rp. 660.000 60th 6. nilai prestasi kerja pal%g sedikit bernilai baik dalam 1
Keahlian IV/c 700 tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari jab lain:
v/d 850 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
/ 2. Memiliki pengalaman bidang pengawasan perikanan
3 paling singfkat 2 tahun;
. . Berusia paling tinggi:
AhliUtama Rp. 920.000 65th a. 53thutk menduduki jenjang Ahli Pertama, Ahli
Muda dan Kategori Keterampilan
IV/e 1050 b. 55thutk menduduki jenjang Ahli Madya
o ¢ 60th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS
\ yg telah menduduki JPT /'




Pengawas Radiasi
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1. PERMENPAN-RB : Nomor 46 Tahun 2012, Tanggal 26 Juli 2012

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 007/KS00 01/KB-BAPETEN/K/XII/2012dan 19 Tahun 2012, Tgl 28 Desember 2012

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, adalah jabatan fungsional yang mempunyai
ruang lingkup tugas untuk melaksanakan dan/ atau mendukung kegiatan pengawasan
radiasi.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan
ketenaganukliran/ perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan
perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan
serta pembinaan dalam ketenaganukliran.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 57 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

8. RUMPUNJABATAN : Fisika, kimia dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala BAPETEN atau pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina TKI
golru IV/b s.d Utama, pangkat pembina Utama, golru IV/edi lingkungan BAPETEN dan instansi di luar BAPETEN
dibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekretaris Utama BAPETEN bagi Pengawas Radiasi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi
lingkungan BAPETEN dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Sekretaris Jenderal Kementerian atau pimpinan LPNKatau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II
bagi Pengawas Radiasi Pertama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/adi lingkungan masing-masing
dibantu Tim Penilai Instansi

d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon IIbagi Pengawas Radiasi
Pertama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/adi lingkungan pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai
Provinsi

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon IIbagi Pengawas
Radiasi Pertama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/adi lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. DIKILAT PENJENJANGAN:

Pengawas Radiasi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan

12.  PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Radiasi yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya

- . Batas
Jenjang Angka Tunjangan :
Tingkat Golru . Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
ng Jabatan Kredit Jabatan Pensiun gang
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
Pertama Rp. 325.000 58th 1. Berijazah paling rendah S1/DIV
/b 150 dibidang ilmu Fisika, Kimia, Keteknikan
TIo/c 200 dan kualifikasi pendidikan yang terkait
Muda Rp. 750.000 58th diatur lebih lanjut dengan peraturan
my/d 300 Kepala BAPETEN;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
IV/a 400 golru lll/a;
3. telah mengikuti dan lulus diklat
Ahli Madya Iv/b 550 Rp. 1.200.000 60th fungsional Pengawas Radiasi
4. Nilai prestasi kerja paling kuran
IV/c 700 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
_Sybarat plen_gangkatan perpindahan dari
abatan lain;
v/d 850 J1. Memenuhi syarat pengangkatan
Utama Rp. 1.400.000 65th pertama; .
2. Memiliki pengalg_mqn dll_bldle(mg 2th
pengawasan radiasi paling kurang ;
\ V/e 1050 3. Berusia paling tinggi 50th y

9



PERMENPAN-RB : Nomor 21 Tahun 2010, Tanggal 30 Desember 2010 jo Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2016

PERATURAN BERSAMA : Nomor 01/II/PB/2011dan Nomor 6 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011

PENGERTIAN :Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melaksanakan kegiatan
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

) Pengawas Sekolah NS
1
2
3.

4. TUGASPOKOK : Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yg
meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan
pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru,
evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan
di daerah khusus.

5  PERPRESTUNJANGAN : Perpres Nomor 108 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8 RUMPUNJABATAN : Pendidikanlainnya

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Mendiknas atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon Ibagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina TkI,
gololngan ruang IV/bs.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/edilingkungan instansi pusat dan daerah dibantu Tim
Penilai Pusat.

b. Dirjen Kemenag yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golru IV/a
dilingkungan Kemenag dibantu Tim Penilai Kementerian Agama.

c. Ka.Kanwil Kemenag Provinsi bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru IlI/cdan Muda, pangkat Penata TkI,
golru II/ddilingkungan Kanwil Kementerian Agama dibantu TimPenilai Kantor Wilayah.

d. Gubemur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru III/c
s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.

e. Bupati/Walikota yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru II/cs.d Madya,
pangkat Pembina, golru IV/adilingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.

f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru IlI/cs.d
Madya, pangkat Pembina, golru IV/adiling instansi pusat diluar Kemendiknas dan Kemenag dibantu Tim Penilai Instansi.

11. TUNJANGAN JABATAN

No Jabatan Golongan Jumliah (Rp)
1. | Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan F Rp. 485.000
* | Agama, TK, RA/ Bustanul Athfal, SD, MI, SDLBdan yg sederajat 1] Rp. 560.000
Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun mata pelajaran dan Pengawas m Rp. 650.000
2. | Bimbingan dan Konseling pada SLTP,MTs, Sekolah Menengah, MA
dan sederajat v Rp. 725.000
. . m Rp. 650.000
. | P Bi - —_—
3 engawas Pendidikan Luar Biasa pada S B NV Rp.

12. PEMBERHENTIANDARIJABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

. tidak memenuhi persyaratan jabata.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengawas Sekolah yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang berlaku.

poo Ty

-

Tingkat .:ljglr)‘]aatgg G(:Iuoar:‘ggan m‘: Bgteals_‘s'%f"a Pengangkatan Dalam Jabatan
m/c 200 Syarat pengangkatan:
1. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat
Muda 58th

pendidik dgn pengalaman mengajar paling sedikit 8th
my/d 300 atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala
Sekolah/ Madrasah paling sedikit 4 th sesuai dgn satuan
pendidikannya masing-masing.

Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.V bid pendidikan.
Pangkat serendah-rendahnya Penata, Gol Ruang III/c
Memiiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai
dengan bidang Pengawasan

Usia paling tinggi 55 tahun

Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah

Telah megikuti diklat fungsional calon Pengawas

v/d 850 Sekolah dan memperoleh STTPP

Utama 65th Setiap unsur penilaian dim DP-3 sekurang-kurangnya
\ IV/e 1050 bemilai baik dalam 2th terakhir /'

IV/a 400

Madya IvV/b 550 60th

IvV/c 700

@ Nowu RWN
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Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan DiDaerah
( Pengawas Pemerintahan)

1. PERMENPAN : Nomor 15 Tahun 2009, Tanggal 25 September2009
2 PERATURAN BERSAMA :Nomor 22 Tahun 2010dan Nomor 03 Tahun 2010, Tanggal 24 Februari2010
3. PENGERTIAN : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melakukan
kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, di
luar pengawasan keuangan sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg diduduki PNS

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah
diluar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan
urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan pengawasan
atas peraturan daerah dan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi
penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

5. PERPRESTUNJANGAN :Nomor4Tahun 2012, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri

8. RUMPUN JABATAN : Politik dan Hubungan Luar Negeri

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. InspekturJenderal Depdagri bagi Pengawas Pemerintahan Madya, pangkat Pembina TkIgolru IV/bs.d Pembina
Utama Muda golru IV/cpada Ijen Kementerian/Inspektorat Utama LPNK, Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim
Penilai Pusat

b. InspekturJenderal/Inspektur Utama pd Kementerian/LPNK bagi Pengawas Pemerintahan Pertama s.d Madya
pangkat Pembina golru IV/apada Kementerian/LPNK dibantu Tim Penilai Pusat

c. Sekretaris Itjen Depdagri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/apada
Inspektorat Jenderal Depdagri dibantu Tim Penilai Instansi

d. InspekturProvinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a pd Unitkerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama dan Muda pangkat Penata TkIgolru IIl/dpd Unit
Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan

12. PENGANGKATAN KEMBALT:

Pengawas Pemerintahan yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya

sesuai ketentuan yang berlaku.

: ; Batas
Tingkat _‘-}:E;atgg Golru I-I\(r:gcll(f T;': gr;gﬁn Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
I/a 100 Syarat pengangkatan pertamas
Pertama Rp. 300.000 58th 1. BerijJazah serendah-rendahnya S.1/DIV
/b 150 sesuai dgn kualifikasi pendidikan
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata

Muda, golongan ruang IIl/a

oI/c 3. Diklat fungsional tingkat ahli

Muda Rp. 600.000 58th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3

sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 1

200
300
V/a 400 jSaybag?;rﬁ)le;;g:angkatan perpindahan dari
550
700

1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;

2. Telah mengikuti dan lulus diklat Fungsional

3. Memiliki pengalaman jabatan paling
singkat 2 tahun;

4. Berusia paling tinggi 50th. /-

Madya 1\Y//5) Rp. 900.000 60th

\ IV/c
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PERMENPAN-RB
PERKA BKN
PENGERTIAN

TUGAS POKOK
PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA
RUMPUN JABATAN
LINGKUP BERLAKU
UJI KOMPETENSI:
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai
standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya
10. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan

11. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

: ImuHayat

Kategori

jabatannya sesuai ketentuan ya

Jenjang Angka

Jabatan Golru | “wredit

: Nomor 44 Tahun 2014, Tanggal 160ktober 2014

: Nomor 4 Tahun 2016, Tanggal 7 Maret 2016

: Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah jabatan fungsional
melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil

: Melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

: PPNomor 11 Tahun 2017

: Kementerian Kelautan dan Perikanan

: PNSKementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah

ing berlaku
Jumlah
Angka Kredit Minimal
per-tahun

Batas
Usia
Pensiun

Pengangkatan Dalam Jabatan

Keahlian

II/a 50
Ahli

125

Pertama
/b 50

125

58th

II/c 100

Ahli Muda
100

58th

Syarat pengangkatan pertama:
1.

4.

berijazah paling rendah Sarjana
(S1)/Diploma IV (D-IV) bidang
perikanan/ilmu kelautan/
planologi/ geografi/lingkungan;
pangkat paling rendah Penata
Muda, golongan ruang I/
telah mengikuti dan lulus diklat
fungsional untuk jabatan
fungsional Pengelola Ekosistem
Lautdan Pesisir;

nilai kinerja paling kurang bemilai
baik dalam 1 tahun terakhir.

IV/a 150

37,5

Ahli

Madya /b

150

375

IV/c 150

375

60th

Iv/d

Ahli Utama

IV/e

65th

Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:
1.

tersedia lowongan formasi untuk
jabatan Pengelola Ekosistem Laut
dan Pesisi;

berijazah paling rendah Sarjana
(S1)/Diploma IV (D-IV) bidang
perikanan/ilmu kelautan/
planologi/geografi/lingkungan;
pangkat paling rendah Penata
Muda TkI, golrulll/b;

telah mengikuti dan lulus
pelatihan fungsional utk Pengelola
Ekosistem Lautdan Pesisir;
mengikuti dan lulus uji
kompetensi;

memiliki pengalaman dalam
pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil paling kurang 2
tahun;

nilai kinerja paling kurang bernilai
baik dalam 2tahun terakhir; dan
usia paling tinggi 50 tahun. /-
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Pengelola Kesehatan Ikan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 1 Tahun 2017, Tanggal 25 Januari 2017

2. PERKABKN : Nomor 17 Tahun 2017

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan
dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya

4. TUGASJABATAN : Melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi
persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor....

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. RUMPUNJABATAN : Imu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perikanan Budidaya bagi Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli
Madya s.d Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi
Perikanan Budidaya/Unit Pelaksana Teknis/Daerah Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan
Budidaya bagi Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama s.d Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda di
Instansi Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai UnitKerja;

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Kesehatan Ikan
Pertama/Ahli Pertama/Ahli Pertama s.d Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda di lingkungan Provinsi dibantu Tim
Penilai Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Kesehatan
Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSL:
Pengelola Kesehatan Ikan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALT:

Pengelola Kesehatan Ikan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya

sesuai ketentuan yang berlaku.

Kat i Jenjang Angka Tunjangan BLe'ﬂ_as Pengangkatan Dalam Jabatan
egor | Jabatan | Golru | gredit Jabatan| persin enhgangkatan balam Jaba

II1/a 100 Syarat pengangk.atan pertama:

Ahli Pertama sgth | 1+ berstatus PNS; :
2. sehat jasmani dan rohani;

III/b 150 3. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma
1V (DIV) bidang perikanan atau bidang lain
sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi

I/c 200 Pembina;

AhliMuda 58th 4. pangkat paling rendah Penata Muda, golru
II/a;dan
1II/d 300 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
Keahlian lain:
. 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
AhliMadya | IV/b 550 60th kecuali angsl‘(,a 5; pengang P '
IV/c 200 2. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan
Iﬁ;ehatan ikan dan lingkungan paling singkat
’
3. telah mengikuti dan lulus diklat di bidang
Iv/d 850 pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
4. nilai prestasi kerja paling rendah bemnilai baik
dalam 2tahun terakhir
Ahli Utama 65th 5. usia paling tinggi:
a. 56 th untuk menduduki jenjang Pertama/
V/e 1050 Ahli Pertama dan Muda/Ahli Muda; dan
b. 58th untuk menduduki jenjang Madya/Ahli
\ Madya dan Utama/Ahli Utama;
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Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

PERMENPAN-RB : Nomor 77 Tahun 2012, Tanggal 26 Desember 2012
PERATURAN BERSAMA : Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013, Tanggal 1Mei 2013
PENGERTIAN : Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penga-
daan barang/jasa Pemerintah sesuai dgn peraturan perundang-undangan

TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen

kontrak dan manajemen informasi aset.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 109 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

INSTANSI PEMBINA : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
RUMPUN JABATAN : Manajemen

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat/Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK
a.

Kepala LKPPatau pejabat eselon Iyang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional bagi PPBJ]
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan LKPP,
instansi pusat diluar LKPP, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Pusat

Pejabat eselon Ilyang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi PPBJ]
Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan LKPPdibantu Tim Penilai Unit Kerja

Pejabat eselon Ilyang membidangi pengadaan barang/jasa bagi PPBJPertama s.d Madya, pangkat Pembina,

golru IV/adi lingkungan instansi pusat di luar LKPPdibantu Tim Penilai Instansi

Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa bagi PPB]
Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/adi lingkungan Provinsi dibantu TimPenilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/ jasa
bagi PPBJPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai
Kabupaten/Kota

UJI KOMPETENSIL:
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

Cc. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d.
e
f.

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan jabatan

PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Jabatan Ruang

Batas
Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Jenjang Golongan | Angka Tunjangan
Kredit Pensiun

Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

/a 100 1. berijazah paling rendah Sarjana

Pertama Rp. 493.000 58th Strata Satu (S1)/Diploma IVsesuai

kualifikasi yang ditetapkan oleh

o1/b 150 Kepala LKPP;

2. pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang II/a;

IO/c 200 3. memiliki sertifikat ahli pengadaan

nasional tingkat pertama;

Muda Rp. 876.000 58th 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja

atau pelaksanaan pekerjaan dalam

Ahli m/d 300 DP-3, paling rendah bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir

Persyaratan pengangkatan perpindahan

IV/a 400 dari jabatan lain:

1. memenuhi syarat pengangkatan
pertama;

2. memiliki pengalaman di bidan

Madya IV/b 550 | Rp.1.150.000 60th Pengadagn Igarang/Jasa paling
sedikit 2 tahun;

3. telah mengikuti dan lulus diklat ahli

IV/c 700 pengadaan barang/jasa tk pertama;

4. usia paling tinggi 50 tahun;
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Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

wNpE \

PERMENPAN-RB : Nomor 8 Tahun 2017, Tanggal 31 Januar 2017
PERKA BKN : Nomor 9 Tahun 2017, Tanggal 17 Juli 2017
PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tang,?(ung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan
pengelolaan uksi perikanan tangkap
4. TUGASJABATAN : Melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.
5 PERPRESTUNJANGAN :Nomor....
6.  PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. RUMPUNJABATAN : ImuHayat
?b. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

aPFJ ﬁgﬁ[)a%ﬁng%nggl Madya yang membidangi Perikanan Tangkap bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Madya/Ahli Madya dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal
yang membidangi Perikanan Tangkap/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi/Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota Tim Penilai Pusat

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan
Tangkap bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Muda/Ahli Muda di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap dan Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu TimPenilai Tim Penilai Unit Kerja

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap Pertama/Ahli Pertama dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda di lingkungan Provinsi
dibantu TimPenilai Provinsi

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Produksi
Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda di lingkungan
Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JF ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERTKANAN TANGKAP KEJF PENGELOLA PRODUKSI

PERIKANAN TANGKAP

a. Pejabat Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang memperoleh ijazah S1/DIVdapat diangkat
kedalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dengan ketentuan:

1) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;

2) ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap; dan

4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatifyang ditentukan.

b. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang akan diangkat menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma 1V (DIV) yang diperoleh ditambah sebesar 8”/cangka kredit
kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan bangprof dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

12. UJI KOMPETENSIL:
Eenggtc:a Produksi Perikanan Tangkap yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
om nsi.
13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan
14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang beraku.

o f XN

: : Batas
: Jenjang Angka Tunjngan -
Kategori Golru . Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan Pensiun
Syarat pengangkatan pertama :
Ahli Wa 100 1. berstatus PNS;
Pertama 58th 2. sehatjasmani dan rohani;
/b 150 3. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)
bidang Perikanan atau IImu Kelautan, atau kualifikasi
m/c 200 pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina;
Ahli 58th 4. Mengikuti dan lulus diklat fungsional
Muda my/d 300 5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1th
terakhir
Keahlian IV/a 400 Persyaratan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
) 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Ahli vV/b 550 60th 2. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan produksi
Madya perikanan tangkap paling singkat 2 th;
IV/c 700 3. telah mengikuti dan lulus diklat dibid. perikanan tangkap;
4. usia paling tinggi:
a. 56 th untuk menduduki jenjang Pertama/Ahli Pertama
Ahli v/d 850 dan Muda/Ahli Muda; dan
Utama 65th b. 58thuntuk menduduki jenjang Madya/Ahli Madya
\ IV/e 1050 dan Utama/Ahli Utama;
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Pengembang Teknologi Pembelajaran
1. PERMENPAN-RB : Nomor 28 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017
2. PERATURANBKN : Nomor 9 Tahun 2018, Tanggal 9 Mei 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan
kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNSdengan hak
dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi,
pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 22 Tahun 2013, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSIPEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. RUMPUNJABATAN : Pendidikan lainnya
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kemendikbud
utk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan Ahli Utama dibantu Tim Penilai Pusat
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kemendikbud untuk Angka Kredit bagi
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kemendikbud untuk Angka
Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar
Kemendikbud dibantu Tim Penilai Instansi
d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dibantu TimPenilai Provinsi
e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. UJI KOMPETENSI
Eeng';g?ebapg Teknologi Pembelajaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
om nsi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
. . Batas
. Jenjang Angka Tunjangan :
Kategoni Jabatan Golru Kredit Jabatan USI-?, o Pengangkatan Dalam Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
o/a 100 1?/ berslahxsp < PN P
2. memiliki i ritas dan moralitas baik
Ahli Pertama Rp. 540.000 58th 3. sehat jasr:ger?i dan rohani; v
/b 150 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/
Diploma IV (DIV) di bidang pendidikan,
teknologi informasi/ komputer,
komunikasi/ media, dan seni atau
kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan
Im/c 200 Instansi Pembina;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Ahli Muda Rp. 1.020.000 58th Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi
m/d 300 yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
. 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
Keahlian baik dalam 1 tahun terakhir.
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
Ahli Madya IV/b 550 Rp. 1.320.000 60th 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. Memiliki pengalaman di bidang
IV/c 700 pengembangan teknologi pembelajaran
paling kurang 2 th;
3. Berusia paling tinggi:
v/d 850 a. 53thutkmenduduki jenjang Ahli
Pertama dan Ahli Muda
Ahli Utama 65th b. 3511'1 utk menduduki jenjang Ahli
adya
| IV/e 1050 ¢ 60th utk menduduki jenjang Ahli Utal
\ bagi PNSyg telah menduduki JPT
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Pengendali Dampak Lingkungan

KEPMENPAN : Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002, Tanggal 16 Agustus 2002

é
|

: Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002, tanggal 25 September 2002

PENGERTIAN : Pengendali Dampak Lingkungan adalah PNSyang diberi tugas, tggjawab, wewenang, dan hak

BoENow »

a
b.

o

d.

e.

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan
Fenla(mggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas
ingkungan.

TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau

kerusakan lingk serta pemulihan kualitas li

uggan g&l)(;mgan
PERPRESTUNJANGAN : Nomor 35 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun
PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RUMPUNJABATAN : Imu Hayat

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

PEJABAT PENETAP PAK :

Menteri Lingkungan Hidup bagi Pengendali Dampak Lingkungan Madya dibantu Tim Penilai Pusat

Sekretaris Menteri LHbagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Madya dibantu
Tim Penilai Unit Kerja

Kepala Badan/Pimpinan instansi Provinsi bagi Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali
Dampak Lingkungan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi

Pimpinan instansi Kabupaten/Kota bagi Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali
Dampak Lingkungan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota

Pimpinan instansi tingkat pusat di luar kementerian LHbagi Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia
dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Muda dibantu TimPenilai Instansi

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
Pengendali Dampak Lingkungan tingkat terampil yang memiliki/ memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat sebagai
Pengendali Dampak Lingkungan tingkat ahli, dengan syarat:
a. ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk jabatan Pengendali Dampak Lingkungan tingkat ahli
b. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

m0AaANTY

. mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Pengendali Dampak lingkungan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenjan Angka Tunjangan Batas
Tingkat Jabtad Golru | “191d gk o plsa Pengangkatan Dalam Jabatan
o/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
1. Berijazah serendah-rendahnya DIIsesuai
Pelaksana II/c 60 Rp. 240.000 58th dengan kualifikasi pendidikan
o/d 80 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda
. TKIL, GolruIl/b.
Terampil Pelaksana /a 10 | Rp.265000 | s8th | 3. Diklatfungsional Tk terampil
njutan m/b 150 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
m/c 200 kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
Penyelia Rp. 400.000 58th terakhir
or/d 300
III/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama 150 Rp. 310.000 58th 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/DIVsesuai
/b dgn kualifikasi pendidikan.
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,
o/c 200 3 G(I)(Ilongfm Ruan? ]]I/I.':(iat hi
. Diklat fungsional tingkat ahli
Muda Rp. 650.000 S8th 4. Setiap unsur penilaian dim DP-3 sekurang-
Ahli my/d 300 kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
terakhir
IV/a 400 ISyaratpengangkatan perpindahan dari jabatan
ain:
/b 550 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya / Rp. 975.000 60th 2. Memiliki pengalaman di bidang pengendalian
dampak lingkungan paling singkat 2th;
IV/c 700 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai
~N BUPdari jabatan terakhir. 4
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11.

Pengendall EKosIstem Hutan N\

PERMENPAN-RB : Nomor 50 Tahun 2012h1}an al 23 Agustus 2012 i

PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.1/MENHUT-II/2013dan Nomor 6 Tahun 2013, Tanggal 30 Januari 2013

PENGERTIAN : Pengﬁndali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yg diberi tugas, tangFun jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang melakukan pengendalian ekosistem hutan.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yg kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan,
mengembangkan, memantau dan r_nen?evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 34Tahun 2(iﬂTanggaI 28 Juni
Per Ka. BKN Nomor 39 Tahitin 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RUMPUN JABATAN : ImuHayat

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan /Daerah

. PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekretaris Jenderal bagi '.PE-IMadya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bdan pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan

Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu TmPenilai Pusat

b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidanlgi pengendalian ekosistem hutan bagi PEHPelaksana Pemula, s.d Penyelia dan
PEHPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Kementerian Kehutanan dibantu TimPenilai Direktorat
Jenderal Kementerian Kehutanan

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)yang membidangi pengendalian ekosistem hutan _Iyang ditun;iukoleh Menteri Kehutanan bagi
PEHPel.Pemula ;I:angkat Pengatur Muda, golru II/as.d Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golru II/ddilingkungan UPT
Kementerian Kehutanan dibantu Tim Penilai UPTKementerian Kehutanan

d. Kepala Dinas Provinsiyang membidangi Kehutanan bagi PEHPel. Pemula s.d Penyelia dan PEHPertama s.d Madya, pangkat
Pembina, golru IV/adi lingkungan Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Daerah Provinsi

e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan bagi
PEHPel. Pemula s.d Penyelia dan PEHPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungran Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota

PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

a PEHTerampil yg memperoleh ijazah S1/DIVdpt diangkat menjadi PEHAhli, dengansyarat:
1) tersedia formasi untukjabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;
2) iiazah yang dimiliki sesuai dengan kualitikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;
3) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional;
4) Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Keahlian; dan
5) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

b. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil yang akan beralih menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli diberikan angka kredit dari
ijazah S1/DIVyg sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 68/dari diklat, tugas pokok dan pengembangan
profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsurpenunjang

12. UJIKOMPETENSIDAN DIKLAT:

PEHyang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, sedangkan PEHMuda yang akan naik
jabatan ke PEHMadya harus mengikuti dan lulus uji kompetensi serta diklat penjenjangan

13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALIL:
] PEHyang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan sesuai dengan peraturan yg berlaku

Tingkat jlgg;atgg Golru I-I\(r:gcll(g Tﬁ'g 'aar{gin nghss'l:lﬂa Pengangkatan Dalam Jabatan
Pelaksana Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
a 25 . 220.000 58th
Pemula 1/ Rp 1. berijazah paling rendah SMKdibidang
/b 40 Kehutanan, Pertanian, perkebunan,
perikanane/mK?:aulan, Pete/ng'aklz:ms,u Keseha::ltan
I ) th Hewan, Teknik Bangunan/ Sipil, Surveyor dan
Pelaksana IW/e 60 Rp. 240,000 58 Pemetaan serta kualifikasi lain yg ditetapkan oleh
Terampil /d 80 Menteri Kehutanan;
/A 100 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golru IL/a;
Pelaksana Rp. 265.000 58th 3. telah lulus uji kompetensi PEH;
Lanjutan 150 . o L
m/b 4, setiap unsur penilaian prestasi kerja atau
m/c 200 pelaksanaan pekerjaan dalam paling kurang
Penyelia Rp. 325.000 58th .
my/d 300
m/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:

1. berijazah paling rendah SI/DIVbidang
Pertama Rp. 270.000 58th Kehutanan, Pertanian, Biologi, perikanan/
Kelautan, IImuLingkungan, Geografi, Geodesi,

m/b Sosiologi, Kedokteran Hewan, Petemakan,
Perencanaan Wilayah dan kualifikasi lain yang
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;

2. pangkat paling rendah penata Muda, golru IIl/s;

3. telah lulus uji kompetensi PEH;

4. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau
pelaksanaan pekerjaan dalam palingkurang
bemnilai baik dalam 1tahunterakhir.

II/c

Muda Rp. 400.000 58th

/d

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:

1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;

2. Memiliki pengalaman di bidang pengendalian

Rp. 600.000 60th ekosistem hutan paling singkat 2 th;

3. Berusia paling tinggi 50 th;

4. Telah ikutdan lulus diklat fungsional bidang /-
pengendalian kehutanan

IV/a
/b

Madya

g (88| 8| B|&

IV/c
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/ Pengendali Frekuensi Radio
1. KEPMENPAN : Nomor KEP/51/M.PAN/4/2004, Tanggal 30 April 2004
2 KEPUTUSAN BERSAMA :Nomor KM.77 Tahun 2004dan Nomor 36 Tahun 2004, Tanggal 13 Oktober 2004
3. PENGERTIAN : Pengendali Frekuensi Radio, adalah PNSyang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
pengendalian frekuensi radio.

4. TUGAS POKOK : Pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor
frekuensi radio

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 33 Tahun 2008, Per. Ka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Komunikasi dan Informatika

8. RUMPUNJABATAN : Operator Alat-alat Optik dan Elektronik

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Komunikasi dan Informatika

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Menteri Kominfo/Pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
b. Pejabat eselon Idi bid.Pengendalian Frekwensi Radio pd Dirjen Posdan Telkom bagi Pertama dan Muda dibantu
TimPenilai Unit Kerja.
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
Pengendali Frekuensi Radio Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IVdpt diangkat menjadi Pengendali Frekuensi
Radio Ahli, dengan syarat:
a. ilazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengendali Frekuensi Radio Ahli;
b. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pengendali Frekuensi Radio Ahli;
c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan utk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Pengendali Frekwensi Radio yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai dengan ketentuan yang beraku.

Batas

Tingkat j'lgglatgg Golru I?(':gé‘; T‘j'g-aa'{.'gﬁ" Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Pelaksana Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pemula Wa % Rp. 220.000 58th 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTAsesuai
/b 40 denaan kualifikasi pendidikan
2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda,
Pelaksana o/c 60 Rp. 240.000 58th Gol. Ruang I/a
. /d 80 3. Diklat fungsional tingkat terampil
Terampil 4. Setiap unsur penilaian dim DP-3 sekurang-
Pelaksana omi/a kurangnya bernilai baik dalam satu tahun
Lanjutan b Rp. 265.000 58th terakhir

Penyelia Rp. 325.000 58th

100
150
IOI/c 200
300
100

or/d
I/a Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai
P 2 I h . i
ertama /b 150 Rp. 300,000 S8th dengan kualifikasi pendidikan.
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,
Golongan Ruang IIl/a
m/c 200 3. Diklat fungsional tingkat ahli
Muda Rp. 450.000 58th 4. Setiap unsur penilaian dim DP-3 sekurang-
Ahli m/d 300 kurangnya bernilai baik dalam satu tahun
terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
Iv/a 400 lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya IvV/b 550 Rp. 700.000 60th 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan

pehngendalian frekwensi radio paling kurang 2
tahun;
\ /e 700 3. Berusia paling tinggi 50 tahun /-
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a

b.

PERMENPAN - RB : Nomor 22 Tahun 2010, tgl 31 Desember 2010 jo Permenpan-RB No 2 Tahun 2017, tgl 11 Januari 2017
PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.01/MEN/2012dan Nomor 17 Tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012
PENGERTIAN : Jabatan fungsional PHPIadalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan

TUGASPOKOK persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 32Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan
RUMPUNJABATAN : ImuHayat

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah
PEJABAT PENETAP PAK:

b.
C.
d.
e.

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a.
b.
S. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
e: ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALT:

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan NS

wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang
diduduki oleh PNS.
: Melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi

hama dan penyakit ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat Eselon Iyang ditunjuk bagi PHPIMadya, pangkat Pembina Tk golru IV/b

s.d Utama, Pangkat Pembina Utama, golru IV/edilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi,
Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

Dirjen atau Pejabat Eselon Iyg ditunjuk bagi PHPIP.Pemula s.d Penyelia dan PHPIPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru
IV/ayg bekerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

Kepala BKIPMbagi PHPIP.Pemula s.d Penyelia dan PHPIPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/ayang bekerja
dilingkungan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

Sekda Provinsibagi PHPIP.Pemula s.d Penyelia dan PHPIPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/ayang bekerja
dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.

Sekda Kabupaten/Kota bagi PHPIPel Pemula s.d Penyelia dan PHPIPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang
bekerja dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

PHPITerampil yang memperoleh |Jazah S1/DJVbidang perikanan atau kualifikasi lain yg ditentukan, dpt diangkat
men]adl PI-P.[Ahll, den ngl

1) tersedia formasi untuk j abatan PHPILAhIi;

2) telah mengikuti dan Iqus dikiat alih tingkat dari PHPITerampil ke PHPIAhIi; dan

3) memenuhi jumlah angka kredit kumulatifyang ditentukan;

PHPITerampil yang akan beralih menjadi PHPIAhIi diberikan angka kredit dari ijazah S1/DJIV ditambah angka kredit kumulatifi
sebesar 658%odari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur

penunjang

mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

Angk -
Jenjan Tunjangan £
Tingkat Jopland Golru a S Us'-ii', . Pengangkatan Dalam Jabatan
Pg';‘ks?“a _______________ Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
mula 1. Berijazah paling rendah SUPM /SMK bidang
40
/b perikanan
Pelaksana II/c 60 Rp. 240.000 58th
] 7d 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda,
Terampil %0 golongan ruang Il/a
Pelaksana /a 100 Rp. 265.000 58th i L i
Lanjutan /b 150 3. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 paling kurang
/c 200 bemilai baik dalam satu tahun terakhir.
Penyelia Rp. 300.000 58th
o/d 300
II/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 275.000 58th 1. Berijazah paling rendah S.1/DIVbidang perikanan
/b 150 atau sesuai dengan kualifikasi.
/c 200 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru IIl/a
M 3. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 paling kurang
uda I/a | 300 | (P-400000 | S8th bemilai baik dalam 1 tahun terakhir
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:

1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya IV/b 550 Rp. 660.000 60th 2. Memiliki pengalaman dibidang PHPIpaling singkat

/e 700 3. gglu'.'usa paling tinggi:
a. 54th utk menduduki PHPIAhIi Pertama, Muda
Iv/d 850 dan Kategori Keterampilan _ ]
Utama 65th b. 56thbagi JPTyg akan beralih ke PHPLAhlIi
Madya dan Ahli Utama
/e 1050 c. Syarat lain yg ditentukan instansi pembina /-
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Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

1. PERMENPAN : Nomor PER/10/M.PAN/05/2008, Tanggal 23 Mei 2008

2 PERATURAN BERSAMA : Nomor 55/Permentan/0T.210/11/2008dan Nomor 23 BTahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008

3. PENGERTIAN : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian OPTyang diduduki oleh
PNSdengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

4. TUGASPOKOK : Menviankan. melaksanakan nenaendalian. menaanalisis dan menaevaluasi. membimbina.
mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau
daerah sebar serta membuat koleksi.

5 PERPRESTUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013 Tanggal 1 Maret 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUNJABATAN : ImuHayat

9. LINGKUPBERLAKU : PNSKementerian Pertanian /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Sekjen Deptan bagi POPTMadya di lingkungan Deptan, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Pusat

b. Pejabat eselon Iyang membidangi pengendalian OPT, bagi POPT P.Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda
dibantu TimPenilai Departemen

c. Sekda Provinsibagi POPTP.Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda dibantu TimPenilai Provinsi

d. Sekda Kabupaten/Kota bagi POPT P.Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai
Kabupaten/Kota
e. Pimpinan Instansilain bagi POPTP.Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLT

a. POPTTerampil yang memperoleh ijazah S1/D.1V, dpt diangkat menjadi POPT Ahli, dengan syarat:

1) tersedia formasi untuk jabatan POPT Ahli;

2) Ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk POPT Ahli;

3) telah mengikuti dan lulus diklat alih tingkat dari POPT Terampil ke POPT Ahli; dan
4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

b. POPTTeram, Iyan%a)lkan beralih menjadi POPT Ahli diberikan angi( a kredit dari ',E'zah S1/DIVditambah angka kredit
kumulatif sel /odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak
memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

POPT yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan
ketentuan yang beraku.

Batas

Tingkat '}g'g]:t';% Golru m‘g ng angan USi% . Pengangkatan Dalam Jabatan
Pelaksnaa i
Pemula o/a 25 Rp. 300.000 58th _SrZranritn;i)Engangkatan pertama tingkat
/b 40 1. Berijazah paling rendah SMU-IPA/SMK
Pelaksana /c 60 Rp. 360.000 58th dibidang Pertanian
2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil I/d 80 Muda, Gol. Ruang II/a
3. Diklat fungsional tingkat terampil
Pelaksana I/a 100
Lanjutan /b 150 Rp. 450.000 58th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
c 200 satu tahun terakhi
Penyelia I Rp. 660.000 58th un teralir
oI/d 300
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai
Pertama Rp. 510.000 58th dgn kualifikasi pendidikan.
. Pangkat serendah-rendahnya Penata

2
/b 150 Muda, Gol. Ruang Ill/a
3. Diklat fungsional tingkat ahli
Im/c 200 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
Muda Rp. 870.000 58th sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
Ahli om/d 300 satu tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan
/a 400 dgrl Jak?ata% Ial% Perp
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya Iv/b 550 Rp. 1.140.000 60th 2. Memiiliki pengalaman dibidang
pengendalian OPT paling kurang 2th;
IV/c 700 3. Berusia paling tinggi 50 tahun;
~N 4. Telah ikut dan lulus dikiat. /-




Penggerak Swadaya Masyarakat

1. PERMENPAN-RB : Nomor 28 Tahun 2018, Tanggal 27 Agustus 2018

2 PERATURAN BKN : Nomor40 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa
melalui penggerakan

4. TUGASPOKOK : melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan
masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 63 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Desa, PDTdan Transmigrasi

8 RUMPUNJABATAN : Imusosial dan yangberkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a  Tim Peniai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angla Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyaral@at Ahli Utama di inglangan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan kementerian/lembaga;

b. Tim Peniai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angla Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyaral@at Ahli Madya di inglangan Kementerian Desa,
PembangunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi;

c Peﬂ:etﬁvmﬁgghdmnymgmen‘ixh‘g kepegawaian pada unit pembinaan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyaralat
bagi Penggerak Swadaya Masyaralat Ahli Pertama, Penggerak Swadaya Masyariat Ahli Muda, dan Penggerak Swadaya Masyaralat Ahli
thyadhguwkamtamDeg,Paﬂng.lmmadﬂetggdchﬂmm

d  Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegavwaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
untuk Angla Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyaralat Ahli Madya di inglangan kementerian/lembaga;

e Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian masing-masing untuk Anglka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyaralat
Ahii Pertama dan Penggerak Swadaya Masyaralat Ahli Muda di inglangan kementerian/lembaga

f. MMTmmmmmmwwmmmwm
Masyariat Ahli Muda, dan Penggerak Swadaya Masyaralat Ahli Madya di inglamngan Pemerintah Provinsi.

g Pejbat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegavwaian bagi Penggerak Swadaya Masyaralat Ahli Pertama, Penggerak Swadaya
Masyarkat Ahli Muda, dan Penggerak Swadaya Masyaralat Ahli Madya di inglangan Pemerintah Kabupaten/Kota

h  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi Penggerak Swadaya Masyaralat Kategori Keterampilan di inglangan
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara; f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

12. PENGAKTIFAN KEMBALI:

Penggerak Swadaya Masyaralat yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan

ketentuan yang berlalaL

Jenjang Golongan | Angka Tunjangan |Batas Usia
Tingkat Jabatan Ruang Kredit Jabatan A Pengangkatan Dalam Jabatan
Pelaksana Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
o/a 25 Rp. 220.000 58th 1. Berijazah paling rendah SLTAsesuai dgn
/b 40 kualifikasi pendidikan;
2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Pelaksana o/c 60 Rp. 240.000 58tH Muda, Gol. Ruang II/3;
Terampil o/d 80 3. Diklat fungsional di bidang penggerakan
Pelaksana I/a 100 masyarakat;
Lanjutan /b 150 Rp. 265.000 S8th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
- m/c 200 terakhir .
Penyelia Rp. 325.000 58th
m/d 300
o/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 270.000 58th 1. Berijazah paling rendahS.1/D.1V sesuai dgn
/b 150 kualifikasi pendidikan;
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,
200 golongan ruang I/
/c 3. Diklat fungsional di bidang penggerakan
Muda Rp. 400.000 58th masyarakat;
i my/d 300 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
Ahli kurangnya bemilai baik dalam 1 th terakhir.
IV/a 400 Syaratpengangkatan perpindahan dari jabatan
lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya IV/b 550 Rp. 500.000 60th 2. Memiliki pengalaman di bidang
enggerakan masyarakat paling singkat 2 th;
paling tinggi 5th sebelummencapai
: \ IV/c 700 " BUPdan jabatan terakhir.




: Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk

Penghulu

1. PERMENPAN :Nomor 09 Tahun 2019, Tanggal 24 Mei 2019

2. PERATURAN BERSAMA :Nomor ....

3. PENGERTIAN
melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan
kepenghuluan, dan bimbingan masyaralat Islam.

4. TUGAS POKOK : melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan
kepenghuluan , dan bimbingan masyarakat Islam.

5. PERPRES TUNJANGAN :Nomor 73 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Agama

8. RUMPUN JABATAN : Keagamaan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Agama

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan masyarakat islam Kementerian Agama untuk Angka

Kredit bagi Penghulu Ahli Madya dan Penghulu Ahli Utama

b. Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

oY X-N WY

12. PENGANGKATAN KEMBALT:
Penghulu yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dim jabatannya menurut
ketentuan yang berlaku.

mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan jabatan

. - BUP
Jenjang Golru Angka Tunjangan
Tingkat Jabatan Kedit Jabatan Pengangkatan Dalam Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
Il/a 100 1. Berijazah serendah-rendahnya
S.1/DJIVsesuai dengan kualifikasi
Pertama /b 150 Rp. 260.000 58 th pendidikan;
2. Pangkat serendah-rendahnya
Io/c 200 Penata Muda, Gol. Ruang IlI/a;
3. Diklat fungsional tingkat ahli;
Muda Rp. 350.000 58th 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
m/d 300 sekurang- kurangnya bernilai baik
dalam satu tahun terakhir.
Ahli Syarat pengangkatan perpindahan dari
IV/a 400 jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan
rtama;
IV/b 550 pertama; _
2. Memiliki pengalaman di bidang
Madya IV/c 700 Rp. 500.000 60th kepenghuluan paling singkat 2 th;
3. Berusia paling tinggi 5th sebelum
mencapai BUPdanr jabatan terakhir.
60 th
Iv/d 850
Utama
60 th
IV/e 1050

p
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Penguji Kendaraan Bermotor

KEPMENPAN : Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 21 Nopember 2003

KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor KM.48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004, Tanggal 29 April 2004

PENGERTIAN : Penguji Kendaraan Bermotor, adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala
kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa
I;:ndz;gan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan

rmotor.
PERPRES TUNJANGAN : Nomor 107 Tahun 2006, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
PERATURAN BUP : PPNomor 11Tahun2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan
RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Perhubungan /Daerah

. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Dirjen Perhubungan Darat/Pejabat eselon Ilyang membidangi pengujian kendaraan bermotor bagi
Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

b. Pejabat eselon lyang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada Dirjen Perhubungan Darat bagi
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula s.d Pelaksana Lanjutan dibantu Tim Penilai Direktorat

c. Kepala Dinas/Pejabat eselon llyang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Provinsi bagi
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Kepala Dinas/Pejabat eselon Ilyang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota
bagi Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

PENGANGKATAN KEMBALI:

Penguji Kendaraan Bermotor yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dim
jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat

i Angka Tunjangan Batas
;ae:;a t';a Golru Krgdit Jabatan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Pelaksa Syarat pengangkatan pertama:
Paroda’ I/a 5 Rp. 200.000 58th | 1 Berijazah serendah-rendahnya
SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi
pendidikan;
/b 40 2. Pangkat serendah-rendahnya
Pengatur Muda, Gol.Ruang II/a;

Pelaksana I/c 60 Rp. 225.000 58th 3. Diklat fungsional tingkat terampil;
4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3

sekurang-kurangnya bemilai baik
o/d 80 dalam satu tahun terakhir .

/a 100 Syarat pengangkatan perpindahan dari

Pelaksana jabatan lain:
Lanjutan " 150 Rp- 330.000 S8th 1. Memenuhi syarat pengangkatan

pertama;
2. Memiliki pengalaman di bidang
II/c pengujian kendaraan bermotor paling
" . 440.000 58th kurang 2 th;
Penyelia d 300 Rp 3. Berusia paling tinggi 5'tahun sebelum
10/ mencapai BUPdari jabatan terakhir

8
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. PEJABAT PENETAP PAK

Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Penguji K3)

PERMENPAN-RB : Nomor 36 Tahun 2014, Tanggal 2 Oktober 2014
PERATURAN BERSAMA : Nomor 1Tahun 2015dan Nomor 2Tahun 2015, Tanggal 13Januari 2015

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penguiji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disebut Jabatan Fungsional Penguji K3adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian K3dan
kompetensi K3.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pengujian K3dan kompetensi K3yang meliputi perencanaan kegiatan
K3, pengujian higiene industri, pengujian kesehatan tenaga kerja, pengujian ergonomi,
pengujian keselamatan kerja, pengujian kompetensi K3, pengendalian K3, pengkajian

K3, dan evaluasi dan pelaporan pelayanan K3

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ketenagakerjaan
RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian K3pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagi Penguiji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c
dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Instansi Daerah Provinsi, dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu TimPenilaiPusat

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
bagi Penguiji K3 Ahli pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/adilingkungan Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dibantu TimPenilai Unit Kerja

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi bagi penguji K3 Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan
Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3pada Instansi Daerah Provinsi bagi penguji K3 Ahli Pertama
s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Instansi Daerah Provinsi Tim Penilai Provinsi

e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Kabnpaten/Kota bagi penguiji K3 Ahli
Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim
Penilai Kabupaten/Kota.

UJI KOMPETENSI:

Penguji K3yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; ataul|

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara; f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALT:

Penguji K3yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dim jabatannya menurut

ketentuan yang beraku

Kategori Jenjang Golru Angka | Tunjangan| Batas Usiq Pengangkatan Dalam Jabatan

Jabatan Kredit Jabatan Pensiun

Keahlian o/d

Syarat pengangkatan pertama:

Il/a 100 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/

Ahli Pertama 58th Diploma IV (DIV) ilmu teknik, MIPA,

kesehatan, manajemen, dan

/b 150 kualifikasi lain yang ditentukan oleh
Menteri Ketenagakerjaan;

2. menduduki pangkat paling rendah
Penata Muda, golongan ruang Ill/a;

3. mengikuti dan lulus diklat Jabatan
Fungsional Penguji K3; dan

4. nilai prestasi kerja paling kurang
bemilai baik dalam 1 tahun terakhir

200
300
IV/a 400 jSayba;ta;r[])Ie{gg:angkatan perpindahan dari
550
700

II/c

Ahli Muda 58th

1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;

60th 2. Memiliki’pengalaman dibidang

pengujian K3dan Kompetensi K3

Ahli Madya v/b

paling kurang 2 thy;

/e 3. Berusia paling tinggi 50th. /-




13¢/ Penguji Mutu Barang A\

1. PERMENPAN-RB : Nomor 37 Tahun 201 ta al 13 Oktober2014

2. PERATURANBERSAMA :Nomorl5/M-DAG 5dan Nomor14 Tahun 2015, tanggal 30Januari 2015

3. PENGERTIAN :Jabatan Fungsnonal Pengu;:n Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab,dan wewenang utk melakukan pengujian mutu barang sesuai dgn peraturan perundang-undangan.

4. TUGASPOKOK : Melakukan I:enguyan mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi
dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang

5. PERPRESTUNJANGAN :Nomor 70 Tahun 2007. Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : Kementerian Perdagangan

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Perdagangan/Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan bagi Penguji Mutu Barang
Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/cdi lingkungan
Kementerian Perdagangan, Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan, Instansi Daerah Provinsi, Instansi Daerah
Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutubarang Kementerian Perdagangan bagi Penguji Mutu
Barang Pemula s.d Penyelia, dan Penguiji Mutu Barang Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan
Kementerian Perdagangan dibantu TmPenilai Unit Kerja

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan bagii
Penguji Mutu Barang Pemula, s.d Penyelia dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a d
lingkungan Instansi Pusat selain Kem. Perdagangan dibantu Tim PenilaiInstansi

d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang bagi
Penguji Mutu Barang Pemula, s.d Penyelia, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a
di lingkungan Instansi Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang]
bagi Penguji Mutu Barang Pemula s.d Penyelia, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama s.d Ahli, Madya, pangkat Pembina, golru
IV/adi lingkungan InstansiDaerah Kabupaten/Kota dibantu TmPenilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

a. PMBKeterampilan yang memperoleh ijazah S1/D1V, dpt diangkat menjadi PMB Keahlian, dengan syarat:

1) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk PMB Keahlian;
2) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional PMB Keahlian; dan
3) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

b. PMB Keterampilan yang akan beralih menjadi PMB Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IVditambah angka kredit
kumulatif sebesar 68%odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan
angka kredit dari unsur penunjang

12, Ul KOMPETENSL:
Penguji Mutu Barang yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIANDARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Penguji Mutu Barang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
yang berlaku _ Batas
Kategori ;:E;atgg Golru Al(r:'g:l(: T;J:i)a:tg?‘n Pelrli?un Pengangkatan Dalam Jabatan
Pemula II/a 25 58th Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan :
/b 40 1. berijazah paling rendah SMKdi bidang Teknik
Terampil T/c 60 Rp. 240.000 58th Mesin, Tekr_nik Elektro, Tel_<nik Elektronika, atau Kimia;
2. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda,
Keterampilan H;I/d 18; golongan ruang ll/a;
Mahir /a Rp. 265.000 58th 3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penguji
m/b 150 Mutu Barang Keterampilan; dan
i IO/c 200 4. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
Penyelia a 300 Rp. 325.000 S8th dalam 1 tahunterakhir
Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian :
/a 100 1. berijazah paling rendah S1/DIVdi bidang Teknik
Ahli Pertama Rp. 270.000 58th Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Teknik
III/b 150 Kimia, Teknik Fisika, atau Kimia;
2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang lll/a;
III/c 200 3. l‘ﬁ?lltla.lthenglkk'tl ?1?“ lulus diklat fungsional Penguji
i . arang Keahlian
Keahlian AhllMuda Rp. 400.000 58th 4. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
11/d 300 dalam 1tahun terakhir
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Ahli Madya v/b 550 Rp. 500.000 60 th 2. Memiliki pengalaman dibidang pengujian mutu
- barang paling kurang 2 tahun;
\ 1v/c 700 3. Berusia paling tinggi 50tahun. /-
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Penguji Perangkat Telekomunikasi

1. PERMENPAN-RB : Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 25Januari 2017

2 PERKABKN : Nomor 20 Tahun 2017, tanggal 26 Oktober 2017

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan
pengujian perangkat telekomunikasi

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur

5. PERPRES TUNJANGAN

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kominfo

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian
Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/ Ahli Madya di
lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dibantu Tim
Penilai Kementerian

b. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka
kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Petama/ Ahli Pertama dan Penguji Perangkat Telekomunikasi
Muda/Ahli Muda di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan
Informatika dibantu Tim Penilai Balai

11. UJI KOMPETENSL:
Penguji Perangkat Telekomunikasi yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi hrs mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIANDARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

™

Jenjang Angka | Tunjangan Bl?stiaés

Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan | pensiun

Pengangkatan Dalam Jabatan

Syarat pengan katan ertama:
m/a 100 il Al

Ahli Pertama 58th
/b 150

N

memiliki integritas dan moralitas yang
baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah Sarjana (S1)/
Diploma 1V (DIV) sesuai dengan
/c 200 kualifikasi pendidikan yang ditentukan
oleh Instansi Pembina; f

. 5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di
AhliMuda S8th bidang pengujian perangkat
m/d 300 telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan

6. nilai prestasi kerja paling rendah

bemilai baik dalam 1 tahun terakhir

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain:

IV/a 400 1. memenuhi persyaratan pengangkatan
pertama;

2. memilikipengalaman di bidang
l:engujian perangkat telekomunikasi/

alibrasi alat ukur paling singkat 2 th;

3. nilai prestasi kerja paling rendah

Ahli Madya vV/b 550 60th bemilai baik dalam 2tahun terakhir;

4. berusia paling tinggi:

a. 40tahun untuk Jabatan Fungsional
Penguiji Perangkat Telekomunikasi
Pertama/Ahli Pertama dan Muda/
Ahli Muda;

IV/c 700 b. 45tahun untuk Jabatan Fungsional
Per:%uji Perangkat Telekomunikasi
~N Madya/Ahli Madya; /'

Eal o

Keahlian




-
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y Pengganti dari Jabatan Fungsional Penilai PBB

Penilai Pajak
1. PERMENPAN-RB : Nomor 11 Tahun 2018, Tanggal 15 Februari 2018
2 PERATURAN BKN : Nomor .....
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penilai Pajak adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan.
4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan Penilaian dan/atau Pemetaan.
5. PERPRESTUNJANGAN :......
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUNJABATAN : Asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan
9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerianKeuangan
10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Madya di
lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai
Direktorat Jenderal

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai PaI]ak Ahli Muda di
lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu TimPenilai Sekretariat.

c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli
Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah

11. PENGANGKATAN DARI JF ASISTEN PENILAI PAJAK KE JF PENILAI PAJAK

Asisten Penilai Pajak yg memperoleh Ijazah S1/DIVdapat diangkat dim JF Penilai Pajak, dgn syarat:

a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak;

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak

c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

d. telah mengikuti dan diklat fungsional di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan untuk kategori keahlian;

e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan

f. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang IIl/a

12. UJI KOMPETENSI
Penilai Pajak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. ditugaskan secara penuh pada JPTdan jabatan Administrasi;

d. cuti di luar tanggungan negara;

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Penilai Pajak yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dim jabatannya menurut ketentuan
yang berlaku.
K - Jenjang Angka Tunjangan Batas K I
ategori Jabatan Golru Kredit Jabatan Pel*s:ﬁj N Pengangkatan Dalam Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:

oI/a 100 1. berstatus PNS;

. 2. memiliki integritas dan moralitas yang
Ahli Pertama 58th baik;
150 3. sehat jasmani dan rohani;

/b 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV
bidang penilaian, ekonomi, keuangan,
teknik, hukum, administrasi, atau bidang
lainnya sesuai dengan kualifikasi yang

I/c 200 ditentukan oleh Instansi Pembina;

. 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi
AhliMuda 58th Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
) Kompetensi Sosial
Keahlian m/d 300 6. Nilai prestasi kerja paling rendah bemilai
baik dalam 1 th terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:

IvV/a 400 1. Memenuhi syarat pengangkatan

pertama kecuali angka 6;
2. Memiliki pengalaman di bldang
Ahli Madya penilaian paling kurang 2 tahun; o

IV/b 550 60th 3. Nilai prestasi kerja paling rendah bemnilai

baik dalam 2th terakhir
4. Berusia paling tinggi :
a. 53th utk menduduki jenjang Ahli

IV/c 700 Pertama dan Ahli Muda;

b b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli
\ Madya /-
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/ Penilai Pemerintah

1. PERMENPAN-RB : Nomor 18 Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016

2 PERKABKN : Nomor 13 Tahun 2017, Tanggal 25 Juli 2017

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian
properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. TUGASJABATAN : melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

5. PERRESTUNJANGAN :Nomor ....

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : Kementerian Keuangan

8 RUMPUNJABATAN : Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penilaian untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Madya/Ahli
Madya dan Penilai Pemerintah Utama/Ahli Utama di lingkngn Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai kinerja Pusat
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah
Pertama/ Ahli Pertama sampai dengan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan
dibantu Tim Penilai Kinerja Unit Kerja
c. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kementerian Keuangan untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Petama
sampai dengan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Kementerian Keuangan
dibantu Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah
d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusatdi luar Kementerian Keuangan untuk
angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama dan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan
Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan dibantu TimPenilai Kinerjainstansi
e. Sekretaris Daerah Provinsiatau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit bagi Penilai
Pemerintah Pertama/Ahli Pertama dan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dibantu TimPenilai Kinerja Provinsi
f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit bagi Penilai
Pemerintah Pertama/Ahli Pertama dan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kinerja Kabupaten/Kota
11. UJI KOMPETENSL
Penilai Pemerintah yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIANDARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
Cc. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. .tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALTI:
Penilai Pemerintah yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

. . Batas
Kategori ."}:E;atgg Golru m‘: ngf)aa';gﬂn Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Syarat pengangkatan pertama:
] Il/a 100 1. berstatus PNS;
Pertama/Abhli 58th 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;
Pertama 3. sehat jasmani dan rohani;
om/b 150 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/
Diploma 1V (DIV);
5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di

IO/c 200 b|dan?«|l::nllalan

Muda/Ahli 6. dan Iu{us uji kompetenS| ang

Muda 58th ditetapkan oleh Instansi Pembina
my/d 300 7. nilai prestasi kerja paling kura Bemllal
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Keahlian IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari
Madya/Ahli 'ab'%téantla%i thi aratan pengangkatan
. uhi
Madya IV/b 550 60th pelr-Pama; persy pengang
700 2. memiliki pengalaman di bidang penilaian
/e aling smqkat 2 (dua) tahun;
rusia paling tinggi:

v/d 850 a. 45tahun untuk JF Penilai Pemerintah

Utama/Ahli Pertama/Ahli Pertama dan Penilai

65th Pemerintah Muda/Ahli Muda;
Utama b. 50tahun untuk JF Penilai Pemerintah
IV/e 1050 Madya/Ahli Madya dan Penilai
~N Pemerintah Utama/Ahli Utama /'
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PERMENPAN-RB
PERATURAN BERSAMA
PENGERTIAN

WN e

TUGAS POKOK

PERPRES TUNJANGAN
PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA
RUMPUN JABATAN
LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK

VO NaUm »

Penilik

: Nomor 14 Tahun 2010, Tanggal 6 Juli2010
: Nomor 02/I1/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011
: Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan
pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini
(PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur
pendidikan nonformal dan informal (PNFI) sesuai dngan peraturan perundang-
undangan yang diduduki oleh PNS.

: Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program

pendidikan nonformal dan informal (PNFI).

: Nomor 72 Tahun 2013, Tanggal 12 November 2013
: PPNomor 11 Tahun2017

: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

: Pendidikan lainnya

: PNS Pusat /Daerah

a. Mendiknas bagi Madya, pangkat Pembina TkI, Golongan Ruang IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama
Madya, Golongan Ruang IV/d, dibantu Tim Penilai Pusat

b. Kepala Dinas yg membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina,
Golongan Ruang IV/a, dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

™

tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penilik yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang berlaku

Tingkat

Jenjang
Jabatan

Golongan
Ruang

Tunjangan
Jabatan

Batas
Usia
Pensiun

Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama

m/b

Rp. 520.000

58th

Muda

III/c

Rp. 800.000

58th

Madya

IV/a

IvV/b

IV/c

Rp. 1.100.000

Syarat pengangkatan :

1. Berstatus sebagai Pamong
Belajar/ Pamon% atau jabatan
teknis sejenis dilingkungan
pendidikan nonformal dan
informal paling kurang 5 (lima)
tahun, atau pernah menjadi
Guru/Pengawas Sekolah;

2. Berijazah paling rendah S1/D-1IV
sesuai dengan kualifikasi
pendidikan bidang pendidikan yg
ditentukan;

3. Pangkat paling rendah Penata
Muda TkI, GolruIll/b

4, Setiap unsur penilaian dalam DP-3
sekurang- kurangnya bernilai baik
dalam satu tahun terakhir;

5. Lulusseleksi sebagai Penilik

Utama

N/d

Rp. 1.300.000

65th

Syarat lainnya:

7. Pengangkatan dalam jabatan
fungsional Penilik dari jabatan
fungsional Pamong Belajar,
Pengawas Sekolah, dan Guru
paling tinggi berusia 54 th;

8. Pengangkatan dalam jabatan
fungsional Penilik dari jabatan
sejenis di lingkungan pendidikan
nonformal dan informal paling
tinggi berusia 50 tahun. /-




Y, Pentashih Mushaf Al-Qur’an 141

1. PERMENPAN-RB : Nomor 19 Tahun 2019, Tanggal 26 September 2019

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor ......

3. PENGERTIAN : Pentashih Mushaf Al-Qur'an adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak untuk melaksanakan pentashihan, pembinaan dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an

4. TUGAS POKOK : melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pembinaan pentashihan,
dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an.

5. PERPRESTUNJANGAN :......

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Agama

8. RUMPUNJABATAN : Keagamaan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Agama

10. PEJABAT PENETAP PAK:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama
untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur’an Ahli Utama di lingkungan Kementerian Agama
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada unit kerja Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama untuk Angka
Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama sampai dengan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya
di lingkungan Kementerian Agama
11. KENAIKAN JABATAN
Pentashih Mushaf AlF-Qur‘an yang akan naik jabatan setiingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢ menjalani auti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang berlaku.

Kategori | Jenjang Angka | Tunjangan
on .
Jabatan | ®°™Y | Kredit | Jabatan BUP Pengangkatan dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

III/a 50 58 th |1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moral yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;

III/b 50 58 th | 4. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/
5.

Pertama

bidang ilmu agama Islam

mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,

II1/c 100 58 th kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial
kultural sesuai dengan standar kompetensi yang

Muda disusun oleh Instansi Pembina; dan

IT1/d 100 58 th (6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik

Keahlian dalam 1 (satu) tahun terakhir

60 th Syarat pengangkatan perpindahan
IV/a 150 jabatan:
1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya 2. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas
IV/b 150 60 th di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur’an paling
kurang 2 (dua) tahun;

3. berusia paling tinggi:

a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional
IV/c 150 60 th Pentashih Mushaf Al-Qur’an Ahli Muda;
b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional
65 th Pentashih Mushaf Al-Qur‘an; dan
Uta v/d 200 c. 60 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional

ma Pentashih Mlusly1haf Alanr’an a&lj Utama bagi
PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan
IV/e 200 65 th tinggi

N (
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5.
6.
7.
8.
9.

Penyelidik Bumi

PERMENPAN-RB : Nomor 01 Tahun 2013, tanggal 30Januari 2013
PERATURAN BERSAMA : Nomor 34 Tahun 2013 dan Nomor 32 Tahun 2013
PENGERTIAN : Jabatan fungsional Penyelidik Bumi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan kebumian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

TUGAS POKOK : Melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan,
penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan
peta, laporan penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian, serta
pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 96 Tahun 2015, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
RUMPUN JABATAN : Arsitek, Insinyurdan yang berkaitan

LINGKUP BERLAKU\ : PNSKementerian ESDM /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Menteri ESDM atau pejabat eselon Iyang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina TKI, golrulV/b
s.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/edi lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan
instansi selain Kementerian ESDM dibantu Tim Penilai Pusat;

b. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama s.d
Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Kementerian ESDM dibantu TimPenilai Unit Kerja;

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi penyelidikan kebumian bagi Penyelidik Bumi Petama s.d Madya, pangkat
Pembina, golru IV/adi lingkungan instansi pusat selain Kementerian ESDM dibantu Tim Penilai Instansi;

d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon Ilyang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama s.d Madya, pangkat
Pembina, golru IV/adi lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu TimPenilai Provinsi;

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama s.d Madya,
pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai

Kabupaten/Kota.
11. DIKLATDAN UJ KOMPETENSI:
Penyelidik Bumiyang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan dan bagi
yang belum mengikuti diklat penjenjangan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIANDARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani auti di luar tanggungan Nega
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. .tidak memenuhi persyaratan jabalan.
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Penyelidik Bumiyang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
dengan ketentuan yang beraku
. - Batas
Jenjang Angka Tunjangan .
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan Usn_a:m Pengangkatan Dalam Jabatan
II/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
Pertama Rp. 500.000 58th 1. berijazah E\a,alln% rendah Sarjana (S1)atau
/b 150 Diploma idang Geologi, Geodesi,
/c 200 geof _S|ka,kgieocll(|m||:(:1, Plc_leﬁrlt(:rryllaa_ngan,
erminyakan, dan kua si lain yang
Muda m/d 300 Rp.800.000 S8th ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral;
V/a 400 2. pangkat paling rendah Penata Muda,
3 ggl%ngan rul?t?hd lul didikan d
. telah mengi an lulus pendidikan dan
Ahli Madya i 550 Rp. 1.175.000 60th pelatihan di bid. penyelldill)(in kebumian;
v 200 4, Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
/c kurangnya bemilai baik dalam 1 th terakhir
v/d 850 ISyarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
ain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Utama Rp. 1.400.000 65th 2. Memiliki pengalaman di bidang penyelidikan
IV/e 1050 kebumian paling kurang 2 tahun;
i 3. T ia asl;
\ 4. Berusia paling tinggi 50tahun /-
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5.
6.
7.
8.
9

PERMENPAN-RB
PERATURAN BKN
PENGERTIAN

TUGAS JABATAN

PERPRES TUNJANGAN
PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA

RUMPUN JABATAN
LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAPPAK:

11

12

13.

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit bagi Penyidik
BNN Ahli Madya di lingkungan BNN Pusat, BNN Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit bagi Penyidik
BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Pusat dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Provinsi untuk angka kredit bagi
Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim

Penilai Provinsi
UJI KOMPETENSI:

Penyidik BNN yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyidik BNN yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
dengan ketentuan yang beraku

Penyidik Badan Narkotika Nasional
(Penyidik BNN)

: Nomor 1 Tahun 2018, Tanggal 3Januari 2018

:Nomor 23 Tahun 2019, Tanggal ...

: Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selani'umya disebut Jabatan
Fungsional Penyidik BNN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam
lingkungan Badan Narkotika Nasional.

: Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta pencucian uang hasil
kejahatan narkotika dan prekursor narkotika

: PPNomor 11 Tahun2017

: Badan Narkotika Nasional (BNN)

: Penyidik dan Detektif

: PNSBNN /BNNDProvinsi/Kabupaten/Kota

Kategori Jenjang

Jabatan

Batas
Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun

Angka Tunjangan
Golru Kredit Jabatan

Keahlian

Ahli

Pertama

IOI/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
58th 1. berstatus PNS;
/b 150 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

Ahli Muda

III/c

3. sehat jasmani dan rohani;
58th | 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma

or/d IV (DIV) bidang hukum dan ekonomi atau

kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan
oleh Instansi Pembina;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

IV/a

Ahli Madya

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
60 th Kultural sesuai dengan standar kompetensi yg
telah disusun Instansi Pembina;

Iv/b

6. memiliki Sertifikat Penyidik BNN; dan
7. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam1 tahun terakhir

g & 2|88

IV/c

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabtn
lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama
kecuali angka 7;
. Memiliki pengalaman di bidang penyidikan
dan penyelidikan paling kurang 2 tahun;

v/d

g

Ahli Utama

dalam 2tahun terakhir
. Berusia paling tinggi:
a. 53th utk menduduki jenjang Ahli Pertama
dan Ahli Muda
b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya
¢ 60th utk menduduki jenjang Ahli Utama
i lah men kiJPT

2
65th 3. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
4

IvV/e 1050
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Y Penyuluh Agama
1. KEPMENPAN : Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggal 30 September 1999
2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 574 Tahun 1999dan Nomor 178 Tahun 1999, tanggal 13 Oktober 1999
3. PENGERTIAN : Penyuluh Agama adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjwb, wewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan
agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

4. TUGAS POKOK : Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan
pembangunan melalui bahasa agama.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 50 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Agama

8. RUMPUNJABATAN : Keagamaan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerdan Agama

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Sekjen Depag bagi Penyuluh Agama Madya dibantu TimPenilai Pusat
b. Kakanwil Provinsi bagi Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan dan Penyelia, dan Penyuluh Agama Pertama s.d Muda
dibantu Tim Penilai Provinsi
c. Ka. Kantor Depag Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Agama Pelaksana dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota
d. Pimpinan instansi diluar Depag bagi Penyuluh Agama Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Agama Pertama dan
Muda dibantu TimPenilai Instansi
11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLT
Penyuluh Agama Terampil yg memperoleh S1dapat diangkat menjadi Penyuluh Agama Ahli dengan syarat:
a. Pendidikan/Ijazah/STTB sesuai dengan tugas pokok Penyuluh Agama;
b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
C. Setiap unsurpelaksanaan pekerjaan dim DP-3 sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 1 thterakhir;
d. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yg ditentukan utk pangkat yg baru berdasarkan pendidikan yg diperoleh;
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Penyuluh Agama yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
dengan ketentuan yang beraku.

. . Batas
Jenjang Angka Tunjangan i
Tingkat Jabatan Golru it Jabatan Us?m Pengangkatan Dalam Jabatan
o/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat
Teramnil =
Pelaksana o/c 60 Rp. 240.000 58th 1. Berijazah serendah-rendahnya DIIsesuai
/d 80 dengan kualifikasi pendidikan
2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil Pelaksana I/a 100 Muda TKI,Golru II/b.
Lanjutan Rp. 265.000 58th 3. Diklat fungsional Tkterampil
/b 150 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
m/c 200 sekurang- kurangnya bemnilai baik dalam
Penyelia Rp. 300.000 58th satu tahun terakhir
o/d 300
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 270.000 58th 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/DIV
i 117/5) 150 sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata
Muda, Gol. Ruang Il/a
/e | 200 3. Diklat fungsional tingkat ahli
Muda Rp. 350.000 58th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
. sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
Ahli Tm/d 300 satu tahun terakhi
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
IV/b 550 1. Mem-e-nghi syarat penga_ngkatan pertama;
Madya Rp. 500.000 60th 2. Memiliki pengalaman di bdg penyuluhan
agama paling singkat 2 tahun;
| V/c 700 3. Berusia paling tinggi 5tahun sebelum
\ mencapai BUPdari jabatan terakhir. /-
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Penyuluh Hukum

PERMENPAN-RB : Nomor 3 Tahun 2014, Tanggal 6 Januari 2014

PERATURAN BERSAMA : Nomor 9 Tahun 2014dan Nomor 12Tahun 2014

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak utk melakukan kegiatan penyuluhan hukum

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan penyuluhan hukum

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 27 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM

RUMPUN JABATAN : Imusosial dan yang berkaitan

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

PEJABAT PENETAPPAK:

a. Pejabat eselon Iyang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM bagi Penyuluh Hukum
Madya pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/edi lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM dan instansi selain Kementerian Hukum dan HAM dibantu TmPenilai Pusat;

b. Pejabat eselon Ilyang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM bagi Penyuluh Hukum
Pertama, pangkat Penata Muda, golru Ill/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM dibantu TimPenilai Unit Kerja;

¢. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda, golru
II/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia
dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah;

d. Pejabat eselon IIyang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum
dan HAM bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golru IIl/a s.d Madya, pangkat Pembina, golru
IV/adi lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan HAM dibantu Tim Penilai Instansi;

e. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon Iiyang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata
Muda, golru Ill/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi; dan

f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon Ilyang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat
Penata Muda, golru IlI/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim
Penilai Kabupaten/Kota.

NS

11. UJI KOMPETENSL:
Penyuluh Hukum yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c.  menjalani auti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Penyuluh Hukum yangkdiberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang beraku.
. - Batas
Jenjang Angka Tunjangan p
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan Pg:?x . Pengangkatan Dalam Jabatan
m/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
Pertama Rp. 540.000 58th 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)di bidang
o/ 150 hukum atau bidang lain yang kualifikasinya
ditetankan lehih laniut aleh Menteri Hulaim dan
1I/c 200 Hak Asasi Manusia;
Muda Rp. 960.000 58th 2. menduduki pangkat paling rendah Penata
m/d 300 Muda, golongan ruang I/,
3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di
IV/a 400 bidang Penyuluhan Hukum; dan
Ahli 4. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
Madya v/b 550 Rp. 1.260.000 60th dalam satu tahun terakhir.
IV/c 700
Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
v/d 850 lain: .
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan
Utama Rp. 1.500.000 65th Hukum paling singkat 2th;
3. Tersedia formasi ;
\ V/e 1050 4. Berusia paling tinggi 50 tahun. /_



mj Penyuluh Kehutanan NS

1. PERMENPAN-RB : Nomor 27 Tahun 2013 Tanggal 14 Agustus 2013

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.l/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 3 Maret 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah I{'abatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

4. TUGASPOKOK : Melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan

laporan penyuluhan kehutanan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 19 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA :Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8 RUMPUNJABATAN :ImuHayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golru IV/bs.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/edi ling. Kemhut, Provinsi /Kab/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.

b. Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat
Pel r Muda, golru II/a s.d Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama s.d Madya, pangkat
Pembina, golru IV/adi lingkungan Kementerian Kehutanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan Provinsi bagi
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golru II/as.d Penyelia dan Penyuluh Kehutanan
Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Provinsi dibantu TimPenilai Provinsi.

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan
Kabu[:aten/ Kota bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama s.d Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.

11.PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
a. Penyuluh Kehutanan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.1V, dpt diangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Ahli, dgn syarat:
1) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Keahlian;
2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Penyuluh Kehutanan Ahli;
3) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan Ahli; dan
4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
b. Penyuluh Kehutanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Kehutanan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah
S1/DIVditambah angka kredit kumulatif sebesar 8/odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan
profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSL:
Penyuluh Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14.PENGANGKATAN KEMBALT:
Penyuluh Kehutanan \{?ngdiberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang berlaku

- - Batas
Jenjang Angka Tunjangan :
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan Pellj-lssli?.u N Pengangkatan Dalam Jabatan
nga II/a b - 58th Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
/b 20 1. berijazah paling rendah Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Kehutanan;
Pelaksana I/c 60 Rp. 360.000 58th 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda,
Terampil 1/d 80 golongan ruang II/a;
Pelaksana oi/a 100 Rp. 450,000 58th 3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
Lanjutan o/b 150 dalam 1 (satu) tahun terakhir
Penyelia Mjc | 200 Rp. 780.000 58th
4 T/ 300
d 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama i) 150 Rp. 540.000 58th | 1 berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma
IV (DIV) di bidang Kehutanan atau kualifikasi
m/c 200 5 lain I\(/tangI dmenbuléan oleh Mentecll'i Kel;lulag;
. pngkt paling rendah Penata Muda, golru IIl/a;
Muda my/d 300 Rp. 960.000 S8th 3. nilai prestasi kerja paling kurang b(lamilai baik
Ahli dalam 1 (satu) tahun terakhir
v/ 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jbtn lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya a 550 Rp. 1.260.000 60th | 5> memiliki pengalaman di bidang penyuluhan
v/e 700 kehutanan paling kurang 2 tahun;
v/d 850 3. usia paling tinggi 50tahun; dan
‘ \ Utama /d | 8 | 65th 4. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di /-
e 1050. bidang penyuluhan kehutanan
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J Penyuluh Keluarga Berencana NS

1. PERMENPAN-RB : Nomor 21 Tahun 2018, Tanggal 2 April 2018

2 PERATURANBKN : Nomor 24 Tahun 2018, Tam];c_:Lal 31 Desember 20

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pen Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung ]awab wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait
Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

4. TUGASJABATAN : Melakukan pengelolaan Program KKBPKyang meliputi J:enxuluhan, pelayanan, penggerakan
dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 26 Tahun 2014, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun

7. INSTANSIPEMBINA : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

8. RUMPUNJABATAN : Imusosial dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS BKKBN

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tngg| Madya yang membidan g Advokasi, Penggerakan dan Informasiatau pejabat lain yg ditunjuk untuk
Penyuluh KBAhli Madya/Madya dan Ahli Utama di lingkungan dan Perwakilan BKKBN Provinsi dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perwakilan BKKBN Provinsi untuk Penyuluh KBKategori Keterampilan dan Penyuluh KB Ahli
Pertama/Pertama s.d yuluh KBAhli Muda/Muda dilingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi dibantu Tim Penilai Perwakilan
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
5enyuluh KBratKategon Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/DIVdapat diangkat menjadi Penyuluh KBKategori Keahlian
engan
1 tel ia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KBKategEm Keahlian;
ijazah I\(/usg dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk Jabatan FungS|onaI Penyuluh KBKategori Keahlian;
mengil dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai denganstandar
kompetensi yang telah disusunoleh Instansi Pembina;
telah menglkuh an lulusdiklat penjenjangan fungsmnal di bidang Program KKBPKuntuk Kategori Keahlian; dan
5 memenuhi jumlah An?‘ka Kredit Kumulatif yan dmentukan, dan
pan kat aling rendah penata Muda, golru
b. ori Keterampilan yang akan dlangkat menjadi Penyuluh KBKategori Keahlian diberikan Angka Kredit dari
|Jazah S-1[D-4,, ditambah G’/oAngka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak
memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang
12, UJ KOMPETENSI
Penyuluh KByang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN: DARIJABATAN
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagal PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar le |h ari 6 (enam bulan
e. dltugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan ]abatan
14. PENGANGKATAN KEMBALT:
Penyuluh KByang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan
u.

Batas

Kategori g:g%atgg Golru m‘: T'j'g -2'13?1" Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
o/c 60 Syarat pengangkatan pertama Kategori
Terampil/ Rp. 325.000 58th e pardtatis PNS;
Pelaksana . .
o/d 80 2. memiliki |ntegnlas dan moralitas yg baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
- 4. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga)
Mahir/ oI/a 100 di b:lldang I?Imu sosial atau kual |1{J
Keterampilan Pelaksana Rp. 375.000 58th pendidikan lain yang relevan yang
Lanjutan Ioo/b 150 ditentukan oleh Instansi Pembina;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
m/c 200 Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi

. Sosial Kultural sesuai dengan standar
Penyelia Rp. 450.000 58th kompetensi ¥(g tih disusun Instansi Pembina
6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir

Syarat pengangkatan pertama Kategori

Rp. 400.000 58th Keahlian:
berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yg baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah S-1 (Stata-Satu) /D4
ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain
yang relevan yg ditentukan Instansi Pembin;
mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Rp. 950.000 60th Sosial Kultural sesuai dengan standar

kompetensi yg th disusun Instansi Pembina;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Syarat pengangkatan perpindahan dari jab lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
v/d 850 2. Mem|I|k| ?engalaman di bidang Program

3 Beru5|a pa?ggggr?
AhliUtama 65th thutk mem?udukl jenjang Ahli Pertama,
Ahl| Muda dan Kategori Keterampilan

V/e 1050 b. 55thutkmenduduki Jenjang Ahli Madya

¢ 60th utk menduduki j Jer&] ng Ahli Utama
\ bagi PNSyg telah mendudukiPT

§
8

Ahli
Pertama o/

PUWNE

AhliMuda Rp. 650.000 58th

v

AhliMadya /b

Keahlian

S
JEIELEE

IV/c




148/'

\S

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

1. KEPMENPAN : Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000, Tanggal 14 Agustus 2000

2 KBEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 1811/MBENKESKESOS/SKB/XII/2000 dan Nomor 164.A Tahun 2000 Tanggal 26 Des 2000

3. PENGERTIAN : Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah PNSyang diberi tugas, tggjwb, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan
kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan.

4. TUGASPOKOK : Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan
masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan
pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta
merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilakumasyarakat yang

5. PERPRESTUNJANGAN : N G S35 3% Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kemenentrian Kesehatan

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Sekjen Depkes bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya dibantu Tim Penilai Pusat
b. Pimpinan Instansi bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Pertama sampai Muda dibantu TimPenilai Instansi
c. Direktur Promosi Kesehatan bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan
Masyarakat Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Direktorat
d. Kakanwil Provinsibagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
e. Kepala Kantor depkes Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh
Kesehatan Masyarakat Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKATAHLI
Penyuluh Kesmas Terampil yg memperoleh S1/DIVdapat diangkat menjadi Penyuluh Kesmas Ahli dengan syarat:
a. Pendidikan/Ijazah/STTB sesuai dengan tugas pokok Penyuluh Kesmas;
b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
c. Setiap unsurpelaksanaan pekerjaan dim DP-3 sekurang-kurangnya bemilai baik dim 1th terakhir;
d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat Penata Muda;
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai dengan ketentuan yang beraku.
Jenjang Angka Tunjangan Batas
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan US|§:l|j N Pengangkatan Dalam Jabatan
o/ 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
1. Berijazah serendah-rendahnya DIIlsesuai
Pelaksana b 60 Rp-240000 | S8th don kualifikasi pendidikan; |
H/a 80 2. rdar:jgka_lf(ierelndah-rendahri\[//ab; Pengatur
. uda golongan ruang
Terampil Pgaksana /a 100 Rp. 265.000 58th 3. Diklat fungsional tingkat terampil;
njutan m/b 150 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
T/c 200 kurang_nya bemilai baik dalam satu tahun
Penyelia Rp. 500.000 58th terakhir.
oI/d 300
II/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 300.000 58 th 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/DIV
/b 150 sesuai dgn kualifikasi pendidikan.
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,
m/c 200 3. Bt sangsiong) tngikat ahi
. Di ngsional tingkat ahli
Muda Rp. 600.000 58th | 4. setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
Ahli kurangnya bemilai baik dalam 1 th terakhir
V/a 400 %I/r?:ratpengangkatan perpindahan dari jabatan
3 Memilk ponoaiaman Galom baang =
Madya Iv/b 550 Rp. 850.000 60th pgnﬁlit:mgn Keshatan masyarakat 3aling
3. Berus paling tinggi Stahun sebel
2 ing tinggi un sebelum
\ /e 700 mencagaa} B&-"da%gjabatan terakhir. /-




Penyuluh Narkoba

1. PERMENPAN-RB : Nomor 46 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014

2 PERKA BKN : Nomor 47 Tahun 2015, Tanggal 2 Desember 2015

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah jabatan fungsional tertentu yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan
penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan penyuluhan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 51 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Narkotika Nasional (BNN)

8. RUMPUNJABATAN : ImuSosial dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSBNN /Daerah

10. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi,
psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang IIl/a
c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh Narkoba;
d. nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir
11. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARIJABATAN LAIN:
a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Penyuluh Narkoba;
berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma 1V (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi,
psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Ill/a;
telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh Narkoba;
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 tahun;
nilai kinerja paling kurang bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
. usia paling tinggi 50 tahun.
12. UJI KOMPETENSL:
Penyuluh Narkoba yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi
jenjang jabatan yang akan didudukinya
13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e
f.

g

@=paon

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh Narkoba yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

: Jumlah - .
. Jenjang Angka P g Tunjangan Batas Usia
Kategori Jabatan Golru Kredit AngkapeKrr_etgrrt“Imnlmal Jabatan Pensiun
II/a 50 125
Ahli Pertama Rp. 540.000 58th
/b 50 125
Io/c 100 25
Ahli Muda Rp. 960.000 58th
o/d 100 25
Keahlian IV/a 150 37,5
Ahli Madya IV/b 150 375 Rp. 1.260.000 60th
IV/c 150 375
v/d 200 50
Ahli Utama Rp. 1.500.000 65th
\ IV/e 200 50 /'
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Penyuluh Pajak

1. PERMENPAN : Nomor PER/04/M.PAN/2/2006, Tanggal 28 Februari 2006

2 PERKABKN : Nomor .

3. PENGERTIAN :Penyuluh Pa]ak adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pajak.

4. TUGAS POKOK : Memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum
dan wajib pajak.

5. PERPRES TUNJANGAN :Nomor .........

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

8. RUMPUNJABATAN : Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK
a. DirekturJenderal Pajak bagi Penyuluh Pajak Madya dilingkungan Dirjen Pajak Dep. Keuangan dibantu Tim Penilai
Direktorat Jenderal
b. Sekretaris Jenderal Pajak bagi Penyuluh Pajak Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Pajak Pertama s.d Muda
dilingkungan Kantor Pusat Dirjen Pajak dibantu Tim Penilai Sekretariat
c. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak bagi Penyuluh Pajak Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Pajak Pertama s.d
Muda dilingkungan Kantor Wilayah Dirjen Pajak dibantu TimPenilai Wilayah
11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
Penyuluh Pajak Terampil yg memperoleh ijazah S1/DIVdpt diangkat menjadi Penyuluh Pajak Ahli, dgn syarat:
a. lasah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Pajak tingkat ahli;
b. luluspendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Penyuluh Pajak tingkat ahli; dan
c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan ]abatan
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Penyuluh Pajak yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang beraku.

ST XN F

Batas
Tingkat Jenjang Golru | Angka | Tunjangan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
o/c 60 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pelaksana d 58th 1. Berijazah serendah-rendahnya DIlIsesuai
10/ 80 dengan kualifikasi pendidikan;
I0/a 100 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur,
Terampil Pgakusgna 58th golongan ruang II/G
njutan /b 150 3. Diklatfungsional di bidang penyuluhan
pajak;
IoI/c 200 4 - ilai I
Penyelia ssth | & SSaldirang: Harangnya bermlar batk datam
II1/d 300 satu tahun terakhir.
m/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/DIV
Pertama — =0 58th sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
/ 2. Paﬂﬂ\'f_:jaat r;se“r%?‘%aﬂ}'endahnya Penata Muda,
200 3. Diklat fungsional di bid. penyuluhan pajak;
Muda /e 58th 4. Slt(etiap unsur B:nil?iag dI::(IIgl? DP-3 seku;ang'-
Ahli urangnya bernilai baik dalam satu tahun
I/d | 300 terakhir.
IV/a 400 ISyarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
ain
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya /b 550 60 th 2. Memiliki Rengalaman dalam kegiatan
] penyuluhan pajak paling kurang 2 tahun;
\ V/c 700 3. Berusia paling tinggi 50 tahun. /-
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J Penyuluh Perikanan NS

1. PERMENPAN : Nomor PER/19/M.PAN/10/2008, Tanggal 20 Oktober 2008

2 PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.01/MEN/2009dan Nomor 14 Tahun 2009, Tanggal 7 Mei 2009

3. PENGERTIAN : Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang Iin%kup tucPas, tanggung jawab
dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh PNSdgn hak dan kewajiban
secara penuh yg diberikan oleh pejabat yang berwenang.

4. TUGAS POKOK : Mellakukan ke%atan penyl;guhan perikarllarr'l yang _nlzsliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan

elaporan se ngembangan penyuluhan perikanan.

5 PERPRESTUNJANGAN : Nomor 169 Tahun 2014, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. RUMPUNJABATAN : ImuHayat

9. LINGKUPBERLAKU : PNSKementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK
a. Mentenr Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon Iyg ditunjuk bagi Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina TkI
goh}l _IV/I;;d Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/edi lingkungan DKP daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim
enilai pu
b. Pejabat eselon IIbagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama s.d Madya
pangkat Pembina golru IV/adibantu Tim Penilai UnitKerja
c. Setda Provinsibagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama s.d Madya
pangkat Pembina golru IV/adibantu Tim Penilai Provinsi
d. Setda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Perikanan P.Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama s.d Madya
pangkat Pembina golru IV/adibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLT
a. Penyuluh Perikanan Terampil yang memperoleh Ijasah S1/DIV dpt diangkat menjadi Penyuluh Perikanan Ahli dgn syarat:
1) tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli;
2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Penyuluh Perikanan Ahli;
3) telah lulus diklat fungsional alih tingkat dari jabatan Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh Perikanan Ahli;
4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
b. Penyuluh Perikanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Perikanan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah
S1/DIVditambah angka kredit kumulatif sebesar 6/odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan
profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang beraku.

popTy

-

) . Batas
Tingkat ggg%atgg Golru I'I\(?gcll(f T‘J'g e Pelllgﬁ] . Pengangkatan Dalam Jabatan

Pelaksana

1/ Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil :
Pemula a

5 1. Berijazah SUPM/SMK kejuruan di bidang Kelautan
40 dan Perikanan atau sesuai kualifikasi;
2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan
Pelaksana o/c 60 Rp. 360.000 58th ruang Il/z;
80

3. Diklat fungsional Tk terampil;

Rp. 300.000 58th

Terampil o/d

4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-

Pelaksana Ii/a 100 kurangnya bermnilai baik dalam satu tahun terakhir
akean: = Rp. 450.000 58th _ any:
i m/c 200
Penyelia TH/d 300 Rp. 780.000 58th
Ii/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli :
Pertama /b 150 Rp- 540.000 58th 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IVbidang perikanan
I 200 atau sesuai dgn kualifikasi;
c .
2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
Mud . 960.000 ’
vda Ti/d 300 RP >8th ruang II/a;
V/a 200 3. Diklat fungsional tingkat ahli;
4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3sekurang-
Ahli Madya IV/b 550 Rp. 1.260.000 60 th kurangnya bermnilai baik dalam satu tahun terakhir.
IV/c 700
Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
v/d 850 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Utama Rp. 1.500.000 65th Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan

2,
perikanan paling singkat 2 tahun;

3. Telah ikut dan lulus diklat penyuluh perikanan;

4. /-

Berusia paling tinggi 50 th

IvV/e 1050
N
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10 PEJABAT PENETAP PAK

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

13. PENGANGKATAN KEMBALIL:

\S

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

KEPMENPAN : Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002, Tgl 3 Desember 2002 jo Nomor KEP/04/M.PAN/I/2005
KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 436/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 24 Tahun 2003 Tanggal 23 Juni 2003
PENGERTIAN : Penyuluh Perindag adalah PNSyang diberi tugas, tggjwb, wewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan

nerindusirian dan nerdaaanaan.

TUGAS POKOK : Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan.
PERPRESTUNJANGAN : Nomor 60 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : KementerianPerindustrian

RUMPUNJABATAN : ImuSosial yang berkaitan

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Perindustrian /Daerah

a. Dirjen Industri Kecil dan DKM Depperindag bagi Penyuluh Perindag Madya dibantu TimPenilai Direktorat Jenderal

b. Sekdirjen bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Perindag Pertama-Muda dibantu Tim
Penilai Sekretariat Jenderal

c. Ka. Balai Besar Penelitian dan Pengmbangan Depperindag bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d Penyelia dan
Penyuluh Perindag Pertama dan Muda dibantu TimPenilai Balai Besar

d. Ka. Balai Penelitian dan Pengmbangan Depperindag bagi Penyuluh Perindag Pelaksana dibantu TimPenilai Balai

e. Kadin/Pejabat eselon Idi bid.perindag pd Provinsi bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh
Perindag Pertama s.d Madya di lingkungan masing-masing dibantu TimPenilai Provinsi

f. Kadin/Pejabat eselon IIdi bidang perindag pada Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d

Penyelia dan Penyuluh Perindag Pertama s.d Madya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai
Kahiinaten /Kanta

Penyuluh Perindag Terampil yg memperoleh ijazah S1/D1V dpt diangkat menjadi Penyuluh Perindag Ahli, dgn syarat:
a. ljasah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Perindag tingkat ahli;

b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Penyuluh Perindag tingkat ahli; dan

¢. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan ]abatan

S0 TN

Penyuluh Perindag yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai dengan ketentuan yang beraku.

. Batas
Tingkat ;gg;atgg Golru m‘; le;‘;;t';," Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
o/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
1. Berijazah serendah-rendahnya DIIsesuai
Pelaksana II/c 60 Rp. 240.000 58th dgn kualifikasi pendidikan;
om/d 80 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
. Muda TKI,golongan ruang II/b;
Terampil Pelaksana Il/a 100 Rp. 265.000 58th 3. Diklat fungsional tingkat terampil;
Lanjutan i117/5] 150 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
. TI/c 200 kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
Penyelia Rp. 300.000 58th terakhir.
om/d 300
1177 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
1. Berijazah paling rendahS.1/ D.IVsesuai dgn
Pertama =0 Rp.270000 | S8th kualifikasi pendidikan;
/b 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
Golongan Ruang II/s;
Muda r/c 200 Rp 58th 3. Diklat fungsional tingkat ahli;
" -400.000 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3sekurang-
Ahli om/d 300 kuralggnya bgﬁulal baik dalam 1th ta'akhlrg
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
IvV/b 550 500.000 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya Rp. 60th 2. Memlllkli) gt( alaman di bldang penyuluhan
| 1V/c 700 indag paling kurang 2 tahun;
\ 3. Berusia pallng tinggi 50 tahun. /-
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Penyuluh Pertanian S

PER MENPAN : Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 Tanggal 18 Februari 2008
PERATURAN BERSAMA : Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008dan Nomor 23 A Tahun 2008 Tanggal 7 Nopember 2008
PENGERTIAN : Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggungjawab,

dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh PNSyang diberi hak dan kewajiban
secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian,
evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian.
PERPRESTUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian
RUMPUN JABATAN : ImuHayat
LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Pertanian /Daerah
PEJABAT PENETAP PAK :
a. Sekjen Deptan bagi Penyuluh Pertanian Madya (golru IV/byang akan naik ke IV/c)dan Utama dibantu TimPenilai Pusat
b. Pejabat eselon Iiyang membidangi penyuluhan pertanian di Deptan bagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan
Penyuluh Pertanian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Departemen
c. Sekda Provinsibagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s.d Madya (Golru IV/ayg
akan naik ke IV/b) dibantu Tim Penilai Provinsi
d. Sekda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s.d Madya
(Golru IV/ayg akan naik ke IV/b) dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
a. Penyuluh Pertanian Terampil yang memperoleh Ijasah S1/DIV dpt diangkat menjadi Penyuluh Pertanian Ahli dgn syarat:
1) tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Pertanian Ahli;
2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Penyuluh Pertanian Ahli;
3) telah lulus diklat fungsional alih kelompok dari jabatan Penyuluh Pertanian Terampil ke Penyuluh Pertanian Ahli;
4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
b. Penyuluh Pertanian Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Pertanian Ahli diberikan angka kredit dari ijazah
S1/DIVditambah angka kredit kumulatif sebesar 65%odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan
profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
PENGANGKATAN KEMBALT:
Penyuluh Pertanian yang tdiberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
ketentuan yang beraku.

Tingkat j'lgg;at grg‘ Golru gngk Tg njang W Pengangkatan Dalam Jabatan
Kredit Jabatan Pensiun
Pelaksana II/a 25 Rp. 300.000 58th Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pemula 1. Berijazah serendah-rendahnya SMKbidang
o/b 40 pertanian
Pelaksana o/c 60 Rp. 360.000 58th 2. Pangkat serendah-rendahnya PengaturMuda,
Terampil o/d 80 Golongan Ruang II/a
jaksa I/a 100 3. Diklat fungsional tingkat terampil
Pelalesana Rp. 450.000 58th | 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3sekurang-
nj /b 150 o
kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
T/~ "N _
Penyelia Rp. 780.000 58th terakhir
m/d 300
Pertama II/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
/b 150 Rp- 540.000 58th 1. Berijazah paling rendahS.1/ D.IV sesuaidgn
kualifikasi pendidikan;
Muda m/c 200 Rp. 960.000 58th | 2.Pangkat paling rendah Penata Muda,
myd 300 Golongan Ruang I/
IV/a 400 3. Diklat fungsional tkt ahli;
Ahli Madya v/b 550 Rp. 1.260.000 60th 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling
IV/c 700 kurang bemilai baik dalam satu tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
IV/d lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatanpertama;
Utama Rp. 1.500.000 65th 2. Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan
Bgrrrlanian naling ku_ranqaz tahun;
\ IV/e 1050 3. sia paling tinggi 50 @hun; /-
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Penyuluh Sosial

1. PERMENPAN : Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 Tanggal 9 April 2008

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Nomor 13 Tahun 2008 Tanggal 17 Juni 2008

3. PENGERTIAN : Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang
pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh PNSdengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.

5. PERPRES TUNJANGAN :Nomor 11 Tahun 2009, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Sosial

8. RUMPUN JABATAN : IImu Sosial dan yangberkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Sosial /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Sekjen Depsos bagi Penyuluh Sosial Madya dibantu TimPenilai Departemen

b. Kapus penyuluhan Sosial bagi Penyuluh Sosial Muda dan Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Sekda Provinsi bagi Penyuluh Sosial Muda dan Madya dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Sekda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Sosial Muda dan Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALT:
Penyuluh Sosial yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya
sesuai ketentuan yang berlaku

. . Batas
Jenjang Golongan Angka Tunjangan p
Tingkat Jabatan Ruang Kredit Jabatan Pelrl‘s_a Pengangkatan Dalam Jabatan
siun
m/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
1. Berijazah serendah-rendahnya S.1
Pertama Rp.300.000| 58th sesuai dengan kualifikasi.
/b 150 2. Pangkat serendah-rendahnya
Penata Muda, Gol. Ruang III/a
3. Lulus Diklat Fungsional
/e 200 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
Muda Rp.450.000| 58th sekurang-kurangnya bernilai baik
Ahli m/d 300 dalam satu tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan
IV/a 400 dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
Madva .700.000 60th 2. Memiliki pengalaman dalam
v /b 550 Rp kegiatan penyuluhan di bidang
pembangunan kesejahteraan
paling singkat 2 tahun;
/e 700 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
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Perancang Peraturan Perundang -undangan

1. KEPMENPAN : Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000Tgl 22 Desember 2000jo Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2016

2 KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002dan Nomor 01 Tahun 2002, Tgl 29 Januari 2002

3. PENGERTIAN : Perancang Permpu adalah PNSyang diberi tugas, tangqungiawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun
rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada
instansi pemerintah

4. TUGAS POKOK : Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan
dan instrumen hukum lainnya.

5 PERPRESTUNJANGAN :Nomor 43 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM

8. RUMPUNJABATAN : Hukum dan peradilan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Menteri Kehakiman dan HAM atau Pejabat lain yg ditunjuk olehnya bagi Perancang Perppu Utama di lingkngn
Dep.Keh dan HAM dan Instansi lainnya diluar Dep.Keh dan HAM dibantu TimPenilai Pusat.

b. DirjenPer UUbagi Perancang Perppu Pertama s.d Madya di lingkngan Dep.Keh dan HAM dibantu TimPenilai
Direktorat Jenderal.

c. Pimpinan instansi yg bersangkutan diluar Dep.Kehakiman dan HAM atau pejabat lain yang ditunjuk bagi
Perancang Perppu Pertama s.d Madya dibantu TimPenilai Instansi.

11. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali
dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Jenjang Golongan Angka Tunjangan Usias Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Ruang Kredit Jabatan Pensiun
I1/a 100 Syarat pengangkatan pertamas:
Pertama m/b 150 Rp. 325.000 58th 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1
(Hukum) sesuai dengan kualifikasi
I/c 200 pendidikan;
Muda Rp. 750.000 58th 2. Pangkat serendah-rendahnya
m/d 300 Penata Muda, Gol. Ruang IIl/5;
3. Diklat fungsional Tk. Ahli;
IV/a 400 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
sekurang-kurangnya bernilai baik
Madya v/b 550 Rp. 1.200.000 60th dalam satu tahun terakhir.
Ahli V/c 700
Syarat Pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:
v/d 850 1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
2. Telah Mengikuti dan lulus diklat
400 fungsional;

Utama Rp. 1.400.000 65th 3. Memiliki pengalaman melakukan
kegiatan perancang paling
kurang 2 (dua) tahun;

Iv/e 1050 4. Berusia paling tinggi 5 tahun
sebelum mencapai BUP dari
\ jabatan terakhir. /_
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Pe rawat NS

PERMENPAN-RB : Nomor 25Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus2014

PERATURANBERSAMA : Nomor 5Tahun 2015dan Nomor 6 Tahun 2015, Tanggal 9Januari 2015

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang Iinlgkup tugas, tggiawab, dan

wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatar:,@da asilitas Pelayanan Kesehatan
atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki oleh

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan ng?g meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan

keperawatan dan pengabdian pada masyarakat.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

RUMPUNJABATAN : Kesehatan

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

PEJABAT PENETAPPAK :

a. DirekturJenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya pangkat Pembina
Tingkat I,golru IV){)S. Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/edi lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat
selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Pusat

b. Direkturyang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Pelawat Ahli Madya, pangkat Pembina,
golru IV/apd Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di ling. Kem.Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada Rumah Sakit atau Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPTPusat

d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian
Kesehatan bagi Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat
Pembina golru IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain
Kementenan Kesehatan dibantu TimPenilai Instansi

e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/apada Rumah Sakit di
lingkungan Provinsi dan Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya,
pangkat Pembina, golru IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi dibantu TimPenilai Provinsi

f. Direktur Rumah Sakit garovinsi ba?(i : Perawat Temm_EiEI’, paqlgkat pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama, s.d Ahli
Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan provinsi dibantu Tm Penilai UPTDProvinsi

g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan KabupatenlKota, bagi: Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada
Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli
Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/adilingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya dilingkungan Kabupaten/ Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi: Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru I/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli
Pertama s.d Ahli Muda dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota

PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLT

a. Perawat Keterampilan yang memperoleh Ijasah Ners dpt diangkat menjadi Perawat Keahlian dgn syarat:

1) tersedia formasi untuk jabatan Perawat Keahlian;
2) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

b. Perawat Keterampilan yang akan beralih menjadi Perawat Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Ners ditambah angka
kredit kumulatif sebesar 8/odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak
memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

UJL KOMPETENSL

Perawat yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatany;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di Iuar_langg_un an Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari Ge(?enam bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALT:

I;g:wkzt yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang
al

-,

Kategori

Batas
Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun

Jenjang
Jabatan

Angka Tunjangan
Golru Kredit Jabatan

Terampil/ I/c 60 Rp. 240.000 58th Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan:
Pelaksana I/d 80 1. berijazah Diploma II(D.ll) Keperawatan;

IM/a 100 2. pangkat paling rendah Pengatur, gol ruang II/G dan

Keterampilan Mahir/Pel Rp. 265.000 58th 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

Lanjutan /b 150
II/c

1 (satu) tahun terakhir.

Penyelia Rp. 500.000 58th

N

Keahlian

Ahli II/a
Pertama

| Pertama /b

Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian :

Rp. 300.000 58th 1. berijazah paling rendah Ners;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru IlI/a;dan

3. nilai prestasi kerjapaling kurang bernilai baik
1 (satu) tahun terakhir.

Muda T /d

200
300
100
150
Ahli Muda/ l/c 200 { Ry 600000 | 58th
300
| 400 |

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:

Ahli Madya/ V/h =50 Rp. 850.000 60 th 1. Me_n_‘le_nuhi syaratpen_ga_ngkata pertama;
Madya 2. memiliki pengalaman di bidang pelayanan
IV/c 700 keperawatan paling kurang 1th terakhir sebelum
pengangkatan;
Ahli Utama/ /d 850 65 th 3. usia paling tinggi 50 tahun; dan

Utama IV/e 1050 4. tersedia formasi untuk Perawat /-
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1. PERMENPAN-RB : Nomor 23 Tahun 2014, Tanggal 24 Juli2014

2. PERATURANBERSAMA : Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5tahun 2015, Tanggal 9Januari 2015

3. PENGERTIAN :Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan yang mempunyai ruang Iinngup tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan keglgatan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan
mulut pd Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yq diduduki r—g«s

4. TUGASPOKOK : Melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulutyg meliputi persiapan pelayanan,
|t:)uelaksk?‘naan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan pelaksanaan

gas khusus.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUPBERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. DirekturJenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat
Pembina Tingkat I, goiru IV/ b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat
selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.

b. Direkturyang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat

14
TimPenilai UnitKerja

c¢. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi: Perawat
Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit atau
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPT Pusat.

d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian
Kesehatan bagi: Perawat Gigi Terampil, pangakat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Madya,
pangkat Pembina golru IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusatselain
Kementerian Kesehatan dibantu TimPenilai Instansi

e. Kelg?la Dinasyang membidan%i kesehatan Provinsi bagi: Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a Bada Rumah
Sakit dilingkungan Rumah Sakit insi; dan Perawat Gigi Terampil, I!Jangkat Pengatur, I?olru II/cs.d Penyelia; dan Gigi
Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi
dibantu TimPenilai Provinsi.

f. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi: Perawat Gi?i Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli
Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai UPTDProvinsi.

g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi: Perawat Gigi Ahli Madya, IJangkat Pembina, golru IV/apada
Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan at
Gigi Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli
Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota

lolpENPemvsa%ANKete a il I h}GiasaK‘I\1D.IVK atan Gigi dpt diangkat jadi Perawat Gigi Keahlian d rat

a. igi rampilan yg memperole eperawatan Gigi iangkat menjadi igi Keahlian dgn syarat:

1; tersedia formasi untuk jabatan Perawat Gigi Keahlian;
2) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

b. Perawat Gigi Keterampilan yang akan beralih menjadi Perawat Gigi Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Keperawatan Gigi
ditambah angka kredit kumulatif sebesar 68/odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan
tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

11. UJI KOMPETENSI:
Perawat Gigi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar Ian%gun an Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

e. dimgaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Perawat Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang

berlaku
Tingkat _‘}ggjaatg'g‘ Golru m‘: Tlrl‘n]anga Bmﬁa Pengangkatan Dalam Jabatan
II/c 60
Terampil/ Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan :
Pelaksana e = Rp. 240.000 58th 1. berijazah paling rendah Diploma (D)
Keperawatan Gigi;
Mahir/P I/a 100 2. ngkat paling rendah Pengatur, golongan ruang
Keterampilan |or/Re Rp. 265.000 58th /G . L .
. . memili anda rawat Gigi
/b 150 3 liki Surat Tanda Registrasi (STR)Perawat G
Lanjutan >0 yang masih berlaku; dan o
. my/c Rp. 500.000 58th 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
Penyelia a 300 dalam 1 (satu) tahun terakhir
. IIl/a 100 Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian :
Ahl;';gmn;a/ S8th 1. berijazah paling rendah Diploma IV(D.1V)
mMb 150 Keperawatan Gigi;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru Il /a;
AhliMuda/ m/c 200 58th 3. memiliki STRPerawat Gigi yang masih berlaku;
Muda 4. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik
i my/d 300 dalam 1 (satu) tahun terakhir
Keahlian - — -
Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
vV/a 400 1. Memenuhi persyaratan yg telah ditentukan
AhliMad 2. memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan
DI/I 3 ya/ V/b 550 60th keperawatan gigi dan mulutpaling kurang 1tahun
adya te_akhir_sebe_lum_%ngﬁngkatan;
3. usia paling tinggi 50tahun;dan
\ V/c 700 4. tersedia formasi untuk Perawat Gigi
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Perekam Medis NS

1. PERMENPAN-RB : Nomor 30 Tahun 2013 Tanggal 14 Agustus 2013

2 PERATURANBERSAMA : Nomor 48 Tahun 2014 dan Nomor 22 Tahun 2014 Tanggal 4 Agustus 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tggjawab dan
wewenang utk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang diduduki oleh PNs.

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan dan evaluasi

5. PERPRESTUNJANGAN :Nomor 114 Tahun 2016, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. DirekturJenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perekam Medis Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi
pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Pusat

Direkturyang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan, bagi Perekam Medis Madya pangkat
Pembina, golru IV/adi lingkungan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan bagi Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, ﬂic::lru II/cs.d _Penlxelia dan
Perekam Medis Pertama dan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golru III/d di lingkungan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan
dibantu TmPenilai Unit Pelaksana TeknisPusat.

Pejabat eselon Iiyang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Perekam Medis Pelaksana,

pangkat Pengatur, golru II/cs.d Perekam Medis Penyelia dan Perekam Medis Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a
nsi

di lingkungan Rumah Sakit instansi pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu TimPenilai Insta

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Rumah

Sakit Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru I/cs.d Penyelia dan Perekam Medis
Pertama dan Muda di lingkungan RSProvinsi dibantu TimPenilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/ Kota bagi Perekam Medis Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi
lingkungan Rumah Sakit dan Balai Sanatorium Kabupaten/Kota, Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d
kesehatan lainnya Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

Direktur Rumah Sakit/ Keﬁala Balai Sanatorium Kabupaten/Kota bagi Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d

Penyelia dan Perekam Medis Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit/Balai Sanatorium Kabupaten/Kota dibantu Tim
Penilai UnitPelayanan Teknis Daerah Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

Perekam Medis Terampil yg memperoleh Ijasah S1/DIVdpt diangkat menjadi Perekam Medis Ahli dgn syarat:
1) Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) rekam medis informasi kesehatan;

2) Memiliki Surat Tanda Regristasi (STR)Perekam Medis yang masih beraku;

3) Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Perekam Medis Ahli; dan

4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

. Perekam Medis Terampil yang akan beralih menjadi Perekam Medis Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIVditambah

angka kredit kumulatif sebesar 68%/odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak
memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSL:
Perekam Medis yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
Cc. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALT:
g:::'ell((am Medis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang
aku
Jenj Angka | Tunj Batas
Tingkat Japangd Golru | /A9Ka gan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
II/c 60 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pelaksana d o Rp. 360.000 58th 1. berijazah paling rendah Diploma IKDI)rekam
medis informasi kesehatan;
ol/a 100 2. pangkat paling rendah Pengatur, golru II/G
Terampil | Fakeana mp | im0 | Re-480.000 58th | 3. Memiliki SuratTanda Regristasi (STR)Perekam Medis
yang masih beraku;
) II/c 200 4. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam
Penyelia o 500 Rp. 780.000 58th 1 (satu) tahun terakhir
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 540.000 58th 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV
/b 150 (D.IV)rekam medis informasi kesehatan;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru IIl/3;
om/c 200 3. Memiiliki Surat Tanda Regristasi (STR)Perekam Medis
ang masih berlaku
Muda e | 2o | FRS%000 S8th | i brestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam
Ahli 1 (satu) tahun terakhir.
V/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan rekam
Madya v 550 | Rp.1.260.000 60th medis informai Kesehatan paling kurang 1 tahun
terakhir sebelum pengangkatan;
- V/c 700 3. Usia paling tinggi 50 tahuny;
\ 4. Tersedia formasi untukjabfung Perekam Medis. /-
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Perekayasa
PERMENPAN-RB : Nomor PER/219/M.PAN/7/2008, Tanggal 4 Juli 2008 jo Permenpan-RB Nomor 2tahun 2016
PERKA BKN : Nomor 13 Tahun 2016, Tanggal 27 Mei 2016
PENGERTIAN : Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan kerekayasaan.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 31 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : BPPT

RUMPUNJABATAN : Penelitian dan perekayasaan

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

PEJABAT PENETAP PAK :

a. Kepala Badan BPPTatau peJabat lain yang ditunjuk setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk penetapan angka

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a.
b.
C
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
e.

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
PENGANGKATAN KEMBALT:

Perekayasa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
| ketentuan yang beraku.

s

wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada
bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang diduduki
oleh PNSdgn hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

kredit Perekayasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d Perekayasa Utama untuk Perekayasa di lingkungan
BPPTdan instansi Pusat/Daerah di luar BPPTdibantu TimPenilai Pusat;

Pejabat yang ditunjuk di lingkungan BPPTyang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/auntuk Perekayasa di lingkungan BPPT
dibantu Tim Penilai Unit Kerja;

PPKPusat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/auntuk
Perekayasa di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi;

PPKProvinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/auntuk
Perekayasa di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi; dan

PPKKabupaten/Kota yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk
Perekayasa di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.

mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

. : Batas
Tingkat _:}:Eﬁgg Golru m(: T‘;;ﬁ';g?‘" Pg%i o Pengangkatan Dalam Jabatan
I/a 100 Syarat pengangkatan pertamas
Pertama Rp. 325.000 58th 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 sesuai
/b 150 dengan kualifikasi pendidikan;
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,
Im/c 200 Golongan Ruang I/,
Miida Rp. 750.000 o H, 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
m/d 300 terakhir.
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
lain:
i 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Ahli Madya v/b 550 Rp. 1.200.000 60th 2. Memiliki pengalaman di bidang
kerekayasaan paling kurang 2 th;
3. Berusia paling tinggi 54 th utk menduduki
Iv/c 700 jabatan Perekayasa Pertama dan Muda;
4, Bouga) eI|n u‘rllgg ﬁaﬂ] ‘lllg;(mendudukl
v/d 350 5. Berusia paling tinggi 60 th utk menduduki
jabatan Perekayasa Utama dan bagi PNSyg
Utama Rp. 1.400.000 65th telah menduduki JPT;
6. Memiliki penilaian prestasi kerja paling kurang
IV/e 1050 bemilai baik 1tahun terakhir;
\ 7. Syarat lain yg ditentukan instansi pembina; /-




1@;}

KEPMENPAN-RB
KEPUTUSAN BERSAMA
PENGERTIAN

WN e

TUGAS POKOK

PERPRES TUNJANGAN
PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA
RUMPUN JABATAN
LINGKUP BERLAKU

VENWY P

10. PEJABAT PENETAP PAK :
a. Kepala Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Utama dibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama s.d Madya
dibantu Tim Penilai Bapenas

c. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat diluar Bappenas bagi Perencana Pertama sampai Madya
dibantu Tim Penilai Instansi

d. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama s.d
Madya dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana
Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;

Perencana

: Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001, Tanggal 19 Maret 2001
: Nomor 1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001, Tanggal 3 Agustus 2001
: Perencana adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
perencanaan tertentu.

: Menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan.
: Nomor 44 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

: PPNomor 11 Tahun 2017

: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

: Manajemen

: PN SPusat /Daerah

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALT:
Perencana yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dim jabatannya menurut
ketentuan yang berlaku.

a
b
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d
e

. - Batas
Tingkat ;:g%at:ﬁ G?zllc::gan m: T‘;;'Jbaa"tg?‘" Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
9 Pensiun
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama:
Pertama Rp. 325.000 58th 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1
/b 150 sesuai dengan kualifikasi
II/c 200 pendidikan;
Muda a 300 Rp. 750.000 58th 2. Pangkat serendah-rendahnya
Penata Muda, Gol. Ruang IlI/a;
V/a 400 3. Diklat fungsional tingkat ahli;
4, Setiap unsur penilaian dalam DP-3
Madya . 1.200.000 60th
v /b 550 Rp sekurang- kurangnya bernilai baik
Ahli IV/c 700 dalam satu tahun terakhir.
Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:
v/ 850 1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
2. Memiliki pengalaman dalam
Uama Rp. 1.400.000 65th kegiatan perencanaan paling
singkat 2 tahun;
V/e 1050 3. Berusia paling tinggi 5 tahun
sebelum mencapai BUP dari
jabatan terakhir

-




Perisalah Legislatif

1. PERMENPAN-RB : Nomor 26 Tahun 2017, Tanggal 4 Oktober 2017

2 PERATURAN BKN : Nomor 20 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah
legislatif

4. TUGASJABATAN : Iv?glaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat,
penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan
risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif

5 PERPRESTUNJANGAN : ....

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Sekjen DPRRI

8. RUMPUNJABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : Sekjen DPRRI/DPD/DPRD

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Sekjen DPR RI untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Madya di lingkungan Sekjen Badan
Keahlian DPR RI, Sekjen MPR RI, Sekretariat DPR RI, dan Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPR di Aceh,
Sekretariat DPR di Papua, dan Sekretariat DPR di Papua Barat, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Sekretariat
DPR Kabupaten/Kota di Aceh;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI,
Sekjen MPR RI, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi
Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekjen MPR RI, Sekjen dan
Badan Keahlian DPR RI, dan Sekretariat DPR RI;

c. Sekda Provinsi untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli
Muda di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Barat; dan

d. Sekda Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah
Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

11. UJI KOMPETENSL
Perisalah Legislatif yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN: DARI JABATAN

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
L ketentuanyang berakyu
Kategori ..]]:rl‘)Jaatg% Golru m‘: T;l:ljagr;ggn Bg:s;s:.‘l:a Pengangkatan Dalam Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
m/a 100 1.y pengang p
: 2. memiliki i ritas dan moralitas baik;
Al Pertama 58th 3. sehat jasnr:‘;?i dan rohani; v
m/b 150 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/
Diploma 1V (DIV) bidang ekonomi,
31anaje[nlen, hukum, ilmu administrasi,
an sosial;
l/c 200 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai
Ahli Muda 58th standar kompetensi yang telah disusun
oleh Instansi pembina;
my/d 300 6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
Keahlian Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
Iv/a 400 1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama kecuali angka 4dan 6;
2. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/
Diploma 1V (DLV);
3. L’!ﬁmiliki_pelnﬁailamla‘_:ilif pelal_ksaﬁlr: tuga; icil‘:
. idang risalah legis/ paling kurang
AhliMadya /b S50 60th 4. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai
baik dalam 2tahun terakhir
5. Berusia paling tinggi:
a. 53th utkmenduduki jenjang Ahli
Pertama dan Ahli Muda;
V/c 700 b. 55thuntuk menduduki jenjang Ahli
\ Madya. /'




\S

Polisi Kehutanan

16.2/

1. PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2011, Tanggal 7 Maret 2011

2 PERATURANBERSAMA : Nomor NK.14/MENHUT-II/2011dan Nomor 31 Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011

3. PENGERTIAN : JF. Polisi Kehutanan adalah jabatan dim lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai
dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perdindungan hutan yang
oleh Kuasa UUdiberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan kionversi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya yg diduduki oleh PNS.

4. TUGAS POKOK : Menylapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan

5 PERPRESTUNIANGAN : Neﬂio q_enlnd n dan pEKﬁ?‘manan h ns%fengawasan peredaran hasil hutan.

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8  RUMPUNJABATAN : Penyidik dan detektif

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan /Daerah

10. PEJABATPENETAPPAK :

a. Dirjenyg membidangi polisi kehutanan bagi Madya, pangkat Pembina TkI, golru IV/bdan Pembina Utama Muda, golru IV/c
dilingkungan Kemhut, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu TmPenilai Pusat

b. Sekdirjen yg membidangi polisi kehutanan bagi Pel. Lanjutans.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IvV/a
dilingkungan Kemhut dibantu TimPenilai Direktorat Jenderal

c. Kepala UPTKemhutbagi Pel. Pemula, s.d Pelaksana dilingkungan Kemhut dibantu TimPenilai UPT

d. Ka.Dinas Provinsiyg membidangi kehutanan bagi Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a
dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Ka. Dinas Kabupaten/Kota nu g membidangi kehutanan bagi Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina,
golru IV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLT

a. Polisi Kehutanan Terampil yg memperoleh Ijasah S1/DIVdpt diangkat menjadi Polisi Kehutanan Ahli dgn syarat:

1) Memiliki jazah Sarjana (S.1)/DiplomalV (DIV)dibidang kehutanan, pertanian, biologi, perikanan/kelautan, Teknik Lingkungan,
Hukum, Sospol, dan kualifikasi lain yg ditetapkan instansi pembina;

2) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih tingkat dari Polisi Kehutanan Terampil ke Polisi Kehutanan Ahli;

3) Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli; dan

4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

b. Polisi Kehutanan Terampil yang akan beralih menjadi Polisi Kehutanan Ahli diberikan angka kredit dani ijazah S1/DIVyg sesuai
kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 6/odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan
profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. U KOMPETENSIDAN DIKLAT:
Polisi Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi atau dapat mengikuti diklat
sesuai dengan jenjang jabatan. Sedangkan Polisi Kehutanan Muda yang akan naik jabatan menjadi Polisi Kehutanan Madya selain
mengikuti dan lulus uji kompetensi juga wajib mengikuti dan lulusdiklat penjenjangan
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALT:
Polisi Kehutanan yg diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dim jabatannya sesuai ketentuan yg berlaku.
Tingkat _‘}ggﬁgg Golru m@ T'J’: " ng‘{gl'l’f"]a Pengangkatan Dalam Jabatan
Pe;:ksalna I/a 25 Rp. 300.000 58th Syarat Eenganglfatan pertamatin_gkat Terampil:
mula 1. Berijazah paling rendah SMKbid.kehutanan/SMA
/b 40 sesuai kualifikasi yang ditentukan Menhut;
Pelaksana e 60 Rp. 360.000 58th 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a;
Terampil /d 80 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang
Pelaksana /a 100 T .
Lanjutan s 5 Rp. 510.000 58th bernilai baik dalam 1tahunterakhir.
li e 200 840.000 58th
Penyelia m/d 300 Rp.
m/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 540.000 58th 1. Berijazah paling rendah S1/DIVdibid.Kehutanan,
/b 150 Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik
Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yg
m/c 200 ditetapkan menhut;
Muda Rp. 1.140.000 58th 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru IIl/g;
u m/d 300 t 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang
bernilai baik dalam 1tahunterakhir.
Ahli -
Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
IV/a 400 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. Memiliki pengalaman dibidang kepolisian
kehutanan paling kurang 2 tahun;
Madya vH 550 Rp. 1.380.000 60th 3. Beru5|a paling tinggi 35th utk Tk Terampil dan 40th
4. Tersecﬁa formasi jabatan Polisi Kehutanan;
- IvV/c 700 5. Telah lulus Diklat dasar fungsional bidang
\ kepolisian kehutanan. /-




PERMENPAN-RB : Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 8 Januari2014

PERATURAN BERSAMA : Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015, Tanggal 30Januari 2015

PENGERTIAN : Jabatan fungsional Pol PP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan
wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan perda dan penyelenggaraan keteriban umum dan
ketentraman masyarakat sesuai peraturan-perundang-undangan.
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J Polisi Pamong Praja (Pol PP) \S
;:
3.

4. TUGAS POKOK : Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat..
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 102 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : Kementerian Dalam Negeri

8. RUMPUNJABATAN : Penyidik dan detektif

9. LINGKUPBERLAKU : PNSDaerah
10. PEJABAT PENETAPPAK :
a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi pol pp bagi pol PPMadya pangkat
lI;en‘_llbi_na Tingkat Igolru IV/bdan pangkat Pembina utama Muda golru IV/c, di lingkungan Provinsi dan KabupatenlKota dibantu Tim
enilai Pusat.
b. Kepala Satpol PPProvinsi bagi Pol PPPelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pol PPPertama s.d Pol PPMadya pangkat Pembina golru
IV/a di lingkungan Provinsi dibantu TimPenilai Provinsi.
c. Kepala Satpol PPKabupaten IKota bagi Pol PPPelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pol PPPertama s.d pol PPMadya pangkat
Pembina golru IV/a di lingkungan Kabupaten/ Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLT

a. Pol PPTerampil yg memperoleh Ijasah S1/DIV dpt diangkat menjadi Pol PP Ahli dgn syarat:

1) Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/DiplomalV (D.IV)dibidang pemerintahan, sosiologi, politik, hukum, dan ekonomi dan bidang lain
yg ditetapkan instansi pembina;

2) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP keahlian;

3) Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli; dan

4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang diduduki;

b. Pol PPkategori keterampilan yang akan beralih menjadi Pol PPkategori keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV
ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65%odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak
memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

UJI KOMPETENSI:

Pol PPyang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

. mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALT:

Pol PPyang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

B B
mpapTY

Tingkat ;:E]a?:gg Golru ‘i‘('l‘,g'!l(; T'j'g ! ngfgl'l’f"]a Pengangkatan Dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:

Pelaksana
Pemula Ii/a > Rp. 300.000 58th 1. berljazah paling rendah SLTAatau yang setingkat
dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri
/b 40 Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
Pelaksana I/c 60 Rp. 360.000 58th 2. pangkat paling rendah pengatur Muda, goiru II/a;
3. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk
Terampil n/d 80 laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
4. sehat jasmani dan rohani;
Pelaksana It/a 100 A s .
: Rp. 450.000 58th 5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
Lanjutan o/b 150 Dasar pol Ketemmpﬁan; dan
m/c 200 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
Penyelia 7 0 Rp. 780.000 58th dalam 1 (satu) tahun Terakhir
Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
oI/a 100

1. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/DiplomaIVdi
bidang ]E'nuPemerintahan, Sos%al, Politik, Hukum,
Pertama Rp. 540.000 58th Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan
/b instansi pembina;
pangkat paling rendah penata Muda, golru 1ll/a;
tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk
laki-laki dan 155 sentimeter untukperempuan;
sehat jasmani dan rohani;

mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Pol PPJenjang Keahlian; dan

nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik
dalam 1 (satu) tahunterakhir.

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional pol pp;
memiliki pengalaman di bidang tugas Pol PP
paling kurang 2tahun; dan /_

B

II/c
Ahli Muda Rp. 960.000 58th

o vk WN

IV/a

Madya Vb Rp. 1.260.000 60th

\ 1V/c

18|88

P WNRE

Usia paling tinggi 50 tahun.
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"/ Pranata Hubungan Masyarakat NS

1. PERMENPAN-RB : Nomor 6 Tahun 2014, Tanggal 10Januari 2014

2. PERATURANBERSAMA : Nomor 39 Tahun 2014dan Nomor 31 Tahun 2014, Tanggal 29 September 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional
Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang Iin%kup tugas, tanggung jawab, wewenang
untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

4. TUGASPOKOK : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan
informasi dan kehumasan, hubungan ekstemal dan intemal, audit komunikasi kehumasan serta
pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 29 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Komunikasi dan Informatika

8. RUMPUN JABATAN : Penerangan dan SeniBudaya

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK:

a. Pejabat eselon Iyang membidangi informasi dan komunikasi publik Kem.Kominfo, bagi Pranata Humas Madya, pangkat
Pembina Tingkat I, golru IV/bdan Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan Kem.Kominfo, Instansi Pusat selain
Kem.Kominfo, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu TmPenilai Pusat.

b. Peifbat eselon ]Iyan%membidangi komunikasi publik di lingkungan eselon lyang membidangi informasi dan komunikasi
publik Kem.Kominfo, bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golru Hﬁ:s.d_ Penyelia, dan Pranata Humas Pertama
s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Kem.Kominto dibantu Tm Penilai UnitKerja.

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan pada Instansi Pusat selain Kem.Kominfo, bagi Pranata
Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golru I/cs.d Penxglia, dan Pranata Humas Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru
IV/adi lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi.

d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Ilyang ditunjukyang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan bagi
Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Pranata Humas Pertama s.d Madya, pangkat Pembina,
golru IV/adi lingkungan Provinsi dibantu TimPenilai Provinsi.

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi |?elayanan informasi dan
kehumasan bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pen?atur, olru 11)::5. Penyelia dan Pranata Humas Pertama, pangkat
Penata Muda, golru Ill/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TmPenilai
Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARIKATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

a. Pranata Humas Keterampilan yg memperoleh Ijasah S1/DIV dpt diangkat menjadi Pranata Humas Keahlian dgn syarat:

1) berijazah Sarjana (S1)/Diploma IVbidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan InstansiPembina;
2) tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli;

3) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Tingkat Ahli; dan

4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

b. Pranata Humas Keterampilan yang akan beralih menjadi Pranata Humas Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV
ditambah angka kredit kumulatif sebesar 6/ dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn
tidak mem itungkan angka kredit dari unsur penunjang

12, UJI KOMPETENSL:
Pranata Humas yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALT:
Pranata Humas yang diberhetnikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang

berlaku.
Kategori Jenjang Golru | Angka | Tunjangan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan Pensiun
II/c 60 Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan:
Pelaksana Rp. 240.000 58th 1. berijazah Diploma Ibidang komunikasi serta
n/d 80 kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri
akea m/a 100 Komunikasi ¢_:lan Informatika;
Keterampilan Pelaksana . 265.000 58th 2. pangkat paling rendah Pengatur, golru I/
P Lanjutan ) 150 Rp 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
T 00 fungsional Pranata Humas Ketrampilan; dan
. c 4. setiap unsurpenilaian prestasi kerja paling kurang
Penyelia a 300 | Re-300000 58th bemnilai baik dalam 1 tahunterakhir
m/a 100 Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian:
1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV
Pertama Rp. 270.000 58th bidang komun&asi serta kualifikasi lain yan
/b 150 ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, goiru I/
1/c 200 3. mengikuti dan lulus diklat fungsional Pranata Humas
Muda Rp. 400.000 ssth | , TngkatAhlidan ok
; iap unsur penilaian pi erja paling kurang
Keahlian m/d 300 bermilai baik dalam 1 tahunteraldhir
V/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatanpertama;
Madva VHb 550 Rp. 650.000 60th 2. tersedia formasi untukjabatan Pranata Humas;
v T 3. memiliki pengalaman di bidang pelayanan
J v/ 700 i dan kehumasan paling sedikit 2 th;
\ ¢ 4. usia paling tinggi 50 tahun /-
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Pranata Informasi Diplomatik
(P1D)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 14 Tahun 2018, Tanggal 1 Maret 2018
2. PERATURAN BKN : Nomor 22 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik,
mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi
diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung
kegiatan diplomatik dan konsuler.

4. TUGASJABATAN : Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi diplomatik, pengolahan data digital
diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kemenlu dan
Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

5. PERPRESTUNJANGAN : ......

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : Kementerian LuarNegeri

8. RUMPUNJABATAN : Politik dan Hubungan Luar Negeri

9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian LuarNegeri

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi PIDAhli Madya
dilingkungan Kemenlu dan Perwakilan dibantu Tim Penilai Pusat;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk Angka Kredit bagi PID
Ahli Pertama dan PIDAhIi Muda di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. UJI KOMPETENSI
Pranata Informasi Diplomatik yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
a. Pranata Informasi Diplomatik, diberhentikan dari jabatannya, apabila:
1) mengundurkan diri dari Jabatan;
2) diberhentikan sementara sebagai PNS;
3) menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
5) ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
6) tidak memenuhi persyaratan jabatan.
b. Selain pemberhentian pada hurufa, Pranata Informasi Diplomatik diberhentikan dari jabatannya, apabila:
1) menduduki Jabatan Negara; dan
2) menduduki Jabatan pada Organisasi Internasional.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pranata Informasi Diplomatik yang diberhentikan karena ketentuan pada hurufa angka 2)s.d angka 5)dan hurufb,
dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

. - Batas
Kategori gggg;gg Golru m‘g T‘J‘Q E:Rgﬁ" Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun

Syarat pengangkatan pertama:
m/a 100 berstatus PNS;

Ahli Pertama 58th
/b 150

memiliki integritas dan moralitas yg baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau
D-4 (Diploma-Empat) pada bidang kom
informatika, elektro, matematika, statisti
oI/c 200 telekomunikasi, dan persandlan,
5. |I?engikuti qala lulus uji IKtc)lmpetensK i Teknis’Soa |
. om| i Manajerial, dan Kom Si a
Ahli Muda 58th Kutmprgltesguai den% an standar koplﬁhen nsi
my/d 300 yang telah ditetapkan Instansi Pembina;

6. nilai prestasi kerja paling sedikit bemnilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

Keahlian lain:

V/a 400 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama
kecuali angka 4dan 6;

2. berijazah paling rendah S-1 atau D4 pada
bidang komputer, informatika, elektro,
matematika, statistik, telekomunikasi, dan
persandli,an ati):au bidang lain yg ditentukan

Ahli Madya 60th Instansi Pembina; o I

3. nilai si kerja paling sedikit bernilai baik
dalamhung ﬂﬂ J

4. Memiiliki pengalaman pengelolaan informasi
diplomatik dan pengolahan data digital
diplomatik paling kurang 2 th;

2. Berusia paling tinggi:

V/c 700 a 53thutkmenduduki jenjang Ahli Pertama

dan Ahli Muda
\ b. 55thutkmenduduki jenjang Ahli Madya /-

PUWNE
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. PEJABAT PENETAP PAK: .

Pranata Keuangan APBN .

PERMENPAN-RB : Nomor 54 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
PERATURAN BERSAMA : Nomor 18 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019
PENGERTIAN : Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN
pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan
peraturan perundang-undangan.
TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN, meliputi:
a. Perikatan dan penyelesaian tagihan
b. Pelaksanan perintah pembayaran
c. Kebendaharaan
d. Pengelolaan administrasi belanja pegawai

e. Penyiapan analisis laporan keuangan instansi
PERPRES TUNJANGAN . nomor ......

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

RUMPUN JABATAN : Akuntan dan Anggaran
LINGKUP BERLAKU : Instansi Pusat dan Instansi Daerah

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang
Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan
Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Pranata Keuangan APBN Terampil sampai
dengan Pranata Keuangan APBN Penyelia di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal
KENAIKAN JABATAN
Pranata Keuangan APBN yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uj kompetensi
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurikan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
< menjalani auti di uar tanggungan Negarg;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulany;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelalkssang; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Pranata Keuangan APBN yang diberhentilkan karena poin b s.d poin e, dapat diangiat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang
berlala

Kategori Jenjang Golru Angka Tunjangan BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

iI/c 60 58 th 1.berstatus PNS;

2.memiliki integritas dan moralitas yg baik;
3.sehat jasmani dan rohani;

II/d 80 58 th 4.berijazah paling rendah D3 bidang ekonomi,
keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi,
hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang
relevan dan ditentukan oleh instansi pembina;
5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial
III/a 100 58 th Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
Mahir disusun oleh Instansi Pembina;

6.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS

Terampil

Ketrampilan

Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
1.memenuhi syarat pengangkatan
pertama;

III/c 200 58 th 2.memiliki pengalaman di bidang
pengelolaan APBN paling sedikit 2 (dua)
Penyelia tahun;

3. nilai prestasi kerja paling kurang
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

4.berusia paling tinggi 53 tahun.

III/b 150 58 th

III/d 300 58 th
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Pranata Komputer NS

KEPMENPAN-RB : Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 17 Juli 2003
KEPUTUSANBERSAMA : Nomor 002/BPS-SKB/II/2004dan Nomor 04 Tahun 2004
PENGERTIAN : Pranata Komputer adalah PNSyang diberi tugas, tanggjwb, wewenang dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.

TUGAS POKOK : Merencanakan, menganalisi, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau

mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 9 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

INSTANSI PEMBINA : Badan Pusat Statistik
RUMPUNJABATAN : Kekomputeran
LINGKUP BERLAKU : PN SPusat /Daerah

. PEJABAT PENETAPPAK
a.
b.

C.

Kepala BPSbagi Pranata Komputer Utama dibantu Tim Penilai BPS

Pejabat eselon Idilingkungan BPSbagi Pranata Komputer Madya dibantu Tim Penilai Kantor Pusat BPS

Pejabat paling rendah eselon Ilbagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama —Muda
dibantu TimPenilai BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

Kepala BPSProvinsi/Kabupaten/Kota bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d
Muda dibantu Tim Penilai InstansiPusat

Kepala Pusat yang membidangi teknologi informasi bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer
Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi

Gubernur bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai
Provinsi

Bupati/Walikota bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu TimPenilai
Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
Pranata Komputer Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IVdpt diangkat menjadi Pranata Komputer Ahli, dgn syarat:

a.
b.
C.

ljasah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Pranata Komputer tingkat ahli;
lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pranata Komputer tingkat ahli; dan
Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

12. PEMBEBASAN SEMENTARA (PEMBERHENTIAN menurut PPNomor 11 Tahun 2017):

pRpTY

-h

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pranata Komputer yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat :llgrl;?tgg Golru I.I\(':gr!l(l? thlg ek ngssﬁ:a Pengangkatan Dalam Jabatan
Pelaksana Syarat pengangkatan pertama tingkat
Pemula I/ % Rp. 300.000 S8th Terampil:
/b 40 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA
sesuai dengan kualifikasi pendidikan
Pelaksana I/c 60 Rp. 360.000 58th 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil Io/d 80 Muda, Goiru II/a
/a 100 3. Diklat fungsional Tk. Terampil
Pelaksana Rp. 450.000 58th 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
Lanjutan m/b 150 sekurang- kurangnya bemilai baik
Im/c 200 dalam satu tahun terakhir
Penyelia Rp. 780.000 58th
my/d 300

Ahli

Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:

Pertama b 150 Rp. 540.000 58th 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV
sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

IO/c 200 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata
Muda a 300 Rp. 960.000 58th Muda, Gol.Ruang IIl/a
1/ 3. Diklat fungsional tingkat ahli
IV/a 400 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
sekurang- kurangnya bernilai baik dalam
Madya V/b 550 Rp. 1.260.000 60th ot o terakhr Y
IV/c 700
Sybarat p?ngangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
v/d 850 1. Mernt;enuhi syarat pengangkatan
ertama;
Utama Rp. 1.500.000 65th 2. Memiliki pengalaman di bidang sistem
informasi berbasis komputer paling
V/e 1050 singkat 2th;

mencapai BUPdari jabatanterakhir.

3. Berusia paling tinggi 5th sebelum /-
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Pranata Laboratorium Kemetrologian
1. PERMENPAN-RB : Nomor 34 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 13/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 12 Tahun 2015, Tanggal 30Januari 2015
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan
pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
4. TUGAS POKOK : Melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
5 PERPRESTUNJANGAN : Nomor 119 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan
8. RUMPUNJABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan
9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Perdagangan /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan PerHindungan Konsumen Kementerian
Perdagangan bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/cdi lingkungan Kementerian Perdagangan dan
provinsi dibantu Tim Penilai Pusat
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi pranata
Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/adi lingkungan
Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan
bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a
di lingkungan Provinsi dibantu TimPenilai Provinsi
11. UJI KOMPETENSI:
Pranata Laboratorium Kemetrologian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALL:
Pranata Laboratorium Kemetrologian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai dengan ketentuan yang beraku
Tinakat Jenjang Gol Angka Tunjangan Batas
ng Jabatan olru Kredit Jabatan Peugim Pengangkatan Dalam Jabatan
I/a 100 iytz:;i[‘jpenﬁ an gI;_katan Zerr:asrga_: y
Pertama Rp.540000 | 58th | Dny etk ot MR
/b 150 2. menduduki pangkat paling rendah
Penata Muda, golru l/a;
3. mengikuti dan lulus diklat fungsional
I/c 200 Pranata Laboratorium Kemetrologian;
4. telah mengikuti uji kompetensi dan
Muda Rp. 960.000 S8th memperonlgeh sertgﬁkat kompetensi;
Ahli myd 300 5. nilai prestasi kerja paling kurang
bemilai baik dalam 1 tahun terakhir.
V/a 400 %ybaésérﬁl?é}rg]?ngkatan perpindahan dari
1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
Madya Vb 550 Rp. 1.260.000 60th 2. Memiliki pengalaman pengelolaan
standar ukuran dan laboratorium
N ve | 700 2 B S




PER MENPAN-RB : Nomor PER/08/MPAN/3/2006 Tanggal 28 Maret 2006

PERATURAN BERSAMA : Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006

PENGERTIAN : Pranata Labkes adalah PNSyang diberi tugas, tanggjwb, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yg berwenang utk melakukan kegiatan pelayanan labkes pd labkes.

TUGAS POKOK : Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi,
kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi
anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler),
biologi dan fisika.
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/ Pranata Laboratorium Kesehatan NS
1
2
3.
4.

5 PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUPBERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Pranata Labkes Madya dibantu TimPenilai Departemen
b. Pimpinan unitkerja bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu
Tim Penilai UnitKerja
Kepala Dinas Provinsi bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda
dibantu Tim Penilai Provinsi.
d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d
Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
e. Pimpinan unit kerja selain Depkes bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d
Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
Pranata Labkes Terampil yg memperoleh ijazah S1/D1V dpt diangkat menjadi Pranata Labkes Ahli, dgn syarat:
a Iasah/STTB harus sesuai tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan oleh instansi pembina;
b. Paling singkat telah 1tahun dalam pangkat terakhir;
c. Setiap unsurdalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bemilai baik dim 1tahun terakhir; dan
d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:
Pranata Labkes yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(¢

mpooEY

. . Batas
Tingkat g:g-;at';g Golru m‘: T‘;;f:aa';g?‘n Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Pelaksana Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pemula o/a 25 Rp. 220.000 58th P ' !
1. Berijazah serendah-rendahnya SMAK sesuai
/b 40 dgn kualifikasi pendidikan;
Pelaksana o/c 60 Rp. 240.000 58th 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil I/d 80 Muda, golongan ruang II/a;
Pelaksana oI/a 100 Rp. 265.000 s8th 3. Setiap unsur pen.lla.lan.dalam DP-3 sekurang-
Lanjutan om/b 150 . . kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
P li Imje 200 500.000 58th rerekd:
enyelia m/d 300 Rp. I
m/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 300.000 58th 1. Berijazah paling rendahS.1/ D.IV sesuai dgn
/b 150 kualifikasi pendidikan;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
m/c 200 golongan ruang IIl/a;
3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
Muda Rp. 600.000 58th kurangnya bernilai baik dalam satu tahun
Ahli my/d 300 terakhir.
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya v/b 550 Rp. 850.000 60th 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan
laboratorium kesehatan paling singkat 2 thn;
\ IV/c 700 3. Berusia paling tinggi 50 tahun. /'




17_<y'

»>  whp

v NO!

11.

12,

PERMENPAN-RB : Nomor 07 Tahun, Tanggal 06 Mei 2019
PERATURAN BERSAMA : Nomor .......
PENGERTIAN : Pranata Laboratorium Pendidikan adalah pegawai PNS yang diberi tugas, tanggung

TUGAS POKOK : melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan,

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 21 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2(!)7
PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RUMPUNJABATAN : Pendidikan lainnya

LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat /Daerah

PEJABAT PENETAP PAK

b.

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a.

b.
c. menjalani auti di luar tanggungan Negarg; f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI

Pranata Laboratorium Pendidikan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
dengan ketentuan yang beraku.

Pranata Laboratorium Pendidikan

jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang pengelolaan
Laboratorium pendidikan

pengoperasian
peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/| perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian
sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium.

. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi sumber daya iptek dan dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi, Perguruan Tinggi, dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya iptek dan dikti pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk
angka kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Telmnologi
dan Pendidikan Tinggi;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan karier sumber daya iptek dan dikti di Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi, untuk angka kredlt bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratoriun Pendidikan Mahir, dan
Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiPaling rendah
Pejabat Pengawas yang membidangi jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi pembinaan karier sumber daya iptek dan dikti di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk angka
kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratoriun Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium
Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan
Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Petama di lingkungan Perguruan TinggiKepala Laboratorium Perguruan
Tinggi/Pimpinan Fakultas/Jurusan pada Perguruan Tinggi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata
Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di
lingkungan Perguruan Tinggi;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir,
dan z_akr;at_:li_ Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.

mengundurian diri dari Jabatan; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
diberhentikan sementara sebagai PNS; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

Tingkat Jenjang Golru m‘g Tunjangan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Batas

Jabatan Jabatan Pensiun

Keterampilan M/ja

Keahlian Muda

Syarat pengangkatan pertama tingkat Keterampilan:
1. berstatus PNS;
Rp. 360.000 58th 2. memilikiintegritas dan moralitas yang bail;
3. sehatjasmani dan rohani;
4. memiliki ijazah paling rendah D-III dengan bidang pendidilan yang relevan
dengan jenis laboratorium yg dikelols;

Rp. 450.000 58th 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan
kompetensi sosial kultural sesuaistandar  kompetensi yang telah disusun
Rp. 780.000 58th 6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik dalam 1 (satu)

|__tahun terakhir,
Syarat pengangkatan pertama tingkat Keahlian:
berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang bail;
sehat jasmani dan rohani;
memiliki fjazah paling rendah D-ITI dengan bidang pendidikan
yang relevan dengan jenis laboratorium yg dikelola;
mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

Rp. 960.000 58th 6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik dalam 1 (satu)
| tahun terakhir.

o/c
om/d

Terampil

Mahir /b

o/c
o/d

Ahli I/a
Pertama
m/b

Penyelia

Rp. 540.000 58th

n FwWNPE

Ahli /e

om/d
IV/a

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:

1. Memenuhi syarat pengangkatanpertama;

2. Memiliki pengalaman dibidang pengelolaan lab paling

singkat 2thy;

3. Berusia paling tinggi:

Rp. 1.260.000 60th a. 53 th bagi yang akan menduduki JF Keterampilan dan JF
Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan

b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan maidudukr-
JF Ahli Madya.

IV/b
Madya

d| 8 | 8 8|8 |5 B|8BEYss

IV/c
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Pranata NuKITir \171

1. PERMENPAN-RB : Nomor 2Tahun 2014, Tanggal 6 Januari 2014 jo PermenpanRB Nomor 28 Tahun 2016, Tgl 20 Des 2016

2 PERATURANBERSAMA : Nomor 12Tahun 2014dan Nomor 33 Tahun 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepranatanukliran.

4. TUGASPOKOK : Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi Pemanfaatan iptek nuklirdan mengelolaan
Perangkat Nuklir

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 95 Tahun 2015, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : Badan Tenaga NuklirNasional

8. RUMPUNJABATAN : Fisika, kimia dan yang berkaitan

9. LINGKUPBERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

a. Kepala BATAN bagi Pranata NuklirMadya, pangkat Pembina, golru ruang IV/as.d Pranata Nukiir Utama, pangkat Pembina
Utama, golru IV/e di lingkungan BATAN dan Instansi di luar BATAN dibantu TimPenilai Pusat
b. Sekretaris Utama BATAN, bagi Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, dan Pranata
Nuklir Petama, s.d Pranata Nuklir Muda, di lingkungan BATAN dibantu Tim Penilai UnitKerja
c. Pejabat eselon Ilyang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat, bagi Pranata Nuklir Pelaksana,
pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, dan Pranata Nuklir Pertama, s.d Pranata NuklirMuda, di lingkungan
instansi pusat selain BATAN dibantu Tim Penilai Instansi
d. Pejabat eselon Ilyang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi bagi Pranata Nuklir Pelaksana,
pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golru III/d dan Pranata Nuklir Pertama,
pangkat Penata Muda, golru IlI/as.d Pranata NuklirMuda, di lingkungan Pemda Provinsi dibantu TimPenilai Provinsi
e. Pejabat eselon Ilyang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Pranata Nuklir
Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, dan Pranata Nuklir Pertama, s.d Pranata NuklirMuda, di
lingkungan Pemda Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLT
a. Pranata Nuklir Terampil yg memperoleh Ijasah S1/D.IVdapat diangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli dgn syarat:
1) tersediaformasi untuk Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
3) telah mengikuti dan lulusdiklat fungsional di bidang Kepranatanukliran Tingkat Ahli; dan
4) memenuhijumilah Angka kredit kumulatif yang ditentukan;
b. Pranata Nuklir Terampil yang akan beralih menjadi Pranata Nuklir Ahli diberikan AK dari ijazah S1/DIVditambah AK kumulatif
sebesar 65%dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang
12, UJI KOMPETENSL:
Pranata Nukliryang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN :
. mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan ]abatan
14. PENGANGKATAN KEMBALI

Pranata Nukliryang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

mpapgw

Tingkat jlggéatgg Golru %‘g&‘: T_‘-,'g angan ngahsslllllsrl‘a Pengangkatan Dalam Jabatan
o/c 60 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pelaksana /d 80 Rp. 350.000 58th 1. berijazah paling rendah Diploma Iffisika/kimia atau
kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
Terampil Pelaksana Ioo/a 100 Rp. 425.000 58th 2. mei\nduduki pangllie;t zaling rendah Pengatur, '
Lanjutan golongan ruang II/G dan
ny oMb 150 3. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik dalam
I/c 200 1 (satu) tahun terakhir
Penyelia Rp. 500.000 58th
m/d 300
II/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 500.000 58th 1. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/ Diploma IV
/b 150 fisika/| kIITeIa :il)tau kualifikasi lain yang ditentukanoleh
Instansi Pembina;
II/c 200 2. melndudukl pang;gl(:?/t |:5:|Iing rendah Penata Muda,
olongan ruan an
Muda Rp. 800,000 58th 3. gl lai p?stas ke?ja paﬁing kurang bemilai baik dalam
m/d 300 1 (satu) tahun terakhir
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
1. Memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
Ahli 2. memiliki pengalaman di bidang kepranata-nukliran
Madya IV/b 550 Rp. 1.200.000 60th 3 ling smt_:ikat gelama 2 tahun;
. ru5|a pa ing tin
a. thutk ment?udukl Pranut keterampilan;
V/c 700 b. 56111 utk menduduki Pranut Pertama dan Muda
c 58thutkmenduduki Pranut AhliMadya;
d. 60thutk menduduki Pranut Ahli Utama dan bagi
v/d JPTyg akan menduduki Pranut Ahli Utama
/ . 4, It(elah menglkII:Ih dan lulus diklat fungsional di bidang
epranatanukliran;
Utama Rp. 1400.000 65th 5. nllapl prestasi kerja palmg rendah bemilai baik dalam
IV/e 1050 2(dua) tahun terakhir; dan
\ 6. tersedia formasi Pranata Nuklir /-




1y Pengganti dari Jabatan Fungsional Andalan Siaran dan Jabatan Fungsional Adikara Siaran \

SPQN@WP WN e

1L

. PENGANGKATAN DARI JF ASISTENPRANATA SIARAN KEDALAM JF PRANATA SIARAN
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Pranata Siaran

PERMENPAN - RB : Nomor 30 Tahun 2018, Tanggal 6 Nopember 2017

PERATURAN BKN : Nomor 27 Tahun 2019, Tanggal ...

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pranata Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNSyang melakukan
kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru pada LPPRRIdan LPPTVRL

TUGASJABATAN : Melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru.

PERPRESTUNJANGAN : ......

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo

RUMPUNJABATAN : Penerangan dan SeniBudaya

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kominfo (RRI, TVRI)

PEJABAT PENETAP PAK :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Kominfo atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat
I golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan RRIdan TVRIdibantu TimPenilai Pusat;

b. Direkturyang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRIdan TVRIuntuk angka kredit
bagi Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golru IlI/as.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di
lingkungan RRIdan TVRIdibantu Tim Penilai Unit Kerja

a. Asisten Pranata Siaran yang memperoleh ijasah S1/DIVdapat diangkat ke jabatan Pranata Siaran dgn syarat:
1) tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
3) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan
standar kompetensi Yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
4) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang produkS| penyiaran dan layanan media baru untuk Jabatan
Fungsional Pranata Siaran;
5) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
6) memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang II/a
a. Asisten Pranata Siaran yang akan diangkat menjadi Pranata Siaran diberikan angka kredit dari ijazah S1/D1V, ditambah
sebesar 68%/cangka kredit kumulatif dari diklat di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, tugas
jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
UJI KOMPETENSI
Pranata Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan
Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.
PENGANGKATAN KEMBALT:
Pranata Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan
ketentuan yang beraku.

=n

Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan

Batas
Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun

Jenjang Angka Tunjangan

Keahlian

II/a 100
Anhli Pertama 58th

Syarat pengangkatan pertama:
berstatus

memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV
dengan kualifikasi pendidikan yang
ditentukan oleh Instansi Pembina;
mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi
Ahli Muda 58th sosial kultural sesuai standar kompetensi
yan_g ditetapkan Instansi Pembina; dan
or/d 300 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bemnilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

NN

III/c 200

o

Syarat pengangkatan perpindahan dari
abatan lain:
V/a 400 J1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama
kecuali angka 6;
2. Memiliki pengalaman di bidang produksi,
IV/b 550 penyiaran dan layanan media barpaling
60th singkat 2 tahun. _ . . .
3. nilai prestasi kerja paling sedikit bemilai
baik dalam 2 thterakhir
4. Berusia paling tinggi:
a. 53thutkmenduduki jenjang Ahli
/e 700 Pertama dan Ahli Muda
b. 55thutk menduduki jenjang Ahli Mady{

Ahli Madya




Psikolog Klinis
1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/11/M.PAN/5/2008, Tanggal 26 Mei 2008
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1112/MENKES/PB/XII/ 2008 dan Nomor 28 Tahun 2008
3. PENGERTIAN : Psikoloa Klinis adalah iabatan vana mempunvai ruana linakup. tuaas. tanaauna

jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di
sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNSdengan hak dan kewajiban yang
diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

4. TUGAS POKOK : Memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen, interpretasi hasil
assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi,
pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang
meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat
rumah sakit, pelaksanaan tugas khususlapangan di bid psikologi klinik pada
komunitas, dan menjadi saksi ahli.

4. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 42 Tahun 2009, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

5. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun2017

6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

7. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

8. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

9. PEJABAT PENETAP PAK
a. Dirjenyang membidangi pelayanan psikologi bagi Psikolog Klinis Madya dibantu Tim Penilai Departemen
b. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi bagi Psikolog Klinis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja
c. Pimpinan unit kerja diluar Depkes bagi Psikolog Klinis Pertama s.d Madya dibantu TmPenilai Instansi
d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Psikolog Klinis Pertama s.d Madya dibantu TimPenilai Provinsi
e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Psikolog Kiinis Pertama s.d Madya dibantu TimPenilai

Kabupaten/Kota

10. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

11. PENGANGKATAN KEMBALT:

Psikolog Kiinis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SN -l

Tingkat Jenjang Golru Angka Tunjangan BUP

Jabatan Kredit Jabatan Pengangkatan Dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:
1. Berijazah serendah-rendahnya S.1
Psikologi Klinis;
. Pangkat serendah-rendahnya
I/c 200 Penata Muda TkI,Golru IIl/b;
. Telah lulus dan memiiliki sertifikat
Muda Rp. 600.000 58th Profesi Psikolog Kiinis;
. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
Im/d 300 sekurang- kurangnya bemilai baik
dalam satu tahun terakhir.

Pertama /b 150 Rp. 300.000 58th

W N

»

Syarat pengangkatan perpindahan

v/a 400 dgri jat?ata% Iaign Perp

1. Memenuhl syarat pengangkatan
pertama;

Madya IV/b 550 Rp. 850.000 60th | 2. Memiliki pengalaman di bidang

pelayanan psikolog kiinis paling

singkat 2 tahun.

IV/c 700 3. Berusia paling tinggi 50th

N (
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14.

Pustakawan NS

PERMENPAN-RB : Nomor 9Tahun 2014, Tanggal 13 Januari 2014
PERATURAN BERSAMA : Nomor 8 Tahun 2014dan Nomor 32 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014
PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pustakawan adalah l);glgatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan,
Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan.
TUNJANGAN : Nomor 71 Tahun 2013, Per Ka. Nomor 39 Tahun 2007
PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
INSTANSI PEMBINA : Perpustakaan Nasional
RUMPUN JABATAN : Arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan
LINGKUP BERLAKU : Pusat /Daerah

. PEJABAT PENETAPPAK :
a. Kepala PerpusnascFII_Iiba?(i Pustakawan Madm pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d Pustakawan Utama pangkat Pembina
i ling a

Utama, golru IV/edi lingkungan Perpusnas n Instansidi luar Perpusnas Ridibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekretaris Utama Perpusnas RIbagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru Il/bs.d Penyelia, dan
Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Perpusnas Ridibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pejabat eselon Iatau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon llyang membidangi kepegawaian di instansi

pusat selain Perpusnas RIbagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/bs.d Penyelia, dan Pustakawan

Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkngan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Il yang ditunjuk yg membidangi Kepustakawanan bagi Pustakawan Pelaksa

angkat Pengatur Muda Tin_?_kat I, golru II/b s.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di

ingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon lgygng membidangi Kepustakawanan yalﬁ ccl]iumjuk bagi Pustakawan
.d Pen ady

Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat L golru II/bs yelia, dan Pustakawan Pertama s.d

a, pangkat Pembina,
golru IV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

f. Rektor, Ketua Sekolah ﬁngg‘i/DirekthAkademi/ Politeknik baﬂi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru
at Pembina, goiru IV/adﬁ ingkungan Perguruan Tinggi dibantu Tim

lI/bs.cf Penyelia, dan Pusta
Penilai Perguruan Tinggi

PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
1) berijazah Sarjana (S1) IImu Perpustakaan; atau
2) berijazah Sarjana &51 /Diploma IV (D.IV) ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia serta telah mengikuti dan lulus Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli;
3) memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya; dan
4) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli;

b. Pustakawan Keterampilan yang akan beralih menjadi Pustakawan Keahlian diberikan angka kredit dari ii')alzah S1/DIV
ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65°/odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn
tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

UJI KOMPETENSI:

Pustakawan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, kecuali bagi Pustakawan

yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALT:

lr;‘:;sll:a'i(awan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang
rlaku.

awan Pertama s.d Madya, pang

papoy

-y

na

Kategori 328%32?, Golru m: T_L-j'g ol e ng'ssgsr"a Pengangkatan Dalam Jabatan
/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pelaksana Io/c 60 Rp. 350.000 58th 1. berijazah paling rendah Diploma I(D.II) IImu
—1i/d 30 Perpustakaan; atau ] i i
2. berljazgh pallnglj( re“gl?: Dlplomg a).ll)llzldanlgrl‘am
. Pelaksana | III/a 100 sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan ole
Keterampilan Lanjutan 111/ 5 150 Rp. 420.000 58th Kepala Perpusnas RT;
/ 3. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I,
III/c 200 golru II/b; dan
Penyelia Rp. 700.000 58th 4. nilai prestasi kerja paling rendah bemilaibaik
m/d 300 dalam 1 (satu) tahunterakhir
II/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama 50 Rp. 520.000 58th 7 beriJF;)aza pagiing rendah Sarjang (S1) Imu
/b Perpustakaan; atau
Ion/c 200 2. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV
Muda Rp. 800.000 58 th SP.I\Q bt(dana lain sesxllal engan kualifikasi yang
my/d 300 itetapkan dleh Kepala Perplisnas Rl;
IV/a 400 3. prﬁ%ﬂlé a;lmﬁ,‘rendah Penata Muda, golongan
. Madya v/b 550 Rp. 1.100.000 60th 4. nilai prestasi kerja paling rendah bernilaibaik
Keahlian /e 700 dalam 1 (satu) tahunterakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
v/d 850 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2 menljiliki penkgilfrgﬁn di bidang kepustakawanan
paling sin un;
Utama Rp. 1.300.000 65th 3. berusia pal?ng tinggi 53’Iahun;
IV/e 1050 4. tersediaformasi untuk JF. Pustakawan; dan
. 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
\ dalam 2 (dua) tahunterakhir
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Radiografer

1. PERMENPAN-RB : Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus2013

2 PERATURANBERSAMA  : Nomor 47 Tahun 2014dan Nomor 21 Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Radio?(l;afer adalah jabatan yang mempunyai ruang IingkuR tugas, tang ungjawab dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki PNS

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 115Tahun 2016, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSIPEMBINA : KementerianKesehatan

8 RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUPBERLAKU : PN SPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Direldur Jenderal yang'membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, gg)alru I\{[cdi lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain
Kementenian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu TmPenilai Pusat.

b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Madya, pangkat
Pembina, golru IV/adi lingkungan Kementerian Kesehatan dibantu TimPenilai UnitKerja.

c Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/cs.d Penyelia dan
Radiografer Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit Kem. Kesehatan dibantu TimPenilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.

d. Pejabat eselon Iiyang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Pelaksana, pangkat

r, goiru IL/cs.d Penyelia dan Radiografer Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Rumah Sakit
mpugsglt selain Kemen{ena' n Ksehag% dibantu TimPenilai Ins|a19y pa 9 9ol grung

e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi, bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Provinsi
dibantu TimPenilai Provinsi.

Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Radiografer Pelaksana, F@ng!(at Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Radiografer Pertama, dan
Muda di lingkungan Rumah Sakit Provinsi dibantu Tim Penilai UnitPelaksana T DaerahProvinsi.

g. Kepala Dinasyang membidangialc(’gsehatan Kabupaten/Kota, bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan
Rumah Sakit Kabupaten/Kota, iografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang ll?cs.d Penyelia, dan Radiografer
Pertama s.d Madya '?angl_(at Pembina, golru IV/adi lingkungan Puskesmas perawatan plus dan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya Kabupaten/ ota dibantu TimPenilai Kabupaten?Kota.

h. Direktur Rumah Sakit Kabu n/Kota, bagi Radiografer Pelaksana, panql_kat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Radi%rafer
Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis DaerahKab/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

a. Radiografer Terampil yg memperoleh Ijasah S1/DIVdpt diangkat menjadi Radiografer Ahli dgn syarat:
1) Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/DiplomalV (DIV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/
Teknik Radioterapi;

23 Tersedia formasi untuk RadiograferAhli; dan

3) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

b. Radiografer Terampil )(ang akan beralih meni'(adi Radiografer Ahli diberikan angka kredit dari ii?zah S1/DIVditambah angka kredit
kumulatif sebesar 68/odan diklat, tugas pokok dan bangprof dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsurpenunjang

UJI KOMPETENSL:
Radiografer yang akan naik jabatan setingkat lebit tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar mnggungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuggida JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persya n jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALT:
Radiografer yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan

Y

mpop T

yang beraku.
Tingkat _'-}ggﬁgg Golru Il\(“gré‘!‘g T'j'a g US|_a:l . Pengangkatan Dalam Jabatan
Io/c 60 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pelaksana Rp. 360.000 58th 1. Berijazah paling rendah Diploma II(DII) Teknik
vl e e o o
Tekni iologi i iodi i i
Terampil Pelaksana I/a 100 Rp. 450.000 58th Radioterapi; /T 29 T
Pl Lanjutan /b 150 2. Pangkat paling rendah Pengatur, golru II/G
3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (SIR)Radiografer yang
i III/c 200 masih beraku;
Penyelia d 300 Rp. 780.000 58th 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 1
10/ (satu) tahunterakhir
o/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 540.000 58th 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV
/b 150 (D1V) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik
Radiologi/ Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi;
I/a 200 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru Ill/3
3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (SIR)Radiografer yang
Muda 0 Rp. 960.000 58th masih berlaku; - S
Ahli /b 4. fl&ywtlé%.almg kurang bemilai baik dalam 1
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan radiologi
Madya /b 50 Rp. 1.260.000 60th paling kuprang 1 thterakhir sebefum p(‘e,ngangkatanc;,!:j
3. Usia paling tinggi 50 tahun;
\ IV/c 700 4. Tersedia formasi untukjabatan fungsional Radiografe
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Refraksionis Optisien

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 Tanggal 21 April 2005

2 PERATURAN BERSAMA : Nomor 1368/MENKES/PB/IX/2005dan Nomor 19 Tahun 2005, Tanggal 19 September 2005

3. PENGERTIAN : Refraksionis Optisien adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi,
pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan
pencatatan pelayanan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. DirekturKeperawatan dan Keteknisian Medik bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim
Penilai Departemen

b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi

c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu TimPenilai
Kabupaten/Kota

d. Pimpinan Sarana Kesehatan Masyarakat instansi pusat diluar Depkes bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d
Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Refraksionis Optisien yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

T Jenjang Golongan Angka Tunjangan Batas

ingkat Jabatan Ruang Kredit Jabatan Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
I/c 60 Syarat pengangkatan pertama:
Pelaksana Rp. 240.000 58th 1. Berijazahserendah-rendahnya
/d 80 DIOrefraksi optisi.
2. Pangkat serendah-rendahnya
Pengatur, Gol. Ruang II/c
mi/a 100 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-
ngj'.‘usgga Rp. 265.000 58th 3sekurang- kurangnya bemilai
/b 150 baik satu tahun terakhir
Terampil Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:
m/c 200 1. Memenuhi syarat
pengangkatan pertama;
. 2. Memiliki pengalaman dalam
Penyelia Rp. 500.000 S8th kegiatan refraksi optisi paling
singkat 2 tahun;
om/d 300 3. Berusia paling tinggi 5th
sebelum mencapai BUPjabatan
terakhir.




1. PERMENPAN-RB

2. PERATURAN BERSAMA
3. PENGERTIAN

4. TUGAS POKOK

5. PERPRESTUNJANGAN
6. PERATURAN BUP

7. INSTANSI PEMBINA

8. RUMPUNJABATAN

9. LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK

Rescuer

: Nomor 10 Tahun 2014 Tanggal 13 Januari 2014
: Nomor PB.01 Tahun 2014 dan Nomor 37 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014
: Jabatan Fungsional Rescuer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
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tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan

: Melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan

SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan

: Nomor 54 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
: PPNomor 11 Tahun 2017

: Badan SAR Nasional (BASARNAS)
: Pengawas Kualitas dan Keamanan
: PNSBadan SAR Nasional

a. Sekretaris Utama bagi Rescuer Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golru IlI/as.d Penyelia, pangkat
Penata Tingkat I, golru III/d yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR

Nasional di daerah dibantu TimPenilai Pusat

b. Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR bagi Rescuer Pelaksana Pemula,
pangkat Pengatur Muda, golru II/adan Rescuer Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d
yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah dibantu Tim
Penilai Unit Kerja

11. UJI KOMPETENSI:

Rescuer yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mponpo

mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Rescuer yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori

Jenjang
Jabatan

Golru

Angka
Kredit

Tunjangan
Jabatan

Batas
Usia
Pensiun

Pengangkatan Dalam Jabatan

Keterampilan

Pelaksana
Pemula

Rp. 460.000

58th

Pelaksana

IO/c

o/d

Rp. 600.000

58th

Pelaksana
Lanjutan

II/a

Rp. 871.000

58th

Syarat pengangkatan pertama:

1.

2.

berijazah paling rendah SMU,
SMK atau yang sederajat;
menduduki pangkat paling
rendah Pengatur Muda,
golongan ruang II/a;dan telah
mengikuti dan lulus pendidikan
dan pelatihan Rescuer;

. nilai prestasi kerja paling kurang

bernilai baik dalam satu tahun
terakhir

Penyelia

Rp. 1.035.000

58th

Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:

1.
2.

3.
4.

memenuhi syarat pengangkatan
pertama;

memiliki pengalaman di bidang
pencarian dan pertolongan
paling kurang 2 tahun;

telah mengikuti dan lulus uji
kompetensi;

usia paling tinggi 35 tahun. /'
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7 Sandiman

1. PERMENPAN-RB : Nomor 18 Tahun 2019, Tanggal 02 September 2019

2. PERATURAN BKN -

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab gan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan
persandian.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 105 Tahun 2006, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Sandi Negara

8. RUMPUNJABATAN : Kekomputeran

9. LINGKUPBERLAKU : PNS Pusat /Daerah

10. PEJABAT PENILAI PAK:
a. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk Sandiman Ahli Madya/Madya dan Sandiman Ahli Utama
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Sandiman Kategori
Keterampilan, Sandiman Ahli
11.PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLIL:

Sandiman Terampil yg memperoleh Ijasah S1/D1V dpt diangkat menjadi Sandiman Ahli dgn syarat:

a. Tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian;

b. Iazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian;

¢. Mengikuti dan lulusan uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar

kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina pada jenjang Sandiman Kategori Keahlian yang akan diduduki;

d. yﬁﬂ’&"‘ﬁ pg:gkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian yang akan

iduduki; dan

e. berusia paling tinggi

1)53 (Iillna puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keterampilan, Jabatan
Fungsion
Sandiman Ahli Petama/ Pertama dan Sandiman Ahli Muda/Muda;
2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Madya/Madya; dan
3%:& (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Utama bagi PNS yang menduduki
Ja n
Pimpinan Tinggi.
12. UJIKOMPETENSI DAN DIKLAT:

Sandiman yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan persyaratan lain
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di Iuar_tangg_un an Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 62(’%nam bulan;

cl_ltugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14.PENGANGKATAN KEMBALI:
Sandiman yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan

oo

- : Batas
Tingkat g:g;atgg Golru ‘I\("‘,glj(: T‘_-,’: o Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
I/c 20 1. Berijazah paling rendah SMU/SMKdi bidang Teknik
Pelaksana Rp. 197.000 58th Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatikadan
d kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh
I/ 20 Instansi Pembina;
2. Pargkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I,
: golongan ruan
Teampil | pejaksana | TV2 S0 Rp.264000 | s8th | 3- Telahmen ikt dan julus diklat pembentukan
Lanjutan /b 50 ) Sandiman kecuali bagi lulusan DIIIbidang
persandian;
4. Telah mengikuti dan lulus diklat Fungsional
) m/c 100 Sandiman;
Penyelia Rp. 495.000 58th 5. Setiap unsurEeniIaian dim DP-3 paling kurang
m/d 100 bernilai baik dim 1 tahunterakhir
0 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Il/a 5 Rp. 264.000 58th 1. Berijazah paling rendah Diploma IV (D.IV)di bidang
Pertama persandian; atau
/b 50 2. Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/
Eip oma IV _IgDI.II\(I)di bidk.il;llsatggrl‘aﬁka‘,\;'ilekhl:lonlilaa,
c 100 omputer, Telekomunikasi asa Asing, Hukum
Muda I Rp. 660.000 58th Admﬁlishési Negara, dan I(/Ianajemen serta telah’
om/d 100 menqil;uﬁ dan lulus diklat pembentukan Sandiman;
3. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru IIL/3;
Ahli IV/a 150 4. Telah mengikuti dan lulus diklat Fungsional
Sandiman;
Madya 150 5. Setiap unsurpenilaian dim DP-3 paling kurang
/b Rp.957.000 | 60th bernilai baik dim 1tahun terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
v/d 200 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Utama Rp: couee 60th 2. Memiliki pengalaman di bidang persandian paling
i V/ singkat 2 tahun;
\ e 200 3. Berusia paling tinggi 50 tahun. /-
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KEPMENPAN
KEPUTUSAN BERSAMA
PENGERTIAN

4. TUGASPOKOK

PERPRESTUNJANGAN
PERATURAN BUP

RUMPUNJABATAN

5.
6.
7. INSTANSI PEMBINA
8
9.

LINGKUP BERLAKU
10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekdirjen Bagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Pusat

b. Kakanwil Depkes Provinsi /Kadis kesehatan Provinsibagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d
Muda dibantu Tim Penilai Propinsi

¢. Ka. Kantor Depkes Kabupaten/Kota bagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim

Penilai Kabupaten/Kota

d. Pimpinan instansi bagi PSanitarian. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi

Sanitarian

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

Sanitarian Terampil yg memperoleh ijazah S1/DIVdpt diangkat menjadi Sanitarian Ahli, dgn syarat:

a. Pendidikan/ljasah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokoknya;
b. Paling kurang telah 1tahun dalam pangkat terakhir;

c. Setiap unsurpenilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bemilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru IIl/a

12. PEMBERHENTIANDARIJABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

a.
b
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d
e

. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Sanitarian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

: Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000, Tanggal 30 Nopember 2000

: Nomor 393/MENKESKESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001, tanggal 8Mei 2001

: Sanitarian adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk
memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

: Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk
dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersihdan sehat.

: Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun2007

: PP Nomor 11 Tahun 2017

: Kementerian Kesehatan

: Kesehatan

: PNSPusat /Daerah
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Batas
Tingkat 32352?‘ Golru ?(':gé(l? lelg angan Usi_all‘ . Pengangkatan Dalam Jabatan
Pelaksana T/a 25 Rp. 220.000 58th Syarat pengangkatan pertama tingkat
Terampil:
o/b 40 1. Berijazah paling rendah SLTA /DIbid.
kesehatan lingkungan;
Pelaksana II/c 60 Rp. 240.000 58th 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil o/d 80 Muda,Golongan Ruang II/a;
100 3. Diklat fungsional bidang kesehatan
Pelaksana /a Rp. 265.000 58th lingkungan;
Lanjutan /b 150 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
/c 200 sekurang- kumng_nya bemilai baik dalam
Penyelia Rp. 500.000 58th satu tahun terakhir.
or/d 300
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 300.000 58th . Berijazah pallnﬂurendahs.ll D.IV bidang
/b 150 kesehatan lingkungan;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
Golongan Ruan?
m/c 200 3. D|klat ngr;Ignsmna bldang kesehatan
Muda Rp. 600.000 58th 4, Segap unsur penilaian dalam DP-3
Ahli /d 300 satu tahun terakhir.
Syarat pengangkatan perpindahan dari
V/a 400 Jaybatar? al% J perp
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya v/b 550 Rp. 850.000 60th 2. Memiliki pengalaman di bidang
penyehatan lingkungan paling singkat 2th;
V/c 700 3.

Berusia paling tinggi 5tahun sebelum
mencapai BUPdan jabatan terakhir. /-
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Statistisi NS

PERMENPAN-RB : Nomor 19 Tahun 2013, Tanggal 29 April 2013

PERATURAN BERSAMA : Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014, Tanggal 21 Januari 2014

PENGERTIAN :ngatan Fungsional Sklaushls I?dl?lahkjabatan yang nllempunyai ruang lingkup, tugas,

an wewenang untuk melakukan iatan statisti

TUGAS POKOK : Melakukan keg%atan statistik. 9

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 110 Tahun 2016, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Badan Pusat Statistik

RUMPUNJABATAN : Matematika, statistika dan yang berkaitan

LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah

PEJABAT PENETAP PAK :

a. Kepala BPSbagi statistisiMadya pangkat pembina utama Muda, golru IV/cs.d Utama di lingkungan BPSdan instansi
selain BPSdibantu TimPenilai Pusat

b. Pejabat eselon Iyang membidangi kegiatan statistik yang ditunjuk oleh Kepala BPSatau pejabat di bawahnya yang
dil'ulw'uk paling rendah eselon IIbagi statistisi Pelaksana, pangkat Pe%tautr, olru IT/cs.d Penyelia, dan statistisi Pertama
s.d Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bdi lingkungan BPS dibantu TimPenilai

c. Kepala BPSProvinsibagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan statistisi Petama s.d Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bdi lingkungan BPSProvinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai BPSProvinsi

d. Pejabat eselon Iyang membidangi kegiatan statistik atau pejabat di bawahnya yang diluniiuk paling rendah eselon I di
instansi pusat selain BPS bagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c s.d Penyelia, dan statistisi Pertama s.d
Madya pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b di lingkungan instansi masing-masing dibantu TimPenilai Instansi

e. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk bagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru IT/cs.d
Penyelia, dan statistisi Pertama s.d Madya pangkat Pembina TKI, golru IV/bdi ling Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

f. Sekretaris Daerah Kabu n/Kota atau Pejabat eselon Ilyang ditunjuk bagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur,
golru IT/cs.d Penyelia, dan statistisi Petama s.d Madya pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bdi lingkungan
Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

a. Statistisi Terampil yg memperoleh Ijasah S1/D1V dpt diangkat menjadi Statistisi Ahli dgn syarat:
1) Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Statistisi Ahli;
2) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Statistisi Ahli bagi yg berijazah S1/DIV selain bidang statistik; dan
3) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatifyang ditentukan

b. Statistisi Terampil yang akan beralih menjadi Statistisi Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIVditambah angka
kredit kumulatif sebesar 65%odani diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka
kredit dari unsur penunjang

KENAIKAN JABATAN:

Statistisi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALT:

Statistisi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Tingkat Jabatan Golr | ‘kredit Jabatan

Batas
Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun

Jenjang Angka Tunjangan

Terampil Lanjutan

II/c
Io/d
Pelaksana m/a

Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:

1. berijazah paling rendah Diploma II(DID)jurusan
statistik atau Diploma II(DIM)bidang lain sesuai
dengan kualifikasi yg ditetapkan oleh Kepala BPS;

2. pangkat paling rendah pengatur, golru II/G

3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

Pelaksana Rp. 360.000 58th

Rp. 450.000 58th

IO/c
my/d

Penyelia Rp. 780.000 58th

III/a
/b

II/c

Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:

1. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/DiplomalV (DIV)
jurusan Statistik atau Sarjana (S1)/ Diploma IV (DILV)
bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan
oleh Kepala BPS;

58th 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru Ill/x

3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam

Pertama Rp. 540.000 58th

Muda Rp. 960.000

my/d

IV/a
Madya v/b
IV/c
v/d
IV/e

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:

1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;

2. Memiliki pengalaman di bidang statistik paling singkat
2tahun;

3. Berusia paling tinggi 50 tahun;

4. Telah ikutdan lulus diklat fungsional statistik kecuali
bagi yang berijazah DIIlatau S1/D.IVjurusanstatistik

Rp. 1.260.000 60th

Utama

Rp. 1.450.000 65th
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Surveyor Pemetaan

\S

KEPMENPAN-RB : Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002, Tanggal 3 Desember 2002

KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor OT.02/60-KA/VII/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003, Tanggal 14 Juli 2003

PENGERTIAN : Surveyor Pemetaan adalah PNSyang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan;

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta

pemasyarakatan survei dan pemetaan.
PERPRESTUNJANGAN : Nomor 37 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

: PPNomor 11 Tahun 2017
INSTANSI PEMBINA : Badan Informasi Geospasial (BIG)
RUMPUN JABATAN : Arsitek, Insinyurdan yangberkaitan
LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

BOONOW P wNH
%
2
8

PEJABAT PENETAP PAK :
Ka. BAKOSURTANAL bagi Surveyor Pemetaan Madya dibantu TimPenilai Pusat

a.

b. Sekretaris Utama BAKOSURTANAL bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan
Pertama sd Muda dibantu Tim Penilai BAKOSURTANAL

c. Kepala Dinas Provinsi bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai
Muda dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan
Pertama sampai Muda dibantu Tim PenilaiKabupaten/Kota

e. ﬂﬂ‘ﬂ’?ﬁ?‘s‘aﬁh blgg_:iﬁagllrvgogemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
Surveyor Pemetaan Terampil yg memperoleh ijazah S1/DJV dpt diangkat menjadi Surveyor Pemetaan Ahli, dgn syarat:
a. Pendidikan/ljasah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi lain yg ditentukan instansi pembina;
b. Paling kurang telah 1tahun dalam pangkat terakhir;
C. Setiap unsurpenilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bemilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru IlI/a

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

. mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Surveyor Pemetaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
dengan ketentuan yang beraku.

mpooTy

Jenjan Angka Tunjangan Batas
Tingkat Japang Golru ke Unjanda UswllJ . Pengangkatan Dalam Jabatan
Plealglksalma II/a 25 Rp. 220.000 58th Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
mula 1. Beriiazah nalina rendah SITAsesuai denaan
/b 40 kualifikasi pendidikan;
Pelaksana o/c 60 Rp. 240.000 58th 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda,
] T/d 20 Golongan Ruang I/
Terampil 3. Diklat fungsional Tk. Terampil;
Pelaksana m/a 100 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
Lanjutan /b 150 Rp. 265.000 58th kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
terakhir.
. m/c 200
Penyelia Rp. 300.000 58th
or/d 300
I/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
1. Berijazah paling rendah S.1/D.V sesuai
Pertama Rp. 270.000 S8th dengan kualifikasi pendidikan;
/b 150 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
Golongan Ruang I/
Im/c 200 3. Diklat fungsional tk ahli;
4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
Muda Rp. 525.000 58th kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
Ahli my/d 300 terakhir.
V/a 400 %}i/r?:ratpengangkatan perpindahan dari jabatan
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Madya IV/b 550 Rp. 920.000 60th 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan
survey dan pemetaan paling singkat 2 th;
3. Berusia paling tinggi 5tahun sebelum
\ IV/c 700 mencapai BUPdari jabatan terakhir. /'
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KEPMENKOWASBANGPAN
KEPUTUSAN BERSAMA
PENGERTIAN

WwNE

\S

Teknik Jalan dan Jembatan

: Nomor 64/KEP/MKWASPAN/10/1999, Tanggal 01 Oktober 1999
: Nomor 02/SKB/M/2000dan Nomor 157.B Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember2000
: Teknik Jalan dan Jembatan adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional
penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan
jembatan serta pengembangan profesi.

TUGAS POKOK

PERPRESTUNJANGAN
PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA
RUMPUNJABATAN
LINGKUP BERLAKU

. PEJABAT PENETAP PAK :

Tahun

BOENOM A

] |Qenang_,‘snan jalan, dan

2007, Per

: PPNomor 11 Tahun 2017
: Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat
: Arsitek, Insinyurdan yangberkaitan
: PN SPusat /Daerah

penyelenﬁ

: Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan
garaan penan n jembatan
omor 39 Tahun 5007

a. Sekjen Dep. PUbagi Teknik Jalan dan Jembatan Madya sampai Utama dibantu Tim Penilai Pusat

b. Dirjen Bina Marga bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana s.d
Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

c. Kakanwil DPU Provinsi bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana

s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Wilayah

d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana

s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

e. Ka. Dinas PU/Dinas PUBina Marga TkIlbagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan
Jembatan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11.

PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

Teknik Jalan dan Jembatan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Jalan dan Jembatan Ahli, dgn syarat:

a. Pendidikan/Ijazah/STTByg diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Jalan dan Jembatan Ahli;
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
c. setiap unsurpenilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan

yang diperolehnya.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

"D QOUTY

tidak memenuhi persyaratan Jabatan
13. PENGANGKATAN KEMBALL:

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

Teknik Jalan dan Jembatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

jabatannya menurut ketentuan yang beraku.

Batas Usia

. Jenjan Angka Tunjangan
tingkat Jabiad Golru | /gu® Sobataa Pensiun Pengangkatan Dalam Jabatan
/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
I 60 2 1. Berijazah paling rendah DIIsesuai dgn
Pelaksana /c Rp. 240000 S8th kualifikasi pendidikan;
I/d 80 2. Par::ci:jkat sererdah—rendahnya Pengatur
- Muda TKI,Golongan Ruang II/b;
a 100
Terampil | pelaksana | T/ Rp. 265,000 58th | 3. Diklatfungsional tingkat terampil;
Lanjutan /b 150 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
m/c 200 kurakr||19nya bemnilai baik dalam satu tahun
i 300.000 58th terakhir.
Penyelia /d 300 Rp.
Ii/a 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama /b 150 Rp. 275000 S8th 1. Berijazah paling rendah S.1/D1V sesuai dgn
) 200 kualifikasi pendidikan.
c .
58th 2. Pangkat paling rendah Penata Muda
Muda my/d 300 Rp- 525.000 Golongan Ruang IlI/a ’
3. Diklat fungsional Tk. Ahli
v 400
/a 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
Ahli Madya IvV/b 550 Rp. 790.000 60th kun-akrllgnya bemilai baik dalam satu tahun
IV/c 700 terakhir
Syarat pengangkatan perpindahan dari
v/d 850 Jabatan lain:
Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
Utama . 1.050.000 65th 2. Memiiliki pengalaman di bidang teknik jalan
Rp dan ]embatan I|n kurang 2 tahun
IV/e 1050 3. Berusia paling thsebelummencapai
\ BUPdari Jabatan terakhlr /-
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Teknik Pengairan

KEPMENKOWASBANGPAN : Nomor 63/KEP/MKWASPAN/10/1999, Tanggal 1 Oktober 1999
KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 01/SKB/M/2000 dan Nomor 157-A Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000
PENGERTIAN : Teknik Pengairan adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan keglatan teknis fungsional
penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta
rawa dan pantai serta pbenaembanaan profesi.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, iigasi, sungai serta

rawa dan pantai.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 36 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat
RUMPUN JABATAN : Arsitek, Insinyurdan yangberkaitan

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

Q 0N To

e.

. Sekdirjen bagi Teknik Pengairan Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat

. Dirjen Pengairan bagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu Tim

Penilai Direktorat Jenderal
Kakanwil Provinsibagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu Tim
Penilai Wilayah

. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu

TimPenilai Instansi
Kepala Dinas PUbagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu Tim
Penilai Kabupaten/Kota

PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLT
Teknik Pengairan Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Pengairan Ahli, dgn syarat:

b.

C.

Pendidikan/Ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan untuk Teknik Pengairan Ahli;
sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dim DP3 sekurang-kurangnya bemilai baik dim 1 (satu) tahun terakhir;

d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat yg baru berdasarkan pendidikan yg

diperoleh

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

SN - X

. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALT:
Teknik Pengairan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut
ketentuan yang beraku.

/
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Tingkat Jenjang Golru m‘g Tunjangan | Batas Usia Pengangkatan Dalam Jabatan

Jabatan Jabatan Pensiun

Terampil Pelaksana /a

Io/b

Pelaksana Io/c
Io/d

Quarat nennannkatan nartama tinakat Teramnil:

Rp. 240.000 58th 1. Berijazah paling rendah DIIsesuai dengan
kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI,
Golongan Ruang II/b.

Rp. 265.000 58th 3. Diklat fungsional tingkat terampil

4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-

kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
Rp. 300.000 58th terakhir

Lanjutan /b
II/c
my/d

Penyelia

Ioo/a
m/b
II/c
m/d
IV/a
Madya /b
IV/c

Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Rp. 275.000 S8th 1. Berijazah paling rendah S.1/DIVsesuai dgn
kualifikasi pendidikan.

2. Pangkat paling rendah Penata Muda
Rp. 525.000 S8th GolgngaﬁaRuagng I/a '
3. Diklat fungsional Tk. Ahli
4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-
Rp. 790.000 60th kurangnya bemilai baik dalam satu tahun
terakhir

Pertama

Muda

R EE R

ISyarat pengangkatan perpindahan dari jabatan
ain:

v/d 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama

Utama Rp. 1.050.000 65th 2. Memiiliki pengalaman di bidang teknik
ngairan paling kurang 2 tahun.

IV/e 1050 pallng tinggi 5tahun sebelum

mencapai BUPdari jabatan terakhir /-



184) Teknik Penyehatan Lingkungan NS

1. KEPMENKOWASBANGPAN : Nomor 66/KEP/MKWASPAN/10/1999, Tanggal 1 Oktober 1999

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 04/SKB/M/2000dan Nomor 157.D Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000

3. PENGERTIAN : Teknik Penyehatan Lingkungan adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis
fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air minum, air bersih,
sampah, drainese serta pengembangan profesi.

4. TUGASPOKOK : I:/jlel_aksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air

rainase

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 36 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

g‘ mg}ﬁ[-jmm : Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat

: Arsitek, Insinyurdan yangberkaitan
9. LINGKUP BERLAKU .
10. PEJABATPENETAPPAK: PN SPusat/Daerah

a. Sekjen Dep. PUbagi Teknik Penyehatan Lingkungan Madya sampai Utama dibantu TimPenilai Pusat
b. Dirjen Cipta Karya bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama s.d Muda dan Teknik Penyehatan Lingkungan
Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
c. Kakanwil Provinsi bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Petama s.d Muda dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana
s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Wilayah
d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama s.d Muda dan Pelaksana s.d Teknik Penyehatan
Lingkungan Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
e. Kepala Dinas PU bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama s.d Muda dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana
s.d Penyelia dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
Teknlk Penyehatan Lingkungan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli, dgn
syarat
a. I-lPendklfIllkan/Iﬁh/STI‘B yang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Penyehatan
ngkungan Ahli;
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
c. setiap unsurpenilaian pelaksanaan pekerjaan dim DP3 sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. gyeme:u;lhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat yg baru berdasarkan pendidikan yg
iperolehnya
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tldak memenuhi persyaratan Jabatan
13. PENGANGKATAN KEMBALL:
Teknik Penyehatan Lingkungan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang beraku.

B Y- N

Tingkat gggjaatg% Golru m‘g thg arigan B?‘?Pe:sll:lﬂa Pengangkatan Dalam Jabatan
/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat
C 60 40.000 Terampil :
Pelaksana 1/ Rp. 2 S8th 1. Berijazah paling rendah DIIsesuai dgn
oyd 80 kualifikasi pendidikan
Terampil I/a 100 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKIL,
P Pf;f‘,]'.‘usgga Rp. 265.000 58th Golongan Ruang Ii/b.
/b 150 3. Diklat fungsional tingkat terampil
IO/c 200 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
Penyelia Rp. 300.000 58th sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
nr/d 300 satu tahun terakhir
II/a 100 * Syaratpengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 275.000 58 1. h paling rendah S.1/D.IVsesuai dgn
/b 150 lﬁka5| pendidikan.
2, cPia?gkat palilng reﬂii/ah Penata Muda,
olongan Rua
m/c 200 3. Diklat fungsional Tk. Ahli
Muda Rp. 525.000 58th 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP-3
my/d 300 sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
Ahli satu tahun terakhir
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:
Madya IV/b 550 Rp. 790.000 60th 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
IV/c 700 2. Memiiliki pengalaman di bidang teknik
penyehatan lingkungan paling kurang 2 th;
v/d 850 3. Berusia paling tinggi 5tahun sebelum
| Utama Rp. 1.050.000 65th mencapai BUPdar jabatan terakhir.
~N V/e 1050 /'




Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
1. KEPMENKOWASBANGPAN : Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999, Tanggal 1 Oktober 1999
2 KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember2000
3. PENGERTIAN : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan bangunan.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman.
5 PERPRESTUNJANGAN : Nomor 36 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat
8 RUMPUNJABATAN : Arsitek, Insinyurdan yangberkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK
a. Sekjen DPU/Pejabatyang drtun]uk bagi Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat
b. Dirjen Cipta Karya bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu TimPenilai Direktorat Jenderal
c. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
e. Kadin PU/Dinas PUCipta Karya TkIlbagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
WI:I( Tata Bangunan dan Perumahan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
i, dgn syarat:
Pend’ idi Iﬁ;\/lﬁh/Sﬂ'Byang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan i
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
c. setiap unsurpenilaian pelaksanaan pekerjaan dim DP3 sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. gjeme{u;‘hi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan utk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang
iperolehnya.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALT:
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang beraku.
- . Batas
Tingkat ggrt:laatg% Golru m‘: l.'ia a"g’:‘“ Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
/b 40 Syarat pengangkatan pertama tingkat
Pelaksana II/c 60 Rp. 240.000 5Rth Terampil:
1. Berijazah paling rendah DIIsesuai dgn
I/d 80 kualifikasi pendidikan;
. 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda
Terampil Pelaksana /a 100 Rp. 265.000 58th TKI,Golongan Ruang II/b;
Lanjutan /b 150 3. Diklat fungsional tingkat terampil;
Tm/c 200 4, setiap unsurpenilaian dalam DP3
. sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
Penyelia d 300 Rp. 300.000 58th satu tahun terakhir.
ma oI/a 100 Rp. 275.000 58th Syarat pengangkatan pertama tingkat Af}li:
Perta /b 150 1. Berijazah paling rendah S.1/D.1V sesuai
00 dgn kualifikasi pendidikan;
Muda /c Rp. 525.000 58th 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
om/d 300 Golongan Ruang IIl/a;
3. Diklat fungsional Tk. Ahli;
V/a 400 4. Setiap unsurpenilaian dalam DP3
Madya IV/b 550 Rp. 790.000 60 th sekurang-kurangnya bemilai baik dalam
Ahli V/c 700 satu tahun terakhir.
Syarat pengangkatan perpindahan dari
v/d 850 jabatan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan
Utama Rp. 1.050.000 65th rtama;
IO 2. Memiliki pengalaman di bidang teknik
tata bangunan paling kurang 2tahuny;
V/e 1050 3. Berusia paling tinggi 5tahun sebelum
\ mencapai BUPdari jabatan terakhir /-




)

WNE

HOPNG p

a.

a

PERMENPAN-RB : Nomor 28Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013
PERATURANBERSAMA  : Nomor 46 Tahun 2014dan Nomor 23 Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus 2014
PENGERTIAN : Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan,

PERATURAN BUP .
INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

RUMPUNJABATAN .
LINGKUP BERLAKU : PN S Pusat /Daerah
. PEJABAT PENETAPPAK :

b. Di

. Pejabat eselon Ilyang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana,

. Kepala Dinas membidangi kesehatan Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan

. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golru IV/a di

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPILKE TINGKAT AHLI

12. U KOMPETENSI:
Teknisi Elektromedis yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mpopTY

14. PENGANGKATAN KEMBALT:
Teknisi Elektromedis Zang diberhentikna karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Teknisi

Teknisi Elektromedis NS

jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana
esehatan yang diduduki oleh PNS.

dan pelaporan dan evaluasi.
: PP Nomor 11 Tahun2017

: Kesehatan

Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementenan Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Madya, pangkat
Pembina Tingkat I, golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, P/c di Il?’?.lkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat
selaln Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dlban enilai
rekturyang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementenan Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Madya pangkat

Pemblna, golru IV/adi lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, Teknisi

Elektromedis Pelaksana, Egngkat Pengatur, I?olru ]I/cs d Penyella dan Teknisi Elektromedis Pertama s.d Madya, pangkat Pembina,
Stl)lru Nﬁudl Imgl;un Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.

9Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, bagi Teknisi

Elektromedis Pelaksana, pangkat Pen atur, golru II/cs.d Pen elia dan Teknisi Elektromedis Pertama dan Muda, di Imgkungan
Rumah Saklt/ Balai Bsar/galall Kantor sehatan Pel abuhan em, Kesehatan dibantu TimPenilai Unit Pelaksana Teknis

pangkat Pengatur, q?Iru II/cs.d Penyelia dan Teknisi Elektromedis Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/adi lingkungan
instansi pusat selaln ementerian Kesehatan dibantu TimPenilai Instansi.

Rumah Saklt/ r/Balai insi dibantu Tim Penilai Provinsi.
Direktur Rumal Saklt/ Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi bagl Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c

s.d Penyelia dan Teknisi Elektromedis Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi dibantu Tim Penilai
UPTDaerah Provinsi.

Ii%unaan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/ Kota, Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pen dqolru II/cs.d Penyelia dan

ktromedis Pertama s.d Ma Kat Pembina, golru IV/adi ling.Puskesmas Kal bantu Tim Penilai Ka'{g/
Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Ka 7Kola bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia
dan Teknisi Elektromedis Pertama dan Muda di Ilngkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan
Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

Teknisi Elektromedis Terampil yg memperoleh Ijasah S1/D.IVdpt diangkat menjadi Teknisi Elektromedis Ahli dgn syarat:

1) Memiliki ijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik

2) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

Teknisi Elektromedis Terampil yang akan beralih menjadi Teknisi Elektromedis Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV
ditambah angka kredit kumulatif sebesar 68°/dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan
angka kredit dari unsur penunjang

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Elektromedis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jenjang Angka Tunjangan Batas Usia
Tingkat Jabatan Golru Kredit Jabatan Pensiun Pengangkatan Dalam Jabatan
o/c 60 Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pelaksana | —o o o Rp. 360.000 58th 1. Berijazah paling rendah Diploma I(DIM)teknik
elektromedik;
Pelaksana /a 100 Rp. 450.000 58th 2. Pangkat paling rendah Pengatur, golru II/G
Lanjutan /b 150 ) 3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi
m/c 200 Elektromedis yang masih beraku;
; . 780.000 58th 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
Penyelia 7 30 | P dalam 1 (satu) tahun terakhir
d 100 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
Pertama Rp. 540.000 58th rijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV
/e 150 gﬁmkm@ammwh
2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru I/
m/c 200 3. glemlllkl SuratTanda egmbeﬁ IESIR)Tdma
. 960.000 ng masi aku;
Muda m/d 300 Rp S8th 4. Nilai prestasi I‘(,erja paling kurang bernilai baik
Ahli dalam 1 (satu) tahun terakhir
IV/a 400 Syarat pengangkatan perpindahan dari jbtan lain:
1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
1Y/} 550 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan
Madya Rp. 1.260.000 60th engelolaan alat elektromedik paling kurang 1
g)tahun terakhir sebelum pengangkatan;
| IV/c 700 paling tinggi 50 tahun;
\ 4 Tersedia formasi jabfung Tekn|S| Elektromedis.
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Teknisi Gigi

: Nomor PER/06/M.PAN/4/2007, Tanggal 30 April 2007

: Nomor 1148/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 35 Tahun 2007, Tanggal 24 Oktober 2007

: Teknisi Gigi adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi.

1. PERMENPAN-RB
2. PERATURAN BERSAMA
3. PENGERTIAN

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan
dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat,
serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : KementerianKesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

TimPenilai Departemen
b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu TimPenilai Provinsi
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu TimPenilai
Kabupaten/Kota
d. Pimpinan Instansibagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu TimPenilai Instansi
11. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;
. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALT:

Teknisi Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

SO0 Q000

a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu TimPenilai dibantu

’\187

Tingkat ;enjan Gzlonga I:Ingk T::]ang B:?;-l:::a Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabata Ruang Kredit Jabatan
n
Io/c 60 Syarat pengﬁngkat?‘nlferta‘;ni:
1. Berijazah serendah-rendahnya
Pelaksana Rp. 240.000 58th Dillsesuai dengan kualifikasi
/d 80 pendidikan
2. Pangkat serendah-rendahnya
Pengatur, Gol. Ruang IT/c
Ii/a 100 3. Setiap unsurpenilaian dalam
Pelaksan DP-3 sekurang-kurangnya
a Rp. 265.000 58th bemilai baik dalam satu tahun
. terakhir
Lanjutan /b 150
Terampil
Syarat pengangkatan perpindahan
II/c 200 dari jabatan lain:
1. Memenuhi syarat
pengangkatan pertama;
Penyelia Rp. 500.000 58 th 2. Memiliki pengalaman dalam
pelayanan teknik gigi paling
Im/d 300 singkat 2 tahun;
‘ \ 3. Berusia paling tinggi 50 tahun/-
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. PEJABAT PENETAP PAK:

11.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

KEPMENPAN-RB : Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004, Tanggal 9 Nopember 2004

KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 190/KA/BPPT/IX/2005 dan Nomor 19A Tahun 2005, Tanggal 31 Oktober
2005

PENGERTIAN : Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, adalah PNSyang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk
melakukan tugas/kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada
instansi pemerintah.

TUGAS POKOK : Melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan.
PERPRES TUNJANGAN : Nomor 31 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

RUMPUN JABATAN : Penelitian dan perekayasaan

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

Kepala Badan/Pusat Penelitian dan Pengembangan atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah
eselon IIpada instansi pusat atau daerah bagi Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Pemula
s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi.
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
. mengundurkan diri dari Jabatan;
. diberhentikan sementara sebagai PNS;
. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
tidak memenuhi persyaratan jabatan.

B = M o I = i« )

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat

| kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
. - Batas
Tingkat ::;Lat:g Gc;{l::gga n m‘: ng]::gin USi:':l Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Pelaksana Syarat pengangkatan pertama:
Pemula /a » Rp. 220000 S8th 1. Berijazah paling rendah SLTA
sesuai dengan kualifikasi
o/b 40 pendidikan;
2. Pangkat paling rendah Pengatur
Pelaksana II/c 60 Rp. 250.000 58th Muda, Golongan Ruang II/a;
3. Diklat fungsional tingkat terampil;
n/d 80 4. Setiap unsur penilaian dalam
DP-3 sekurang- kurangnya
1y 100 bernilai baik dalam satu tahun
a terakhir
Pelaksana
) Lanjutan Rp. 300.000 58th
Terampil m/b 150
Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:
I/c 200 1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;
2. Memiliki pengalaman melakukan
Penyelia Rp. 450.000 58 th pelayanan kegiatan penelitian
dan perekayasaan paling singkat
2 tahun;
m/d 300 3. Berusia paling tinggi 5 tahun
sebelum mencapai BUP dari
jabatan terakhir

-
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1. KEPMENPAN H
2. KEPUTUSAN BERSAMA :
3. PENGERTIAN :

4. TUGAS POKOK

PERPRES TUNJANGAN
PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA
RUMPUN JABATAN
LINGKUP BERLAKU

0. PEJABAT PENETAP PAK:

BROONOW
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Teknisi Penerbangan

Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004, Tanggal 9 Nopember 2004
Nomor KM. 50 Tahun 2005 dan Nomor 13 Tahun 2005, Tanggal 24 Agustus 2005

Teknisi Penerbangan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan
tugas/kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta
kelancaran lalu lintas Penerbangan.

: Pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang meliputi pemanduan

lalulintas penerbangan, komunikasi penerbangan, informasi aeronautika, teknis
elektronika penerbangan, teknis listrik penerbangan, pendayagunaan dan
perawatan fasilitas bidang landasan serta pengoperasian dan perawatan
penerbangan kalibrasi.

: Nomor 69 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
: PPNomor 11 Tahun 2017

: Kementerian Perhubungan

: Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat

: PNS Kementerian Perhubungan

Direktur Jenderal Perhubungan udara atau pejabat eselon Ilyang membidangi pelayanan keamanan
dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas penerbangan bagi Teknisi Penerbangan
Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Teknisi Penerbangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenjang

Tingkat Jabatan

Angka Tunjangan

Golru Kredit Jabatan BUP Pengangkatan Dalam Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

o/b 40
1. Berijazah paling rendah DII

Pelaksana

sesuai dengan kualifikasi
II/c 60 Rp. 260.000 58 th pendidikan

2. Pangkat paling rendah
o/d 80 Pengatur Muda TKI, Golongan
Ruang II/b.

3. Diklat fungsional tingkat
Il/a 100 terampil

4. Setiap unsur penilaian dalam

Pelaksana
Lanjutan

Terampil

Rp. 375.000 SBth DP-3 sekurang- kurangnya
m/b 150 bernilai baik dalam satu tahun
terakhir Kredit

Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:
Ir/c 200 1. Memenuhi syarat pengangkatan

2. mmbengalaman di bidang

Penyelia

Rp. 500.000 58th keselamatan pelayaran paling
kurang 2 tahun;

3. Berusia paling tinggi 5 tahun
sebelum mencapai BUPdari
jabatan terakhir

m/d 300




1. PERMENPAN-RB : Nomor 31 Tahun 2018, Tanggal 9 Agustus 2018

2 PERATURAN BERSAMA : Nomor 45 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Teknisi Perkebunrayaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengelolaan teknis di bidang perkebunrayaan.

4. TUGAS POKOK : Melak_sanakan peng_elolaan teknis kebup raya meliputimpembibitan, registrasi
pemeliharaan koleksi, pembuatan herbarium dan bank biji

5. PERPRES TUNJANGAN ‘ Nomor ...

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA @ LIPI

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu hayat ]

9. LINGKUP BERLAKU : Instansi Pusat dan Instansi Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan JF Teknisi,
Perkebunrayaan pada LIPI untuk Angka Kredit Teknis Perkebunrayaan Penyelia di lingkungan LIPI,
Pemerintah Daerah Prov./Kab./Kota, dan Perguruan Tinggi;

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kepegawaian pada LIPI untuk
Angka Kredit Teknisi Perkebunrayaan Pemula sampai dengan Teknis Perkebunrayaan Mahir di
lingkungan LIPI;

c. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Teknisi
Perkebunrayaan Pemula sampai dengan Teknis Perkebunrayaan Mahir di lingkungan Unit Pelaksana
Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

d. Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Teknisi
Perkebunrayaan Pemula s.d. Teknisi Perkebunrayaan Mahir di lingkungan Perguruan Tinggi.

11. KENAIKAN JABATAN
Telmisi Perkebunrayaan yang alan naik jabatan setinglat lebih tinggi harus mengilatti dan lulus uj kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DA RIJABATAN :

¢ menjalani auti di luartanggungan Negarg;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Teknisi Perkebunrayaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang
berfalaL

Kategori Jenjang Golru Angka Tunjangan BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

II/c 60 58 th 1. berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

II/d 80 58 th 4. berijazah paling rendah SLTA bidang IPA, SMK
bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, atau
sederajat dan paling tinggi D3 bidang kehutanan,
pertanian, dan biologi;

5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial
III/a 100 58 th Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
Mahir disusun oleh Instansi Pembina; dan

6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS

Terampil

Ketrampilan

Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:

1. memenuhi syarat pengangkatan
pertama;

III/c 200 58 th 2. memiliki pengalaman di bidang
Penyelia perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua)
tahun;

3. berusia paling tinggi 53 tahun.

III/b 150 58 th

III/d 300 58 th

190/ Teknisi Perkebunrayaan g
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Teknisi Siaran
1. PERMENPAN-RB : Nomor 29 Tahun 2017, Tanggal 6 Nopember 2017
2 PERATURAN BKN : Nomor 37 Tahun 2019, Tanggal ...
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Teknisi Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNSyang melakukan
kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru pada
LPPRRIdan LPPTVRL
4. TUGASJABATAN : Melakukan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru.
5. PERPRESTUNJANGAN : ......
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo
8 RUMPUNJABATAN : Penerangan dan Seni Budaya
9. LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kominfo (RRI, TVRI)
10. PEJABAT PENETAP PAK :
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Madya
Bian kat menjadi Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan RRIdan TVRIdibantu Tim Penilai Pl.ls?‘i'&I _
b. ryang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRIdan TVRIuntuk angka kredit
bagi Teknisi Siaran Ahli Pertama s.d Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bdi lingkungan RRL
dan TVRIdibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. PENGANGKATAN DARI JF ASISTEN TEKNISISIARAN KEDALAM JF TEKNISISIARAN
a. Asisten Teknisi Siaran yang memperoleh ijasah S1/DIV dapat diangkat ke jabatan Teknisi Siaran dgn syarat:
1) tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
3) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan
standar kompetensi Yang telah disusun oleh Instansi Pembina; . . i
4) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru untuk
Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
5) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
6) memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang II/a
a. Asisten Teknisi Siaran yang akan diangkat menjadi Teknisi Siaran diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV, ditambah
sebesar 65°/cangka kredit kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan
angka kredit dari unsur penunjang
11. UJI KOMPETENSL
Teknisi Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan
Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Teknisi Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
: . Batas
. Jenjang Angka Tunjangan :
Kategori Jabatan Golru Kredit Jabatan Pell.!‘ssl;llm Pengangkatan Dalam Jabatan

m/a 100 fyamangkatan pertama:

Ahli Pertama 58th 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;

m/b 150 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV
dengan kualifikasi pendidikan yang
ditentukan oleh Instansi Pembing;

m/c 200 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi

Ahli Muda 58th sosial kultural sesuai standar kompetensi
yang ditetapkan Instansi Pembina; dan _
or/d 300 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Keahlian
Syarat pengangkatan perpindahan dari
jabatan lain:

V/a 400 J1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama
kecuali angka 6;

2. Memiliki pengalaman di bidang teknik

IV/b 550 produksi, penyiaran dan layanan media

Ahli Madya 60th barpaling singkat 2 tahun. . o
3. nilai prsgaﬂ kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 2 thterakhir
4. Berusia paling tinggi:
a. 53thutkmenduduki jenjang Ahli
V/c 700 Pertama dan Ahli Muda
\ b. 55th utk menduduki jenjang Ahli Mady?/-




Teknisi Transfusi Darah
1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/05/M.PAN/4/2007, Tanggal 30 April 2007
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1147/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 34 Tahun 2007, Tgl 24 Oktober 2007
3. PENGERTIAN : Teknisi Transfusi Darah adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan tranfusi darah yang meliputi rekruitment donor,
seleksi donor, penyadapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan
Darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan
lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi.
5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat /Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK
a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d
Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen
b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d Penyelia
dibantu Tim Penilai Provinsi
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d Penyelia
dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
d. Pimpinan Instansibagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. PENGANGKATAN KEMBALTI:
Teknisi Transfusi Darah yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.
Jenjang Golonga Angk Tunjanga Bat_as
Tingkat Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Jabatan n a n Pensiun
Ruang Kredit Jabatan
Pelaksana Syarat pengangkatan pertama:
Pemula Wa » Rp.220.000 >8th 1. Berijazah serendah-rendahnya DI
/b 40 Teknologi Transfusi Darah
2. Pangkat serendah-rendahnya
Pelaksana II/c 60 Rp. 240.000 58th Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a.
3. Setiap unsurpenilaian dalam
n/d 80 DP-3 sekurang- kurangnya
bernilai baik dalam satu tahun
terakhir
Terampil | Pelaksana e 10 Rp. 265.000 58th
Lanjutan /b 150
Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain:
/e 200 1. Mjemenuhi syarat pengangkatan
. pertama;
Penyelia Rp. 500.000 58th 2. Memiliki pengalaman dalam
pelayanan transfusi darah paling
/d 300 singkat 2 tahun;
\ 3. Berusia paling tinggi 50 tahun. /-
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Terapis Wicara

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/48/M.PAN/4/2005, Tanggal 21 April 2005
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1367/MENKES/PB/IX/2005 dan Nomor 19 Tahun 2005, Tgl 19 September 2005
3. PENGERTIAN : Terapis Wicara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan
komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara,
irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak
mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai
individu maupun sebagai anggota masyarakat.

5. PERPRESTUNJANGAN . nNomor 34 Tahun 2008
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUN JABATAN - Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim
Penilai Departemen
. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim
Penilai Kabupaten/Kota

Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan instansi pusat di luar Depkes bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d
Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

. mengundurkan diri dari Jabatan;

. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALTI:

Terapis Wicara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam
jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a po

Y - XA

Batas
Usia Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun

Jenjang Golongan Angka Tunjangan
Tingkat Jabatan Ruang Kredit Jabatan

Syarat pengangkatan pertama:

o/c 60 1. Berijazah serendah-rendahnya

Pelaksana Rp. 240.000 58 th sesuai dengan kualifikasi

pendidikan;

I/d 80 2. Pangkat serendah-rendahnya

Pengatur, Golongan Ruang II/c

I/a 100 3. Tersedianya Formasi

Pelaksana 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
Lanjutan Rp. 265.000 58th sekurang-kurangnya bernilai baik

III/b 150 dalam satu tahun terakhir

Terampil

Syarat pengangkatan perpindahan

dari jabatan lain:

1. Memenuhi syarat pengangkatan
pertama;

2. Memiliki pengalaman dalam
kegiatan pelayanan terapi wicara
paling singkat 2 tahun;

mr/d 300 3. Berusia paling tinggi 5 tahun

sebelum mencapai BUP dari

\ jabatan terakhir.

IO/c 200

Penyelia Rp. 500.000 58th




194/'

» WP

VNG U

PERMENPAN-RB
PERATURAN BKN
PENGERTIAN

TUGAS POKOK

PERPRESTUNJANGAN
PERATURAN BUP
INSTANSI PEMBINA
RUMPUNJABATAN
LINGKUP BERLAKU
10. PEJABAT PENETAP PAK:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi keskretariatan pada Kementerian Pendidiikan dan Kebudayaan
untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
b. Pimpinana Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan
dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli
Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan
menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi
" Wi%gxﬁ%@r A-\Nhli Pertama dan Widyaprada Ahli Muda di lingkungakan Instansi Pemerintah

Widyaprada yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengilaiti dan lulus uji kompetensi.
12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
a. mengundurian diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
< menjalani auti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugasikan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:
Widyaprada yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang

Widyaprada -

Nomor 3 Tahun 2019, Tanggal 21 Februari 2019
Nomor 21 Tahun 2019, Tanggal 20 Septemebr 2019

: Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan,
Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan,
Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu
Pendidikan.

: melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan

Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan
dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan.

Nomor ......

PP Nomor 11 Tahun 2017

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tenaga Pendidikan Lainnya

Instansi Pusat dan Instansi Daerah

berialau
Kategori | Jenjang | Golru | Angka | Tunjangan | BUP Pengangkatan dalam Jabatan
Jabatan Kredit Jabatan
Syarat pengangkatan pertama:
Pertama I1/a 100 58 th 1.berstatus PNS;

III/b 150 58 th | 2.memiliki integritas dan moralitas yg baik;
3.sehat jasmani dan rohani;
4.berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang
pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi
pendidikan lain yang relevan dengan tugas
jabatan ditetapkan oleh instansi pmebina;
5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

III/c 200 58 th Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai dengan standar

Keahlian Muda kompetensi yang disusun oleh Instansi

Pembina;
6.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:

III/d 300 58 th | 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama;
2.berusia paling tinggi:
a.53 tahun untuk JF Penata Widyaprada Ahli

Iv/a 400 60 th Pertama dan Widyaprada Ahli MY.Idl;;

Madya IV/b 550 60 th | b.55 tahun untuk JF Widyaprada Ahli Madya;

¢.60 tahun untuk JF Widyaprada Ahli Utama

IV/c 700 60 th | bagi PNS yang telah menduduki Jabatan

IV/d 850 65 th Pimpinan Tinggi.

~J Utama v
X /e | 1050 65 th /
)
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Widyaiswara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 22 Tahun 2014, Tanggal 23 Juli 2014

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015, Tanggal 30Januari 2015

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Widyaiswara adalah jatanan yg mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, evaluasi
dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat
Pemerintah

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 59 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Administrasi Negara

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat bagi Widyaiswara
Ahli Utama di lingkungan LAN dan instansi lainnya dibantu Tim Penilai Pusat (TPP);

b. Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga
Pemerintah Non Kementerian bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di
lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi (TPI);dan

c. Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan
Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Daerah (TPD)

11. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALT:
Widyaiswara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya
menurut ketentuan yang berlaku.
. - Batas
Tingkat _‘;’:Eftgg Golru ?('E(: Tg;fa"tg?‘“ Usua Pengangkatan Dalam Jabatan
Pensiun
Syarat pengangkatan:
Pertama m/b 150 Rp. 325.000 58th 1. berijazah paling rendah Pascasarjana
(S2)dari perguruan tinggi yang
terakreditasi
Im/c 200 2. menduduki pangkat paling rendah
Muda Rp. 700.000 58th Penata Muda Tingkat I,golru IIl/b;
m/d 300 3. berusia paling tinggi 50tahun pada saat
pengangkatan sebagai Widyaiswara;
4. memiliki pengalaman di bidang Dikjartih;
IV/a 400 5. telah mengikuti dan lulus Diklat
Pembentukan Calon Widyaiswara;
6. telah mendapat rekomendasi
ae;_nga_ngkatag dalall(n Jabadtan_ Fungsional
idyaiswara dan rekomendasi
Ahli Madya o 550 Rp. 1.000.000 60th Pnge:apan Angka Kredit awal dari Instansi
Pembina;
7. penilaian prestasi kerja paling rendah
V/c 700 bemilai baik dalam 1tahun terakhir; dan
8. tersedia formasi Jabatan Fungsional
Widyaiswara
Selain syarat yang telah ditentukan diatas
v/d 850 kecuali angka 3, pengangkatan Pejabat
Pimpinan Tinggi menjadi Widyaiswara,harus:
1. Sehat jasmanidan rohani;
Utama Rp. 1.400.000 65th 2. Lulus uji kompetensi;
3. Memenuhi formasi Widyaiswara untuk
V/e 1050 pelaksanaan Dikjartih PNS, Evaluasi dan
Pengembangan Diklat pada Diklatpim
~N Tingkat Idan Diklatpim Tingkat I /'
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RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL

1. Rumpun Fisika, kimia dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan
dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan
metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan
dengan penerapan iimu pengetahuan di bidang iimu fisika, astronomi,
meteorologi, kimia dan geofisika. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam
rumpun ini meliputi: Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Pengawas Radiasi,
Pengamat Gunung Api, Pranata Nuklir.

Rumpun Matematika, Statistik dan yang berkaitan
adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan

penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori matematika
aktuaria atau konsep statistika dan mengaplikasikannya pada bidang teknik,
ilmu pengetahuan alam dan sosial serta melaksanakan kegiatan teknis yang
berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional iimu
matematika, statistika dan aktuaria.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Peneliti dan

Rumpun ke Komputeran

adalah umpun jabatan fungsional PNSyang kegiatannya berhubungan
dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teoridan
metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang
perencanaan, pengembangan dan peningkatan sistem yang berbasis
komputer, pengembangan perangkat lunak, prnsip dan metode
operasional, pemeliharaan kamus data dan sistem manajemen, database untuk
menjamin integritas dan keamanan data serta membantu pengguna komputer
dan perangkat lunak standar, mengontrol dan mengoperasikan komputer dan
peralatannya, melaksanakan tugas-tugas pemprograman yang berhubungan
dengan pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak.
Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini yaitu Pranata Komputer,
Operator SIAK, ADB Kependudukan.
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4. Rumpun Arsitek, Insinyur &yang berkaitan
adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya melakukan
penelitian, meningkatkan dan mengembangkan konsep, teori dan metode
operasional, menerapkan pengetahuan dan kegiatan teknis yang
berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional di
bidang arsitektur dan teknologi serta efesiensi dalam proses produksi.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi:
Penyelidik Bumi, Penata Ruang, Surveyor Pemetaan, Teknik Jalan dan
Jembatan. Teknik Penaairan. Teknik Tata Banaunan dan Perumahan. Teknik

Penyehatan Lingkungan.

5. Rumpun Penelitian dan Perekayasaan
adalah jabatan fungsional PNSyang tugasnya berkaitan dengan penelitian,
peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional
vang berhubungan dengan bidang penelitian dan perekayasaan dan
melakukan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan
perekayasaan.

Jabatan Fungsional yang temmasuk dalam rumpun ini meliputi: Teknisi
Penelitian dan Perekayasaan, Perekayasa.

6. RumpunIimu Hayat

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya adalah melakukan
kegiatannya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan
metode operasional, penerapan iimu pengetahuan di bidang biologi,
mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi anatomi, bakteorologi, biokimia,
fisiologi, genetika, agronomi, Patologi atau farmakologi serta melaksanakan
kegiatan teknis vyang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian,
penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu
hewan, agronomi dan kehutanan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi antara lain:
Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu
Pakan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Bibit Temak, Analis
Pasar Hasil Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pengawas Perikanan, Pengendali
Hama dan Penyakit Ikan, Pengendali Dampak Lingkungan, Pengendali
Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, Analis Pasar Hasil Perikanan, Pemeriksa
Perlindungan Varietas Tanaman, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis
Ketahanan Pangan, Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap, Pengelola Kesehatan Ikan.
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7.

10.

Rumpun Kesehatan

adalah rumpun jabatan fungsional PNSyang tugasnya adalah melakukan
kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau
pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu
pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan
kesehatan, pencegahanpenyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi,
kesehatan gigi dan mulut, farmasi serta perawatan orang sakit dan kelahiran
bayi. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi seluruh
Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya melakukan kegiatan
yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep,
teori dan metode operasional disiplin ilmu khusus di bidang pendidikan tinggi,
melaksanakan tugas mengajar pada pendidikan tinggi disamping penyiapan
buku dan tulisan ilmiah. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini
yaitu Dosen.

Rumpun Pendidikan Tingkat TK, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus
adalah rumpun jabatan fungsional PNSyang tugasnya melakukan kegiatan
vang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan
konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan
pengajaran pada Tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan dan
Sekolah Khusus serta mengajar anak-anak atau orang dewasa yang cacat fisik
dan cacat mental atau mempunyai kesulitan belajar pada tingkat
pendidikan tertentu. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini yaitu
Guru.

Rumpun Pendidikan lainnya

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan
penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode
operasional di bidang pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan dan
pelatihan yang tidak berhubungan dengan pengajaran, menelaah serta
memeriksa hasil kerja yang telah dicapai oleh guru dalam penerapan
kurikulum, memberikan pelatihan penggunaan teknologi tinggi.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Instrukiur,
Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, Penilik, Pengembang Teknologi
Pembelajaran, Pranata Laboratorium Pendidikan, Widyaiswara, Pelatih
Olahraga, Asisten Pelatih Olahraga.
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11.

12.

13.

14.

Rumpun Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas melakukan
pemotretan; mengontrol gambar yang bergerak dan video kamera dan
peralatan lain untuk merekam dan menyempurnakan citra dan suara,
mengontrol penyiaran dan sistem alat telekomunikasi, mengontrol
penggunaan alat untuk keperluan diagnosa medis dan perawatan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pengendali
Frekwensi Radio.

Rumpun Teknisi & Pengontrol Kapal & Pesawat

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas memberi
komando dan menavigasi kapal serta pesawat, melaksanakan fungsi teknis
untuk menjamin efesiensi dan keselamatan pelayaran serta penerbangan.

Jabatan Fungsional yang termmasuk dalam rumpun ini meliputi: Teknisi
Penerbangan, Pengawas Keselamatan Pelayaran.

Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan
penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode
operasional seta memeriksa pengimplementasian peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran dan bahaya
lain, keselamatan kerja, perlindungan kesehatan dan lingkungan,
keselamatan proses produksi, barang dan jasa yang dihasilkan dan juga hal-
hal yang berhubungan dengan standar kualitas dan spesifikasi pabrik.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Penguji
Kendaraan Bermmotor, Pengawas Ketenagakerjaan, Inspektur Tambang,
Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Penguji Mutu
Barang, Penera, Pengawas Farmasi dan Makanan, Pengawas Lingkungan
Hidup, Rescuer, Pengamat Tera, Pengawas Kemetrologian, Pranata
Laboratorium Kemetrologian, Penguji K3, Asisten Penguji Perangkat
Telekomunikasi, Penguji Perangkat Telekomunikasi, Analis Kebakaran,
Pemadam Kebakaran.

Rumpun Akuntan dan Anggaran

adalah jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan
penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode
operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran,
penyeliaan atau pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan
akuntansi, anggaran dan manajemen keuangan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi Auditor dan
Pemeriksa, Analis Keuangan Pusatdan Daerah
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15.

16.

17.

Rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan
dan Penjualan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas melakukan
kegiatan teknis dalam analisis kecenderungan pasar di bidang keuangan dan
devisa, menaksir nilai komoditi, real estate atau properti lain atau menjual
lewat lelang atas nama Pemerintah.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini yaitu Penilai Pajak Bumi
dan Bangunan, Pelelang.

Rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan

adalah mumpun jabatan fungsional PNS vyang mempunyai tugas
memberlakukan dan menerapkan peraturan perundangan pemerintah yang
berhubungan dengan batas negara, pajak-pajak, jaminan sosial, ekspor
barang dan impor barang, pembentukan usaha, pendinan gedung serta
kegiatan lain yang berhubungan dengan penerapan Peraturan Pemerintah.
Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pemeriksa Bea
dan Cukai, Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Analis Keimigrasian, Pemeriksa
Keimigrasian.

Rumpun Manajemen

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan
dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan
metode operasional, penerapan iimu pengetahuan di bidang peningkatan
sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengembalian keputusan dan
pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan sumber daya
manajemen.

Jabatan Fungsional yang temmasuk dalam rumpun ini meliputi: Analis
Kepegawaian, Penerjemah, Auditor Kepegawaian, Assessor SDM Aparatur.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Analis APBN.

18. Rumpun Hukum dan Peradilan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan
dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep. Teori dan
metode operasional serta penerapan iimu pengetahuan di bidang hukum,
perencanaan peraturan perundang-undangan serta pemberian saran dan
konsultasi pada para klien tentang aspek hukum penyelidikan kasus,
pelaksanaan peradilan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Mediator
Hubungan Industrial, Perancang Peraturan Perundang-undangan.
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19. Rumpun Hak Cipta, Paten dan Merek

20.

21.

22,

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan
dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan

metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian
saran, pengadministrasian, penyeliaan, serta pelaksanaan pekerjaan yang
berkaitan dengan pengatalokan, registrasi dari hak cipta, penetapan hak
paten, pendaftaran merek dagang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pemeriksa
Merek, Pemeriksa Paten, Kataloger, Pemeriksa Desain Industri.

Rumpun Penyidik dan Detektif

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas menyelidiki
fakta yang berhubungan dengan tindak kriminal dalam rangka membuktikan
pihak yang bersalah, mengumpulkan informasi tentang seseorang yang
diduga berbuat kriminal, melakukan penyelidikan tindakan yang
mencurigakan di perusahaan, toko ataupun di tempat umum.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Agen, Polisi
Kehutanan, Sandiman.

Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan
dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan
metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang
pengembangan dan pemeliharaan koleksi arsip, perpustakaan, museum,
koleksi benda seni dan benda yang sejenis serta pelaksanaan kegiatan teknis
yang berhubungan dengan kearsipan dan kepustakaan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Arsiparis,
Pustakawan.

Rumpun IlImu Sosial dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan
dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan konsep dan metode
operasional serta penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan

filosofi, sosiologi, psikologi dan imu sosial lainnya,  memberikan
pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan keluarga
dalam masyarakat.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pengantar Kerja,
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penggerak Swadaya Masyarakat,
Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh
Hukum, Penyuluh Narkoba.
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23. Rumpun Penerangan dan Seni Budaya

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan
penelitian, pengamatan, penciptaan, peningkatan atau pengembangan
konsep, teori dan metode operasional di bidang pelaksanaan kegiatan
pemeliharaan karya seni, museum, bahasa, sejarah, antropologi dan
arkeologi serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan
pekerjaan penerangan kepada masyarakat, pengamatan dan penciptaan
serta pemeliharaan karya seni, benda seni, benda sejarah (museum).

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pranata
Hubungan Masyarakat, Pamong Budaya.

24. Rumpun Keagamaan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan
penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metnde
operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan
pembinaan rohani dan moral masyarakat sesuai dengan agama yang
dianutnya.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Penghulu,
Penyuluh Agama, Pentashih Mushaf Al-Qur‘an.

25. Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan
penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode
operasional, pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan
perumusan, pengevaluasian, penganalisaan serta penerapan kebijaksanaan di
bidang politik, pemerintahan dan hubungan internasional.

Jabatan Fungsional yang termmasuk dalam rumpun ini meliputi: Diplomat,
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas
Pemerintahan), Penata Kanselesai, Pranata Informasi Diplomatik.
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NO

INSTANSI PEMBINA

JABATAN FUNGSIONAL

KATEGORI

Kementerian Luar Negeri

1. Diplomat

2. Penata Kanselerai

3. Pranata Informasi Diplomatik

Kementerian Perhubungan

1. Pengawas Keselamatan Pelayaran

2. Penguji Kendaraan Bermotor

3. Teknisi Penerbangan

Kementerian Hukum dan
HAM

1. Analis Keimigrasian

2. Asisten Pembimbing Kemasyarakatan

3. Pembimbing Kemasyarakatan

4. Pemeriksa Keimigrasian

5. Pemeriksa Merek

6. Pemeriksa Paten

7. Perancang Peraturan Perundang-
undangan

8. Pemeriksa Desain Industri

9. Penyuluh Hukum

Kementerian Keuangan

1. Analis Anggaran

2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

3. Pelelang

4, Pemeriksa Bea dan Cukai

5. Pemeriksa Pajak

6. Penilai Pemerintah

7. Penyuluh Pajak

8. Penilai Pajak

9. Asisten Penilai Pajak

10. Penata Laksana Barang

Kementerian Dalam Negeri

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Di Daerah (Pengawas
Pemerintahan)

2. Polisi Pamong Praja (Pol PP)

3. Administrator Database Kependudukan

4. Operator SIAK

5. Analis Kebakaran

6. Pemadam Kebakaran
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NO

INSTANSI PEMBINA

JABATAN FUNGSIONAL

2

KEAHLIAN

Kementerian Perdagangan

1. Penera

2. Penguiji Mutu Barang

3. PengamatTera

4. Pengawas Kemetrologian

5. Pranata Laboratorium Kemetrologian

Kementerian Perindustrian

1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

2. Asesor Manajemen Mutu Industri

Kementerian Pertanian

1. Analis Pasar Hasil Pertanian

2. Medik Veteriner

3. Paramedik Veteriner

4. Pengawas Benih Tanaman

5. Pengawas Bibit Temak

6. Pengawas Mutu Hasil Pertanian

7. Pengawas Mutu Pakan

8. Pengendali OPT

9. Penyuluh Pertanian

10. Pemeriksa PVT

11. Analis Ketahanan Pangan

12. Analis Perkarantinaan Tumbuhan

13. Pemeriksa Karantina Tumbuhan

14. Dokter Hewan Karantina

15. Paramedik Karantina Hewan

Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral

1. InspekturKetenagalistrikan

2. Inspektur Minyak dan Gas Bumi

3. InspekturTambang

4. Pengamat Gunung Api

5. Penyelidik Bumi

10.

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan

Rakyat

1. Penata Ruang

2. TeknikJalan dan Jembatan

3. Teknik Pengairan

4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

5. Teknik Penyehatan Lingkungan

6. Pembina Jasa Konstruksi

11.

Kementerian Pertahanan

1. Kataloger

2. Analis Pertahanan Negara
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NO

INSTANSI PEMBINA

JABATAN FUNGSIONAL

§

12,

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

1. Guru

2. Pamong Belajar

3. Pamong Budaya

4. Pengawas Sekolah

5. Penilik

6. Pengembang Teknologi Pembelajaran

7. Pranata Laboratorium Pendidikan

8. Dosen

13

Kementerian Kesehatan

1. Administrator Kesehatan

2. Apoteker

3. Asisten Apoteker

4. Bidan

5. Dokter

6. Dokter Gigi

7. Dokter Pendidik Klinis

8. Epidemiolog Kesehatan

9. Entomolog Kesehatan

10. Fisioterapis

11. FisikawanMedis

12. Nutrisionis

13. Okupasi Terapis

14. Orthotis Prostetis

15. Pembimbing Kesehatan Kerja

16. Penyuluh Kesehatan Masyarakat

17. Perawat

18. Perawat Gigi

19. Perekam Medis

20. Pranata Laboratorium Kesehatan

21. Psikolog Klinis

22. Radiografer

23. Refraksionis Optisien

24. Sanitarian

25. Teknisi Elektromedis

26. Teknisi Gigi

27. Teknisi Transfusi Darah

28. Terapis Wicara

29. Asisten Penata Anestesi

30. Penata Anestesi
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KATEGORIL
NO INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
KETERAMPILAN| KEAHLIAN
14. | Kementerian Agama 1. Penghulu X v
2 Penyuluh Agama v v
3 Pentashih Mushaf Al-Quran X v
15. | Kementerian 1. Instruktur v v
Ketenagakerjaan 2. PengantarKerja X v
3. Pengawas Ketenagakerjaan X v
4. Mediator Hubungan Industrial X v
5. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja X v
16. | Kementerian Desa, PDTdan Penggerak Swadaya Masyarakat v v
Transmigrasi
17. | Kementerian Sosial 1. Pekerja Sosial v v
2. Penyuluh Sosial X v
18. gmﬁ&mﬁan Sekretariat Penerjemah X v
19. | Kementerian Lingkungan 1. Pengendali Ekosistem Hutan v v
Hidup dan Kehutanan 2. Penyuluh Kehutanan v Y
3. PolisiKehutanan v v
4. Pengendali Dampak Lingkungan v v
5. Pengawas Lingkungan Hidup X v
20. | Kementerian Kelautandan 1. Pengawas Perikanan v v
Perikanan
2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan v v
3. Penyuluh Perikanan v v
4. Analis Pasar Hasil Perikanan v v
5. Pengelola Ekosistem Lautdan Pesisir X v
6. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap v X
7. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap X v
8. Pengelola Kesehatan Ikan X v
9. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan v X
10. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan v X
dan Perikanan
11. Inspektur Mutu Hasil Perikanan
12. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
21. | Kementerian Komunikasi dan 1. Asisten Pranata Siaran
Informatika

2. Asisten Teknisi Siaran

3. Pranata Siaran

4. Pranata Hubungan Masyarakat

5. Pengendali Frekuensi Radio

6. Teknisi Siaran

7. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

8. Penguji Perangkat Telekomunikasi

XXX X)X
XL X XL
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KATEGORI
NO INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
KETERAMPILAN KEAHLIAN
22. | Kementerian Pemuda dan 1. Pelatih Olahraga X v
Olahraga
2. Asisten Pelatih Olahraga v X
23. Kejaksaan Agung Jaksa X X
24. | Lembaga Sandi Negara Sandiman v v
25. | Badan Informasi Geospasial Surveyor Pemetaan v v
(BIG)
26. | BKKBN Penyuluh Keluarga Berencana v v
27. | BPPT 1. Perekayasa X v
2. Teknisi Penelitian dan v X
Perekayasaan
28. | BPKP Auditor v v
29 | Perpustakaan Nasional Pustakawan v v
30. | Badan Pengawas Tenaga Nukiir Pengawas Radiasi X v
(BAPETEN)
31. | Badan Kepegawaian Negara 1. AnalisKepegawaian v '
2. Assessor SDM Aparatur X v
3. Auditor Kepegawaian X v
32. | Lembaga Administrasi Negara 1. Analis Kebijakan X v
(LAN) 2. Widyaiswara X v
33. | I Peneliti X v
34. | Badan Intelejen Negara Agen v v
35. | Badan Tenaga NuklirNasional Pranata Nukdir v v
(BATAN)
36. | Badan Metereologi dan Geofisika Pengamat Metereologi dan v '
(BMG) Geofisika
37. Badan Pengawas Obat dan Pengawas Farmasi dan Makanan v '
Makanan (BPOM)
38. | Badan Pusat Statistik (BPS) 1. Pranata Komputer v v
2. Statistisi v v
39. | BAPPENAS Perencana X v
40. | Arsip Nasional RT Arsiparis v v
41, Badan Pemeriksa Keuangan Pemeriksa X v
42, LKPP Pengelola Pengadaan Barang/Jasa X v
43. | Badan SARNasional (BASARNAS) Rescuer v X
44. | Badan Narkotika Nasional (BNN) 1. Penyuluh Narkoba X v
2. Penyidik BNN X "
45. | Sekjen DPRRI 1. Analis APBN X v
2. Perisalah Legislatif X v
3. Asisten Perisalah Legislatif v X
46. | PPATK Analis Transaksi Keuangan X v




